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Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pada Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai agar terlaksana dengan sistematis, sinergis, 
dan komprehensif berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam 
rangka menunjang proses reformasi sistem dan prosedur pada 
DJBC, perlu dibuat peraturan mengenai tatalaksana pengawasan 
oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai;  

b. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai tentang Tatalaksana Pengawasan; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4661); 

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ; 

3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143), 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062; 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10), 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan Di 
Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3626); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan 
Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran 
Negara Tahun 1996 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3651); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara 



Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5040); 

8. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 120), 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330; 

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
30/KMK.05/1997 tanggal 16 Januari 1997 Tentang Tatalaksana 
Penindakan Di Bidang Kepabeanan; 

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 
92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana 
di Bidang Kepabeanan dan Cukai;  

11. Peraturan Menteri Keuangan nomor 238/PMK.04/2009 tanggal 30 
Desember 2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, 
Penegahan, Penyegelan,Tindakan Berupa Tidak Melayani 
Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan 
Bentuk Surat Perintah Penindakan; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tanggal 20 
Pebruari 2006 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang 
Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan 
Barang yang Menjadi Milik Negara; 

13. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 08/BC/1997 
tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana 
Pengangkut dan Barang diatasnya serta Penghentian 
Pembongkaran dan Penegahan Barang; 

14. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 37/BC/1997 
tentang Pemeriksaan barang, Bangunan, atau Tempat lain dan Surat 
atau Dokumen yang Berkaitan dengan Barang; 

15. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 38/BC/1997 
tentang Pemeriksaan Badan; 

16. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 57/BC/1997 
tentang Petunjuk Pelaksana Proses Penyidikan Tindak Pidana di 
Bidang Kepabeanan dan Cukai; 

17. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 101/BC/2001 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penindakan dan Penyidikan di 
Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Direktorat Penindakan dan 
Penyidikan 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Keuangan; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai; 

20. Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK.01/2001 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. 



  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
TENTANG TATALAKSANA PENGAWASAN 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud 

dengan: 

a. Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang 

kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, 

penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan 

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan 

sarana operasi. 

b. Unit Pengawasan adalah unit kerja di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi 

berkenaan dengan kegiatan intelijen, penindakan, penanganan 

perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan 

Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi. 

c. Unit Intelijen adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai 

fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, 

penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi 

berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang 

menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai. 

d. Unit Penindakan adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai 

fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat 

administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, 

penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka 

pengawasan kepabeanan dan cukai.  

e. Unit Penyidikan adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat 



Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai 

fungsi penanganan perkara berupa penelitian/penyelidikan, 

penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang 

bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi 

administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan 

perkara kepabeanan dan cukai. 

f. Unit Narkotika adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai 

fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, 

penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi NPP 

serta penanganan penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang 

bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, 

penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam 

pengawasan kepabeanan berkaitan dengan Narkotika, Psikotropika 

dan Prekursor Narkotika. 

g. Unit Sarana Operasi adalah Unit pengawasan di lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan 

mempunyai fungsi pengelolaan sarana operasi berupa penyediaan, 

penempatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sebagai pendukung 

fungsi pengawasan kepabeanan dan/atau cukai untuk Unit 

Intelijen, Unit Penindakan, Unit Penyidikan, dan Unit Narkotika. 

h. Pangkalan Sarana Operasi adalah unit sarana operasi yang berada 

di bawah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang 

melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi pengelolaan sarana 

operasi berupa penyediaan, penempatan, pemeliharaan, dan 

pemanfaatan sebagai pendukung fungsi pengawasan kepabeanan 

dan cukai untuk Unit Intelijen, Unit Penindakan, dan Unit 

Penyidikan. 

i. Sarana Operasi adalah sarana operasi pengawasan yang digunakan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pendukung fungsi 

pengawasan kepabeanan dan/atau cukai untuk Unit Intelijen, Unit 

Penindakan, Unit Penyidikan, dan Unit Narkotika berupa kapal 

patroli, pesawat terbang, pemindai (scanner), radar pantai, senjata 

api, anjing pelacak, peralatan telekomunikasi dan sarana operasi 



pengawasan lainnya. 

j. Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya 

disebut NPP adalah barang berupa narkotika, psikotropika, dan 

prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-

Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

k. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut DJBC 

adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang 

melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan. 

l. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

m. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat DJBC. 

n. Kantor adalah Kantor di lingkungan DJBC yang meliputi Kantor 

Wilayah dan  Kantor Pelayanan. 

o. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah DJBC yang meliputi 

Kantor Wilayah tipe A, tipe B, dan tipe khusus. 

p. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan DJBC yang meliputi 

Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 

q. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepabenan 

dan/atau Cukai. 

r. Anjing Pelacak adalah K-9 sebagaimana dimaksud Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Anjing Pelacak Narkotika. 

s. Pelanggaran adalah pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau 

cukai termasuk pelanggaran terkait pengangkutan barang tertentu. 

 

BAB II 

KEWENANGAN PENGAWASAN 

Pasal 2 

(1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan 

kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan 



dilaksanakan secara sistematis, sinergis dan komprehensif. 

(2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan pola dasar : 

a. kebijakan teknis oleh Kantor Pusat 

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Wilayah 

c. pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Pelayanan. 

(3) Ketentuan mengenai kewenangan pelaksanaan kebijakan teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikecualikan 

berdasarkan kriteria tertentu.  

 

Pasal 3 

(1) Kewenangan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai fungsi, berupa : 

a. fungsi pokok oleh Unit Intelijen, Unit Penindakan dan Unit 

Penyidikan; 

b. fungsi khusus oleh Unit Narkotika; 

c. fungsi pendukung oleh Unit Sarana Operasi. 

(2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

ketentuan : 

a. fungsi intelijen dalam  pengelolaan informasi meliputi 

pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi data 

atau informasi, yang dilaksanakan oleh Unit Intelijen; 

b. fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat 

administratif meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan, 

penyegelan, dan penindakan lainnya, yang  dilaksanakan oleh 

Unit Penindakan; 

c. fungsi penanganan perkara meliputi penelitian/penyelidikan, 

penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang 

bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi 

administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan 

penanganan perkara kepabeanan dan cukai, yang dilaksanakan 

oleh Unit Penyidikan; 

d. fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa 

pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data 

atau informasi serta penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik 



yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, 

pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya 

dalam pengawasan kepabeanan berkaitan dengan NPP, yang 

dilaksanakan oleh Unit Narkotika. 

e. fungsi pengelolaan sarana operasi pengawasan berupa 

penyediaan, penempatan, pemeliharaan, pemanfaatan dan 

evalusi penggunaan sarana operasi dilaksanakan oleh Unit 

Sarana Operasi. 

 

BAB III 

HUBUNGAN KERJA UNIT PENGAWASAN 

Pasal 4 

(1) Dalam kegiatan pengawasan, unit pengawasan melaksanakan 

hubungan kerja berdasarkan tugas dan fungsinya. 

(2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dalam bentuk hubungan struktural, fungsional, 

koordinatif dan pendukung. 

 

Pasal 5 

(1) Hubungan struktural unit pengawasan dilaksanakan Kantor Pusat 

dengan kegiatan antara lain: 

a. penyampaian hasil pengolahan informasi oleh Subdit Intelijen 

kepada Unit Intelijen di Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan.  

b. penyampaian hasil pengolahan informasi NPP oleh Subdit 

Narkotika kepada Unit Intelijen di Kantor Wilayah dan Kantor 

Pelayanan.  

c. penyampaian informasi  hasil penindakan oleh Subdit Intelijen 

kepada Unit Intelijen di Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan. 

d. pelimpahan penindakan oleh Subdit Penindakan kepada Unit 

Penindakan di Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan. 

e. pelimpahan penindakan NPP oleh Subdit Narkotika kepada 

Unit Penindakan di Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan.  

f. pelimpahan penanganan perkara oleh Subdit Penyidikan 

kepada Unit Penyidikan di Kantor Wilayah dan Kantor 

Pelayanan. 



(2) Hubungan Struktural unit pengawasan dilaksanakan Kantor 

Wilayah dengan kegiatan antara lain: 

a. penyampaian hasil pengolahan informasi  dari Unit Intelijen di 

Kantor Wilayah kepada Unit Intelijen di Kantor Pelayanan.  

b. penyampaian informasi  hasil penindakan segera oleh Unit 

Penindakan di Kantor Wilayah kepada Subdit Intelijen.  

c. penyampaian informasi hasil penindakan NPP segera oleh Unit 

Penindakan di Kantor Wilayah kepada Subdit Narkotika.  

d. pelimpahan penindakan  dari Unit Penindakan di Kantor 

Wilayah kepada Unit Penindakan di Kantor Pelayanan.  

e. pelimpahan penanganan perkara oleh Unit Penyidikan di 

Kantor Wilayah kepada Subdit Penyidikan atau Unit 

Penyidikan di Kantor Pelayanan.  

f. penyampaian data hasil penindakan oleh Unit Penindakan di 

Kantor Wilayah kepada Subdit Penindakan.  

g. penyampaian data penanganan perkara dan penyidikan oleh 

Unit Penyidikan di Kantor Wilayah kepada Subdit Penyidikan.  

(3) Hubungan Struktural unit pengawasan dilaksanakan Kantor 

Pelayanan dengan kegiatan antara lain : 

a. penyampaian informasi  hasil penindakan segera oleh Unit 

Penindakan di Kantor Pelayanan kepada Subdit Intelijen.  

b. penyampaian informasi  hasil penindakan NPP segera oleh Unit 

Penindakan di Kantor Pelayanan kepada Subdit Narkotika.  

c. pelimpahan penanganan perkara oleh Unit Penyidikan di 

Kantor Pelayanan kepada Unit Penyidikan di Kantor Wilayah 

atau Kantor Pusat.  

d. penyampaian data hasil penindakan oleh Unit Penindakan di 

Kantor Pelayanan kepada Unit Penindakan di Kantor Wilayah.  

e. penyampaian data penanganan perkara dan penyidikan oleh 

Unit Penyidikan di Kantor Pelayanan kepada Unit Penyidikan 

di Kantor Wilayah.  

 

Pasal 6 

(1) Hubungan fungsional unit pengawasan pada Kantor Pusat dengan 

kegiatan antara lain: 



a penyampaian hasil pengolahan informasi  dari Subdit intelijen 

kepada Subdit Penindakan.  

b penyampaian hasil penindakan oleh Subdit Penindakan kepada 

Subdit Penyidikan.  

c penyampaian hasil penanganan perkara oleh Subdit Penyidikan 

kepada Subdit Intelijen.  

d penyampaian hasil penindakan NPP oleh Subdit Narkotika 

kepada Subdit Penyidikan.  

e penyampaian hasil penanganan perkara NPP oleh Subdit 

Penyidikan kepada Subdit Narkotika. 

f penyampaian informasi  hasil penindakan segera oleh Subdit 

penindakan kepada Subdit Intelijen.  

(2) Hubungan fungsional unit pengawasan pada Kantor Wilayah dan 

Kantor Pelayanan dengan kegiatan antara lain : 

a penyampaian hasil pengolahan informasi  dari Unit intelijen 

kepada Unit Penindakan.  

b penyampaian hasil penindakan oleh Unit Penindakan kepada 

Unit Penyidikan.  

c penyampaian hasil penanganan perkara oleh Unit Penyidikan 

kepada Unit Intelijen.  

 

Pasal 7 

(1) Hubungan koordinatif  unit pengawasan pada Kantor Pusat 

dengan kegiatan antara lain : 

a koordinasi dalam pengolahan informasi kegiatan intelijen NPP 

antara Subdit Narkotika dengan Subdit Intelijen. 

b koordinasi dalam penindakan NPP antara Subdit Narkotika 

dengan Subdit Penindakan. 

(2) Hubungan koordinatif  unit pengawasan antar Kantor Wilayah 

atau antar Kantor Pelayanan meliputi kegiatan koordinasi dalam 

pelimpahan penanganan perkara antar Unit Penyidikan. 

 

Pasal 8 

(1) Hubungan pendukung dilaksanakan oleh Subdit Sarana Operasi 

dengan kegiatan antara lain: 



a. penyediaan sarana operasi dalam rangka pengawasan kepada 

Unit Pengawasan di kantor Pusat. 

b. penyediaan sarana operasi dalam rangka pengawasan kepada 

Unit Pengawasan di Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan. 

(2) Hubungan pendukung dilaksanakan oleh Pangkalan Sarana 

Operasi berupa kegiatan pengelolaan sarana operasi dalam rangka 

pengawasan pada Unit Pengawasan di Kantor Wilayah atau Kantor 

Pelayanan. 

 

 

BAB IV 

TATALAKSANA INTELIJEN 

Bagian Pertama 

Kegiatan Intelijen 

Pasal 9 

(1) Kegiatan intelijen dilaksanakan oleh Unit Intelijen dalam rangka 

pendeteksian dini atas pelanggaran. 

(2) Kegiatan intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan kegiatan pengelolaan informasi sesuai siklus 

intelijen, meliputi: 

a. pengumpulan data atau informasi;  

b. penilaian dan analisis data atau informasi; 

c. pendistribusian data atau informasi; dan  

d. evaluasi dan pemutakhiran data atau informasi. 

 

Pasal 10 

Unit intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi: 

a. Subdirektorat Intelijen pada Direktorat Penindakan dan 

Penyidikan. 

b. Seksi Intelijen pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama. 

c. Subseksi Intelijen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Madya. 

d. Subseksi Intelijen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe A1/A2. 



e. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi pada Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3. 

f. Subseksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B. 

 

Bagian Kedua 

Pengumpulan Data atau Informasi 

 

Pasal 11 

(1) Pengumpulan data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (2) huruf a bersumber dari : 

a. internal DJBC berupa data atau informasi yang diperoleh 

melalui kegiatan surveillance, monitoring, atau penerimaan 

informasi dari unit internal lainnya; dan/atau 

b. eksternal DJBC berupa data atau informasi yang diperoleh dari 

laporan masyarakat atau institusi atau sumber eksternal 

lainnya. 

(2) Surveillance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan kegiatan pengamatan terhadap orang, 

tempat, sarana pengangkut dan/atau obyek tertentu secara 

berkesinambungan pada periode tertentu yang dilakukan secara 

tertutup dalam rangka pengumpulan atau pendalaman data atau 

informasi yang dapat menunjukkan adanya indikasi pelanggaran 

kepabeanan dan/atau cukai. 

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan kegiatan pengamatan terhadap data-data 

transaksi pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan/atau cukai. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang 

bersifat kegiatan lapangan dilakukan dengan surat tugas  dan 

dibuat laporan sebagaimana diatur dalam Lampiran I.   

 
Pasal 12 

(1) Hasil pengumpulan data atau informasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan penyeleksian data atau informasi 

dengan penelitian terhadap lingkup informasi yang berkenaan 



dengan kepabeanan dan/atau cukai dalam rangka menentukan 

kelayakan data atau informasi untuk dilakukan klasifikasi. 

(2) Hasil pengumpulan data atau informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan dalam Lembar Informasi (LI). 

(3) Hasil pengumpulan data atau informasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 dikelola dalam Pangkalan Data Intelijen yang berisi 

informasi yang bermanfaat untuk pengawasan kepabeanan 

dan/atau cukai, antara lain pangkalan data: importir atau 

eksportir, pengusaha barang kena cukai, PPJK, komoditi, dan lalu 

lintas penumpang pesawat udara.  

(4) Bentuk dan tatacara penatausahaan LI sebagaimana diatur dalam 

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 
Bagian Ketiga 

Penilaian dan Analisis Data atau informasi 

 
Pasal 13 

(1) Penilaian dilakukan dengan pengklasifikasian data atau informasi 

berdasarkan LI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 

dalam rangka menentukan kelayakan data atau informasi untuk 

dilakukan analisis.  

(2) Pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan kriteria tertentu berupa kehandalan sumber 

dan validitas informasi yang diperoleh.  

(3) Hasil penilaian data atau informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam Lembar Klasifikasi Informasi (LKI). 

(4) Bentuk dan tatacara penatausahaan LKI sebagaimana diatur dalam 

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.  

 
Pasal 14 

(1) Analisis data atau informasi dilakukan dengan mencocokkan, 

membandingkan, menguji dan meneliti data atau informasi 

berkaitan dengan indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau 

cukai.  

(2) Analisis data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan : 



a. Lembar Klasifikasi Informasi (LKI) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (3); atau 

b. Nota Pengembalian Informasi (NPI) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b. 

(3) Hasil analisis data atau informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI).  

(4) Bentuk dan tatacara penatausahaan LKAI sebagaimana diatur 

dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(5) Untuk pendalaman atau pematangan dalam analisis data atau 

informasi dapat dilakukan pengumpulan data atau informasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a. 

 
  

Bagian Keempat 

Pendistribusian Data atau Informasi 

Pasal 15 

(1) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (3) ditindaklanjuti dengan penerbitan produk 

intelijen berupa :  

a. Nota Hasil Intelijen (NHI) yang memuat informasi mengenai 

indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai 

yang bersifat spesifik dan mendesak dari Unit Intelijen, untuk 

segera dilakukan penindakan oleh Unit Penindakan Kantor 

Pelayanan; 

b. Nota Informasi Penindakan (NIP) yang memuat informasi 

mengenai indikasi adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau 

cukai yang bersifat spesifik dari Unit Intelijen, untuk dapat 

dilakukan penindakan oleh Unit Penindakan Kantor Pusat atau 

Kantor Wilayah secara horizontal; 

c. Nota Informasi (NI) yang memuat informasi mengenai indikasi 

adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat 

umum atau spesifik untuk dapat dilakukan penelitian 

mendalam oleh Unit Intelijen di Kantor Wilayah atau Kantor 

Pelayanan;  

d. rekomendasi untuk audit, perbaikan sistem dan prosedur atau 

lainnya; atau 



e. informasi lainnya, antara lain meliputi kecenderungan 

pelanggaran yang bersifat umum atau peta kerawanan yang 

dapat digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan patroli. 

(2) Produk intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

terbatas pada Unit Pengawasan atau pihak terkait. 
 

 

Pasal 16 

(1) Pendistribusian produk intelijen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan: 

a. secara elektronik melalui hubungan langsung antar komputer 

atau melalui sistem Pertukaran Data Elektronik; atau  

b. secara manual, dalam hal distribusi secara elektronik tidak 

dapat dilakukan. 

(2) Untuk kecepatan dan kerahasiaan, NHI atau NI dapat 

disampaikan lebih awal melalui faksimili, radiogram, telepon, atau 

surat elektronik mendahului penyampaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3) Bentuk dan tatacara penatausahaan NHI, NIP, dan NI sebagaimana 

diatur dalam Lampiran V, VI dan VII Peraturan Direktur Jenderal 

ini.  

 

Bagian Keenam 

Pemutakhiran Data  

Pasal 17 

(1) Pemutakhiran data dalam profil intelijen yang meliputi profil 

penumpang, profil perusahaan, profil komoditi, profil pengusaha  

barang kena cukai, dan profil lainnya, dilaksanakan oleh 

Subdirektorat Intelijen berdasarkan informasi dan masukan dari 

Kantor dan/atau Direktorat terkait. 

(2) Pemutakhiran data dalam Profil Intelijen sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan Profil Penyidikan yang 

berasal dari Unit Penyidikan.   

(3) Subdirektorat Intelijen menerima Profil Penyidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dari:  

a. Subdirektorat Penyidikan; 



b. Unit Intelijen Kantor Wilayah yang berasal dari Unit 

Penyidikan Kantor Wilayah; atau 

c. Unit Intelijen Kantor Pelayanan yang berasal dari Unit 

Penyidikan Kantor Pelayanan; 

(4) Profil Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Unit 

Intelijen digunakan sebagai dasar penyusunan analisis pasca 

penindakan (post seizure analysis).  

(5) Analisis pasca penindakan (post seizure analysis) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat : 

a. kronologis pelanggaran; 

b. modus operandi; 

c. indikator risiko pelanggaran; 

d. analisis kebijakan atau peraturan perundang-undangan; 

e. proses penanganan pelanggaran; dan 

f. kesimpulan dan saran.   

 

Pasal 18 

(1) Subdirektorat Intelijen dapat melaksanakan penyebaran informasi 

hasil penindakan kepada seluruh Unit Intelijen. 

(2) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan segera dengan penerbitan Distribusi Informasi 

Penindakan (DIP) yang dibuat berdasarkan Informasi Penindakan 

(IP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan 147. 

(3) DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai 

masukan dalam pengolahan data atau informasi. 

(4) Bentuk dan tatacara penatausahaan DIP sebagaimana diatur dalam 

Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 19 

(1) Unit Intelijen menerima permintaan Nota Profil (NP) yang memuat 

Profil Intelijen dari Unit Penyidikan. 

(2) Nota Profil (NP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat identitas dan data pelanggaran dari orang 

dan/atau perusahaan. 

(3) Penyampaian Nota Profil (NP) sebagaimana dimaksud pada ayat 



(1) kepada Unit Penyidikan dilakukan oleh: 

a. Subdirektorat Intelijen berdasarkan permintaan dari Sub 

Direktorat Penyidikan; 

b. Unit Intelijen Kantor Wilayah berdasarkan permintaan dari 

Unit Penyidikan Kantor Wilayah;  

c. Unit Intelijen Kantor Pelayanan berdasarkan permintaan dari 

Unit Penyidikan Kantor Pelayanan; 

(4) Dalam hal Profil Intelijen tidak tersedia pada Unit Intelijen Kantor 

Wilayah atau Kantor Pelayanan, permintaan Nota Profil oleh Unit 

Penyidikan Kantor diajukan kepada Subdirektorat Intelijen melalui 

Subdirektorat Penyidikan. 

(5) Berdasarkan permintaan Nota Profil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Subdirektorat Intelijen menyampaikan Nota Profil kepada 

Unit Penyidikan Kantor dengan tembusan Subdirektorat 

Penyidikan. 

(6) Dalam hal permintaan Nota Profil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) terkait dengan NPP, Subdirektorat Intelijen menyampaikan 

Nota Profil kepada Unit Penyidikan Kantor dengan tembusan 

Subdirektorat Narkotika dan Subdirektorat Penyidikan. 

(7) Bentuk dan tatacara penatausahaan Nota Profil sebagaimana diatur 

dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

 

BAB V 

TATALAKSANA PENINDAKAN 

 

Bagian Pertama 

Kegiatan Penindakan 

 
Pasal 20 

(1) Kegiatan penindakan dilaksanakan oleh Unit Penindakan untuk 

mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan 

kewajiban pabean dan/atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat 

administratif sesuai ketentuan yang berlaku.  

(2) Kegiatan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 



meliputi kegiatan: 

a. penelitian pra-penindakan; 

b. penentuan skema penindakan; 

c. patroli dan operasi penindakan; 

d. penentuan hasil penindakan. 

(3) Unit Penindakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Subdirektorat Penindakan pada Direktorat Penindakan dan 

Penyidikan. 

b. Seksi Penindakan pada Kantor wilayah atau Kantor Pelayanan 

Utama. 

c. Subseksi Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai Tipe A1/A2 atau Tipe Madya. 

d. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi pada Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 

e. Subseksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B. 

 

Bagian Kedua 

Penelitian Pra-Penindakan 

Pasal 21 

(1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan informasi tentang indikasi pelanggaran 

yang diperoleh dari unit intelijen. 

(2) Informasi yang diperoleh dari Unit Intelijen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota 

Informasi Penindakan (NIP), atau informasi lainnya. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), penindakan dapat 

dilakukan karena kondisi yang bersifat mendesak, dalam hal:  

a. terdapat informasi dari sumber lain terkait dengan penindakan 

yang perlu segera dilakukan; 

b. tertangkap tangan, termasuk oleh masyarakat; atau  

c. merupakan hasil pengembangan penindakan oleh Unit 

Penindakan terkait dengan penindakan yang sedang dilakukan. 

(4) Informasi dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 



huruf a dituangkan dalam Lembar Informasi (LI-1).  

(5) Bentuk dan tatacara penatausahaan LI-1 sebagaimana diatur dalam 

Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 22 

(1) Penelitian pra-penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan analisis terhadap informasi 

untuk dapat ditentukan kelayakan operasional penindakan. 

(2) Atas informasi berupa Nota Hasil Intelijen (NHI) atau Nota 

Informasi Penindakan (NIP) dilakukan analisis untuk menentukan 

kelayakan operasional, meliputi: 

a. substansi pelanggaran yang meliputi jenis, tempat, waktu dan 

pelaku pelanggaran;  

b. kewenangan penindakan; 

c. ketersediaan personil dan sarana penindakan.  

(3) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 

digunakan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan 

patroli.  

(4) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) : 

a. memenuhi kelayakan operasional, ditindaklanjuti dengan 

operasi penindakan; atau 

b. tidak memenuhi kelayakan operasional, diberitahukan kepada 

Unit Intelijen untuk pengolahan informasi lebih lanjut melalui 

Nota Pengembalian Informasi (NPI). 

(5) Hasil analisis sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam 

Lembar Analisis Pra-penindakan (LAP) 

(6) Bentuk dan tatacara penatausahaan Lembar Analisis Pra-

penindakan (LAP) sebagaimana diatur dalam Lampiran XI 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(7) Bentuk dan tatacara penatausahaan Nota Pengembalian Informasi 

(NPI) sebagaimana diatur dalam Lampiran XII Peraturan Direktur 

Jenderal ini. 

 

 

 



Bagian Ketiga 

Penentuan Skema Penindakan 

 

Pasal 23 

(1) Dalam rangka operasi penindakan, dilaksanakan penentuan skema 

penindakan dengan mempertimbangkan : 

a. kriteria pokok berupa tempat pelanggaran; 

b. kriteria tambahan berupa ketersediaan personil, sarana operasi, 

waktu dan/atau kompleksitas penindakan. 

(2) Operasi Penindakan dilakukan oleh Kantor Pelayanan dalam hal : 

a. tempat pelanggaran berada pada wilayah kerja Kantor 

Pelayanan; dan 

b. kesiapan personil dan sarana operasi.  

(3) Operasi penindakan dapat dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam 

hal: 

a. tempat pelanggaran berada pada lebih dari satu wilayah kerja 

Kantor Pelayanan namun masih dalam satu wilayah kerja 

Kantor Wilayah; dan 

b. kesiapan personil, sarana operasi, waktu dan/atau 

kompleksitas penindakan. 

(4) Operasi penindakan dapat dilakukan oleh kantor Pusat dalam hal : 

a. tempat pelanggaran berada pada lebih dari satu wilayah kerja 

Kantor Pelayanan atau Kantor Wilayah; dan 

b. kesiapan personil, sarana operasi, waktu dan/atau 

kompleksitas penindakan.  

 

Pasal 24 

(1) Operasi penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 

(1) huruf b dilaksanakan dengan skema :  

a. penindakan mandiri; 

b. penindakan dengan perbantuan; 

c. penindakan yang dilimpahkan;atau  

d. penindakan yang dilimpahkan dengan perbantuan.  

(2) Penindakan mandiri dilaksanakan oleh Unit Penindakan Kantor 

DJBC yang menerima informasi tanpa bantuan Unit Penindakan 



Kantor DJBC lain. 

(3) Penindakan dengan perbantuan dilaksanakan oleh Unit 

Penindakan Kantor DJBC yang menerima informasi dengan 

bantuan Unit Penindakan Kantor DJBC lain. 

(4) Penindakan yang dilimpahkan dilakukan dengan melimpahkan 

penindakan ke Unit Penindakan Kantor DJBC lain secara 

vertikal/horizontal.  

(5) Penindakan yang dilimpahkan dengan perbantuan dilakukan 

dengan melimpahkan penindakan ke Unit Penindakan kantor 

DJBC lain secara vertikal/horizontal disertai bantuan. 

(6) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan kriteria kewenangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berdasarkan surat perintah. 

(7) Bentuk dan tatacara pengisian surat perintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Lampiran XIII Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 25 

Penindakan mandiri dilaksanakan oleh Kantor DJBC setempat dengan 

dibuatkan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan berita acara terkait atas 

pelaksanaan penindakan. 

  

Pasal 26 

(1) Penindakan dengan perbantuan dilaksanakan oleh Unit 

Penindakan Kantor DJBC dengan bantuan Unit Penindakan Kantor 

DJBC lain berdasarkan permintaan tertulis sebelum penindakan, 

yang disampaikan secara hierarkis disertai alasan dengan 

mempertimbangkan kriteria kewenangan. 

(2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Unit Penindakan kantor DJBC yang mengikutsertakan Unit 

Penindakan Kantor DJBC lain dan dibuatkan Surat Bukti 

Penindakan (SBP) serta berita acara terkait atas pelaksanaan 

penindakan. 

(3) Dalam keadaan mendesak yang tidak memungkinkan permintaan 

bantuan disampaikan sebelum penindakan sebagaimana dimaksud 



pada ayat (1), pemberitahuan disampaikan segera setelah 

penindakan dilakukan. 

 

Pasal 27 

(1) Penindakan yang dilimpahkan dilaksanakan berdasarkan Memo 

Pelimpahan Penindakan (MPP) yang berisi intruksi pelimpahan 

dengan mempertimbangkan kriteria kewenangan : 

a. dari Unit Penindakan Kantor Pusat ke Unit Penindakan Kantor 

DJBC; atau  

b. dari Unit Penindakan Kantor Wilayah ke Unit Penindakan 

Kantor Pelayanan.  

(2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Kantor DJBC yang menerima pelimpahan dengan membuat 

Surat Bukti Penindakan (SBP) dan berita acara terkait penindakan. 

 

Pasal 28 

(1) Penindakan yang dilimpahkan dengan perbantuan dilaksanakan 

berdasarkan Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) yang berisi 

instruksi pelimpahan dengan bantuan dengan mempertimbangkan 

kriteria kewenangan : 

a. dari Unit Penindakan Kantor Pusat ke Unit Penindakan Kantor 

DJBC; atau  

b. dari Unit Penindakan Kantor Wilayah ke Unit Penindakan 

Kantor Pelayanan.  

(2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Kantor DJBC yang menerima pelimpahan dengan membuat 

Surat Bukti Penindakan (SBP) dan berita acara terkait penindakan. 

 

Pasal 29 

Bentuk dan tatacara penatausahaan MPP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) diatur dalam Lampiran 

XIV Peraturan Direktur Jenderal ini.  

 

 

 



Bagian Keempat 

Patroli dan Operasi Penindakan 

 

Pasal 30 

(1) Kegiatan Unit Penindakan dilaksanakan dengan patroli dan/atau 

operasi penindakan. 

(2) Patroli sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan informasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (3) atau dalam rangka pencegahan 

pelanggaran dalam bentuk :  

a. patroli laut;  

b. patroli darat. 

 

(3) Operasi penindakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan melakukan penindakan secara fisik  

berdasarkan hasil analisis terhadap informasi yang bersifat spesifik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi kegiatan : 

a. penghentian;  

b. pemeriksaan; 

c. penegahan; 

d. penyegelan. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3), operasi penindakan 

terhadap pelanggaran di bidang cukai, dapat dilaksanakan oleh 

Unit Pelayanan dengan tidak melayani pemesanan pita cukai 

sesuai ketentuan di bidang cukai yang berlaku.  

 

Paragraf 1 

Patroli Laut 

Pasal 31 

(1) Patroli laut dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam 

rangka pencegahan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai 

termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran 

kepabeanan dan/atau cukai. 

(2) Patroli Laut dilaksanakan di seluruh wilayah perairan Indonesia 

serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan 



landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

Kepabeanan. 

(3) Selain patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), patroli laut 

dapat dilaksanakan dalam rangka : 

a. koordinasi dengan Administrasi Pabean negara lainnya; 

b. koordinasi dalam kegiatan pertahanan dan keamanan laut sesuai 

permintaan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), 

Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan nota kesepahaman; 

c. koordinasi dalam kegiatan penegakan hukum sesuai permintaan 

instansi terkait berdasarkan nota kesepahaman;  

d. perbantuan dalam kegiatan Search and Rescue (SAR) berkenaan 

dengan keadaan darurat sesuai permintaan Badan SAR 

Nasional/Daerah; atau 

e. perbantuan dalam kegiatan pengamanan dan pelaksanaan tugas 

pejabat negara berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal. 

 

Pasal 32 

(1) Patroli laut dilaksanakan oleh Satuan Tugas Patroli yang 

sekurang-kurangnya terdiri dari Komandan Patroli, Nakhoda, dan 

anggota patroli. 

(2) Komandan Patroli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

bertanggungjawab sebagai pimpinan tugas patroli laut, yang 

sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur/golongan II c dan 

memiliki kualifikasi teknis pemeriksa. 

(3) Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

bertanggungjawab dalam pengoperasian kapal, keselamatan kapal 

dan personil serta tugas lainnya berkaitan dengan tugas patroli 

laut dari Komandan Patroli.  

(4) Anggota patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

anak buah kapal yang memiliki kualifikasi di bidang perkapalan 

dan/atau pegawai yang ditunjuk. 

(5) Satuan Tugas Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mengenakan Pakaian Seragam Dinas sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

 



Pasal 33 

(1) Kegiatan patroli laut dilaksanakan sesuai dengan wilayah kerja 

Kantor Pelayanan DJBC atau patroli laut gabungan dalam satu 

wilayah kerja Kantor Wilayah secara mandiri, dengan 

memanfaatkan kapal patroli dan/atau awak kapal patroli yang 

dimiliki atau dari Pangkalan Sarana Operasi yang berada di 

bawahnya. 

(2) Kegiatan patroli laut dapat dilaksanakan secara lintas wilayah kerja 

Kantor Wilayah DJBC dalam skema Kerjasama Operasi (KSO), 

dengan memanfaatkan kapal patroli dan/atau awak kapal patroli 

yang dimiliki untuk pengawasan pada wilayah kerja Kantor 

Wilayah DJBC lain, dengan ketentuan: 

a. Berdasarkan permintaan tertulis  atau berdasarkan MoU antar 

Kantor Wilayah DJBC terkait;  

b. Pelaksanaan patroli masih dalam wilayah kerja PSO; 

c. Pengoperasian kapal patroli termasuk penugasan komandan 

patroli secara teknis dan pembiayaan menjadi tanggung jawab 

Kantor Wilayah DJBC yang membawahi PSO. 

(3) Kegiatan patroli laut dapat dilaksanakan secara lintas wilayah kerja 

Kantor Wilayah DJBC dalam skema Bawah Kendali Operasi (BKO), 

dengan memanfaatkan kapal patroli dan/atau awak kapal patroli 

yang dimiliki untuk pengawasan pada wilayah kerja Kantor 

Wilayah DJBC lain, dengan ketentuan: 

a. Berdasarkan permintaan tertulis oleh Kantor Wilayah DJBC 

yang akan melaksanakan patroli kepada Direktur Penindakan 

dan Penyidikan dengan tembusan Kantor Wilayah DJBC yang 

membawahi PSO; 

b. Pemberian bantuan sarana operasi dilaksanakan setelah 

mendapatkan persetujuan dari Direktur Penindakan dan 

Penyidikan; 

c. Pengoperasian kapal patroli termasuk penugasan komandan 

patroli secara teknis dan pembiayaan menjadi tanggung jawab 

Kantor Wilayah DJBC yang akan melaksanakan patroli. 

(4) Kegiatan patroli laut dapat dilaksanakan secara lintas wilayah kerja 

Kantor Wilayah DJBC dalam skema terpadu, dengan 



memanfaatkan kapal patroli dan/atau awak kapal patroli yang 

dimiliki satu atau lebih Kantor Wilayah, dengan ketentuan : 

a. berdasarkan perintah Direktur Jenderal dengan atau tanpa 

permintaan/masukan dari Kantor Wilayah DJBC terkait; 

b. tidak terbatas pada wilayah kerja PSO; 

c. dapat dilaksanakan secara gabungan dengan melibatkan kapal 

patroli dari beberapa PSO. 

d. Pengoperasian kapal patroli termasuk penugasan komandan 

patroli secara teknis dan pembiayaan menjadi tanggung jawab 

dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan. 

(5) Persyaratan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) 

atau (4) dikecualikan dalam hal dilakukan berdasarkan perintah 

Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. 

 

Pasal 34 

Persiapan patroli laut dilaksanakan dengan pemenuhan persyaratan 

meliputi : 

a. kelengkapan administrasi patroli berupa surat perintah dan 

dokumen administrasi patroli.  

b. sarana patroli berupa kapal patroli berikut perlengkapannya 

termasuk senjata api dalam hal diperlukan, dan 

c. personil Satuan Tugas Patroli terdiri dari Komandan Patroli, 

Nakhoda, anak buah kapal dan anggota patroli.  

 

Pasal 35 

(1) Kelengkapan administrasi patroli berupa surat perintah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a yang diterbitkan 

oleh pejabat yang berwenang merupakan dasar pelaksanaan 

patroli.  

(2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :  

a. Surat Perintah Patroli (SPP) kepada Komandan patroli dan 

anggota patroli.  

b. Surat Perintah Berlayar (SPB) kepada nakhoda dan anak buah 

kapal. 

 



(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah : 

a. Direktur Penindakan dan Penyidikan atau pejabat yang 

ditunjuk; 

b. Kepala Kantor DJBC atau pejabat yang ditunjuk; atau 

c. Kepala Pangkalan Sarana Operasi atau pejabat yang ditunjuk 

sesuai ketentuan yang berlaku.  

(4) Kelengkapan administrasi patroli berupa dokumen patroli 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa : 

a. dokumen tugas patroli, sekurang-kurangnya meliputi 

dokumen untuk pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan 

penggunaan senjata api yang merupakan tanggungjawab 

komandan patroli. 

b. dokumen sarana patroli, sekurang-kurangnya meliputi 

dokumen kapal, mesin, radio dan peralatan lain yang 

merupakan tanggungjawab nakhoda.  

(5) Bentuk dan tatacara pengisian SPP sebagaimana diatur dalam 

Lampiran XV Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(6) Bentuk dan tatacara pengisian SPB sebagaimana diatur dalam 

Lampiran XVI Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(7) Bentuk dan tatacara pengisian dokumen tugas patroli 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a diatur dalam 

Lampiran XVII Peraturan Direktur Jenderal ini.  

(8) Bentuk dan tatacara pengisian dokumen sarana patroli 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b diatur dalam 

Lampiran XVIII Peraturan Direktur Jenderal ini.  

 

Pasal 36 

(1) Sarana operasi berupa kapal patroli berikut kelengkapannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf  b yang digunakan 

dalam pelaksanaan patroli wajib memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Sarana operasi berupa senjata api sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 huruf b dapat digunakan dalam pelaksanaan patroli dan 

wajib dilengkapi dengan Izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata 



Api Dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang menerbitkan surat 

perintah.  

(3) Izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Daftar Penempatan 

Senjata Api Dinas yang mencantumkan jumlah, jenis, merk, tipe, 

dan ukuran/caliber serta jumlah amunisi untuk masing-masing 

jenis serta nama-nama pejabat yang bertanggung jawab untuk 

tiap-tiap senjata api dinas. 

 

Pasal 37 

(1) Sebelum keberangkatan patroli, komandan patroli wajib 

melakukan kegiatan : 

a. pemeriksaan/pengecekan atas persiapan patroli berupa 

kelengkapan administrasi patroli, sarana patroli dan personil 

Satuan Tugas Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Kesiapan Patroli; 

b. pengarahan/penjelasan teknis patroli kepada Anggota Satuan 

Tugas Patroli sesuai petunjuk dari pejabat yang menerbitkan 

surat perintah; dan 

c. Pengecekan kelayakan cuaca.   

(2) Tatacara Pemeriksaan kesiapan patroli laut sebagaimana diatur 

dalam Lampiran XIX Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(3) Bentuk dan tatacara pengisian Daftar Pemeriksaan Kesiapan 

Patroli Laut sebagaimana diatur dalam Lampiran XX Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 38 

Patroli laut dilaksanakan dengan kegiatan meliputi : 

a. pelaporan keberangkatan dan selama berlayar; 

b. penentuan sasaran patroli; 

c. penghentian sarana pengangkut; 

d. pemeriksaan sarana pengangkut; 

e. pengamanan patroli; dan 

f. pengakhiran patroli. 

 



Pasal 39 

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a wajib 

dilaksanakan oleh Komandan Patroli kepada Pejabat yang 

menerbitkan surat perintah melalui radio atau alat komunikasi 

lainnya, berupa : 

a. pelaporan saat keberangkatan, yaitu pada saat kapal patroli 

meninggalkan dermaga.  

b. pelaporan selama berlayar secara berkala sekurang-kurangnya 

setiap 2 (dua) jam atau sesuai dengan perintah pejabat yang 

menerbitkan surat perintah mengenai posisi kapal patroli, 

personil Satuan Tugas Patroli, sarana patroli, cuaca dan 

keadaan yang dihadapi.  

(2) Komandan patroli bertanggung jawab terhadap kelancaran/ 

kesinambungan komunikasi dan pelaporan selama 24 (dua puluh 

empat) jam setiap hari, baik antar kapal patroli maupun dengan 

pejabat yang menerbitkan surat perintah. 

 

Pasal 40 

(1) Sasaran pelaksanaan patroli ditujukan terhadap sarana 

pengangkut yang berbendera Indonesia, asing, atau tanpa bendera 

yang berada : 

a. di seluruh perairan dalam Daerah Pabean Indonesia; 

b. di perairan yang digunakan untuk pelayaran internasional, 

dalam rangka pengejaran tidak terputus. 

(2) Sasaran pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan terhadap: 

a. Kapal Perang dan Kapal Instansi Penegak Hukum. 

b. Sarana Pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain. 

(3) Penentuan sasaran pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan 

terhadap asal, rute, jenis, haluan sarana pengangkut dan muatan 

barang untuk dapat dilakukan penghentian dan pemeriksaan. 

 

 

 



Pasal  41 

(1) Penghentian sarana pengangkut yang diduga melakukan 

pelanggaran, dilaksanakan oleh Satuan Tugas Patroli atas perintah 

Komandan Patroli dengan memberikan tanda/isyarat yang dapat 

dilihat atau didengar. 

(2) Terhadap sarana pengangkut yang tidak mengindahkan perintah 

penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

pengejaran. 

(3) Dalam hal pengejaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan secara terus menerus (hot pursuit) hingga keluar wilayah 

kerja, komandan patroli pada kesempatan pertama harus 

melaporkan kepada pejabat yang mengeluarkan surat perintah.  

(4) Tatacara penghentian sarana pengangkut sebagaimana diatur 

dalam Lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 42 

(1) Pemeriksaan sarana pengangkut dilaksanakan berdasarkan hasil 

pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  40 ayat (3) 

dengan menggunakan manifes sebagai instrumen untuk mencari 

dan menemukan dugaan pelanggaran, meliputi: 

a. mengangkut barang impor/ekspor tanpa dilindungi manifes;  

b. mengangkut barang impor/ekspor dengan dilindungi manifes, 

namun atas barang impor/ekspor tersebut  : 

1). sama sekali tidak tercantum dalam manifes. 

2). sebagian tidak tercantum dalam manifes. 

c. mengangkut barang impor dan/atau barang ekspor yang tidak 

tercantum dalam manifes atau daftar barang Anak Buah Kapal 

(ABK) dengan cara disembunyikan dalam ruangan ABK, ruang 

mesin atau dinding-dinding sarana pengangkut; 

d. mengangkut barang impor dan/atau ekspor dengan dilindungi 

manifes ganda;  

e. mengangkut barang impor dan/atau ekspor dengan modus 

antar pulau; atau  

f. mengangkut barang impor dan/atau ekspor yang diduga 

seluruhnya atau sebagian belum diselesaikan kewajiban 



pabeannya.  

(2) Dalam rangka pemeriksaan sarana pengangkut, komandan patroli 

memerintahkan nakhoda kapal patroli untuk merapatkan kapal 

patroli ke sarana pengangkut dengan wajib mempertimbangkan 

keselamatan personil Satuan Tugas Patroli dan kapal patroli serta 

cuaca dan kondisi sarana pengangkut yang akan diperiksa 

berdasarkan masukan dari nakhoda kapal patroli. 

(3) Dalam rangka pemeriksaan sarana pengangkut, Komandan patroli  

memerintahkan kepada: 

a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota untuk memeriksa 

sarana pengangkut; 

b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota untuk 

mengamankan pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan 

senjata api atau alat keamanan lainnya; dan 

c. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota untuk menjaga 

kapal patroli dengan menggunakan senjata api atau alat 

keamanan lainnya. 

(4) Anggota yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 

mengenakan baju pelampung (life jacket) dan dilengkapi dengan : 

a. perlengkapan pemeriksaan meliputi peralatan tulis, peralatan 

kerja berupa tang, obeng, alat pemotong, alat ukur, senter, 

kamera dan peralatan komunikasi serta segel/tanda 

pengaman. 

b. peralatan pengamanan pelaku dan barang hasil penindakan. 

(5) Komandan patroli bertanggung jawab terhadap kelancaran, 

ketertiban, keamanan palaksanaan pemeriksaan dan kelancaran 

lalu lintas kapal-kapal lainnya. 

 

Pasal 43 

(1) Pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Patroli di tempat 

penghentian sarana pengangkut.  

(2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dapat dilakukan di tempat penghentian karena dikhawatirkan 

mengganggu ketertiban umum dan/atau membahayakan 



keselamatan personil dan kapal patroli atau sarana pengangkut 

beserta awaknya, Komandan Patroli dapat :  

a. memerintahkan sarana pengangkut untuk menuju ke tempat 

lain yang layak, Kantor terdekat, atau Kantor tempat 

kedudukan pejabat penerbit Surat Perintah Patroli untuk 

pemeriksaan; atau 

b. melakukan upaya paksa (pendeligeran) untuk dapat 

dipenuhinya perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

dalam hal perintah komandan patroli tidak diindahkan. 

(3) Pemeriksaan sarana pengangkut dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan dokumen sarana pengangkut/barang dan fisik 

barang untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran. 

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3): 

a. tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, komandan 

patroli segera memerintahkan sarana pengangkut untuk 

meneruskan perjalanannya. 

b. ditemukan adanya dugaan pelanggaran dilakukan kegiatan 

penindakan lebih lanjut. 

(9) Tatacara pemeriksaan sarana pengangkut diatur dalam Lampiran 

XXII Peraturan Direktur Jenderal ini.  

 

Pasal 44 

(1) Pengamanan pelaksanaan patroli dilakukan atas perintah 

Komandan Patroli dalam hal terjadi keadaan darurat, dengan : 

a. menyelamatkan personil Satuan Tugas Patroli dan kapal patroli 

apabila kapal patroli mengalami kerusakan, kebocoran, 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 

b. menyelamatkan awak sarana pengangkut, dokumen-dokumen, 

barang serta sarana pengangkut dalam hal sarana pengangkut 

yang ditegah mengalami kerusakan, kebocoran, kebakaran atau 

keadaan darurat lainnya. 

c. mengambil tindakan tegas demi keselamatan personil Satuan 

Tugas Patroli dan kapal patroli dalam hal sarana pengangkut 

yang ditegah mengalami kerusakan, kebocoran dan/atau 

kebakaran sebagai akibat tindakan yang disengaja/sabotase 



oleh awak sarana pengangkut atau pihak lain.  

(2) Dalam hal terjadi ancaman atau perlawanan oleh awak sarana 

pengangkut atau pihak lain dalam pelaksanaan patroli, Komandan 

Patroli memerintahkan personil Satuan Tugas Patroli untuk 

melakukan tindakan pengamanan, penyelamatan, dan pembelaan 

diri dengan atau tanpa menggunakan senjata api atau alat 

keamanan lainnya dengan sedapat mungkin meminta persetujuan 

pejabat yang menerbitkan surat perintah, dan setelah pelaksanaan 

patroli wajib: 

a. membuat laporan tentang terjadinya peristiwa ancaman atau 

perlawanan serta tindakan pengamanan kepada pejabat yang 

menerbitkan surat perintah. 

b. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan senjata api 

dinas DJBC dan berita acara kepada pejabat yang menerbitkan 

surat perintah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 56 tahun 1996 tentang Penggunaan Senjata 

Api Dinas DJBC. 

(3) Tatacara pengamanan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dalam Lampiran XXIII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(4) Berita acara Penggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Lampiran XXIV 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 45 

(1) Pengakhiran patroli dilakukan dalam hal: 

a. Surat Perintah Patroli telah habis masa berlakunya dan tidak 

diperpanjang; 

b. atas perintah atau persetujuan pejabat yang menerbitkan Surat 

Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk; atau 

c. sasaran patroli yang ditentukan telah tercapai. 

(2) Dalam hal patroli berakhir, Komandan Patroli melakukan 

kegiatan: 

a. pengecekan sebelum meninggalkan Kapal Patroli, terhadap : 

1) jumlah anggota satuan tugas patroli; 

2) kelengkapan senjata api dinas beserta amunisi; 



3) kapal patroli, bahan bakar minyak, logistik, alat komunikasi, 

alat keselamatan, alat navigasi; 

4) kelengkapan administrasi patroli dan kapal patroli; dan 

5) kelengkapan alat pemeriksaan dan pengamanan. 

b. pelaporan pelaksanaan patroli secara tertulis kepada pejabat 

yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang 

ditunjuk;  

c. pengembalian senjata api dinas dan amunisi kepada pejabat 

yang menangani persenjataan; dan 

d. pengembalian perlengkapan patroli kepada pejabat yang 

menangani perlengkapan patroli. 

(3) Dalam hal masa berlaku surat perintah akan berakhir, namun 

patroli masih diperlukan, Pejabat yang menerbitkan surat perintah 

dapat memperpanjang surat perintah dan menyampaikan kepada 

Satuan Tugas Patroli melalui Berita Radiogram.  

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf 

c sebagaimana diatur dalam Lampiran XXV Peraturan Direktur 

Jenderal ini. 

 

Paragraf 2 

 Patroli Darat 

 

Pasal 46 

(1) Patroli darat dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam 

rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan 

menemukan dugaan pelanggaran. 

(2) Patroli darat dilaksanakan di dalam daerah pabean, meliputi : 

a. pelabuhan laut/udara; 

b. kawasan pabean;  

c. tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP); 

d. perbatasan darat;  

e. pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha penyalur atau 

tempat penjualan eceran barang kena cukai, atau 

f. peredaran bebas barang kena cukai.  

 



Pasal 47 

(1) Patroli darat dilaksanakan oleh Satuan Tugas Patroli yang terdiri 

dari Komandan Patroli dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota 

patroli. 

(2) Komandan Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya berpangkat Pengatur/golongan IIc dan memiliki 

kualifikasi teknis pemeriksa, bertanggung jawab sebagai pimpinan 

tugas patroli. 

(3) Kegiatan patroli dilaksanakan sesuai dengan wilayah kerja Kantor 

DJBC.  

(4) Satuan Tugas Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mengenakan Pakaian Seragam Dinas sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

dikecualikan untuk kelancaran tugas patroli berdasarkan surat 

perintah. 

 

Pasal 48 

Persiapan patroli darat dilaksanakan dengan kegiatan pemenuhan 

persyaratan meliputi : 

a. kelengkapan administrasi berupa surat perintah dan dokumen 

tugas patroli.  

b. sarana patroli berupa kendaraan berikut perlengkapannya 

termasuk senjata api dalam hal diperlukan, dan 

c. personil satuan tugas patroli yaitu komandan dan anggota patroli.  

 

Pasal 49 

(1) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a 

berupa Surat Perintah Patroli, diterbitkan oleh pejabat yang 

berwenang dan merupakan dasar pelaksanaan patroli. 

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah : 

a. Direktur Penindakan dan Penyidikan atau pejabat yang 

ditunjuk; atau 

b. Kepala Kantor DJBC atau pejabat yang ditunjuk.  



(3) Kelengkapan administrasi patroli sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 48 huruf a sekurang-kurangnya meliputi dokumen untuk 

pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penggunaan senjata api 

yang merupakan tanggung jawab komandan patroli. 

(4) Bentuk dan tatacara pengisian dokumen tugas patroli sebagaimana 

diatur dalam Lampiran XVII  Peraturan Direktur Jenderal ini.  

 

Pasal 50 

(1) Dalam pelaksanaan patroli dapat digunakan sarana operasi berupa 

senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b.  

(2) Senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi 

dengan Izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api Dinas yang 

dikeluarkan oleh Pejabat yang menerbitkan surat perintah.  

(3) Penggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai ketentuan tentang penggunaan Senjata Api 

Dinas yang berlaku. 

 

Pasal 51 

(1) Sebelum keberangkatan, komandan patroli wajib melakukan 

kegiatan : 

a. pemeriksaan/pengecekan atas persiapan patroli berupa 

kelengkapan administrasi patroli sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 48 yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Kesiapan 

Patroli; dan 

b. pengarahan/penjelasan teknis patroli kepada Anggota Satuan 

Tugas Patroli sesuai petunjuk dari pejabat yang menerbitkan 

surat perintah. 

(2) Tatacara pemeriksaan persiapan patroli darat sebagaimana diatur 

dalam Lampiran XXVI Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(3) Bentuk dan tatacara pengisian Daftar Pemeriksaan Kesiapan 

Patroli Darat sebagaimana diatur dalam Lampiran XXVII 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

 

 



Pasal 52 

(1) Kegiatan patroli darat dilaksanakan dengan pengamatan terhadap 

sasaran patroli berupa sarana pengangkut, barang atau tempat 

yang diduga terkait dengan pelanggaran atas : 

a. kedatangan atau keberangkatan sarana pengangkut di 

pelabuhan laut/udara. 

b. pembongkaran, pemuatan, penimbunan, pemeriksaan dan 

pengeluaran barang impor/ekspor pada kawasan pabean di 

dalam maupun luar pelabuhan laut/udara, 

c. pengangkutan barang yang masih dalam pengawasan 

kepabeanan di luar kawasan pabean, 

d. pemasukan/pengeluaran barang impor/ekspor di perbatasan 

darat,  

e. produksi di pabrik, penimbunan di Tempat Penyimpanan, 

tempat usaha penyalur atau penjualan di Tempat Penjualan 

Eceran barang kena cukai, atau 

f. pengangkutan dan peredaran barang kena cukai di peredaran 

bebas.  

(2) Dalam hal kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berakhir, komandan patroli membuat pelaporan pelaksanaan 

patroli secara tertulis kepada pejabat yang menerbitkan Surat 

Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk dan mengembalikan 

perlengkapan patroli.  

(3) Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditemukan adanya dugaan pelanggaran dilakukan kegiatan 

penindakan lebih lanjut. 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana 

diatur dalam Lampiran XXV Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Paragraf 3 

 Penghentian Sarana Pengangkut 

 

Pasal 53 

(1) Penghentian sarana pengangkut serta barang impor, ekspor, 

barang tertentu, barang kena cukai dan/atau barang lain yang 



terkait yang berada di atasnya, dilaksanakan  oleh Pejabat secara 

selektif berdasarkan informasi adanya dugaan pelanggaran. 

(2) Sarana pengangkut sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 

a. alat yang digunakan untuk mengangkut impor, ekspor, barang 

tertentu, barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang 

terkait di darat, di air, atau di udara; dan  

b. orang pribadi yang mengangkut impor, ekspor, barang tertentu, 

barang kena cukai dan/atau barang lainnya tanpa 

menggunakan alat angkut.  

(3) Penghentian terhadap sarana pengangkut dilakukan dengan cara 

memberikan isyarat berupa isyarat tangan, isyarat bunyi, isyarat 

lampu, radio dan sebagainya yang lazim digunakan sebagai isyarat 

untuk menghentikan sarana pengangkut. 

(4) Dalam melakukan penghentian, Pejabat harus menunjukkan surat 

perintah kepada Pengangkut atau orang pribadi yang dihentikan. 

(5) Terhadap sarana pengangkut yang tidak mengindahkan perintah 

penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

pengejaran. 

(6) Dalam hal pengejaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan secara terus menerus (hot pursuit) hingga keluar wilayah 

kerja, pada kesempatan pertama harus dilaporkan kepada pejabat 

yang mengeluarkan surat perintah.  

(7) Atas perintah atau permintaan dari Pejabat, Pengangkut wajib:  

a. menghentikan sarana pengangkut atau kegiatan 

mengangkutnya; dan 

b. menunjukkan dokumen impor, ekspor, barang kena cukai 

dan/atau dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan 

menurut peraturan yang berlaku. 

(8) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera 

dilanjutkan dengan pemeriksaan. 

 

 

 

 

 



Paragraf 4 

Pemeriksaan Sarana Pengangkut, Barang, Bangunan/tempat 

dan/atau Badan 

 

Pasal 54 

Pemeriksaan dilakukan terhadap sarana pengangkut, barang, 

tempat/bangunan atau orang pribadi yang diduga terkait 

pelanggaran. 

 

Pasal 55 

(1) Pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 dilaksanakan :  

a. terhadap sarana pengangkut laut/darat pada saat 

pengangkutan; atau 

b. terhadap sarana pengangkut laut/udara pada saat 

kedatangan atau keberangkatan dipelabuhan laut/udara. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan memeriksa dokumen, sarana pengangkut dan fisik barang. 

(3) Tatacara pemeriksaan sarana pengangkut laut sebagaimana diatur 

dalam Lampiran XXII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(4) Tatacara pemeriksaan sarana pengangkut darat sebagaimana 

diatur dalam Lampiran XVIII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 56 

(1) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 

dilaksanakan terhadap barang impor atau ekspor di dalam/luar 

kawasan pabean atau di perbatasan darat dengan memeriksa fisik 

barang secara keseluruhan berdasarkan dokumen pabean atau 

dokumen barang lainnya meliputi : 

a. jumlah dan jenis kemasan dan/atau barang;  

b. merek/tipe barang;  

c. negara asal barang; dan/atau  

d. spesifikasi lainnya.  

(2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berupa 

barang kena cukai dilaksanakan di pabrik, tempat penyimpanan, 



tempat usaha penyalur atau tempat penjualan eceran, dengan 

memeriksa fisik barang secara keseluruhan berdasarkan dokumen 

cukai atau dokumen barang lainnya, yang meliputi :  

a. jumlah dan jenis kemasan dan/atau barang; 

b. harga jual eceran dan tarif cukai; 

c. keaslian pita cukai;  

d. personalisasi; dan/atau 

e. kadar etil alkohol untuk minuman dan konsentrat mengandung 

etil alkohol. 

(3) Tatacara pemeriksaan barang dilaksanakan sebagaimana ketentuan 

yang mengatur tentang pemeriksaan barang. 

 

Pasal 57 

(1) Pemeriksaan bangunan/tempat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 yang pendiriannya berdasarkan ketentuan kepabeanan 

dan cukai, dilaksanakan dengan meminta kepada pihak yang 

menguasai bangunan/tempat untuk menunjukkan 

ruangan/tempat untuk penyimpanan/penimbunan barang yang 

berada di : 

a. tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, 

tempat penimbunan pabean.   

b. pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha penyalur atau 

tempat penjualan eceran. 

(2) Pemeriksaan bangunan/tempat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 yang pendiriannya tidak berdasarkan ketentuan 

kebapeanan dan/atau cukai, dilaksanakan berdasarkan ijin 

Direktur Jenderal dengan meminta kepada pihak yang menguasai 

bangunan/tempat untuk menunjukkan ruangan/tempat untuk 

penyimpanan/ penimbunan barang. 

(3) Tatacara pemeriksaan bangunan/tempat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Lampiran XXIX Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

 

 

 



Pasal 58 

(1) Pemeriksaan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 

dilakukan terhadap orang pribadi yang : 

a. berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut 

yang masuk ke dalam daerah pabean. 

b. berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut dengan 

tujuan keluar daerah pabean. 

c. sedang berada di atau baru saja meninggalkan Tempat 

Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat, atau  

d. sedang berada di atau baru saja meninggalkan kawasan pabean  

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat 

mungkin dilaksanakan di tempat tertutup oleh sekurang-

kurangnya 2 (dua) Pejabat yang sama jenis kelaminnya dengan 

yang diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 

Badan. 

(3) Tatacara pemeriksaan orang pribadi serta bentuk dan tatacara 

pengisian Berita Acara Pemeriksaan Badan sebagaimana diatur 

dalam Lampiran XXX Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Paragraf 5 

Penegahan 

 

Pasal 59 

(1) Penegahan dilaksanakan terhadap sarana pengangkut dan/atau 

barang yang diduga terkait dengan pelanggaran. 

(2) Penegahan terhadap sarana pengangkut laut/udara, dilaksanakan 

dengan mencegah keberangkatan atau mencegah untuk 

melanjutkan perjalanan sarana pengangkut yang memuat barang 

impor atau ekspor  yang :  

a. terdapat perbedaan jumlah dan/atau jenis kemasan/barang 

dengan manifest; 

b. terdapat manifest lebih dari satu yang memuat data berbeda, 

atau tidak dapat menunjukkan manifest; atau 

c. terdapat barang yang dicantumkan dalam manifest tetapi 

terdapat dugaan melanggar ketentuan larangan dan 



pembatasan di bidang impor, ekspor, barang tertentu atau 

cukai.   

(3) Penegahan terhadap sarana pengangkut darat, dilaksanakan 

dengan mencegah keberangkatan atau mencegah untuk 

melanjutkan perjalanan sarana pengangkut yang memuat barang 

impor, ekspor, barang tertentu atau barang kena cukai, yang 

sebagian atau seluruhnya tidak memenuhi kewajiban kepabeanan 

dan/atau cukai. 

(4) Penegahan terhadap barang, dilakukan dengan menunda 

pengeluaran, pemuatan, pembongkaran dan pengangkutan barang 

impor, ekspor, barang tertentu atau barang kena cukai, yang 

sebagian atau seluruhnya tidak memenuhi kewajiban kepabeanan 

dan/atau cukai. 

 

Paragraf 6 

Penyegelan 

 

Pasal 60 

(1) Penyegelan dilaksanakan dengan mengunci, menyegel dan/atau 

melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap sarana 

pengangkut, barang, bangunan atau tempat yang diduga terkait 

pelanggaran. 

(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan menggunakan segel atau tanda pengaman  yang terbuat 

dari kertas, plastik, logam, lak dan/atau bahan lainnya dengan 

bentuk tertentu berupa lembaran, pita, kunci, kancing dan/atau 

bentuk lainnya yang dilengkapi dengan piranti elektronik atau 

tidak. 

(3) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

rangka :  

a. penindakan, penyidikan, audit, penyitaan dalam rangka 

penagihan pajak dengan surat paksa; atau  

b. pengamanan terhadap barang yang belum diselesaikan 

kewajiban pabean dan/atau cukainya atau barang lain yang 

harus diawasi.   



(4) Pemilik dan/atau yang menguasai barang, sarana pengangkut, 

kemasan dan bangunan atau tempat lain yang disegel oleh Pejabat 

wajib menjaga agar semua segel tidak rusak atau hilang baik secara 

fisik maupun fungsinya. 

(5) Tatacara penyegelan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 

tentang penyegelan. 

 

Paragraf 7 

Surat Bukti Penindakan 

 

Pasal 61 

(1) Atas pelaksanaan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

53, 54, 59, dan 60 diterbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan 

diserahkan kepada pemilik atau pihak yang menguasai sarana 

pengangkut, bangunan/tempat/ruang atau barang. 

(2) Surat Bukti Penindakan ditandatangani oleh Pejabat yang 

melakukan penindakan dan pemilik atau pihak yang dilakukan 

penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal pemilik atau pihak yang dilakukan penindakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak menandatangani 

Surat Bukti Penindakan, dibuat Berita Acara Penolakan 

Tandatangan Surat Bukti Penindakan, disertai alasan penolakan 

yang ditandatangani oleh pejabat yang melakukan penindakan dan 

pemilik atau pihak yang dilakukan penindakan. 

(4) Dalam hal pemilik atau pihak yang dilakukan penindakan menolak 

menandatangani Berita Acara Penolakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), pejabat yang melakukan penindakan membuat dan 

menandatangani Berita Acara Penolakan.   

(5) Berdasarkan Surat Bukti Penindakan, Pejabat yang melaksanakan 

penindakan segera membuat Laporan Pelaksanaan Tugas 

Penindakan (LPTP). 

(6) Bentuk dan Tatacara pengisian Surat Bukti Penindakan serta Berita 

Acara Penolakan Tandatangan sebagaimana diatur dalam 

Lampiran XXXI Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(7) Bentuk dan Tatacara pengisian Laporan Pelaksanaan Tugas 



Penindakan (LPTP) sebagaimana diatur dalam Lampiran XXXII 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Paragraf 8 

Penindakan Segera  

Pasal 62 

(1) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penindakan segera oleh 

Unit Intelijen atau Unit Narkotika dengan persetujuan Unit 

Penindakan Kantor DJBC asal, dalam hal ditemukan dugaan 

pelanggaran berdasarkan: 

a) hasil kegiatan surveillance kepabeanan dan/atau cukai oleh Unit 

Intelijen Kantor DJBC  

b) hasil kegiatan surveillance kepabeanan terkait NPP oleh Unit 

Narkotika. 

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keadaan yang sangat mendesak (peka waktu) dan perlu untuk 

dilakukan penindakan. 

(3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

ketentuan dan dibuatkan Surat Bukti Penindakan. 

(4) Tatacara penatausahaan Penindakan Segera sebagaimana diatur 

dalam Lampiran XXXIII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Paragraf 9 

Penyebaran Segera Informasi Hasil Penindakan  

Pasal 63 

(1) Atas hasil penindakan yang telah dilaksanakan, Unit Penindakan 

segera menyampaikan kepada Subdit Intelijen dengan 

menggunakan Informasi Penindakan (IP) yang ditembuskan 

kepada Subdit Penindakan, untuk digunakan sebagai masukan 

atau referensi dalam rangka pengolahan informasi. 

(2) Bentuk dan tatacara penatausahaan IP sebagaimana diatur dalam 

Lampiran XXXIV Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

 

 



Bagian Kelima 

Penentuan Hasil Penindakan 

Pasal 64 

(1) Segera setelah seluruh tahapan penindakan selesai, dilaksanakan 

pembuatan Laporan Tugas Penindakan (LTP) dan dilakukan 

Analisa Hasil Penindakan dalam waktu : 

a. paling lama 7 x 24 jam sejak dilakukan penindakan untuk 

dugaan pelanggaran  kepabeanan; dan  

b. paling lama 14 x 24 jam sejak dilakukan penindakan untuk 

dugaan pelanggaran  cukai 

(2) Jangka waktu pelaksanaan Analisa Hasil Penindakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatas memperhatikan batasan waktu 

sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat diperpanjang atas izin 

atasan dari yang melaksanakan penindakan. 

(3) Analisa Hasil Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran atas 

penindakan yang dilakukan. 

(4) Dalam hal berdasarkan Analisa Hasil Penindakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diduga terdapat pelanggaran, dibuat 

Laporan Pelanggaran (LP) dan diserahkan kepada Unit Penyidikan 

dengan dilampiri Laporan Tugas Penindakan (LTP), berkas 

penindakan beserta barang hasil penindakan. 

(5) Dalam hal berdasarkan Analisa Hasil Penindakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diduga tidak terdapat pelanggaran, Pejabat 

yang melakukan penindakan membuat laporan pelaksanaan 

penindakan dan mengembalikan barang yang dilakukan 

penindakan kepada yang menguasai barang dengan berita acara. 

(6) Analisis hasil penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dituangkan dalam Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP). 

(7) Bentuk dan tatacara penatausahaan LTP sebagaimana diatur dalam 

Lampiran XXXV Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(8) Bentuk dan tatacara penatausahaan LPHP sebagaimana diatur 

dalam Lampiran XXXVI Peraturan Direktur Jenderal ini.  

(9) Bentuk dan tatacara penatausahaan LP sebagaimana diatur dalam 

Lampiran XXXVII Peraturan Direktur Jenderal ini. 



BAB VI 

TATA LAKSANA PENANGANAN PERKARA 

 

Bagian Pertama 

Kegiatan Penanganan Perkara 

 

Pasal  65 

(1) Kegiatan penanganan perkara dilaksanakan oleh Unit Penyidikan 

untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dan/atau membuat 

terang pelanggaran.  

(2) Kegiatan penanganan perkara sebagaimana di maksud pada ayat 

(1) meliputi : 

a. penerimaan perkara;  

b. penelitian pendahuluan; 

c. penentuan skema penanganan perkara; 

d. penelitian/penyelidikan dan penyidikan; 

e. penanganan barang hasil penindakan; 

f. penanganan pelaku pelanggaran;  

g. pengelolaan Cabang Rumah Tahanan DJBC.  

(3) Unit Penyidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Subdirektorat Penyidikan pada Direktorat Penindakan dan 

Penyidikan. 

b. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan pada Kantor 

wilayah atau Kantor Pelayanan Utama. 

c. Seksi Penyidikan dan Seksi Barang Hasil Penindakan pada 

kantor wilayah khusus. 

d. Subseksi Penyidikan dan Subseksi Barang Hasil Penindakan 

pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Cukai. 

e. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan pada Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A atau Tipe 

Madya Pabean. 

f. Subseksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B. 

 



Bagian Kedua 

Penerimaan Perkara 

Pasal 66 

(1) Penerimaan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 

(2) huruf a dilaksanakan berdasarkan Laporan Pelanggaran (LP) 

oleh Unit Penindakan atau laporan dugaan pelanggaran pidana 

lainnya.  

(2) Laporan dugaan pelanggaran pidana lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yaitu: 

a. hasil pengembangan penyidikan ditemukan tindak pidana yang 

tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang dilakukan 

penyidikan;  

b. hasil penelitian atau pemeriksaan dari unit lainnya; 

c. hasil tertangkap tangan oleh Pejabat;atau 

d. penyerahan dari instansi lain.  

(3) Perkara yang diduga merupakan pelanggaran diterima dalam 

bentuk: 

a Laporan pelanggaran yang berasal dari Unit Penindakan; 

b Laporan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, b dan c; atau 

c Surat pelimpahan perkara yang berasal dari instansi lain.  

 

Pasal 67 

(1) Atas laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 

ayat (1) dilakukan penerimaan Laporan Pelanggaran (LP) yang 

dilengkapi dengan Surat Bukti Penindakan (SBP), Laporan Tugas 

Penindakan (LTP) dan dokumen lain terkait penindakan. 

(2) Atas laporan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, b dan c, dilakukan penerimaan 

laporan yang dilengkapi sekurang-kurangnya dokumen hasil 

penelitian atau pemeriksaan yang terkait dengan dugaan 

pelanggaran pidana.  

(3) Atas penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), dilaksanakan : 



a. penyampaian tanda terima atau respons elektronis. 

b. penuangan dalam Lembar Penerimaan Perkara (LPP) sebagai 

dasar untuk penelitian pendahuluan.  

(4) Bentuk dan tatacara penatausahaan LPP sebagaimana diatur dalam 

Lampiran XXXVIII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 68 

(1) Atas Surat pelimpahan perkara dari instansi lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c dilaksanakan : 

a. Penerimaan surat rencana pelimpahan perkara yang dilengkapi 

dengan sekurang-kurangnya Laporan Kejadian/Laporan Polisi, 

hasil pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan awal yang 

dituangkan dalam Berita Acara, dan Resume Perkara/ Resume 

Hasil Penindakan  

b. Penuangan penerimaan perkara dalam Lembar Penerimaan 

Perkara (LPP) sebagai dasar untuk penelitian pendahuluan.   

(2) Bentuk dan tatacara penatausahaan LPP sebagaimana diatur dalam 

Lampiran XXXVIII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Bagian Ketiga 

Penelitian Pendahuluan 

 

Pasal 69 

(1) Atas penerimaan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 

ayat (1) segera dilakukan penelitian pendahuluan dalam waktu 

paling lama 5 x 24 jam sejak diterimanya laporan pelanggaran 

untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dan proses 

penanganan perkara lebih lanjut. 

(2) Penelitian pendahuluan atas perkara yang diterima dilakukan 

dengan penelitian secara formal, meliputi :  

a. kelengkapan berkas penindakan yang diterima dari unit 

penindakan atau dari instansi lain; 

b. pelanggaran yang terjadi meliputi: jenis, waktu, tempat dan 

pihak yang diduga melakukan pelanggaran; 

c. kelengkapan/keberadaan barang hasil penindakan, 



dokumen/surat terkait, saksi-saksi dan pelaku (jika ada); 

d. keterkaitan alat bukti dan barang bukti dengan pelaku; 

(3) Hasil Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dituangkan dalam Lembar Penelitian Formal (LPF) yang 

memuat tentang analisis perkara yang diterima dari unit 

penindakan atau intansi lain untuk ditentukan dapat tidaknya 

perkara diterima. 

(4) Bentuk dan tatacara pengisian Lembar Penelitian Formal (LPF) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Lampiran 

XXXIX Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 70 

(1) Dalam hal hasil Penelitian pendahuluan atas penerimaan perkara 

yang berasal dari Unit Penindakan ditemukan dugaan 

pelanggaran, dilakukan : 

a. penyidikan dengan menerbitkan Laporan Kejadian (LK), Surat 

Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan (PDP), apabila diduga pelanggaran pidana 

b. penelitian dengan menerbitkan Surat Perintah Penelitian 

(SPLIT), apabila diduga pelanggaran administrasi atau 

diperlukan penelitian lebih mendalam atas indikasi 

pelanggaran, 

c. permintaan penyerahan Barang Hasil Penindakan (BHP) 

dengan berita acara.  

(2) Dalam hal hasil Penelitian pendahuluan atas penerimaan perkara 

yang berasal dari unit lainnya ditemukan dugaan pelanggaran, 

dibuatkan Laporan Pelanggaran (LP-1) dan dilakukan : 

a. penyidikan dengan menerbitkan Laporan Kejadian (LK), Surat 

Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan (PDP), apabila diduga pelanggaran pidana; atau 

b. penelitian dengan menerbitkan Surat Perintah Penelitian 

(SPLIT), apabila diduga pelanggaran administrasi atau 

diperlukan penelitian lebih mendalam atas indikasi 

pelanggaran; dan 

c. pelaksanaan serah terima perkara disertai barang hasil 



penindakan, alat bukti terkait, dan pelaku yang 

bertanggungjawab atas pelanggaran (jika ada) dengan berita 

acara; dan/atau 

d. penegahan dengan penerbitan dan penyampaian Surat Bukti 

Penindakan (SBP) kepada pemilik atau penguasa barang. 

(3) Dalam hal hasil penelitian pendahuluan atas penerimaan perkara 

dari Unit Penindakan dan unit lainnya tidak ditemukan dugaan 

pelanggaran, dilakukan pengembalian perkara dengan 

pemberitahuan tertulis disertai alasan. 

 

Pasal 71 

(1) Atas perkara yang berasal dari instansi lain dilaksanakan Penelitian 

pendahuluan mengenai pemenuhan persyaratan guna menentukan 

dapat tidaknya dilakukan proses penanganan perkara lebih lanjut 

berupa : 

a. merupakan hasil penindakan karena tertangkap tangan atas 

dugaan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai; dan 

b. berdasarkan hasil penelitian/penyelidikan awal disimpulkan 

adanya bukti permulaan yang cukup terjadi pelanggaran 

Kepabeanan dan/atau Cukai dan terdapat pihak yang 

bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut. 

c. terdapat kelengkapan/keberadaan barang hasil penindakan, 

dokumen/surat terkait dan saksi-saksi. 

(2) Dalam hal hasil Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditemukan dugaan pelanggaran, dilakukan kegiatan : 

a. pembuatan Laporan Pelanggaran (LP-1);  

b. pelaksanaan serah terima perkara disertai barang hasil 

penindakan, alat bukti terkait, dan pelaku yang 

bertanggungjawab atas pelanggaran dengan berita acara; 

c. penegahan atas barang hasil penindakan yang diterima dengan 

Penerbitan dan penyampaian Surat Bukti Penindakan (SBP) 

kepada pemilik atau penguasa barang. 

d. Melaksanakan penelitian/penyidikan lebih lanjut atas perkara 

yang diterima. 

(3) Dalam hal atas hasil penelitian pendahuluan tidak ditemukan 



adanya dugaan pelanggaran, disampaikan pemberitahuan tertulis 

mengenai penolakan pelimpahan perkara disertai alasan dengan 

tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.  

(4) Bentuk dan tatacara penatausahaan LP-1 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a dan Pasal 71 ayat (2) huruf a diatur 

dalam Lampiran XL Peraturan Direktur Jenderal ini 

(5) Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 59. 

 

Bagian Keempat 

Penentuan Skema Penanganan Perkara 

 

Pasal 72 

(1) Penanganan perkara dilakukan oleh Unit Penyidikan pada Kantor 

Pelayanan, Kantor Wilayah, atau Kantor Pusat sesuai kewenangan 

yang ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria : 

a. kriteria pokok berupa tempat kejadian perkara/pelanggaran 

dan/atau keberadaan saksi/pelaku; dan 

b. kriteria tambahan berupa ketersediaan penyidik dan 

kompleksitas perkara meliputi kesulitan pembuktian atau 

adanya sorotan publik. 

(2) Penanganan perkara dilakukan oleh Kantor Pelayanan dalam hal : 

a. tempat kejadian perkara/pelanggaran berada pada wilayah 

kerja Kantor Pelayanan yang merupakan hasil penindakan 

sendiri atau dari kantor lain; atau 

b. keberadaan sebagian besar saksi dan/atau tersangka berada 

pada wilayah kerja Kantor Pelayanan. 

(3) Penanganan perkara dapat dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam 

hal : 

a. tempat kejadian perkara/pelanggaran berada pada lebih dari 

satu wilayah kerja Kantor Pelayanan namun masih dalam satu 

wilayah kerja Kantor Wilayah; dan/atau 

b. terdapatnya pertimbangan kompleksitas perkara. 

(4) Penanganan perkara dapat dilakukan oleh kantor Pusat dalam hal : 

a. tempat kejadian perkara/pelanggaran berada pada lebih dari 



satu wilayah kerja Kantor Pelayanan atau Kantor Wilayah; 

dan/atau 

b. terdapatnya pertimbangan kompleksitas perkara. 

(5) Pemenuhan kriteria tambahan berupa kompleksitas perkara 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditentukan oleh 

Kantor Pusat dengan memperhatikan masukan dari Kantor 

Wilayah dan Kantor Pelayanan. 

(6) Dalam hal penanganan perkara berupa penelitian, kriteria 

ketersediaan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf 

b dapat dikecualikan dengan dilakukan oleh peneliti yaitu pegawai 

pemeriksa berdasarkan surat tugas.  

 

Pasal 73 

Penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) 

dilaksanakan dengan skema :  

a. Penanganan perkara mandiri; 

b. Penanganan perkara dengan perbantuan; 

c. Penanganan perkara yang dilimpahkan; atau 

d. Penanganan perkara yang dilimpahkan dengan perbantuan. 

Pasal 74 

(1) Penanganan perkara mandiri dilakukan oleh unit penyidikan 

kantor DJBC yang melakukan penindakan dalam hal : 

a. merupakan hasil penindakan sendiri atau hasil pelimpahan 

sesuai  kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1). 

b. terdapatnya minimal 2 (dua) orang penyidik; dan 

c. tidak terdapat pertimbangan kompleksitas perkara. 

(2) Penanganan perkara sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan 

penelitian/penyidikan berdasarkan surat perintah. 

 

Pasal 75 

(1) Penanganan perkara dengan perbantuan dilaksanakan berdasarkan 

permintaan dari kantor DJBC yang melaksanakan 

penindakan/menerima penyerahan perkara yang disampaikan 

secara hierarkis disertai alasan dengan mempertimbangkan kriteria 

kewenangan. 



(2) Penanganan perkara dengan perbantuan dilaksanakan oleh unit 

penyidikan kantor DJBC yang melaksanakan 

penindakan/menerima penyerahan perkara dengan dibantu 

penyidik dari kantor DJBC lain dalam hal : 

a. merupakan hasil penindakan sendiri  atau hasil pelimpahan 

sesuai  kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).  

b. jumlah Penyidik kurang dari 2 (dua) orang, dan/atau; 

c. terdapatnya pertimbangan kompleksitas perkara dan/atau 

karena sorotan publik. 

(3) Dalam hal permintaan diterima, penelitian/penyidikan 

dilaksanakan oleh kantor yang mengajukan permintaan 

berdasarkan surat perintah dengan mengikutsertakan penyidik 

yang diperbantukan dari kantor DJBC lain. 

 

Pasal 76 

(1) Penanganan perkara yang dilimpahkan dilaksanakan dengan 

pelimpahan perkara dari kantor DJBC yang melakukan 

penindakan kepada kantor tujuan pelimpahan secara 

vertical/horizontal dalam bentuk Surat Pelimpahan Perkara yang 

dilampiri : 

a Dokumen penindakan  meliputi Surat Perintah, Surat Bukti 

Penindakan (SBP), Laporan Pelanggaran (LP) dan dokumen 

penanganan perkara;  

b Dokumen/surat terkait pelanggaran (alat bukti). 

(2) Penanganan perkara yang dilimpahkan dilaksanakan oleh unit 

penyidikan kantor DJBC yang menerima pelimpahan perkara 

dalam hal : 

a. merupakan hasil penindakan sendiri  atau hasil pelimpahan 

dari kantor DJBC lain sesuai  kriteria sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 72 ayat (1).  

b. terdapatnya minimal 2 (dua) orang penyidik pada kantor yang 

menerima pelimpahan  

(3) Dalam hal pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diterima, dilaksanakan: 

a. serah terima Barang Hasil Penindakan (BHP) dan Pelaku (jika 



ada) dengan berita acara. 

b. penelitian/penyidikan oleh kantor tujuan berdasarkan surat 

perintah.  

(4) Dalam hal pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditolak, diberitahukan secara tertulis disertai alasan 

berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 

(2) dan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. 

 

Pasal 77 

(1) Penanganan perkara yang dilimpahkan dengan perbantuan 

dilaksanakan dengan pelimpahan perkara dari kantor DJBC yang 

melakukan penindakan kepada kantor tujuan pelimpahan secara 

vertical/horizontal dalam bentuk Surat Pelimpahan Perkara yang 

dilampiri : 

a Dokumen penindakan meliputi Surat Perintah, Surat Bukti 

Penindakan (SBP), Laporan Pelanggaran (LP) dan dokumen 

penanganan perkara;  

b Dokumen/surat terkait pelanggaran (alat bukti). 

(2) Penanganan perkara yang dilimpahkan dengan perbantuan 

dilaksanakan oleh kantor DJBC yang menerima pelimpahan 

disertai bantuan penyidik berdasarkan kriteria sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dalam hal : 

a. jumlah penyidik kantor yang menerima pelimpahan kurang 

dari 2 Orang, dan/atau;  

b. terdapatnya pertimbangan kompleksitas perkara. 

(3) Dalam hal pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diterima, dilaksanakan: 

a. serah terima Barang Hasil Penindakan (BHP) dan Pelaku (jika 

ada) dengan berita acara. 

b. penelitian/penyidikan oleh kantor tujuan berdasarkan surat 

perintah yang mengikutsertakan penyidik yang diperbantukan.  

(4) Dalam hal pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditolak, diberitahukan secara tertulis disertai alasan 

berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 

(2) dan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. 



Pasal 78 

(1) Dalam keadaan yang sangat mendesak (peka waktu) dan perlu 

terkait dengan penindakan yang sedang dilakukan, Unit 

Penindakan kantor DJBC dapat melakukan pelimpahan perkara 

segera kepada Unit Penyidikan kantor DJBC lain di tempat 

dilakukan penindakan dengan persetujuan Unit Penyidikan Kantor 

DJBC yang melakukan penindakan. 

(2) Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kewenangan 

setelah melakukan  koordinasi unit penyidikan kantor setempat 

dengan hanya meliputi hasil penindakan berupa: 

a. Surat Bukti Penindakan (SBP) dan dokumen penindakan 

lainnya,  

b. barang hasil penindakan,  

c. dokumen/surat terkait dengan pelanggaran, dan  

d. pelaku pelanggaran (jika ada)  

(3) pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dituangkan dalam berita acara. 

 

Pasal 79 

(1) Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), 75 

ayat (3), 76 ayat (3) dan 77 ayat (3), dalam hal dilakukan : 

a. penelitian diterbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) atau  

b. penyidikan diterbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan 

(SPTP).  

(2) Surat Perintah Penelitian (SPLIT) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a diterbitkan kepada pegawai pemeriksa oleh 

Direktur Penindakan dan Penyidikan/Kepala Kantor DJBC atau 

pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan penelitian/penyelidikan 

terhadap dugaan pelanggaran guna menentukan ada tidaknya 

pelanggaran dan/atau menentukan pelanggaran 

pidana/administrasi. 

(3) Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b diterbitkan kepada Penyidik oleh Direktur 

Penindakan dan Penyidikan/Kepala Kantor DJBC atau pejabat 



yang ditunjuk dalam kapasitas selaku penyidik, untuk melakukan 

penyidikan perkara pidana sesuai ketentuan yang berlaku.  

(4) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan 

penyidik, penerbitan dilakukan oleh penyidik dengan diketahui 

oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan/Kepala Kantor DJBC. 

(5) Dalam hal telah diterbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan 

(SPTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyidik  

segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum yang berisi 

pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan atas suatu perkara 

pidana. 

(6) Bentuk atau format SPLIT sebagaimana diatur dalam Lampiran 

XLI Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Bagian Kelima 

Penelitian dan Penyidikan 

 

Pasal 80 

(1) Penanganan perkara meliputi kegiatan penelitian/penyelidikan 

dan penyidikan. 

(2) Penanganan perkara dilaksanakan dengan skema sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 73. 

 

Pasal 81 

Pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan: 

a. penerimaan Laporan Pelanggaran (LP) dari unit penindakan atau 

dari instansi lain 

b. pemanggilan/permintaan keterangan saksi dan/atau pelaku yang 

terkait dengan dugaan pelanggaran 

c. pengumpulan dan penelitian surat-surat/dokumen-dokumen yang 

terkait dengan dugaan pelanggaran. 

d. pencacahan dan pemeriksaan Barang hasil Penindakan meliputi 

jumlah, jenis, merk, type, dan spesifikasi lainnya. 

e. penelitian dan analisis terhadap pelanggaran 

f. pelaksanaan gelar perkara untuk memperoleh pendapat secara 



lebih komprehensif.  

g. pengajuan permintaan audit investigasi dalam rangka mendukung 

proses penelitian/penyelidikan dalam hal diperlukan. 

h. pembuatan resume penelitian dengan kesimpulan 

i. penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara 

 

Pasal 82 

Penelitian dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e 

dilakukan terhadap : 

a. uraian pelanggaran meliputi Jenis, tempat, dan waktu pelanggaran; 

b. kelengkapan berkas penindakan;  

c. kelengkapan Barang Hasil Penindakan dan alat bukti;  

d. keberadaan pelaku;  

e. pemenuhan unsur-unsur pelanggaran;  

f. keterkaitan keterangan saksi, dokumen dan Barang Hasil 

Penindakan dengan pelaku; dan  

g. pengungkapan motif/unsur kesengajaan.  

 

Pasal 83 

Kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 

huruf h berupa : 

a. bukan merupakan pelanggaran;   

b. merupakan pelanggaran administrasi;  

c. merupakan pelanggaran pidana; 

d. merupakan pelanggaran dengan pelaku tidak dikenal; atau 

e. merupakan pelanggaran UU lainnya.   

 

Pasal 84 

Usulan alternatif penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 81 huruf i berupa : 

a. pengenaan denda, dalam hal merupakan pelanggaran administrasi 

yang dikenakan sanksi berupa denda.  

b. penyidikan, dalam hal merupakan pelanggaran pidana 

kepabeanan dan/ atau cukai 

c. penetapan barang sebagai barang yang dikuasai negara (BDN) atau 



barang yang menjadi milik negara (BMN).  

d. pemblokiran, dalam hal merupakan pelanggaran administrasi atau 

pelanggaran pidana yang dikenakan sanksi pemblokiran sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

e. audit, dalam hal tidak ditemukan pelanggaran administrasi atau 

pelanggaran pidana namun terdapat indikasi belum terpenuhinya 

sebagian/seluruh kewajiban kepabeanan dan/ atau cukai. 

f. reekspor, dalam hal tidak terdapat pelanggaran namun tidak dapat 

memenuhi persyaratan ketentuan impor sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

g. tidak melayani pemesanan pita cukai, dalam hal terdapat 

pelanggaran administrasi cukai yang dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

h. pelimpahan ke Instansi terkait, dalam hal pelanggaran yang 

ditemukan bukan merupakan kewenangan DJBC atau terdapat 

ketentuan lain yang mengatur lebih khusus. 

i. penelitian perkara tidak dilanjutkan, dalam hal bukan pelanggaran 

atau  pelanggaran administrasi yang telah diselesaikan kewajiban 

pabean dan/atau cukainya. 

 

Pasal 85 

Pelaksanaan penyidikan meliputi kegiatan : 

a. pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 

112 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang 

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

nomor 17 tahun 2006 dan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 

11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang nomor 39 tahun 2007;  

b. penelitian dan analisis terhadap pelanggaran;  

c. pelaksanaan gelar perkara untuk memperoleh pendapat secara 

lebih komprehensif;  

d. pengajuan permintaan audit investigasi dalam rangka mendukung 

proses penyidikan dalam hal diperlukan; 

e. pembuatan resume perkara dengan kesimpulan; dan   

f. penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara.  



Pasal 86 

Penelitian dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b 

dilakukan terhadap : 

a. uraian tindak pidana meliputi Jenis, tempat, dan waktu 

pelanggaran 

b. kelengkapan berkas penyidikan  

c. kelengkapan Barang Bukti dan alat bukti 

d. pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana 

e. pemenuhan unsur-unsur tindak pidana  

f. keterkaitan antara keterangan saksi-saksi, dokumen serta barang 

bukti dengan tersangka  

g. pengungkapan motif tindak pidana/unsur kesengajaan  

 

Pasal 87 

Kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 

huruf e berupa : 

a. unsur-unsur tindak pidana terpenuhi  

b. unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi . 

 

Pasal 88 

Usulan alternatif penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 85 huruf f berupa : 

a. Pengiriman berkas ke Jaksa Penuntut Umum, dalam hal berkas 

penyidikan selesai. 

b. Penyidikan lanjutan, dalam hal masih diperlukan untuk lebih 

memperkuat alat bukti dugaan perkara pidana atau berdasarkan 

petunjuk JPU. 

c. Penghentian penyidikan/SP3, dalam hal bukan merupakan tindak 

pidana atau tidak terdapat cukup bukti atau tersangka meninggal 

dunia. 

d. Penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara 

(deponer) sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 89 

(1) Resume Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h, 



dituangkan dalam Lembar Resume Penelitian (LRP-1) yang 

memuat hasil analisis dan rekomendasi perkara pelanggarann 

pidana/administrasi yang diterbitkan oleh unit penyidikan  

(2) Resume Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal  85 huruf e, 

dituangkan dalam Lembar Resume Pidana (LRP-2) yang memuat 

hasil analisis dan rekomendasi perkara pelanggaran pidana yang 

diterbitkan oleh Unit Penyidikan. 

(3) Bentuk atau format Resume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) sebagaimana Lampiran XLII dan Lampiran XLIII 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 90 

(1) Dalam pelaksanaan penelitian atau penyidikan, Unit Penyidikan 

dapat mengajukan permintaan Nota Profil (NP) kepada Unit 

Intelijen dengan maksud untuk mendukung pembuktian atas 

dugaan pelanggaran. 

(2) Pengajuan permintaan Nota Profil (NP) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada Unit Intelijen dilakukan oleh: 

a. Sub Direktorat Penyidikan kepada Sub Direktorat Intelijen; 

b. Unit Penyidikan Kantor Wilayah kepada Unit Intelijen Kantor 

Wilayah; atau 

c. Unit Penyidikan Kantor Pelayanan kepada Unit Intelijen Kantor 

Pelayanan. 

(3) Permintaan Nota Profil oleh Unit Penyidikan Kantor DJBC 

diajukan kepada Subdirektorat Intelijen melalui Subdirektorat 

Penyidikan, dalam hal Profil Intelijen tidak tersedia pada Unit 

Intelijen Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan. 

(4) Berdasarkan permintaan Nota Profil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Subdirektorat Penyidikan meneruskan permintaan Nota 

Profil kepada Subdirektorat Intelijen.  

 

Pasal 91 

(1) Dalam pelaksanaan penelitian dan penyidikan dapat diadakan 

gelar perkara dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh 

masukan guna penyelarasan atau penyempurnaan dalam 



pemberkasan dan untuk menyampaikan informasi/laporan guna 

pemantauan perkembangan penelitian/penyidikan serta 

pengelolaan proses penanganan perkara.  

(2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

dilaksanakan pada tahap pra penyidikan (penelitian), tahap 

penyidikan dan/atau tahap akhir penyidikan, berdasarkan 

pengajuan permintaan gelar perkara oleh : 

a. Tim Penyidik, dalam hal diperlukan untuk memperoleh 

masukan guna penyelarasan atau penyempurnaan dalam 

pemberkasan; 

b. Atasan Tim Penyidik, dalam hal diperlukan untuk memperoleh 

informasi/laporan guna pemantauan perkembangan 

penyidikan dan pengelolaan proses penanganan perkara; 

c. Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam hal diperlukan untuk 

memperoleh gambaran tentang perkara yang ditangani dan 

memberikan petunjuk guna pemenuhan alat bukti atas unsur-

unsur pasal yang disangkakan. 

(3) Peserta gelar perkara meliputi : 

a. Tim Penyidik yang terdiri dari koordinaor sebagai penyaji dan 

anggota; 

b. Atasan Tim Penyidik; 

c. Pihak terkait untuk kepentingan penanganan perkara; dan/atau 

d. Jaksa Penuntut Umum (dalam hal diperlukan). 

(4) Materi gelar perkara antara lain meliputi : 

a. kronologis kasus; 

b. anatomi kasus (anatomy of crime); 

c. matriks keterkaitan alat bukti;  

d. tindakan yang telah dilakukan; 

e. hambatan atau kendala; 

f. tindakan yang akan dilakukan; dan 

g. saran atau pendapat; 

(5) Hasil pelaksanaan gelar perkara dibuat berita acara yang 

ditandatangani peserta gelar perkara dan dijadikan panduan bagi 

Tim Penyidik untuk penyelesaian penanganan perkara. 

 



Pasal 92 

(1) Ketentuan dan persyaratan formal penyidikan tindak pidana 

Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Keputusan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukainomor KEP-57/BC/1997 tanggal 2 

Juni 1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang 

Kepabeanan dan Cukai. 

(2) Ketentuan dan persyaratan materiil penyidikan tindak pidana 

Kepabeanan dan Cukai akan diatur tersendiri dengan Peraturan 

Dirjen. 

 

Pasal 93 

(1) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran kepabeanan terkait 

NPP segera ditindaklanjuti proses penyidikan dengan 

melaksanakan kegiatan : 

a. penerbitan Laporan Kejadian dengan mencantumkan pasal 

pelanggaran undang-undang kepabeanan dan undang-undang 

narkotika; 

b. penerbitan Surat Perintah Tugas Penyidikan dan/atau 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; 

c. pembuatan Berita Acara Penangkapan dan Berita Acara 

Pengujian Pendahuluan NPP; 

d. pemeriksaan atas tersangka dan saksi yang ada dengan berita 

acara; dan 

e. penyitaan barang bukti berdasarkan surat perintah dan 

dibuatkan berita acara.  

(2) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuatkan resume perkara dan disusun dalam bentuk berkas 

perkara guna pelimpahan perkara kepada penyidik BNN/Polri 

dengan ketentuan : 

a. penyerahan atas tersangka dilaksanakan dalam waktu paling 

lama 1 × 24 jam  

b. Penyerahan atas barang sitaan dilaksanakan dalam waktu 

paling lama 3 × 24 jam atau 14 (empat belas) hari jika berkaitan 

dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis 

atau transportasi. 



c. Penyerahan tersangka dan barang sitaan dilaksanakan dengan 

berita acara.  

(3) Dalam hal penanganan perkara dilaksanakan oleh PPNS Bea dan 

Cukai dan tidak dilakukan pelimpahan perkara, pelaksanaan 

penyidikan berkoordinasi dengan penyidik BNN/Polri. 

 

Bagian keenam 

Penanganan Barang Hasil Penindakan 

 

Pasal 94 

(1) Terhadap barang hasil penindakan dilakukan pencacahan oleh 

Unit Penindakan bersama-sama dengan Unit Penyidikan 

berdasarkan surat perintah. 

(2) Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, 

jenis, merek, kondisi, tipe, dan spesifikasi serta negara asal barang 

hasil penindakan dan dituangkan dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh pejabat pencacahan. 

(3) Dalam hal barang hasil penindakan berasal dari pelimpahan 

instansi lain maka dilakukan pencacahan setelah diterbitkan LP-1 

berdasarkan surat perintah dan dituangkan ke dalam berita acara.  

 

Pasal 95 

(1) Serah terima barang hasil penindakan dari unit penindakan atau 

dari instansi lain yang telah dilakukan pencacahan sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dilakukan dengan berita 

acara. 

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

keterangan sekurang-kurangnya meliputi : 

a. masing-masing pihak yang melakukan serah terima 

b. barang hasil penindakan yang diserahterimakan 

 

Pasal 96 

(1) Barang hasil penindakan disimpan di gudang, lapangan, atau 

tempat milik kantor DJBC yang layak sebagai lokasi penimbunan 

barang.  



(2) Dalam hal penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dapat dilaksanakan, barang hasil penindakan dapat 

disimpan di tempat lain selain gudang atau lapangan dan 

dilakukan penyegelan dengan mempertimbangkan keamanan dan 

keutuhan barang.  

(3) Terhadap barang hasil penindakan yang disimpan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pelekatan label 

yang mencantumkan: 

a. nomor registrasi barang hasil penindakan; 

b. jumlah dan jenis barang hasil penindakan; 

c. jenis kemasan; 

d. ciri-ciri/sifat khas dari barang hasil penindakan; 

e. tempat dan tanggal pencacahan atau penyitaan; 

f. nomor dan tanggal dokumen asal barang hasil penindakan 

(LK/LP/LP-1); 

g. pihak yang menyerahkan barang hasil penindakan; 

h. status barang hasil penindakan; dan 

i. uraian singkat perkara. 

(4) Terhadap barang hasil penindakan yang telah mendapatkan 

penetapan sita dari pengadilan negeri setempat dapat dititipkan ke 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dengan 

berita acara. 

(5) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

sesuai tata cara penyegelan yang berlaku. 

 

Pasal 97 

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

84, barang hasil penindakan diselesaikan dengan : 

a. pengembalian barang hasil penindakan kepada 

pemilik/kuasanya dalam hal : 

1). bukan merupakan pelanggaran. 

2). merupakan pelanggaran administrasi yang telah 

diselesaikan sanksi administrasinya.  

b. penyitaan sebagai barang bukti dalam hal merupakan 

pelanggaran pidana. 



c. penetapan sebagai barang yang dikuasai negara (BDN) atau 

barang yang menjadi milik negara (BMN) dalam hal merupakan 

pelanggaran pidana yang pelakunya tidak dikenal sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

d. direekspor, dalam hal bukan merupakan pelanggaran namun 

tidak memenuhi persyaratan impor sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

e. pelimpahan ke Instansi terkait, dalam hal merupakan 

pelanggaran yang bukan kewenangan DJBC atau terdapat 

ketentuan lain yang mengatur lebih khusus. 

(2) Penyelesaian barang hasil penindakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e dilaksanakan dengan 

berita acara. 

 

Pasal 98 

(1) Terhadap barang hasil penindakan dalam proses 

penelitian/penyelidikan dapat dilakukan penyisihan untuk : 

a. kepentingan pengujian dan identifikasi barang. 

b. kepentingan penelitian perkara pada Kantor DJBC lain. 

c. kepentingan lainnya dalam rangka penelitian. 

(2) Terhadap barang hasil penindakan dalam proses penyidikan dapat 

dilakukan penyisihan untuk : 

a. kepentingan pembuktian termasuk antara lain terhadap barang 

bukti yang akan dilelang atau dimusnahkan; 

b. kepentingan pengujian dan identifikasi barang. 

c. penyidikan pada perkara lain. 

(3) Penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

setelah penyitaan dan diperoleh penetapan penyitaan sebagai 

barang bukti dari pengadilan. 

(4) Penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan surat perintah dan dibuatkan berita 

acara. 

 

Pasal 99 

(1) Terhadap barang hasil penindakan dilaksanakan pemusnahan, 



dalam hal : 

a. pada tahap penelitian, barang hasil penindakan merupakan 

barang yang mudah busuk atau barang kena cukai impor 

berupa minuman mengandung etil alkohol, konsentrat 

mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau ; 

b. pada tahap penyidikan, barang hasil penindakan merupakan 

barang yang mudah busuk, merusak, berbahaya dan/atau  

memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi dan telah 

diperoleh izin dari ketua pengadilan;  

c. atas barang milik negara yang telah mendapat penetapan 

peruntukan untuk dimusnahkan dari Menteri Keuangan. 

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 

huruf b, sedapat mungkin dilaksanakan dengan persetujuan 

pemilik barang. 

(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan berita acara.  

 

Pasal 100 

(1) Pelelangan terhadap barang hasil penindakan dapat dilakukan, 

dalam hal : 

a. pada tahap penyidikan, atas barang yang mudah rusak, 

berbahaya dan/atau  memerlukan biaya penyimpanan yang 

tinggi dengan izin ketua pengadilan dan sedapat mungkin 

dengan persetujuan pemilik barang; atau 

b. atas barang milik negara yang telah mendapat penetapan 

peruntukan untuk dilelang dari Menteri Keuangan. 

(2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan berita acara dan hasil pelelangan berupa 

uang dipakai sebagai barang bukti.  

 

Pasal 101 

(1) Tatacara penatausahaan barang hasil penindakan dilaksanakan 

sesuai Lampiran XLIV Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(2) Tatacara pemusnahan dan pelelangan barang hasil penindakan 

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 



Bagian Ketujuh 

Penanganan Pelaku/Tersangka 

 

Pasal 102 

Penanganan pelaku yang diduga melakukan pelanggaran 

dilaksanakan meliputi : 

a. Pemeriksaan/permintaan keterangan; 

b. Penangkapan dan penahanan; dan  

c. Pengelolaan tahanan. 

 

Pasal 103 

(1) Pelaku yang diduga melakukan pelanggaran diterima dengan 

berita acara, berasal dari : 

a. hasil tertangkap tangan, atau  

b. hasil penyerahan dari instansi lain. 

(2) Pelaku yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus segera dilakukan 

pemeriksaan/dimintai keterangan dan dituangkan dalam berita 

acara untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi. 

 

Pasal 104 

(1) Pelaku yang diduga melakukan pelanggaran dapat dilakukan 

penangkapan oleh Penyidik dalam hal: 

a. hasil pemeriksaan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 103 ayat (2) diperoleh bukti permulaan yang cukup 

pelaku diduga melakukan pelanggaran pidana.  

b. hasil pengembangan penyidikan ditemukan adanya orang yang 

diduga melakukan pelanggaran pidana.  

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

103 ayat (2) merupakan pelanggaran administrasi, pelaku tidak 

dapat dilakukan penangkapan/penahanan. 

(3) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan surat perintah dengan dibuatkan berita acara dan 

segera diberitahukan kepada keluarga tersangka. 

 



Pasal 105 

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap pelaku diperoleh bukti 

permulaan yang cukup diduga melakukan pelanggaran pidana, 

pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan : 

a. Surat Panggilan sebagai tersangka. 

b. Surat Perintah Penangkapan tersangka. 

c. Berita acara pengalihan status dari saksi menjadi tersangka  

(2) Dalam hal ancaman hukuman terhadap tersangka 5 (lima) tahun 

atau lebih, penyidik memberitahukan hak tersangka untuk 

didampingi Penasehat Hukum. 

(3) Dalam hal tersangka tidak didampingi penasihat hukum, penyidik 

wajib menyediakan penasihat hukum atas biaya negara. 

 

Pasal 106 

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik dapat melakukan 

penahanan terhadap tersangka. 

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan surat perintah dengan dibuatkan berita acara dan 

segera diberitahukan kepada keluarga tersangka. 

 

Pasal 107 

(1) Penahanan tersangka dilakukan dengan menempatkan tersangka 

pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Cabang Rutan dengan 

surat pengantar dan dibuatkan berita acara dengan dilampirkan : 

a. Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), 

b. Surat Perintah Penangkapan, 

c. Berita Acara Penangkapan, 

d. Surat Perintah Penahanan, 

e. Berita Acara Penahanan, 

(2) Penahanan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan di Cabang RUTAN DJBC. 

 

Pasal  108 

(1) Terhadap tahanan yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 107 ayat (2), dilaksanakan penerimaan oleh Pejabat dengan 



berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi. 

(2) Penanganan tahanan pada saat penerimaan meliputi : 

a. penelitian kelengkapan administrasi penitipan tahanan. 

b. penelitian identitas tahanan. 

c. penempatan tahanan pada ruang tahanan. 

d. penatausahaan tahanan pada register Buku Daftar Tahanan. 

e. pengambilan foto dan sidik jari tahanan. 

(3) Penanganan tahanan selama dan saat mutasi keluar Cabang Rutan 

DJBC meliputi : 

a. pemenuhan kebutuhan makanan, minum dan kesehatan. 

b. pengamanan tahanan. 

c. penatausahaan perpanjangan penahanan dan peminjaman 

tahanan oleh penyidik dengan berita acara. 

d. penatausahaan pengunjung tahanan dalam Buku Daftar 

Kunjungan.  

e. pengeluaran tahanan atas permintaan penyidik atau 

berakhirnya masa tahanan dengan berita acara. 

 

Pasal 109 

Ketentuan dan tata cara yang berkenaan dengan pemeriksaan, 

penangkapan dan penahanan tersangka dilaksanakan sesuai ketentuan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

 

Bagian kedelapan 

Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan DJBC 

Pasal 110 

(1) Cabang rumah tahanan yang berkedudukan di Kantor Pusat DJBC 

atau kantor DJBC lain dikelola oleh Unit Penyidikan. 

(2) Unit Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 

jawab dalam pengelolaan tahanan.  

(3) Tanggung jawab pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (2) meliputi penatausahaan tahanan, pelayanan tahanan, dan 

keamanan tahanan. 

(4) Tata cara pengelolaan cabang rumah tahanan DJBC  diatur sesuai 

Lampiran XLV Peraturan Direktur Jenderal ini. 



BAB VII 

TATA LAKSANA INTELIJEN DAN PENINDAKAN NPP 

 

Bagian Pertama 

Kegiatan Pengawasan NPP 

 

Pasal 111 

(1) Kegiatan pengawasan NPP dilaksanakan oleh Unit Narkotika 

dengan melakukan kegiatan intelijen dalam rangka pendeteksian 

dini dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan terkait 

NPP. 

(2) Kegiatan pengawasan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a. pengumpulan data atau informasi NPP;  

b. penilaian dan analisis data atau informasi NPP;  

c. pendistribusian data atau informasi NPP;  

d. penelitian pra-penindakan NPP;  

e. penentuan skema penindakan NPP;  

f. patroli dan operasi penindakan NPP;  

g. penentuan hasil penindakan NPP; 

h. kerjasama penanganan NPP;  

i. pemanfaatan dan pemeliharaan sarana operasi NPP; dan  

j. evaluasi kegiatan pengawasan NPP. 

(3) Unit Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Subdirektorat Narkotika. 

(4) Pengawasan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 

Kantor DJBC dilaksanakan oleh : 

a. Unit Intelijen dalam pengelolaan informasi NPP; dan  

b. Unit Penindakan dalam penindakan NPP. 

 

Bagian Kedua 

Pengumpulan Data atau informasi NPP 

Pasal 112 

(1) Pengumpulan data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 111 ayat (2) huruf a bersumber dari : 



a. internal DJBC berupa data atau informasi yang diperoleh 

melalui kegiatan surveillance, monitoring, atau penerimaan 

informasi dari unit internal lainnya; dan/atau 

b. eksternal DJBC berupa data atau informasi yang diperoleh dari 

laporan masyarakat atau institusi/sumber eksternal lainnya. 

(2) Surveillance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan kegiatan pengamatan terhadap orang, 

tempat, sarana pengangkut dan/atau obyek tertentu secara 

berkesinambungan pada periode tertentu yang dilakukan secara 

tertutup dalam rangka pengumpulan atau pendalaman data atau 

informasi yang dapat menunjukkan adanya indikasi pelanggaran 

di bidang kepabeanan terkait NPP. 

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan kegiatan pengamatan terhadap data-data 

transaksi pelayanan dan pengawasan kepabeanan terkait NPP. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang 

bersifat kegiatan lapangan dilakukan dengan surat tugas 

sebagaimana diatur dalam Lampiran XLVI dan dibuat laporan 

sebagaimana diatur dalam Lampiran XLVII. 

 

Pasal 113 

(1) Hasil pengumpulan data atau informasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 112 ayat (1) dilakukan penyeleksian data atau 

informasi dengan penelitian terhadap lingkup informasi yang 

berkenaan dengan kepabeanan terkait NPP dalam rangka 

menentukan kelayakan data atau informasi untuk dilakukan 

klasifikasi. 

(2) Hasil pengumpulan data atau informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan dalam Lembar Informasi NPP (LI-N). 

(3) Bentuk dan tatacara penatausahaan LI-N sebagaimana diatur 

dalam Lampiran XLVIII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

 

 

 



Bagian Ketiga 

Penilaian dan Analisis Data atau informasi NPP 

Pasal 114 

(1) Penilaian dilakukan dengan pengklasifikasian data atau informasi 

berdasarkan LI-N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) 

dalam rangka menentukan kelayakan data atau informasi untuk 

dilakukan analisis. 

(2) Pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan kriteria tertentu berupa kehandalan sumber 

dan validitas informasi yang diperoleh.  

(3) Hasil penilaian data atau informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam Lembar Klasifikasi Informasi NPP (LKI-

N). 

(4) Bentuk dan tatacara penatausahaan LKI-N sebagaimana diatur 

dalam Lampiran XLIX Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 115 

(1) Analisis data atau informasi NPP dilakukan dengan mencocokkan, 

membandingkan, menguji dan meneliti data atau informasi 

berkaitan dengan indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan 

terkait NPP. 

(2) Hasil analisis data atau informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam Lembar Kerja Analisis Intelijen NPP 

(LKAI-N). 

(3) Bentuk dan tatacara penatausahaan LKAI-N sebagaimana diatur 

dalam Lampiran L  Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(4) Untuk pendalaman atau pematangan dalam analisis data atau 

informasi NPP dapat dilakukan pengumpulan data atau informasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a. 

 

Bagian Keempat 

Pendistribusian Informasi NPP 

Pasal 116 

(1) Lembar Kerja Analisis Intelijen NPP (LKAI-N) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) ditindaklanjuti dengan 



penerbitan produk intelijen NPP berupa :  

a. Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N) yang memuat informasi 

mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran  kepabeanan 

terkait NPP yang bersifat spesifik dan mendesak untuk segera 

dilakukan penindakan oleh Kantor Pelayanan; 

b. Nota Informasi Penindakan NPP (NIP-N) yang memuat 

informasi mengenai indikasi adanya pelanggaran kepabeanan 

terkait NPP yang bersifat spesifik dari Unit Intelijen ke Unit 

Penindakan pada Kantor Wilayah; 

c. Nota Informasi NPP (NI-N) yang memuat informasi mengenai 

indikasi adanya pelanggaran kepabeanan terkait NPP yang 

bersifat umum atau spesifik untuk dapat dilakukan penelitian 

mendalam oleh Unit Intelijen di Kantor Wilayah atau Kantor 

Pelayanan;  

d. rekomendasi untuk audit, perbaikan sistem dan prosedur atau 

lainnya; atau 

e. informasi lainnya, antara lain meliputi kecenderungan 

pelanggaran yang bersifat umum atau peta kerawanan yang 

dapat digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan patroli. 

(2) Produk intelijen NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

terbatas pada Unit Pengawasan atau pihak terkait. 

 

Pasal 117 

(1) Pendistribusian produk intelijen NPP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 116 ayat (1) dilaksanakan: 

a. secara elektronik melalui hubungan langsung antar komputer 

atau melalui sistem Pertukaran Data Elektronik; atau  

b. secara manual, dalam hal distribusi secara elektronik tidak 

dapat dilakukan. 

(2) Untuk kecepatan dan kerahasiaan, NHI-N atau NI-N dapat 

disampaikan lebih awal melalui faksimili, radiogram, telepon, atau 

surat elektronik mendahului penyampaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3) Bentuk dan tatacara penatausahaan NHI-N, NIP-N dan NI-N 

sebagaimana diatur dalam Lampiran LI, LII dan LIII Peraturan 



Direktur Jenderal ini.  

 

Bagian Kelima 

Kegiatan Penindakan NPP 

Pasal 118 

(1) Kegiatan penindakan NPP dilaksanakan oleh Subdit Narkotika 

atau Unit Penindakan Kantor DJBC untuk melakukan tugas dan 

fungsi penindakan terkait pelanggaran Kepabeanan di Bidang 

NPP. 

(2) Kegiatan penindakan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan: 

a. penelitian pra-penindakan; 

b. penentuan skema penindakan; 

c. patroli dan operasi penindakan; 

d. penentuan hasil penindakan. 

 

Bagian Keenam 

Penelitian Pra-Penindakan NPP 

Pasal 119 

(1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) pada 

Kantor DJBC dilaksanakan berdasarkan informasi tentang indikasi 

pelanggaran kepabeanan terkait NPP yang diperoleh dari Sub 

Direktorat Narkotika, unit intelijen kantor DJBC atau sumber lain. 

(2) Informasi dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatas diperoleh dari sumber lain yang bersifat mendesak terkait 

dengan penindakan NPP yang sedang atau perlu segera dilakukan 

oleh Unit Penindakan Kantor DJBC. 

 

Pasal 120 

(1) Penelitian pra-penindakan NPP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 118 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan analisis terhadap 

informasi untuk dapat ditentukan kelayakan operasional 

penindakan. 

(2) Atas informasi dari sumber lain yang bersifat spesifik sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 119 ayat (2) dilakukan analisis untuk 



menentukan kelayakan operasional meliputi: 

a. Substansi pelanggaran yang meliputi jenis, tempat, waktu dan 

pelaku pelanggaran; 

b. Kewenangan penindakan; 

c. Ketersediaan personil dan sarana penindakan. 

(3) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) : 

a. memenuhi kelayakan operasional, ditindaklanjuti dengan 

operasi penindakan; atau 

b. tidak memenuhi kelayakan operasional, diberitahukan kepada 

Unit Intelijen untuk pengolahan informasi lebih lanjut melalui 

Nota Pengembalian Informasi NPP (NPI-N) 

(4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam 

Lembar Analisis Pra-penindakan NPP (LAP-N) 

(5) Bentuk dan tatacara penatausahaan Lembar Analisis Pra-

penindakan NPP (LAP-N) sebagaimana diatur dalam Lampiran 

LIV Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(6) Bentuk dan tatacara penatausahaan Nota Pengembalian Informasi 

NPP (NPI-N) sebagaimana diatur dalam Lampiran LV Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 121 

(1) Dalam rangka pelaksanaan operasi penindakan NPP oleh Kantor 

Pusat atau Kantor DJBC, dilaksanakan penentuan skema 

penindakan dengan mempertimbangkan : 

a. kriteria pokok berupa tempat pelanggaran; 

b. kriteria tambahan berupa ketersediaan personil, sarana operasi, 

waktu dan/atau kompleksitas penindakan. 

(2) Operasi Penindakan NPP dilakukan oleh Kantor Pelayanan dalam 

hal : 

a. tempat pelanggaran berada pada wilayah kerja Kantor 

Pelayanan, atau; 

b. ketersediaan personil dan sarana operasi.  

(3) Operasi penindakan NPP dapat dilakukan oleh Kantor Wilayah 

dalam hal : 

a. tempat pelanggaran berada pada lebih dari satu wilayah kerja 



Kantor Pelayanan namun masih dalam satu wilayah kerja 

Kantor Wilayah; dan 

b. ketersediaan personil, sarana operasi, waktu dan/atau 

kompleksitas penindakan. 

(4) Operasi penindakan NPP dapat dilakukan oleh Kantor Pusat 

dalam hal : 

a. tempat pelanggaran berada pada lebih dari satu wilayah kerja 

Kantor Pelayanan atau Kantor Wilayah; dan 

b. ketersediaan personil, sarana operasi, waktu dan/atau 

kompleksitas penindakan. 

 

Pasal 122 

(1) Operasi penindakan NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 

ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan skema :  

a. Penindakan NPP mandiri; 

b. Penindakan NPP dengan perbantuan; 

c. Penindakan NPP yang dilimpahkan;atau  

d. Penindakan NPP yang dilimpahkan dengan perbantuan.  

(2) Penindakan NPP mandiri dilakukan oleh Subdit Narkotika atau 

Unit Penindakan Kantor DJBC yang menerima informasi tanpa 

bantuan Subdit Narkotika atau Unit Penindakan Kantor DJBC lain. 

(3) Penindakan NPP dengan perbantuan dilakukan oleh Subdit 

Narkotika atau Unit Penindakan Kantor DJBC yang menerima 

informasi dengan bantuan Subdit Narkotika atau Unit Penindakan 

Kantor DJBC lain. 

(4) Penindakan NPP yang dilimpahkan dilakukan dengan 

melimpahkan penindakan NPP ke Unit Penindakan Kantor DJBC 

lain secara vertikal atau horizontal.  

(5) Penindakan NPP yang dilimpahkan dengan perbantuan dilakukan 

dengan melimpahkan penindakan NPP ke Unit Penindakan kantor 

DJBC lain secara vertikal/horizontal disertai bantuan. 

(6) Penindakan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan surat perintah dengan 

mempertimbangkan kriteria kewenangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 121.  



Pasal 123 

Penindakan NPP mandiri dilaksanakan oleh Kantor DJBC setempat 

dengan dibuatkan Surat Bukti Penindakan (SBP-N) dan berita acara 

terkait atas pelaksanaan penindakan NPP. 

  

Pasal 124 

(1) Penindakan NPP dengan perbantuan dilaksanakan oleh Subdit 

Narkotika atau Unit Penindakan Kantor DJBC dengan bantuan 

Subdit Narkotika atau Unit Penindakan Kantor DJBC lain 

berdasarkan permintaan tertulis sebelum penindakan, yang 

disampaikan secara hierarkis disertai alasan dengan 

mempertimbangkan kriteria kewenangan. 

(2) Penindakan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Subdit Narkotika atau Unit Penindakan kantor 

DJBC yang mengikutsertakan Unit Penindakan Kantor DJBC lain 

dan dibuatkan Surat Bukti Penindakan (SBP-N) serta berita acara 

terkait atas pelaksanaan penindakan NPP. 

(3) Dalam keadaan mendesak yang tidak memungkinkan permintaan 

bantuan disampaikan sebelum penindakan NPP sebagaimana 

dimaksud pada  ayat (1), pemberitahuan disampaikan segera 

setelah penindakan NPP dilakukan. 

 

Pasal 125 

(1) Penindakan NPP yang dilimpahkan dilaksanakan berdasarkan 

Memo Pelimpahan Penindakan NPP (MPP-N) yang berisi intruksi 

pelimpahan dengan mempertimbangkan kriteria kewenangan : 

a. dari Subdit Narkotika Kantor Pusat ke Unit Penindakan Kantor 

DJBC; atau  

b. dari Unit Penindakan Kantor Wilayah ke Unit Penindakan 

Kantor Pelayanan.  

(2) Penindakan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan dengan membuat Surat Bukti Penindakan (SBP-N) 

dan berita acara terkait oleh Kantor DJBC yang menerima 

pelimpahan. 

 



Pasal 126 

(1) Penindakan NPP yang dilimpahkan dengan perbantuan 

dilaksanakan berdasarkan Memo Pelimpahan Penindakan NPP 

(MPP-N) yang berisi instruksi pelimpahan dengan bantuan dengan 

mempertimbangkan kriteria kewenangan : 

a. dari Subdit Narkotika Kantor Pusat ke Unit Penindakan Kantor 

DJBC; atau  

b. dari Unit Penindakan Kantor Wilayah ke Unit Penindakan 

Kantor Pelayanan.  

(2) Penindakan NPP yang dilimpahkan dengan perbantuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

membuat Surat Bukti Penindakan (SBP-N) dan berita acara terkait 

oleh Kantor DJBC yang menerima pelimpahan. 

 

Pasal 127 

Bentuk dan tatacara penatausahaan MPP-N sebagaimana diatur dalam 

Lampiran LVI Peraturan Direktur Jenderal ini. 

  

Bagian Ketujuh 

Patroli dan Operasi Penindakan NPP 

Pasal  128 

(1) Kegiatan Unit Penindakan NPP dilaksanakan dengan patroli 

dan/atau operasi penindakan NPP. 

(2) Kegiatan penindakan berupa patroli sebagaimana di maksud pada 

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan informasi yang bersifat umum 

atau dalam rangka pencegahan pelanggaran kepabeanan terkait 

NPP dalam bentuk :  

a. patroli laut;  

b. patroli darat. 

(3) Operasi penindakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan informasi pelanggaran kepabeanan 

terkait NPP yang bersifat spesifik meliputi kegiatan : 

a. penghentian;  

b. pemeriksaan; 

c. penegahan; 



d. penyegelan. 

 

Paragraf 1 

Patroli Laut NPP 

Pasal 129 

(1) Patroli laut NPP dilaksanakan sewaktu-waktu dalam rangka 

pencegahan pelanggaran kepabeanan terkait NPP termasuk untuk 

mencari dan menemukan dugaan pelanggaran kepabeanan terkait 

NPP. 

(2) Patroli laut NPP dilaksanakan di seluruh wilayah perairan 

Indonesia serta  tempat tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif 

dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam Undang 

Undang Kepabeanan; 

(3) Selain patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), patroli laut 

dapat dilaksanakan untuk : 

a. koordinasi dengan Administrasi Pabean negara lainnya terkait 

NPP; atau 

b. koordinasi dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan, 

penyalahgunaan dan peredaran gelap NPP (P4GN) sesuai 

permintaan Badan Narkotika Nasional (BNN). 

 

Pasal 130 

(1) Kegiatan Patroli laut NPP dilaksanakan oleh Satuan Tugas Patroli 

NPP yang sekurang-kurangnya terdiri dari Komandan Patroli, 

Nakhoda, dan anggota patroli. 

(2) Kewenangan, tanggungjawab dan persyaratan Satuan Tugas 

Patroli NPP diatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32. 

 

Pasal 131 

(3) Persiapan patroli NPP dilaksanakan dengan kegiatan pemenuhan 

persyaratan meliputi : 

a. kelengkapan administrasi patroli berupa surat perintah dan 

dokumen patroli.  

b. sarana patroli berupa kapal patroli berikut perlengkapannya, 

dan 



c. personil Satuan Tugas Patroli terdiri dari Komandan Patroli, 

Nakhoda, awak kapal patroli dan anggota patroli.  

d. Kelengkapan alat pendeteksi NPP dan Anjing Pelacak.  

(4) Pesiapan patroli laut NPP dilaksanakan dengan pemenuhan 

kelengkapan administrasi diatur sebagaimana ketentuan dalam 

Pasal 34. 

(5) Patroli laut NPP dilaksanakan dengan menggunakan sarana 

operasi berupa Kapal patroli dan/atau senjata api dengan 

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 36. 

 

Pasal 132 

(1) Sebelum keberangkatan patroli laut NPP, komandan patroli wajib 

melakukan pemeriksaan/pengecekan atas persiapan patroli 

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37. 

(2) Patroli laut NPP dilaksanakan dengan kegiatan meliputi: 

a. pelaporan keberangkatan dan selama berlayar; 

b. penentuan sasaran pelaksanaan patroli; 

c. penghentian sarana pengangkut; 

d. pemeriksaan sarana pengangkut;  

e. pengamanan patroli; dan 

f. pengakhiran patroli; 

(3) Kegiatan dalam pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, b, c, e dan f diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 

39, 40, 41, 44 dan 45.  

(4) Kegiatan pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

d dilaksanakan dengan memeriksa bagian-bagian pada sarana 

pengangkut, meneliti manifes dan drugs list untuk mencari serta 

menemukan dugaan pelanggaran kepabeanan terkait NPP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43. 

 

Paragraf 2 

Patroli Darat NPP 

Pasal 133 

(1) Patroli darat NPP dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu 

dalam rangka pencegahan pelanggaran kepabeanan terkait NPP 



termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran 

kepabeanan terkait NPP. 

(2) Patroli darat NPP dilaksanakan di : 

a. pelabuhan laut/udara; 

b. kawasan pabean;  

c. tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP); 

d. perbatasan darat;  

 

Pasal 134 

(1) Patroli darat NPP dilaksanakan oleh Satuan Tugas Patroli NPP 

yang terdiri dari Komandan Patroli dan sekurang-kurangnya 2 

(dua) anggota patroli. 

(2) Kewenangan, tanggungjawab dan persyaratan Satuan Tugas 

Patroli NPP diatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47. 

 

Pasal 135 

(1) Persiapan patroli darat dilaksanakan dengan kegiatan 

mempersiapkan pemenuhan persyaratan patroli meliputi : 

a. kelengkapan administrasi berupa surat perintah dan 

administrasi patroli.  

b. sarana patroli berupa kendaraan berikut perlengkapannya 

dalam hal diperlukan, dan 

c. personil satuan tugas patroli yaitu komandan dan anggota 

patroli.  

d. Kelengkapan alat pendeteksi NPP dan Anjing Pelacak. 

(2) Persiapan patroli darat NPP dilaksanakan dengan pemenuhan 

kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49. 

(3) Patroli darat NPP dilaksanakan dengan menggunakan sarana 

operasi berupa kendaraan patroli, Anjing Pelacak dan/atau senjata 

api dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 50. 

 

Pasal 136 

(1) Sebelum keberangkatan patroli darat NPP, komandan patroli wajib 

melakukan pemeriksaan/pengecekan atas persiapan patroli 

sebagaimana diatur dalam Pasal 51. 



(2) Kegiatan patroli darat NPP dilaksanakan dengan pengamatan 

terhadap sasaran patroli berupa sarana pengangkut, barang, 

penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau tempat 

yang diduga terkait dengan pelanggaran NPP atas : 

a. kedatangan atau keberangkatan sarana pengangkut di 

pelabuhan laut/udara. 

b. pembongkaran, pemuatan, penimbunan, pemeriksaan dan 

pengeluaran barang impor/ekspor pada kawasan pabean di 

dalam maupun luar pelabuhan laut/udara, 

c. pemasukan/pengeluaran barang impor/ekspor di perbatasan 

darat,  

(3) Dalam hal kegiatan patroli darat NPP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berakhir, komandan patroli membuat pelaporan 

pelaksanaan patroli secara tertulis kepada pejabat yang 

menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk dan 

mengembalikan perlengkapan patroli.  

(4) Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

ditemukan adanya dugaan pelanggaran dilakukan kegiatan 

penindakan NPP lebih lanjut. 

(5) Bentuk dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diatur dalam Lampiran XXI. 

 

Paragraf 3 

Penghentian Sarana Pengangkut 

 

Pasal 137 

(1) Penghentian sarana pengangkut serta barang impor, ekspor, 

dan/atau barang lainnya yang terkait pelanggaran NPP yang 

berada di atasnya, dilaksanakan  oleh Pejabat secara selektif 

berdasarkan informasi adanya dugaan pelanggaran.  

(2) Sarana pengangkut sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 

a. alat yang digunakan untuk mengangkut barang impor, ekspor, 

dan/atau barang lainnya yang terkait pelanggaran NPP di 

darat, di air, atau di udara; dan  

b. orang pribadi yang mengangkut barang impor, ekspor, 



dan/atau barang lainnya yang terkait pelanggaran NPP tanpa 

menggunakan alat angkut.  

(3) Penghentian terhadap sarana pengangkut dilakukan dengan cara 

memberikan isyarat berupa isyarat tangan, isyarat bunyi, isyarat 

lampu, radio dan sebagainya yang lazim digunakan sebagai isyarat 

untuk menghentikan sarana pengangkut. 

(4) Dalam melakukan penghentian, Pejabat harus menunjukkan surat 

perintah kepada Pengangkut atau orang pribadi yang dihentikan. 

(5) Terhadap sarana pengangkut yang tidak mengindahkan perintah 

penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

pengejaran. 

(6) Dalam hal pengejaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan secara terus menerus (hot pursuit) hingga keluar wilayah 

kerja, pada kesempatan pertama harus dilaporkan kepada pejabat 

yang mengeluarkan surat perintah.  

(7) Atas perintah atau permintaan dari Pejabat, Pengangkut wajib:  

a. menghentikan sarana pengangkut atau kegiatan 

mengangkutnya; dan 

b. menunjukkan dokumen impor, ekspor, barang kena cukai 

dan/atau dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan 

menurut peraturan yang berlaku. 

(8) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera 

dilanjutkan dengan pemeriksaan. 

 

Paragraf 4 

Pemeriksaan sarana pengangkut, barang, bangunan/tempat 

penumpang, awak sarana pengangkut atau pelintas batas 

Pasal 138 

Pemeriksaan dilakukan terhadap sarana pengangkut, barang, 

bangunan/tempat atau orang pribadi yang diduga melakukan 

pelanggaran kepabeanan terkait NPP. 

 

Pasal 139 

(1) Pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 138 dilaksanakan :  



a. terhadap sarana pengangkut laut/darat pada saat 

pengangkutan; atau 

b. terhadap sarana pengangkut laut/udara pada saat kedatangan 

atau keberangkatan dipelabuhan laut/udara. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan memeriksa dokumen, sarana pengangkut termasuk 

ruangan/bagian yang diduga dapat digunakan sebagai tempat 

untuk menyimpan atau menyembunyikan NPP dan fisik barang. 

(3) Tatacara pemeriksaan sarana pengangkut laut sebagaimana diatur 

dalam Lampiran XVIII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(4) Tatacara pemeriksaan sarana pengangkut darat sebagaimana 

diatur dalam Lampiran XXIV Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 140 

(1) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 

berupa barang impor atau ekspor di dalam/luar kawasan pabean 

atau di perbatasan darat dilaksanakan dengan memeriksa fisik 

barang secara keseluruhan berdasarkan dokumen pabean atau 

dokumen barang lainnya yang meliputi : 

a. jumlah dan jenis barang;  

b. merek/tipe barang;  

c. negara asal barang; dan  

d. spesifikasi lainnya.  

(2) Tatacara pemeriksaan barang dilaksanakan sebagaimana ketentuan 

yang mengatur tentang pemeriksaan barang. 

 

Pasal 141 

(1) Pemeriksaan bangunan/tempat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 138 yang pendiriannya berdasarkan ketentuan kepabeanan, 

dilaksanakan dengan meminta kepada pihak yang menguasai 

bangunan/tempat untuk menunjukkan ruangan/tempat untuk 

penyimpanan/penimbunan barang yang berada di : 

a. tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, 

tempat penimbunan pabean.   

b. pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha penyalur atau 



tempat penjualan eceran. 

(2) Pemeriksaan bangunan/tempat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 138 yang pendiriannya tidak berdasarkan ketentuan 

kepabeanan, dilaksanakan berdasarkan ijin Direktur Jenderal 

dengan meminta kepada pihak yang menguasai bangunan/tempat 

untuk menunjukkan ruangan/tempat untuk 

penyimpanan/penimbunan barang. 

(3) Tatacara pemeriksaan bangunan/tempat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Lampiran XXIII Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 142 

(1) Pemeriksaan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

138 dilakukan terhadap orang pribadi yang : 

a. berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut 

yang masuk ke dalam daerah pabean. 

b. berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut dengan 

tujuan keluar daerah pabean. 

c. sedang berada di atau baru saja meninggalkan Tempat 

Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat, atau  

d. sedang berada di atau baru saja meninggalkan kawasan pabean  

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat 

mungkin dilaksanakan di tempat tertutup oleh sekurang-

kurangnya 2 (dua) Pejabat yang sama jenis kelaminnya dengan 

yang diperiksa sesuai tatacara pemeriksaan sebagaimana diatur 

dalam Lampiran XXIV Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 143 

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139, 140, 141 dan 

142 terhadap barang yang diduga NPP dilakukan pengujian 

pendahuluan dan dibuatkan Berita Acara Pengujian Pendahuluan.  

(2) Pengujian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk mengetahui secara dini adanya indikasi pelanggaran 

kepabeanan terkait NPP. 

(3) Dalam hal diperlukan pengujian barang yang lebih akurat 



mengenai  jenis barang, jenis NPP dan komposisinya dapat 

dilaksanakan pengujian lebih lanjut ke Balai Pengujian dan 

Identifikasi Barang DJBC. 

(4) Berita Acara Pengujian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam Lampiran LVII Peraturan Direktur Jenderal 

ini. 

 

Paragraf 5 

Penegahan 

Pasal 144 

(1) Penegahan dilaksanakan terhadap sarana pengangkut dan/atau 

barang yang diduga terkait dengan pelanggaran. 

(2) Penegahan sarana pengangkut laut, udara  dan darat dilakukan 

dengan mencegah keberangkatan atau mencegah untuk 

melanjutkan perjalanan sarana pengangkut yang memuat barang 

yang diduga melakukan pelanggaran kepabeanan terkait NPP.  

(3) Penegahan barang yang diduga melakukan pelanggaran NPP, 

dilakukan dengan menunda pengeluaran, pemuatan, 

pembongkaran dan pengangkutan barang impor atau ekspor. 

(4) Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) 

dilaksanakan berdasarkan surat perintah. 

 

Paragraf 6 

Penyegelan 

Pasal 145 

(1) Penyegelan dilaksanakan dengan mengunci, menyegel dan/atau 

meletakkan tanda pengaman yang diperlukan, berdasarkan 

dugaan pelanggaran kepabeanan terkait NPP. 

(2) Tatacara penyegelan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 

60. 

Paragraf 7 

Surat Bukti Penindakan 

Pasal 146 

(1) Atas pelaksanaan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

137,138,144 dan 145 diterbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan 



diserahkan kepada pemilik atau pihak yang menguasai sarana 

pengangkut, bangunan/tempat/ruang atau barang. 

(2) Surat Bukti Penindakan ditandatangani oleh Pejabat yang 

melakukan penindakan dan pemilik atau pihak yang dilakukan 

penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal pemilik atau pihak yang dilakukan penindakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak menandatangani 

Surat Bukti Penindakan, dibuat Berita Acara Penolakan 

Tandatangan Surat Bukti Penindakan, disertai alasan penolakan 

yang ditandatangani oleh pejabat yang melakukan penindakan dan 

pemilik atau pihak yang dilakukan penindakan. 

(4) Dalam hal pemilik atau pihak yang dilakukan penindakan menolak 

menandatangani Berita Acara Penolakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), pejabat yang melakukan penindakan membuat dan 

menandatangani Berita Acara Penolakan.   

(5) Bentuk dan Tatacara pengisian Surat Bukti Penindakan dan Berita 

Acara Penolakan Tandatangan sebagaimana diatur dalam 

Lampiran XXV Peraturan Direktur Jenderal ini 

 

Paragraf 8 

Penyebaran Segera Informasi Hasil Penindakan NPP 

Pasal 147 

(1) Penyampaian informasi hasil penindakan terkait NPP 

dilaksanakan segera oleh Kantor DJBC kepada Subdirektorat 

Narkotika dengan menggunakan Informasi Penindakan (IP). 

(2) Subdirektorat Narkotika melakukan penelitian terhadap informasi 

hasil penindakan terkait NPP dalam IP. 

(3) Dalam hal informasi hasil penindakan terkait NPP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) layak untuk disebarkan, Subdirektorat 

Narkotika menyampaikan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kepada Subdirektorat Intelijen. 

(4) Bentuk dan tatacara penatausahaan IP sebagaimana diatur dalam 

Lampiran XXVI Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

 



Bagian Kedelapan 

Tindak Lanjut Hasil Penindakan 

Pasal 148 

(1) Segera setelah seluruh tahapan penindakan NPP selesai, 

dilaksanakan pembuatan Laporan Tugas Penindakan NPP (LTP-N) 

dan dilakukan Analisa Hasil Penindakan NPP. 

(2) Analisa Hasil Penindakan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran 

dan/atau tindak lanjut hasil penindakan NPP. 

(3) Dalam hal berdasarkan Analisa Hasil Penindakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diduga terdapat pelanggaran, dibuat 

Laporan Pelanggaran NPP (LP-N) dan diserahkan kepada Unit 

Penyidikan dengan dilampirkan Laporan Tugas Penindakan NPP 

(LTP-N), berkas penindakan beserta barang hasil penindakan. 

(4) Dalam hal berdasarkan Analisa Hasil Penindakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diduga tidak terdapat pelanggaran, 

petugas yang melakukan penindakan membuat laporan 

pelaksanaan penindakan dan mengembalikan barang yang 

dilakukan penindakan kepada yang menguasai barang tersebut. 

(5) Analisis hasil penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dituangkan dalam Lembar Penentuan Hasil Penindakan NPP 

(LPHP-N). 

(6) Bentuk dan tatacara penatausahaan LTP-N sebagaimana diatur 

dalam Lampiran LVIII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(7) Bentuk dan tatacara pengisian LPHP-N sebagaimana diatur dalam 

Lampiran LIX Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(8) Bentuk dan tatacara penatausahaan LP-N sebagaimana diatur 

dalam Lampiran XXXI Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 149 

(1) Terhadap barang hasil penindakan dan pelaku pelanggaran 

kepabeanan terkait NPP dilaksanakan penanganan perkara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 94. 

(2) Dalam rangka pengembangan proses penelitian/penyelidikan 

kasus selanjutnya, dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran 



kepabeanan terkait dengan NPP Pejabat dapat melakukan 

perbantuan dalam penyerahan yang diawasi (Controlled Delivery) 

berdasarkan surat permintaan dari instansi terkait.  

 

Bagian Kesembilan 

Kerjasama Penanganan NPP 

Pasal 150 

(1) Dalam rangka peningkatan pengawasan NPP pada Kantor DJBC 

yang rawan terhadap pelanggaran kepabeanan terkait NPP 

dilaksanakan kerjasama dalam bentuk : 

1. pertukaran informasi dalam penindakan antar Kantor DJBC 

dan/atau instansi terkait; 

2. peningkatan kompetensi petugas dalam pengolahan informasi, 

penindakan dan pemanfaatan sarana operasi. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dalam wadah Customs Narcotics Team (CNT) pada Kantor Pusat dan 

Kantor DJBC, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Direktur Jenderal.  

(3) Untuk pelaksanaan penindakan NPP, Kepala Kantor DJBC dapat 

membentuk satuan tugas penindakan NPP yang beranggotakan 

unsur CNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Pengaturan lebih lanjut tentang operasional Customs Narcotics Team 

(CNT) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.  

 

Bagian Kesepuluh 

Pemanfaatan dan Pemeliharaan  

Sarana Operasi NPP 

Pasal 151 

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan NPP digunakan 

sarana operasi berupa : 

a. alat deteksi NPP antara lain narcotest, itemizer, Scanner dan alat 

deteksi lainnya; 

b. Anjing Pelacak dan kelengkapannya; 

(2) Pengadaan sarana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Subdirektorat Sarana Operasi dan 



pemanfaatannya dilaksanakan oleh Subdit Narkotika. 

(3) Penempatan sarana operasi dilaksanakan berdasarkan permintaan 

Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan atau hasil penilaian kelayakan 

oleh Subdirektorat Narkotika dengan pertimbangan: 

a. tingkat kerawanan pelanggaran kepabeanan terkait NPP; 

b. kesiapan pawang (dog handler) dan sarana penunjang untuk 

Anjing Pelacak; 

(4) Penentuan spesifikasi Anjing Pelacak dan kualifikasi dog handler 

ditetapkan oleh Subdirektorat Narkotika sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

(5) Tatacara pemanfaatan dan pemeliharaan Anjing Pelacak  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b dilaksanakan 

sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang Anjing Pelacak. 

 

Bagian Kesebelas 

Pemutakhiran Data NPP 

Pasal 152 

(1) Subdirektorat Narkotika melakukan pemutakhiran data dalam 

profil intelijen NPP yang meliputi profil penumpang, profil 

perusahaan, dan profil komoditi terkait NPP berdasarkan Profil 

Penyidikan terkait NPP yang berasal dari Unit Penyidikan, BNN 

dan/atau Polri.   

(2) Subdirektorat Narkotika menerima Profil Penyidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dari:  

a. Sub Direktorat Penyidikan; 

b. Unit Intelijen Kantor Wilayah yang berasal dari Unit 

Penyidikan Kantor Wilayah; atau 

c. Unit Intelijen Kantor Pelayanan yang berasal dari Unit 

Penyidikan Kantor Pelayanan; 

(3) Subdirektorat Narkotika menyampaikan hasil pemutakhiran data 

dalam profil intelijen NPP kepada Subdirektorat Intelijen. 

 
 
 
 
 
 



BAB VIII 

TATALAKSANA PENGELOLAAN SARANA OPERASI 

 

Bagian Pertama 

Kegiatan Pengelolaan Sarana Operasi  

Pasal 153 

(1) Kegiatan pengelolaan sarana operasi dilaksanakan oleh Unit 

Sarana Operasi guna mendukung Unit Intelijen, Penindakan, 

Penyidikan dan Narkotika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

pengawasan kepabeanan dan cukai. 

(2) Unit Sarana Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a.   Subdirektorat Sarana Operasi;  

b. Pangkalan Sarana Operasi; dan 

c.   Unit sarana operasi di kantor 

(3) Kegiatan pengelolaan sarana operasi oleh Unit Sarana Operasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. penyediaan sarana operasi; 

b. penempatan dan pemanfaatan sarana operasi;  

c. pemeliharaan sarana operasi;  

d. pengoperasian sarana operasi kecuali alat pemindai; dan 

e. evaluasi pengelolaan sarana operasi. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b 

hanya dilaksanakan oleh Subdirektorat Sarana Operasi. 

 

Bagian Kedua 

Penyediaan Sarana Operasi  

Pasal 154 

Permintaan untuk penyediaan sarana operasi oleh Kantor dan 

Pangkalan Sarana Operasi berupa : 

a.    pengadaan sarana operasi diperuntukan bagi yang belum 

memiliki sarana operasi;  

b. penggantian sarana operasi diperuntukan bagi yang 

membutuhkan penggantian sarana operasi karena kondisinya 

rusak berat; atau 



c.  penambahan sarana operasi diperuntukan bagi yang 

membutuhkan penambahan sarana operasi yang ada. 

 

Pasal 155 

(1) Penyediaan sarana operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

153 ayat (3) huruf a diperoleh dari : 

a. pembelian;  

b. hibah; dan/atau 

c.    peminjaman. 

(2) Penyediaan sarana operasi dilaksanakan berdasarkan permintaan 

tertulis dari Kantor atau Pangkalan Sarana Operasi setelah 

mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal. 

(3) Atas perencanaan untuk penyediaan sarana operasi dituangkan 

ke dalam Daftar Rencana Penyediaan Sarana Operasi (DRPS). 

(4) Tatacara penyediaan sarana operasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

(5) Bentuk dan tatacara pengisian Daftar Rencana Penyediaan Sarana 

Operasi (DRPS) sebagaimana diatur dalam Lampiran LX 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Bagian Ketiga 

Penempatan dan Pemanfaatan Sarana Operasi  

Pasal 156 

(1) penempatan sarana operasi yang diperoleh dari penyediaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dan/atau pemindahan 

(relokasi) dari Kantor lainnya  dilaksanakan berdasarkan 

persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk setelah 

mendapatkan pertimbangan dari Subdirektorat Sarana Operasi. 

(1) Penempatan sarana operasi yang diperoleh dari penyediaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat 3 huruf  b dan/atau 

pemindahan (relokasi) dari Kantor lainnya  dilaksanakan 

berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang 

ditunjuk setelah mendapatkan pertimbangan dari Subdirektorat 

Sarana Operasi 

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 



masukan dari Unit Intelijen, Unit Penindakan, Unit Penyidikan 

atau Unit Narkotika. 

(3) Penempatan sarana operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) dituangkan ke dalam Daftar Penempatan Sarana Operasi 

(DPSO). 

(4) Bentuk dan tatacara pengisian Daftar Penempatan Sarana Operasi 

(DPSO) sebagaimana diatur dalam Lampiran LXI Peraturan 

Direktur Jenderal ini.  

 

Pasal 157 

(1) Pemanfaatan sarana operasi oleh Unit Pengawasan dilaksanakan 

sesuai standar penggunaan sarana operasi dengan 

memperhitungkan kemampuan teknis sarana operasi dan 

kecakapan operator.  

(1) Pemanfaatan sarana operasi oleh unit pengawasan dilaksanakan 

sesuai standar penggunaan sarana operasi dengan 

memperhitungkan kemampuan teknis sarana operasi dan 

kecakapan operator.  

(2) Kegiatan pemanfaatan sarana operasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan ke dalam Laporan Pemanfaatan Sarana 

Operasi (LPS). 

(3) Bentuk dan tatacara pengisian Laporan Pemanfaatan Sarana 

Operasi (LPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 

Lampiran LXII Peraturan Direktur Jenderal ini.  

 

Bagian Keempat 

Pemeliharaan Sarana Operasi  

Pasal 158 

(1) Pemeliharaan sarana operasi dilaksanakan oleh : 

a.    Kantor dan Pangkalan Sarana Operasi meliputi kegiatan 

perawatan rutin dan penggantian suku cadang sesuai jangka 

waktu yang telah ditentukan dalam spesifikasi teknis. 

b. Subdirektorat Sarana Operasi berdasarkan permintaan tertulis 

untuk penggantian komponen utama sarana operasi sesuai 

jangka waktu yang telah ditentukan dalam spesifikasi teknis. 



(2) Pemeliharaan sarana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dituangkan dalam laporan berupa: 

a. Lembar Pemeliharaan Kapal Patroli (LPKP); dan/atau 

b. Lembar Pemeliharaan Sarana Operasi lainnya (LPSL). 

(3) Bentuk dan tatacara pengisian laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dalam Lampiran LXIII dan Lampiran LXIV 

Peraturan Direktur Jenderal ini.  

 

Bagian Kelima 

Pengoperasian Sarana Operasi 

Pasal 159 

(1) Pengoperasian sarana operasi berupa kapal patroli meliputi 

kegiatan:  

a. sebelum pelayaran; 

b. saat pelayaran; dan 

c. setelah pelayaran. 

(2) Kegiatan sebelum pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilaksanakan oleh Kepala Pangkalan atau Kantor yang 

mengelola kapal patroli dengan melaksanakan kegiatan: 

a. menentukan laik laut kapal patroli 

b. menentukan personil ABK yang akan bertugas 

c. mempersiapkan logistik, senjata dan amunisi beserta 

perlengkapan lainnya 

(3) Kelaiklautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dinyatakan oleh Kepala Pangkalan 

Sarana Operasi setelah mendapat laporan dari Pejabat yang 

bertanggung jawab mengenai nautika, teknik kapal, penginderaan 

dan telekomunikasi. 

(4) Pejabat yang bertanggung jawab mengenai nautika, teknik kapal, 

penginderaan, dan telekomunikasi sebelum menyampaikan 

laporan kepada Kepala Pangkalan Sarana Operasi terlebih dahulu 

wajib melakukan persiapan dan pengujian fungsi 

peralatan/perlengkapan kapal patroli. 

(5) Persiapan dan pengujian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) meliputi : 



a. Pemenuhan ketentuan yang ditetapkan dalam SOLAS (Save of 

Live at Sea) sebagaimana yang diatur dalam Protokol SOLAS 

1978 yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime 

Organisation). 

b. alat/perlengkapan keselamatan di laut; 

c. mesin induk, mesin bantu dan listrik kapal; 

d. alat radar, Global Position System (GPS), dan Echo Sounder; 

e. sarana radio komunikasi. 

(6) Selama kegiatan pelayaran, Nakhoda wajib menjaga keselamatan 

kapal patroli beserta awaknya, serta memperhatikan dan 

memelihara kondisi kapal patroli agar tetap laik laut  

(7) Kegiatan setelah pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c berupa: 

a. melakukan uji coba (sea trial) untuk mengetahui kondisi 

peralatan dan perlengkapan kapal yang dilakukan oleh Pejabat 

yang bertanggung jawab mengenai nautika, teknik kapal, 

penginderaan, dan telekomunikasi; 

b. membuat laporan secara tertulis tentang pelaksanaan pelayaran, 

kondisi peralatan  dan perlengkapan kapal kepada Kepala 

Pangkalan, Kepala Kantor, atau Pejabat yang ditunjuk dengan 

menyerahkan jurnal kapal; 

c. melakukan perbaikan dalam hal diperlukan; 

d. melakukan pembersihan kapal patroli; dan 

e. melakukan pemeliharaan rutin dan penjagaan/pengamanan 

kapal selama di pangkalan/pelabuhan. 

(8) Kelaiklautan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 

kedalam Pernyataan Siap berlayar. 

(9) Setelah kegiatan pelayaran laporan kondisi peralatan dan 

perlengkapan kapal patroli dituangkan kedalam Laporan Tiba. 

(10) Bentuk dan tatacara pengisian Pernyataan Siap Berlayar dan 

Laporan Tiba sebagaimana diatur dalam Lampiran LXV.  

 

 

 

 



Bagian Keenam 

Pelatihan Keselamatan Kapal Patroli 

Pasal 160 

(1) Pelatihan keselamatan kapal patroli meliputi pelatihan  

keselamatan awak kapal dan pengujian peralatan keselamatan 

kapal untuk memastikan kesiapan patroli.  

(2) Pelatihan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan  kebutuhan di bawah pengawasan 

Kepala pangkalan.  

 

Bagian Ketujuh 

Tugas dan Fungsi Awak Kapal Patroli 

Pasal 161 

(1) Awak kapal patroli terdiri dari : 

a.  Nakhoda yang memiliki tugas dan fungsi mengoperasikan 

kapal patroli, menjaga keselamatan kapal dan personil serta 

tugas lainnya; 

b.  Kepala Kamar Mesin yang memiliki tugas dan fungsi 

membantu Nakhoda dalam mengoperasikan mesin kapal 

patroli; dan 

c.  Awak Kapal Patroli lainnya yang memiliki tugas dan fungsi 

membantu Nakhoda dalam mengoperasikan kapal patroli dan 

keselamatan kapal/personil serta tugas lainnya.  

(2) Awak kapal patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memiliki kualifikasi sesuai tugas dan fungsinya. 

(3) Ketentuan tentang kualifikasi, kewajiban dan larangan awak kapal 

patroli sebagaimana diatur dalam Lampiran LXVI Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

 

Bagian Kedelapan 

Perbantuan Kapal Patroli 

Pasal 162 

(1) Kantor dapat meminta bantuan kapal dan awak kapal patroli dari 

Pangkalan Sarana Operasi yang pengoperasiannya dalam bentuk 

Bawah Kendali Operasi (BKO). 



(2) Bantuan kapal dan awak kapal patroli sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan berdasarkan persetujuan tertulis Direktur 

Penindakan dan Penyidikan dengan pertimbangan Kepala Kantor 

yang secara administratif membawahi Pangkalan Sarana Operasi. 

 
 

Bagian Kesembilan 
Ketentuan Pelayaran Kapal Patroli 

Pasal 163 
 

Pelayaran kapal patroli dilaksanakan sesuai ketentuan: 

a. melakukan penghormatan bendera terhadap Kapal Perang 

Republik Indonesia saat melintas atau berpapasan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

b. mengurangi kecepatan sehingga tidak menimbulkan gelombang 

besar pada saat melewati pangkalan/dermaga Instansi Pemerintah 

maupun swasta  

c. memperhatikan ketentuan atau prosedur yang berlaku di 

pelabuhan yang akan disinggahi, dalam hal memasuki suatu 

pelabuhan di Indonesia 

d. memperhatikan gelombang atau alun yang ditimbulkan oleh 

baling-baling kapal, dengan menyesuaikan kecepatan kapal serta 

menjaga jarak aman antara satu kapal dengan kapal dan berhati-

hati dengan keadaan sekitarnya, dalam hal memasuki alur 

pelayaran sempit atau sungai, 

e. memberikan pertolongan apabila mendengar atau melihat dan 

mengetahui adanya semboyan/isyarat bahaya dari kapal lain, 

pesawat terbang atau terlihat alat penolong yang terapung, 

pertolongan harus dilaksanakan secepat mungkin kepada orang-

orang yang membutuhkan. Apabila pertolongan sedemikian tidak 

dapat diberikan, karena keadaan yang tidak memungkinkan atau 

dianggap tidak perlu diberi pertolongan, semua kejadian harus 

ditulis dalam buku harian (jurnal) dengan memberikan alasannya 

dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang 

menerbitkan Surat Perintah. 

 
 
 



BAB IX 

DOKUMENTASI DAN EVALUASI 

 

Pasal 164 

(1) Atas kegiatan pengawasan oleh Unit Pengawasan dilakukan 

pendokumentasian, pelaporan, dan pertukaran data atau informasi 

secara manual dan/atau elektronik untuk kepentingan pendataan 

dan evaluasi. 

(2) Pendokumentasian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai format dan elemen data yang 

baku dan berdasarkan Pedoman Administrasi Umum yang 

berlaku. 

(3) Pelaporan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan 

secara berjenjang, dalam periode, jenis dan bentuk yang telah 

ditentukan. 

(4) Pertukaran data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai otoritas akses data atau informasi dalam 

rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam Pengawasan.  

 

Pasal 165 

(1) Atas kegiatan pengawasan oleh Unit Intelijen dilakukan evaluasi 

dan pelaporan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

monitoring terhadap : 

a. pengumpulan data atau informasi berdasarkan Lembar 

Informasi (LI); 

b. penilaian data atau informasi berdasarkan Lembar Klasifikasi 

Informasi (LKI); 

c. analisis data atau informasi berdasarkan Lembar Kerja Analisis 

Intelijen (LKAI); 

d. pendistribusian informasi berdasarkan Nota Hasil Intelijen 

(NHI), Nota Informasi Penindakan (NIP), Nota Informasi (NI), 

rekomendasi lainnya, dan informasi lainnya; dan 

e. tindak lanjut Nota Hasil Intelijen (NHI) berdasarkan Laporan 



Tugas Penindakan (LTP). 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan Lembar Monitoring Informasi (LMI). 

(4) Bentuk dan tatacara pengisian Lembar Monitoring Informasi (LMI) 

sebagaimana diatur dalam Lampiran LXVII Peraturan Direktur 

Jenderal ini. 

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 

Profil Intelijen, antara lain berupa :  

a. profil penumpang  yang memuat rekapitulasi penumpang 

berikut tingkat risikonya. 

b. profil perusahaan  yang memuat rekapitulasi perusahaan 

berikut tingkat risikonya. 

c. profil komoditi yang memuat rekapitulasi komoditi berikut 

tingkat risikonya. 

d. profil pengusaha barang kena cukai yang memuat rekapitulasi 

pengusaha barang kena cukai berikut tingkat risikonya. 

(6) Bentuk dan tatacara pengisian Profil Intelijen berupa profil 

penumpang, profil perusahaan, profil komoditi, profil pengusaha 

barang kena cukai sebagaimana diatur dalam Lampiran LXVIII 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 166 

(1) Atas kegiatan pengawasan oleh Unit Penindakan dilakukan 

evaluasi dan pelaporan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

monitoring terhadap : 

a. Penelitian pra-penindakan berdasarkan Lembar Analisis Pra-

penindakan (LAP); 

b. penentuan skema penindakan berdasarkan Lembar Penentuan 

Skema Penindakan (LPSP) 

c. patroli dan operasi penindakan berdasarkan Jurnal Monitoring 

Patroli (JMP) dan Daftar Monitoring Penindakan (DMP); 

d. penentuan hasil penindakan berdasarkan Lembar Penentuan 

Hasil Penindakan (LPHP); 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 



Lembar Monitoring Penindakan (LMP). 

(4) Bentuk dan tatacara pengisian Lembar Monitoring Penindakan 

(LMP) diatur dalam Lampiran LXIX Peraturan Direktur Jenderal 

ini. 

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 

Laporan Hasil Penindakan (LHP) yang memuat laporan 

rekapitulasi hasil penindakan yang telah dilaksanakan dalam 

periode tertentu. 

(6) Bentuk dan tatacara penatausahaan Laporan Hasil Penindakan 

(LHP) sebagaimana diatur dalam Lampiran LXX Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

 

  Pasal 167 

(1) Atas kegiatan pengawasan oleh Unit Penyidikan dilakukan 

evaluasi dan pelaporan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

monitoring terhadap : 

a. penerimaan perkara berdasarkan Lembar Penerimaan Perkara 

(LPP);  

b. penelitian pendahuluan dan penentuan skema penanganan 

perkara berdasarkan Lembar Penelitian Formal (LPF); 

c. penelitian atau penyidikan berdasarkan Lembar Resume 

Penelitian (LRP-1) atau Lembar Resume Pidana (LRP-2); 

d. penanganan barang berdasarkan Lembar Monitoring Barang 

(LMB) sebagaimana diatur dalam Lampiran LXXI Peraturan 

Direktur Jenderal ini; 

e. penanganan pelaku pelanggaran berdasarkan Lembar 

Monitoring Pelaku (LMP) sebagaimana diatur dalam Lampiran 

LXII Peraturan Direktur Jenderal ini;  

f. pengelolaan tahanan penyidik berdasarkan Lembar Monitoring 

Tahanan (LMT) sebagaimana diatur dalam Lampiran LXIII 

Peraturan Direktur Jenderal ini; 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

Lembar Monitoring Penanganan Perkara (LMPP), Lembar 

Monitoring Penelitian (LMPP-1), dan Lembar Monitoring 



Penyidikan (LMPP-2). 

(4) Bentuk dan tatacara pengisian Lembar Monitoring Penanganan 

Perkara (LMPP) diatur dalam Lampiran LXIV, Lampiran LXV dan 

Lampiran LXVI Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :  

a. Profil penyidikan yang berupa profil kasus, profil pelaku, profil 

barang (BHP/BB), dan profil PPNS berdasarkan hasil 

penanganan perkara.  

b. Rekapitulasi  Penanganan Perkara (RPP) yang memuat laporan 

rekapitulasi proses penanganan perkara pelanggaran pidana 

dan pelanggaran administrasi dalam periode tertentu. 

c. Rekapitulasi  Penelitian Perkara (RPP-1) yang memuat laporan 

rekapitulasi penelitian terhadap pelanggaran yang 

sedang/telah dilaksanakan dalam periode tertentu. 

d. Rekapitulasi  Penyidikan Pidana (RPP-2) yang memuat laporan 

rekapitulasi penyidikan terhadap pelanggaran pidana yang 

sedang/telah dilaksanakan dalam periode tertentu. 

(6) Bentuk dan tatacara pengisian profil kasus, profil pelaku, profil 

BHP/BB, dan profil PPNS diatur dalam Lampiran LXVII, 

Lampiran LXVIII, Lampiran LXXIX, dan Lampiran LXXX 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(7) Bentuk dan tatacara pengisian RPP diatur dalam Lampiran LXXXI, 

Lampiran LXXXII, dan Lampiran LXXXIII  Peraturan Direktur 

Jenderal ini 

 

Pasal 168 

(1) Atas kegiatan pengawasan oleh Unit Narkotika dilakukan evaluasi 

dan pelaporan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

monitoring terhadap : 

a. pengumpulan data atau informasi berdasarkan Lembar 

Informasi NPP (LI-N); 

b. penilaian data atau informasi berdasarkan Lembar Klasifikasi 

Informasi NPP (LKI-N); 

c. analisis data atau informasi berdasarkan Lembar Kerja Analisis 



Intelijen NPP (LKAI-N); 

d. pendistribusian informasi berdasarkan Nota Hasil Intelijen NPP 

(NHI-N), Nota Informasi NPP (NI-N), rekomendasi lainnya, 

dan informasi lainnya; 

e. patroli dan operasi penindakan berdasarkan Jurnal Monitoring 

Patroli NPP (JMP-N) dan Daftar Monitoring Penindakan NPP 

(DMP-N); dan 

f. tindak lanjut Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N) berdasarkan 

Laporan Tugas Penindakan NPP (LTP-N). 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan Lembar Monitoring Intelijen dan Penindakan NPP 

(LMIP-N). 

(4) Bentuk dan tatacara pengisian Lembar Monitoring Intelijen dan 

Penindakan NPP (LMIP-N) sebagaimana diatur dalam Lampiran 

LXXXIV Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :  

a. Profil Anjing Pelacak yang memuat laporan profil Anjing 

Pelacak. 

b. Laporan Hasil Penindakan NPP (LHP-N) yang memuat laporan 

rekapitulasi hasil penindakan NPP yang telah dilaksanakan 

dalam periode tertentu.  

(6) Bentuk dan tatacara pengisian Profil Anjing Pelacak dan Laporan 

Hasil Penindakan NPP sebagaimana diatur dalam Lampiran 

LXXXV dan Lampiran LXXXVI Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 169 

(1) Atas kegiatan pengawasan oleh Unit Sarana Operasi dilakukan 

evaluasi dan pelaporan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

monitoring terhadap : 

a. penyediaan sarana operasi berdasarkan Daftar Rencana 

Penyediaan Sarana Operasi 

(DRPS); 

b. penempatan sarana operasi berdasarkan Daftar Penempatan 

Sarana Operasi (DPSO); 



c. pemanfaatan sarana operasi berdasarkan Laporan Pemanfaatan 

Sarana Operasi (LPSO); dan 

d. pemeliharaan sarana operasi berdasarkan Lembar Pemeliharaan 

Kapal Patroli (LPK) dan Lembar Pemeliharaan Sarana Operasi 

Lainnya (LPSL).  

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan Lembar Monitoring Sarana Operasi (LMS). 

(4) Bentuk dan tatacara pengisian LMS sebagaimana diatur dalam 

Lampiran LXXXVII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 

Profil Sarana Operasi yang memuat rekapitulasi sarana operasi 

meliputi jenis, tipe/merk, spesifikasi teknis dan kondisi. 

(6) Bentuk dan tatacara pengisian Profil Sarana Operasi sebagaimana 

diatur dalam Lampiran LXXXVIII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 170 

Dalam rangka pengukuran kinerja pengawasan pada Kantor Pusat, 

Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan, dilakukan monitoring atas 

kegiatan pengawasan berdasarkan : 

a. Laporan Monitoring Kinerja Pengawasan (LMKP) yang memuat 

laporan monitoring kegiatan Unit Pengawasan meliputi intelijen, 

penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan NPP 

dan pengelolaan sarana operasi. 

b. Laporan Monitoring Kinerja Pengawasan-1 (LMKP-1) yang 

memuat laporan monitoring kegiatan Unit Intelijen. 

c. Laporan Monitoring Kinerja Pengawasan-2 (LMKP-2) yang 

memuat laporan monitoring kegiatan Unit Penindakan. 

d. Laporan Monitoring Kinerja Pengawasan-3 (LMKP-3) yang 

memuat laporan monitoring kegiatan Unit Penyidikan. 

e. Laporan Monitoring Kinerja Pengawasan-4 (LMKP-4) yang 

memuat laporan monitoring kegiatan Unit Narkotika. 

f. Laporan Monitoring Kinerja Pengawasan-5 (LMKP-5) yang 

memuat laporan monitoring kegiatan Unit Sarana Operasi. 

 



Pasal 171 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, peraturan 

pelaksanaan yang telah ada di bidang pengawasan kepabeanan dan 

cukai tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum 

diatur di dalam peraturan ini. 

Pasal 172 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember  2010 
DIREKTUR JENDERAL  
 
    ttd,- 
 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621.197903.1.001 

 

 

 



Lampiran I 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 1.01 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

 
SURAT TUGAS PENGUMPULAN INFORMASI 

Nomor: ST-I ….........(1).............. 
 
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, kami pejabat yang bertanda tangan di bawah ini 
memberi tugas kepada: 

1. Nama : ………(2)……. 
 NIP : ………(3)……. 
 Pangkat / Gol. : ………(4)……. 
 Jabatan : ………(5)……. 
   
2. Nama : ………(2)……. 
 NIP : ………(3)……. 
 Pangkat / Gol. : ………(4)……. 
 Jabatan : ………(5)……. 
   
3. dst.....(6)…  

Untuk melaksanakan tugas sebagai berikut: 
…………………………………………………(7)…..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal………(8)…… sampai dengan………(9)………….………. 
 
Kepada pihak yang terkait diminta bantuannya untuk kelancaran pelaksanaan Surat Tugas ini. 
 
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan melaporkan 
pelaksanaan Surat Tugas ini setelah menyelesaikan pelaksanaan tugas. 
 
 

Dikeluarkan di ……(10)……… 
Pada tanggal ………(11)……… 
……….……..(12)…………..… 
 
 
……….……..(13)…………..… 
 
……….……..(14)…………..… 
……….……..(15)…………..… 

Tembusan Yth. …..(16)…… 



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT TUGAS PENGUMPULAN INFORMASI 

 
 

(A) Diisi nama kantor. 
(1) Diisi nomor surat tugas. 

(2) Diisi nama pegawai yang ditugaskan. 

(3) Diisi nomor induk pegawai yang ditugaskan. 

(4) Diisi pangkat dan golongan pegawai yang ditugaskan. 

(5) Diisi jabatan pegawai yang ditugaskan. 

(6) Diisi nama, nomor induk pegawai, pangkat, golongan, dan jabatan apabila yang ditugaskan 

lebih dari dua pegawai. 

(7) Diisi uraian tugas, contoh: “melaksanakan surveillance atas kegiatan bongkar muat barang 

impor pada gudang PT. X yang beralamat di Jl. Y” 

(8) Diisi tanggal dimulainya penugasan dengan format tanggal-bulan-tahun. 

(9) Diisi tanggal berakhirnya penugasan dengan format tanggal-bulan-tahun. 

(10) Diisi tempat penerbitan surat tugas. 

(11) Diisi tanggal penerbitan surat tugas dengan format tanggal-bulan-tahun. 

(12) Diisi jabatan penerbit surat tugas. 

(13) Diisi tanda tangan penerbit surat tugas. 

(14) Diisi nama penerbit surat tugas 

(15) Diisi nomor induk pegawai penerbit surat tugas. 

(16) Diisi tembusan surat tugas. 

 
 

DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran I 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 1.02 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

 
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGUMPULAN INFORMASI 

Nomor: LPT-I …..........(1)........................... 
 
 
I.   Dasar : ……………………………………..(2)..…………………………………………. 
    
II.  Tugas : ……………………………………..(3)..…………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………. 
 
III. Waktu  : ……………………………………..(4)..…………………………………………. 
 
IV. Uraian Pelaksanaan Tugas 

…………………………………………………(5)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
V.  Kesimpulan 

…………………………………………………(6)…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Demikian disampaikan sebagai laporan. 
 

……………………(7)…………………….. 
……………………(8)…………………….. 
……………………(9)…………………….. 
 
……………………(10)…………………… 
 
……………………(11)…………………… 
……………………(12)…………………… 

 
Tembusan Yth. ………..(13)……….. 



PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGUMPULAN INFORMASI 

 
 
(A)  Diisi nama kantor. 
(1) Diisi nomor laporan pelaksanaan tugas intelijen. 

(2) Diisi nomor dan tanggal surat tugas.  

(3) Diisi uraian penugasan. 

(4) Diisi periode waktu penugasan. 

(5) Diisi uraian pelaksanaan tugas. 

(6) Diisi kesimpulan dari hasil pelaksanaan tugas. 

(7) Diisi tempat penerbitan laporan pelaksanaan tugas. 

(8) Diisi tanggal penerbitan laporan pelaksanaan tugas dengan format tanggal-bulan-tahun. 

(9) Diisi jabatan pegawai yang melaksanakan tugas. 

(10) Diisi tanda tangan pegawai yang melaksanakan tugas. 

(11) Diisi nama pegawai yang melaksanakan tugas. 

(12) Diisi nomor induk pegawai yang melaksanakan tugas 

(13) Diisi tembusan laporan pelaksanaan tugas. 

 
 

DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran II 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 1.03 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

LEMBAR  INFORMASI 
 
 
Nomor : LI-…(1)…../……../20… 
Tanggal : …….(2)……………….. 
 
SUMBER INFORMASI (3):   Internal   

  Media :                                                     …(4)... 
  Tanggal terima :  
  No. Dokumen :  
  Tanggal :  
     
  Eksternal   

  Media :                                                     …(5)... 
  Tanggal terima :  
  No. Dokumen :  
  Tanggal :  
 
 

ISI INFORMASI  
 
…(6)… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Disposisi Kepada : …..(7)…. 

 
 

                  Tanggal Disposisi : ….(8)…... 
 
 
TINDAK LANJUT (9):  Klasifikasi 

  Arsip 

CATATAN   
 

 
…..(10)…. 
 
 

 
Kasi Intelijen / Kasubsi Intelijen /  
Kasubsi Penindakan & Sarop / Kasubsi P2*) 

 
 
                           ….(14)…. 
 
                           ….(15)…. 

 
 

Penyusun 
 
 
….(11)…. 
 

               ….(12)…. 

NIP.                   ….(16)….  NIP.        ….(13)… 
 
*) coret yang tidak perlu 

 



PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR INFORMASI 

 
 
(A) Diisi nama kantor. 
(1) Diisi nomor lembar informasi. 

(2) Diisi tanggal lembar informasi. 

(3) Diisi pilihan sumber data/informasi yang berasal dari internal dan/atau eksternal, dengan cara 

memberi tanda contreng (√) pada kotak pilihan sumber data/informasi. 

(4) Diisi media, tanggal terima, nomor dokumen, dan tanggal dokumen, contoh: 
Media : kajian / sms center / Nota Informasi / LPTI / surat / nota dinas 
Tanggal terima : tanggal-bulan-tahun 
Nomor dokumen : xxxxxxx 
Tanggal dokumen : tanggal-bulan-tahun.  

(5) Diisi media, tanggal terima, nomor dokumen, dan tanggal dokumen, contoh: 
Media : informasi dari institusi lain / pengaduan masyarakat / surat informan.  
Tanggal terima : tanggal-bulan-tahun 
Nomor dokumen : xxxxxxx 
Tanggal dokumen : tanggal-bulan-tahun. 

(6) Diisi uraian informasi. 

(7) Diisi nama pegawai yang menerima disposisi. 

(8) Diisi tanggal disposisi dengan format tanggal-bulan-tahun. 

(9) Diisi pilihan tindak lanjut berupa klasifikasi atau arsip, dengan cara memberi tanda contreng 

(√) pada kotak pilihan tersebut. 

(10) Diisi catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 

(11) Diisi tanda tangan pegawai yang melakukan penyusunan lembar informasi. 

(12) Diisi nama pegawai yang melakukan penyusunan lembar informasi. 

(13) Diisi nomor induk pegawai yang melakukan penyusunan lembar informasi. 

(14) Diisi tanda tangan Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/Kasubsi Penindakan dan Sarana 

Operasi/Kasubsi P2. 

(15) Diisi nama Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/ Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi/Kasubsi 

P2. 

(16) Diisi nomor induk pegawai Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/ Kasubsi Penindakan dan Sarana 

Operasi/Kasubsi P2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
LEMBAR INFORMASI 

 
 
A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT INTELIJEN, DAN BIDANG PENINDAKAN DAN 

PENYIDIKAN / PENINDAKAN DAN SARANA OPERASI PADA KANTOR WILAYAH / 
KANTOR PELAYANAN UTAMA 
 
1. Penyusun LI 

a. Menyajikan data/informasi yang diterima kedalam LI sesuai petunjuk pengisian LI. 
b. Memberi nomor urut dan tanggal LI. 
c. Menandatangani LI. 
d. Menyampaikan LI kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan keputusan lebih 

lanjut. 
e. Menerima keputusan tindak lanjut LI dari Kepala Seksi Intelijen dan melakukan 

kegiatan yaitu: 
(1) dalam hal tindak lanjut LI berupa klasifikasi, menyampaikan kepada pegawai yang 

ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI; atau 
(2) dalam  hal tindak lanjut LI berupa arsip, menyimpan LI sebagai arsip. 

f. Membukukan LI kedalam LMI. 
 

2. Kepala Seksi Intelijen 
a. Menerima LI dari Penyusun LI. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(1) klasifikasi, dalam hal data/informasi perlu dilakukan penilaian lebih lanjut; atau 
(2) arsip, dalam  hal data/informasi tidak lengkap dan/atau tidak relevan sehingga tidak 

dapat dilakukan penilaian lebih lanjut. 
c. Memberikan disposisi kepada:  

(1) pegawai yang ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI, dalam hal tindak 
lanjut LI berupa klasifikasi; atau 

(2) penyusun LI, dalam hal tindak lanjut LI berupa arsip. 
d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LI. 
 
 

B. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 
MADYA/A 
 
1. Penyusun Lembar Informasi 

a. Menyajikan data/informasi yang diterima kedalam LI sesuai petunjuk pengisian LI. 
b. Memberi nomor urut dan tanggal LI. 
c. Menandatangani LI. 
d. Menyampaikan LI kepada Kepala Subseksi Intelijen untuk mendapatkan keputusan 

lebih lanjut. 
e. Menerima keputusan tindak lanjut LI dari Kepala Subseksi Intelijen dan melakukan 

kegiatan yaitu: 
(1) dalam hal tindak lanjut LI berupa klasifikasi, menyampaikan kepada pegawai yang 

ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI; atau 
(2) dalam  hal tindak lanjut LI berupa arsip, menyimpan LI sebagai arsip. 

f. Membukukan LI kedalam LMI. 
 

2. Kepala Subseksi Intelijen pada KPPBC Tipe A1/A2/Madya atau Kepala Subseksi 
Penindakan dan sarana Operasi pada KPPBC Tipe A3 
a. Menerima LI dari Penyusun LI. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(1) klasifikasi, dalam hal data/informasi perlu dilakukan penilaian lebih lanjut; atau 
(2) arsip, dalam  hal data/informasi tidak lengkap dan/atau tidak relevan sehingga tidak 

dapat dilakukan penilaian lebih lanjut. 
c. Memberikan disposisi kepada:  



(1) pegawai yang ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI, dalam hal tindak 
lanjut LI berupa klasifikasi; atau 

(2) penyusun LI, dalam hal tindak lanjut LI berupa arsip. 
d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LI. 

 
 

C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE B 
 
1. Penyusun Lembar Informasi 

a. Menyajikan data/informasi yang diterima kedalam LI sesuai petunjuk pengisian LI. 
b. Memberi nomor urut dan tanggal LI. 
c. Menandatangani LI. 
d. Menyampaikan LI kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan untuk 

mendapatkan keputusan lebih lanjut. 
e. Menerima keputusan tindak lanjut LI dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 

dan melakukan kegiatan yaitu: 
(1) dalam hal tindak lanjut LI berupa klasifikasi, menyampaikan kepada pegawai yang 

ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI; atau 
(2) dalam  hal tindak lanjut LI berupa arsip, menyimpan LI sebagai arsip. 

f. Membukukan LI kedalam LMI. 
 

2. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 
a. Menerima LI dari Penyusun LI. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(1) klasifikasi, dalam hal data/informasi perlu dilakukan penilaian lebih lanjut; atau 
(2) arsip, dalam  hal data/informasi tidak lengkap dan/atau tidak relevan sehingga tidak 

dapat dilakukan penilaian lebih lanjut. 
c. Memberikan disposisi kepada:  

(1) pegawai yang ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI, dalam hal tindak 
lanjut LI berupa klasifikasi; atau 

(2) penyusun LI, dalam hal tindak lanjut LI berupa arsip. 
d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LI. 

 
 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 



Lampiran III 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 1.04 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

LEMBAR KLASIFIKASI INFORMASI 
 
 
Nomor : LKI-…(1)…./……./20…. 
Tanggal : ………(2)………………. 
 
DOKUMEN SUMBER (3):  LI, Nomor : LI…..(4)…./……./20……Tanggal…....(5)…...    
 
 
NO. IKHTISAR INFORMASI SUMBER VALIDITAS 
1. ………………………………………(6)……………………………………… ….(7)…... ……(8)……. 
2. ………………………………………(6)...……………………………………. ….(7)…... ……(8)……. 
3. dst….(6)….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….(7)…... ……(8)……. 

 
 
KESIMPULAN    

……(9)…… 
 
 
 

 
 
Disposisi Kepada : …..(10)….. Tanggal Disposisi : ….(11)…. 
 
TINDAK LANJUT (12):  Analisis 

  Arsip 
   

CATATAN    
……(13)…… 
 
 
 

 
 
Kasi Intelijen / Kasubsi Intelijen /  
Kasubsi Penindakan & Sarop / Kasubsi P2*) 
 

 
…….(17)…… 
 
 
…….(18)…… 

 
 
 

Penyusun 
 

 
…….(14)…… 
 
 
….…(15)…… 

NIP.               …….(19)……  NIP.        …….(16)…… 
 
 
*) coret yang tidak perlu 

 
 



 
PETUNJUK PENGISIAN  

LEMBAR KLASIFIKASI INFORMASI 
 

 
(A) Diisi nama kantor. 
(1) Diisi nomor LKI. 

(2) Diisi tanggal LKI. 

(3) Diisi pilihan dokumen sumber yaitu LI dengan cara memberi tanda contreng (√) pada kotak 

pilihan dokumen sumber. 

(4) Diisi nomor dokumen LI. 

(5) Diisi tanggal dokumen LI. 

(6) Diisi ikhtisar informasi berdasarkan uraian informasi dari LI. 

(7) Diisi klasifikasi kepercayaan atas sumber informasi (reliabilitas) yang berpedoman pada 
teknik Admiralty System, yaitu sebagai berikut: 

Klasifikasi Keterangan 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

Sangat dapat dipercaya 
Biasanya dapat dipercaya 
Cukup dipercaya 
Biasanya tidak dapat dipercaya 
Tidak dapat dipercaya 
Tidak dapat dipertimbangkan sama sekali 

Contoh:  

Didalam laporan pelaksanaan tugas intelijen, petugas surveillance dari Dit. P2 melaporkan 
bahwa pada tanggal 27 April 2010 di gudang XXX dengan alamat Jl. YYY Jakarta terdapat 
pemuatan pasir berwarna kehitam-hitaman kedalam container TRLU-xxxxxxx yang 
direncanakan akan diberangkatkan pada tanggal 1 Mei 2010 ke pelabuhan ZZZ untuk tujuan 
ekspor. Pasir tersebut berasal dari Pulau Bangka. Petugas berhasil mengambil sampel  barang 
yang diduga sebagai pasir timah.  
Sumber : A 
Dengan pertimbangan bahwa sumber informasi berasal dari pegawai DJBC yang ditunjuk 
untuk melakukan kegiatan surveillance. 

Pada surat kabar XXX di Jakarta tanggal 03 Mei 2010 terdapat iklan “Dijual Ford Escape 
XLT 3.0 A/T silver’07, full ors komplit, form B eks kedutaan YYY, hub:081xxxxxxxx”. 
Sumber : B 
Dengan pertimbangan bahwa sumber informasi berasal dari surat kabar yang memuat iklan 
jual beli kendaraan bermotor.    

(8) Diisi klasifikasi validitas informasi yang berpedoman pada teknik Admiralty System, yaitu 
sebagai berikut: 

Klasifikasi Keterangan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Dipastikan kebenarannya 
Besar (dominan) kemungkinan kebenarannya 
Kemungkinan benarnya berimbang (50-50) 
Diragukan kebenarannya 
Dipastikan tidak benar 
Kebenarannya tidak dapat dinilai 

Contoh:  

Didalam laporan pelaksanaan tugas intelijen, petugas surveillance dari Dit. P2 melaporkan 
bahwa pada tanggal 27 April 2010 di gudang PT. XXX dengan alamat Jl. YYY Jakarta 
terdapat pemuatan pasir berwarna kehitam-hitaman kedalam container TRLU-xxxxxxx yang 
direncanakan akan diberangkatkan pada tanggal 1 Mei 2010 ke pelabuhan ZZZ untuk tujuan 



ekspor. Pasir tersebut berasal dari Pulau Bangka. Petugas berhasil mengambil sampel  barang 
yang diduga sebagai pasir timah.  
Validitas : 2 
Dengan pertimbangan bahwa informasi didapatkan dari pengamatan langsung dan  petugas 
berhasil mengambil sampel, sehingga tingkat kemungkinan kebenarannya lebih besar, namun 
atas informasi tersebut masih perlu dilakukan pendalaman. 

Pada surat kabar XXX di Jakarta tanggal 03 Mei 2010 terdapat iklan “Dijual Ford Escape 
XLT 3.0 A/T silver’07, full ors komplit, form B eks kedutaan YYY, hub:081xxxxxxxx”. 
Validitas : 1 
Dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut berupa fakta yang diumumkan melalui media 
massa oleh pihak yang berkepentingan. 

(9) Diisi kesimpulan berdasarkan pengklasifikasian informasi, contoh: klasifikasi informasi 
tersebut adalah A2 sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan analisis. 

(10) Diisi nama pegawai yang menerima disposisi.  

(11) Diisi tanggal disposisi dengan format tanggal-bulan-tahun. 

(12) Diisi pilihan tindak lanjut berupa analisis atau arsip, dengan cara memberi tanda contreng (√) 

pada pilihan tersebut. 

(13) Diisi catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 

(14) Diisi tanda tangan pegawai yang melakukan penyusunan LKI. 

(15) Diisi nama pegawai yang melakukan penyusunan LKI. 

(16) Diisi nomor induk pegawai yang melakukan penyusunan LKI. 

(17) Diisi tanda tangan Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/Kasubsi Penindakan dan Sarana 

Operasi/Kasubsi P2. 

(18) Diisi nama Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/ Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi/Kasubsi 

P2. 

(19) Diisi nomor induk pegawai Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/ Kasubsi Penindakan dan Sarana 

Operasi/Kasubsi P2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
LEMBAR KLASIFIKASI INFORMASI 

 
 
A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT INTELIJEN, DAN BIDANG PENINDAKAN DAN 

PENYIDIKAN / PENINDAKAN DAN SARANA OPERASI PADA KANTOR WILAYAH / 
KANTOR PELAYANAN UTAMA 
 
1. Penyusun LKI 

a. Menerima LI yang telah didisposisi dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Melakukan penilaian data/informasi dan menyajikan kedalam LKI sesuai petunjuk 

pengisian LKI. 
c. Memberi nomor urut dan tanggal LKI. 
d. Menandatangani LKI. 
e. Menyampaikan LKI kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan keputusan lebih 

lanjut. 
f. Menerima keputusan tindak lanjut LKI dari Kepala Seksi Intelijen dan melakukan 

kegiatan yaitu: 
(1) dalam hal tindak lanjut LKI berupa analisis, menyampaikan kepada pegawai yang 

ditunjuk untuk melakukan analisis dalam LKAI; atau  
(2) dalam  hal tindak lanjut LKI berupa arsip, menyimpan LKI sebagai arsip.  

g. Membukukan LKI kedalam LMI. 
 

2. Kepala Seksi Intelijen 
a. Menerima LKI dari Penyusun LKI. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(1) analisis, dalam hal hasil penilaian data/informasi perlu dilakukan analisis lebih lanjut; 
atau 

(2) arsip, dalam hal hasil penilaian data/informasi tidak dapat dilakukan analisis lebih 
lanjut. 

c. Memberikan disposisi kepada:  
(1) pegawai yang ditunjuk untuk melakukan analisis, dalam hal tindak lanjut LKI berupa 

analisis; atau  
(2) penyusun LKI, dalam hal tindak lanjut LKI berupa arsip. 

d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LKI. 
 
 

B. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 
MADYA/A 
 
1. Penyusun LKI 

a. Menerima LI yang telah didisposisi dari Kepala Subseksi Intelijen. 
b. Melakukan penilaian data/informasi dan menyajikan kedalam LKI sesuai petunjuk 

pengisian LKI. 
c. Memberi nomor urut dan tanggal LKI. 
d. Menandatangani LKI. 
e. Menyampaikan LKI kepada Kepala Subseksi Intelijen untuk mendapatkan keputusan 

lebih lanjut. 
f. Menerima keputusan tindak lanjut LKI dari Kepala Subseksi Intelijen dan melakukan 

kegiatan yaitu: 
(1) dalam hal tindak lanjut LKI berupa analisis, menyampaikan kepada pegawai yang 

ditunjuk untuk melakukan analisis dalam LKAI; atau  
(2) dalam  hal tindak lanjut LKI berupa arsip, menyimpan LKI sebagai arsip.  

g. Membukukan LKI kedalam LMI. 
 

2. Kepala Subseksi Intelijen pada KPPBC Tipe A1/A2/Madya atau Kepala Subseksi 
Penindakan dan sarana Operasi pada KPPBC Tipe A3 
a. Menerima LKI dari Penyusun LKI. 



b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 
(1) analisis, dalam hal hasil penilaian data/informasi perlu dilakukan analisis lebih lanjut; 

atau 
(2) arsip, dalam hal hasil penilaian data/informasi tidak dapat dilakukan analisis lebih 

lanjut. 
c. Memberikan disposisi kepada:  

(1) pegawai yang ditunjuk untuk melakukan analisis, dalam hal tindak lanjut LKI berupa 
analisis; atau  

(2) penyusun LKI, dalam hal tindak lanjut LKI berupa arsip. 
d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LKI. 

 
 

C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE B 
1. Penyusun LKI 

a. Menerima LI yang telah didisposisi dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
b. Melakukan penilaian data/informasi dan menyajikan kedalam LKI sesuai petunjuk 

pengisian LKI. 
c. Memberi nomor urut dan tanggal LKI. 
d. Menandatangani LKI. 
e. Menyampaikan LKI kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan untuk 

mendapatkan keputusan lebih lanjut. 
f. Menerima keputusan tindak lanjut LKI dari Kepala Subseksi Penindakan dan 

Penyidikan dan melakukan kegiatan yaitu: 
(1) dalam hal tindak lanjut LKI berupa analisis, menyampaikan kepada pegawai yang 

ditunjuk untuk melakukan analisis dalam LKAI; atau  
(2) dalam  hal tindak lanjut LKI berupa arsip, menyimpan LKI sebagai arsip.  

g. Membukukan LKI kedalam LMI. 
 

2. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 
a. Menerima LKI dari Penyusun LKI. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(1) analisis, dalam hal hasil penilaian data/informasi perlu dilakukan analisis lebih lanjut; 
atau 

(2) arsip, dalam hal hasil penilaian data/informasi tidak dapat dilakukan analisis lebih 
lanjut. 

c. Memberikan disposisi kepada:  
(1) pegawai yang ditunjuk untuk melakukan analisis, dalam hal tindak lanjut LKI berupa 

analisis; atau  
(2) penyusun LKI, dalam hal tindak lanjut LKI berupa arsip. 

d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LKI. 

 
 
DIREKTUR JENDERAL 
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 



Lampiran IV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 1.05 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

LEMBAR KERJA ANALISIS INTELIJEN 
 
Nomor : LKAI-…(1)…./……./20…. 
Tanggal : ………...(2)……………….. 
 
DOKUMEN SUMBER (3):  LKI, Nomor : LKI-…(4)…./……./20……   Tanggal ….(5)….   

  LPT-I, Nomor : LPTI-...(4)…/……/20…….   Tanggal  ….(5)….   

  NPI, Nomor : NPI-...(4)…/……/20…….   Tanggal  ….(5)….   
 

IKHTISAR INFORMASI 
 
…..(6)….. 
 
 
 

PROSEDUR ANALISIS 
 

…..(7)…... 
 

 
 

HASIL ANALISIS 
 

…..(8)…... 
 

 
 

KESIMPULAN 
 

…..(9)…… 
 

 
REKOMENDASI (10):  NHI 

  NIP 

  NI 

  Rekomendasi Lainnya : 
 
 
 
 
  Informasi Lainnya : 
 
 
 
 
TUJUAN              : ……(13)……. 
 
Analis, 
 
…….(14)……… 
 
…….(15)……… 
NIP...(16)……… 
 
 

…..(11)….. 

…..(12)….. 



Kasi Intelijen / Kasubsi Intelijen / Kasubsi Penindakan & Sarop / Kasubsi P2*) 

Keputusan (17): 
     
  Setuju  Tidak Setuju 
     

Catatan            :  
 

 …….(18)….… 
 

  

Hasil analisis diterima tanggal …..(19)….… 
 
Tanda tangan : 
 
 

 
……………..(20)…...... 
 
……………..(21)…...... 
NIP………...(22)….…. 

 
 

Kasubdit Intelijen / Kabid P2 / Kabid Penindakan & Sarop / Kasi P2 /  
Kasi Intelijen & Penindakan / Ka. KPPBC Tipe B*) 

Keputusan (23): 
     
  Setuju  Tidak Setuju 
     

Catatan             : 
 
 
 

  
……(24)……. 

  

Hasil analisis diterima tanggal ….(25)……. 
 
Tanda tangan : 
 
 

 
…………….(26)…….. 
 
…………….(27)…….. 
NIP………...(28)…….. 

 
 
*) coret yang tidak perlu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR KERJA ANALISIS INTELIJEN 

 
 
(A) Diisi nama kantor. 
(1) Diisi nomor LKAI. 

(2) Diisi tanggal LKAI. 

(3) Diisi pilihan dokumen sumber yaitu LKI dan LPTI (dalam hal terdapat hasil kegiatan 

lapangan), dengan cara memberi tanda contreng (√) pada kotak pilihan dokumen sumber. 

(4) Diisi nomor LKI, LPTI (dalam hal terdapat hasil kegiatan lapangan), dan NPI. 

(5) Diisi tanggal LKI, LPTI (dalam hal terdapat hasil kegiatan lapangan), dan NPI. 

(6) Diisi ikhtisar informasi. 

(7) Diisi prosedur analisis yang digunakan dengan cara mencocokkan, membandingkan, menguji, 
dan meneliti data/informasi yang telah diklasifikasikan dengan data/informasi yang terdapat 
pada pangkalan data intelijen atau sumber-sumber lainnya. Teknik-teknik yang diuraikan 
dalam prosedur analisis berguna sebagai cek dan ricek terhadap jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan yang meliputi unsur-unsur 5W dan 1H yaitu: 
- What : apa yang telah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi. 
- Who : siapa yang melakukan, yang mengatakan, dll. 
- When : kejadian itu sudah, sedang, berlangsung atau apakah akan terjadi.   
- Where : penyebutan atau penjelasan tempat yang relevan. 
- Why : motivasi yang melatarbelakangi suatu kejadian. 
- How : bagaimana cara melaksanakan atau berlangsungnya kejadian itu. 

(8) Diisi hasil analisis yang diperoleh dari proses analisis yang telah diuraikan dalam prosedur 
analisis. 

(9) Diisi kesimpulan yang dapat menunjukkan indikasi jenis pelanggaran di bidang kepabeanan 
atau cukai. 

(10) Diisi pilihan rekomendasi dari analis yaitu penerbitan NHI, NIP, NI, rekomendasi lainnya, 
atau informasi lainnya. 

(11) Diisi uraian penjelasan dari pilihan rekomendasi lainnya. 

(12) Diisi uraian penjelasan dari pilihan informasi lainnya. 

(13) Diisi nama kantor/unit tujuan penerima produk/keputusan tindak lanjut dari LKAI. 

(14) Diisi tanda tangan analis (pegawai yang melakukan analisis).  

(15) Diisi nama analis. 

(16) Diisi nomor induk pegawai yang melakukan analisis. 

(17) Diisi pilihan keputusan yaitu setuju atau tidak setuju oleh Kasi Intelijen/Kasubsi 
Intelijen/Kasubsi Penindakan & Sarop/Kasubsi P2 dengan cara memberi tanda contreng (√) 
pada kotak pilihan keputusan.  

(18) Diisi catatan Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/Kasubsi Penindakan & Sarop/Kasubsi P2, dalam 

hal keputusan tidak setuju. 

(19) Diisi tanggal diterimanya hasil analisis oleh Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/Kasubsi 

Penindakan & Sarop/Kasubsi P2. 

(20) Diisi tanda tangan Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/Kasubsi Penindakan & Sarop/Kasubsi P2. 

(21) Diisi nama Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/Kasubsi Penindakan & Sarop/Kasubsi P2. 

(22) Diisi nomor induk pegawai Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/Kasubsi Penindakan & 

Sarop/Kasubsi P2. 



(23) Diisi pilihan keputusan yaitu setuju atau tidak setuju oleh Kasubdit Intelijen/Kabid P2/Kabid 
Penindakan dan Sarop/Kasi P2/Kasi Intelijen & Penindakan/Ka. KPPBC Tipe B dengan cara 
memberi tanda contreng (√) pada kotak pilihan keputusan. 

(24) Diisi catatan Kasubdit Intelijen/Kabid P2/Kabid Penindakan dan Sarop/Kasi P2/Kasi Intelijen 
& Penindakan/Ka. KPPBC Tipe B, dalam hal keputusan tidak setuju.  

(25) Diisi tanggal diterimanya hasil analisis oleh Kasubdit Intelijen/Kabid P2/Kabid Penindakan 
dan Sarop/Kasi P2/Kasi Intelijen & Penindakan/Ka. KPPBC Tipe B.  

(26) Diisi tanda tangan Kasubdit Intelijen/Kabid P2/Kabid Penindakan dan Sarop/Kasi P2/Kasi 
Intelijen & Penindakan/Ka. KPPBC Tipe B. 

(27) Diisi nama Kasubdit Intelijen/Kabid P2/Kabid Penindakan dan Sarop/Kasi P2/Kasi Intelijen & 
Penindakan/Ka. KPPBC Tipe B. 

(28) Diisi nomor induk pegawai Kasubdit Intelijen/Kabid P2/Kabid Penindakan dan Sarop/Kasi 
P2/Kasi Intelijen & Penindakan/Ka. KPPBC Tipe B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
LEMBAR KERJA ANALISIS INTELIJEN 

 
 
A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT INTELIJEN 

 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKI yang telah didisposisi dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Menerima LPT-I yang telah didisposisi dari Kepala Seksi Intelijen, dalam hal terdapat 

hasil kegiatan lapangan. 
c. Melakukan analisis data/informasi dan menyajikan kedalam LKAI sesuai petunjuk 

pengisian LKAI. 
d. Memberi nomor urut dan tanggal LKAI. 
e. Menandatangani LKAI. 
f. Menyampaikan LKAI kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan keputusan. 
g. Menerima LKAI dan melakukan perbaikan sesuai dengan catatan, dalam hal keputusan 

LKAI tidak setuju dari Kepala Seksi Intelijen / Kasubdit Intelijen. 
h. Membukukan LKAI kedalam LMI. 

 
2. Kepala Seksi Intelijen 

a. Menerima LKAI dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju, dan selanjutnya menyampaikan LKAI kepada Kasubdit Intelijen; atau 
(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI 

kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan. 
c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI. 
d. Meneruskan LKAI kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan, dalam hal 

Kasubdit Intelijen memberikan keputusan tidak setuju. 
 

3. Kasubdit Intelijen 
a. Menerima LKAI dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju; atau 
(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI 

kepada Kepala Seksi Intelijen. 
c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI. 
 
 

B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN /  BIDANG PENINDAKAN 
DAN SARANA OPERASI PADA KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA 
 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKI yang telah didisposisi dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Menerima LPT-I yang telah didisposisi dari Kepala Seksi Intelijen, dalam hal terdapat 

hasil kegiatan lapangan. 
c. Melakukan analisis data/informasi dan menyajikan kedalam LKAI sesuai petunjuk 

pengisian LKAI. 
d. Memberi nomor urut dan tanggal LKAI. 
e. Menandatangani LKAI. 
f. Menyampaikan LKAI kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan keputusan. 
g. Menerima LKAI dan melakukan perbaikan sesuai dengan catatan, dalam hal keputusan 

LKAI tidak setuju dari Kepala Seksi Intelijen / Kabid Penindakan dan Penyidikan / 
Kabid Penindakan dan Sarana Operasi. 

h. Membukukan LKAI kedalam LMI. 
 

2. Kepala Seksi Intelijen 
a. Menerima LKAI dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan keputusan: 



(1) setuju, dan selanjutnya menyampaikan LKAI kepada Kabid Penindakan dan 
Penyidikan / Kabid Penindakan dan Sarana Operasi; atau 

(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI 
kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan. 

c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI. 
d. Meneruskan LKAI kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan, dalam hal Kabid 

Penindakan dan Penyidikan / Kabid Penindakan dan Sarana Operasi memberikan 
keputusan tidak setuju. 
 

3. Kabid Penindakan dan Penyidikan / Kabid Penindakan dan Sarana Operasi 
a. Menerima LKAI dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju; atau 
(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI 

kepada Kepala Seksi Intelijen. 
c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI. 
 
 

C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 
MADYA /A: 
 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKI yang telah didisposisi dari Kasubsi Intelijen/Kasubsi Penindakan & 
Sarop. 

b. Menerima LPT-I yang telah didisposisi dari Kasubsi Intelijen/Kasubsi Penindakan & 
Sarop, dalam hal terdapat hasil kegiatan lapangan. 

c. Melakukan analisis data/informasi dan menyajikan kedalam LKAI sesuai petunjuk 
pengisian LKAI. 

d. Memberi nomor urut dan tanggal LKAI. 
e. Menandatangani LKAI. 
f. Menyampaikan LKAI kepada Kasubsi Intelijen/Kasubsi Penindakan & Sarop untuk 

mendapatkan keputusan. 
g. Menerima LKAI dan melakukan perbaikan sesuai dengan catatan, dalam hal keputusan 

LKAI tidak setuju dari Kasubsi Intelijen/Kasubsi Penindakan & Sarop/Kasi Penindakan 
dan Penyidikan/Kasi Intelijen dan Penindakan. 

h. Membukukan LKAI kedalam LMI. 
 

2. Kepala Subseksi Intelijen pada KPPBC Tipe A1/A2/Madya atau Kepala Subseksi 
Penindakan dan sarana Operasi pada KPPBC Tipe A3 
a. Menerima LKAI dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju, dan selanjutnya menyampaikan LKAI kepada Kasi Penindakan dan 
Penyidikan/Kasi Intelijen dan Penindakan; atau 

(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI 
kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan. 

c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI. 
d. Meneruskan LKAI kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan, dalam hal Kasi 

Penindakan dan Penyidikan /Kasi Intelijen dan Penindakan memberikan keputusan tidak 
setuju. 
 

3. Kasi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC Tipe A/Madya Pabean atau Kasi Intelijen dan 
Penindakan pada KPPBC Tipe Madya Cukai 
a. Menerima LKAI dari Kasubsi Intelijen/Kasubsi Penindakan & Sarop. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju; atau 
(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI 

kepada Kasubsi Intelijen/Kasubsi Penindakan & Sarop. 
c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI. 

 



 
 

D. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE B 
 

1. Analis Intelijen 
a. Menerima LKI yang telah didisposisi dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
b. Menerima LPT-I yang telah didisposisi dari Kepala Subseksi Intelijen, dalam hal 

terdapat hasil kegiatan lapangan. 
c. Melakukan analisis data/informasi dan menyajikan kedalam LKAI sesuai petunjuk 

pengisian LKAI. 
d. Memberi nomor urut dan tanggal LKAI. 
e. Menandatangani LKAI. 
f. Menyampaikan LKAI kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan untuk 

mendapatkan keputusan. 
g. Menerima LKAI dan melakukan perbaikan sesuai dengan catatan, dalam hal keputusan 

LKAI tidak setuju dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan / Kepala Kantor. 
h. Membukukan LKAI kedalam LMI. 

 
2. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 

a. Menerima LKAI dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju, dan selanjutnya menyampaikan LKAI kepada Kepala Kantor; atau 
(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI 

kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan. 
c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI. 
d. Meneruskan LKAI kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan, dalam hal Kepala 

Kantor memberikan keputusan tidak setuju. 
 

3. Kepala Kantor 
a. Menerima LKAI dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju; atau 
(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI 

kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI. 

 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran V 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 1.06 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

NOTA HASIL INTELIJEN 
 
Nomor : NHI - …(1)….... Referensi   
Tanggal : ………..(2)…… Nomor LKAI : ….(5)… 
Sifat : ………..(3)…… Tanggal LKAI : ….(6)… 
Klasifikasi : ………..(4)……    
 
Yth. ………..…(7)…...…………. 

Sehubungan dengan hasil analisis intelijen yang mengindikasikan adanya pelanggaran kepabeanan 

atau cukai, diperintahkan/direkomendasikan*) kepada Saudara untuk melakukan penindakan terhadap 

Barang/Sarana Pengangkut/Orang/Bangunan/lainnya *), dengan informasi  sebagai berikut: 
A. Kegiatan atas Barang Impor /Ekspor *):      

1. Nama/No. Dokumen Kepabeanan   : ………….(8)………… 
2. Eks/Untuk  Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya : ………….(9)………… Voy/Flight/No.Pol:...(10).... 
3. No. BL/AWB     : ………….(11)..……… 
4. No. Container/Merek Kolli    : ………….(12)..……… 
5. Importir/Eksportir/PPJK    : ………….(13)..……… 
6. NPWP      : ………….(14)..……… 
7. Jenis/Jumlah barang    : ………….(15)..……… 
8. Data Lainnya     : ………….(16)..………    

B. Kegiatan atas Barang Kena Cukai:          

1. Eks Pabrik/Tempat Penyimpanan/Tempat Penimbunan : ………….(17)..……… 
2. Penyalur      : ………….(18)..……… 
3. Tempat Penjualan Eceran    : ………….(19)..……… 
4. NPPBKC      : ………….(20)..……… 
5. Eks/Untuk  Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya : ………….(9)....……… Voy/Flight/No.Pol:...(10)… 
6. Jenis/Jumlah barang    : ………….(15)..……… 
7. Data Lainnya     : ………….(16)..……… 

C. Kegiatan atas Barang Tertentu:          

1. Nama/No. Dokumen    : ………….(21)..……… 
2. Eks/Untuk  Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya : ………….(9)….……… Voy/Flight/No.Pol:...(10).. . 
3. No. BL/AWB     : ………….(11)..……… 
4. No. Container/Merek Kolli    : ………….(12)..……… 
5. Orang Pribadi/Badan Hukum   : ………….(22)..……… 
6. Jenis/Jumlah barang    : ………….(15)..……… 
7. Data Lainnya     : ………….(16)..………    

 

Indikasi :..………………………………………………(23)……………………………………….................. 

Demikian disampaikan agar pelaksanaan Nota Hasil Intelijen ini dilaporkan pada kesempatan 

pertama. 

……………………(24)………………….. 
 
……………………(25)………………….. 
……………………(26)………………….. 
……………………(27)………………….. 

Tembusan Yth. ……(28)……. 
*) coret yang tidak perlu 

 
 



PETUNJUK PENGISIAN  
NOTA HASIL INTELIJEN 

 
 
(A)  Diisi nama kantor. 
(1) Diisi nomor NHI.  

(2) Diisi tanggal NHI. 

(3) Diisi kategori sifat NHI yaitu segera atau sangat segera. 

(4) Diisi kategori klasifikasi NHI yaitu rahasia atau sangat rahasia. 

(5) Diisi nomor LKAI sebagai dokumen sumber penerbitan NHI. 

(6) Diisi tanggal LKAI. 

(7) Diisi jabatan penerima NHI. 

(8) Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen kepabeanan. 

(9) Diisi nama sarana pengangkut. 

(10) Diisi nomor voyage/flight/nomor polisi sarana pengangkut. 

(11) Diisi nomor Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB). 

(12) Diisi nomor container atau merek kolli. 

(13) Diisi nama importir, eksportir, atau PPJK. 

(14) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir, eksportir atau ppjk. 

(15) Diisi jenis dan/atau jumlah barang. 

(16) Diisi data lainnya yang melengkapi keterangan tentang obyek NHI. 

(17) Diisi nama pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat penimbunan. 

(18) Diisi nama penyalur. 

(19) Diisi nama tempat penjualan eceran. 

(20) Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). 

(21) Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen atas barang tertentu. 

(22) Diisi nama orang pribadi atau badan hukum. 

(23) Diisi uraian indikasi pelanggaran kepabeanan atau cukai. 

(24) Diisi jabatan penerbit NHI. 

(25) Diisi tanda tangan penerbit NHI. 

(26) Diisi nama penerbit NHI. 

(27) Diisi nomor induk pegawai penerbit NHI. 

(28) Diisi penerima tembusan NHI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
NOTA HASIL INTELIJEN 

 
Pejabat yang berwenang menerbitkan NHI adalah: 
a. Kepala Subdirektorat Intelijen atas nama Direktur Penindakan dan Penyidikan; 
b. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan; 
c. Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi; 
d. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan;  
e. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan; atau  
f. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B. 

NHI yang diterbitkan oleh Kepala Subdirektorat Intelijen atas nama Direktur Penindakan dan 
Penyidikan ditujukan kepada: 
a. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan Utama dengan tembusan 

kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala 
Subdirektorat Penindakan, dan Kepala Subdirektorat Penyidikan; 

b. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan / Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya/A dengan tembusan kepada Direktur 
Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Subdirektorat Penindakan, Kepala 
Subdirektorat Penyidikan, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya/A; atau 

c. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B dengan tembusan kepada 
Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Subdirektorat 
Penindakan, dan Kepala Subdirektorat Penyidikan. 

NHI yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan 
Utama ditujukan kepada Kepala Seksi Penindakan dengan tembusan kepada Direktur Penindakan 
dan Penyidikan, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama. 

NHI yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Bidang 
Penindakan dan Sarana Operasi pada Kantor Wilayah ditujukan kepada: 
a. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan / Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya/A dengan tembusan kepada Direktur 
Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya/A; atau 

b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B dengan tembusan kepada 
Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Kepala Kantor Wilayah. 

NHI yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan / Kepala Seksi Intelijen dan 
Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya/A ditujukan 
kepada Kepala Subseksi Penindakan / Kepala Subseksi Penindakan & Sarana Operasi dengan 
tembusan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya/A. 

NHI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B 
ditujukan kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan dengan tembusan kepada Direktur 
Penindakan dan Penyidikan, dan Kepala Kantor Wilayah. 

 
A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT INTELIJEN 

 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan NHI. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NHI sesuai petunjuk pengisian NHI. 
c. Menyampaikan konsep NHI kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan 

persetujuan. 
d. Menerima konsep NHI dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Intelijen / Kasubdit Intelijen. 
e. Menerima NHI yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Intelijen dan memberi nomor 

urut dan tanggal NHI. 
f. Mengirimkan NHI ke penerima NHI secara elektronik atau manual.     
g. Membukukan NHI kedalam LMI. 



 
2. Kepala Seksi Intelijen 

a. Menerima dan meneliti konsep NHI dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep NHI kepada Kasubdit 

Intelijen. 
c. Mengembalikan konsep NHI kepada Analis Intelijen apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep NHI kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kasubdit Intelijen. 
e. Mengembalikan NHI yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Intelijen kepada Analis 

Intelijen untuk ditindaklanjuti.  
  

3. Kasubdit Intelijen 
a. Menerima dan meneliti konsep NHI dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Mengembalikan konsep NHI kepada Kepala Seksi Intelijen apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani NHI dan mengembalikan NHI kepada Kepala Seksi Intelijen untuk 

ditindaklanjuti.  
 

B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN / PENINDAKAN DAN 
SARANA OPERASI PADA KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA  
 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan NHI. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NHI sesuai petunjuk pengisian NHI. 
c. Menyampaikan konsep NHI kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan 

persetujuan. 
d. Menerima konsep NHI dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Intelijen / Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid 
Penindakan dan Sarana Operasi. 

e. Menerima NHI yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan Penyidikan atau 
Kabid Penindakan dan Sarana Operasi dan memberi nomor urut dan tanggal NHI. 

f. Mengirimkan NHI ke penerima NHI secara elektronik atau manual.     
g. Membukukan NHI kedalam LMI. 

 
2. Kepala Seksi Intelijen 

a. Menerima dan meneliti konsep NHI dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep NHI kepada Kabid 

Penindakan dan Penyidikan atau Kabid Penindakan dan Sarana Operasi. 
c. Mengembalikan konsep NHI kepada Analis Intelijen apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep NHI kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid 
Penindakan dan Sarana Operasi. 

e. Mengembalikan NHI yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan Penyidikan 
atau Kabid Penindakan dan Sarana Operasi kepada Analis Intelijen untuk 
ditindaklanjuti.  
 

3. Kabid Penindakan dan Penyidikan / Kabid Penindakan dan Sarana Operasi 
a. Menerima dan meneliti konsep NHI dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Mengembalikan konsep NHI kepada Kepala Seksi Intelijen apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani NHI dan mengembalikan NHI kepada Kepala Seksi Intelijen untuk 

ditindaklanjuti.  
 
 
 
 



C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 
MADYA /A 
 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan NHI. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NHI sesuai petunjuk pengisian NHI. 
c. Menyampaikan konsep NHI kepada Kasubsi Intelijen / Kasubsi Penindakan & Sarop 

untuk mendapatkan persetujuan. 
d. Menerima konsep NHI dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kasubsi Intelijen / Kasubsi Penindakan & Sarop / Kasi Penindakan dan 
Penyidikan / Kasi Intelijen dan Penindakan. 

e. Menerima NHI yang telah ditandatangani oleh Kasi Penindakan dan Penyidikan / Kasi 
Intelijen dan Penindakan, dan memberi nomor urut dan tanggal NHI. 

f. Mengirimkan NHI kepada Kasubsi Intelijen / Kasubsi Penindakan & Sarop secara 
elektronik atau manual. 

g. Membukukan NHI kedalam LMI. 
 

2. Kepala Subseksi Intelijen pada KPPBC Tipe A1/A2/Madya atau Kepala Subseksi 
Penindakan dan sarana Operasi pada KPPBC Tipe A3 
a. Menerima dan meneliti konsep NHI dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep NHI kepada Kasi Penindakan 

dan Penyidikan / Kasi Intelijen dan Penindakan. 
c. Mengembalikan konsep NHI kepada Analis Intelijen apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep NHI kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kasi Penindakan dan Penyidikan / Kasi 
Intelijen dan Penindakan. 

e. Mengembalikan NHI yang telah ditandatangani oleh Kasi Penindakan dan Penyidikan / 
Kasi Intelijen dan Penindakan kepada Analis Intelijen untuk ditindaklanjuti.  
 

3. Kasi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC Tipe A/Madya Pabean atau Kasi Intelijen dan 
Penindakan pada KPPBC Tipe Madya Cukai 
a. Menerima dan meneliti konsep NHI dari Kasubsi Intelijen / Kasubsi Penindakan & 

Sarop. 
b. Mengembalikan konsep NHI kepada Kasubsi Intelijen / Kasubsi Penindakan & Sarop 

apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani NHI dan mengembalikan NHI kepada Kasubsi Intelijen / Kasubsi 

Penindakan & Sarop untuk ditindaklanjuti. 
 

D. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE B 
 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan NHI. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NHI sesuai petunjuk pengisian NHI. 
c. Menyampaikan konsep NHI kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan untuk 

mendapatkan persetujuan. 
d. Menerima konsep NHI dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan / Kepala KPPBC Tipe B. 
e. Menerima NHI yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe B dan memberi 

nomor urut dan tanggal NHI. 
f. Mengirimkan NHI kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan secara 

elektronik atau manual. 
g. Membukukan NHI kedalam LMI. 

 
2. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 

a. Menerima dan meneliti konsep NHI dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep NHI kepada Kepala KPPBC 

Tipe B. 



c. Mengembalikan konsep NHI kepada Analis Intelijen apabila terdapat hal-hal yang perlu 
diperbaiki. 

d. Meneruskan konsep NHI kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan apabila 
terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kepala KPPBC Tipe B. 

e. Mengembalikan NHI yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe B kepada 
Analis Intelijen untuk ditindaklanjuti.  
 

3. Kepala KPPBC Tipe B 
a. Menerima dan meneliti konsep NHI dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
b. Mengembalikan konsep NHI kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 

apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani NHI dan mengembalikan NHI kepada Kepala Subseksi Penindakan dan 

Penyidikan untuk ditindaklanjuti. 
 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran VI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 1.07 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

NOTA INFORMASI PENINDAKAN 
 
Nomor : NIP-….(1).… Referensi   
Tanggal : …..…(2)…… Nomor LKAI : ….(5)…. 
Sifat : ……..(3)…… Tanggal LKAI : ….(6)…. 
Klasifikasi : ……..(4)……    
 
Yth. ………..(7)………….. 

Sehubungan dengan hasil analisis  intelijen yang mengindikasikan adanya pelanggaran kepabeanan 
atau cukai, direkomendasikan kepada Saudara untuk melakukan penindakan terhadap Barang/Sarana 
Pengangkut/Orang/Bangunan/lainnya *), dengan informasi  sebagai berikut: 

A. Tempat      : ……...(8)………  
B. Tanggal/Waktu     : ……...(9)……… 
C. Kantor Bea dan Cukai    : ……...(10)..…… 
D. Kegiatan atas Barang Impor /Ekspor *):      

1. Nama/No. Dokumen Kepabeanan   : ……...(11)…..… 
2. Eks/Untuk  Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya : ……...(12)…..…   Voy/Flight/No.Pol:….(13)…  
3. No. BL/AWB     : ……...(14)…..… 
4. No. Container/Merek Kolli   : ……...(15)…..… 
5. Importir/Eksportir/PPJK    : ……...(16)…..… 
6. NPWP      : ……...(17)…..… 
7. Jenis/Jumlah barang    : ……...(18)…..… 
8. Data Lainnya     : ……...(19)…..…    

E. Kegiatan atas Barang Kena Cukai:          
1. Eks Pabrik/Tempat Penyimpanan/Tempat Penimbunan: ……...(20)…..… 
2. Penyalur      : ……...(21)…..… 
3. Tempat Penjualan Eceran    : ……...(22)…..… 
4. NPPBKC     : ……...(23)…..… 
5. Eks/Untuk  Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya : ……...(12)…..…    Voy/Flight/No.Pol:…(13)… 
6. Jenis/Jumlah barang    : ……...(18)…..… 
7. Data Lainnya     : ……...(19)…..… 

F. Kegiatan atas Barang Tertentu:          
1. Nama/No. Dokumen    : ……...(24)…..… 
2. Eks/Untuk  Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya : ……...(12)…..…    Voy/Flight/No.Pol:…(13)…  
3. No. BL/AWB     : ……...(14)…..… 
4. No. Container/Merek Kolli   : ……...(15)…..… 
5. Orang Pribadi/Badan Hukum   : ……...(25)…..… 
6. Jenis/Jumlah barang    : ……...(18)…..… 
7. Data Lainnya     : ……...(19)…..…  

 
Indikasi :..………………………………………………(26)………..……………………………….................. 

Demikian disampaikan agar pelaksanaan nota informasi penindakan ini dilaporkan pada kesempatan 
pertama. 

 
………………….(27)………………... 
 
………………….(28)…...…………… 
 
………………….(29)…...…………… 
NIP……………..(30)…….………….. 

 
Tembusan Yth. …………(31)………… 

*) coret yang tidak perlu 



PETUNJUK PENGISIAN  
NOTA INFORMASI PENINDAKAN 

 

(A) Diisi nama kantor. 

(1) Diisi nomor Nota Informasi Penindakan (NIP). 

(2) Diisi tanggal NIP. 

(3) Diisi kategori sifat NIP yaitu segera atau sangat segera. 

(4) Diisi kategori klasifikasi NIP yaitu rahasia atau sangat rahasia. 

(5) Diisi nomor LKAI sebagai dokumen sumber penerbitan NIP. 

(6) Diisi tanggal LKAI. 

(7) Diisi nama jabatan penerima NIP. 

(8) Diisi tempat terjadinya atau akan terjadinya indikasi pelanggaran kepabeanan atau cukai. 

(9) Diisi tanggal dan/atau waktu terjadinya atau akan terjadinya indikasi pelanggaran kepabeanan 
atau cukai. Adapun format tanggal yaitu tanggal-bulan-tahun ,sedangkan format waktu yaitu 
jam . menit dengan daerah waktu (WIB/WITA/WIT). 

(10) Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan yang membawahi pengawasan atas 
wilayah terjadinya atau akan terjadinya indikasi pelanggaran kepabeanan atau cukai. 

(11) Diisi jenis, nomor dan tanggal dokumen kepabeanan. 

(12) Diisi nama sarana pengangkut. 

(13) Diisi nomor voyage, flight atau nomor polisi sarana pengangkut. 

(14) Diisi nomor Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB). 

(15) Diisi nomor container atau merek kolli. 

(16) Diisi nama importir, eksportir, atau PPJK. 

(17) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir, eksportir, atau PPJK. 

(18) Diisi jenis dan/atau jumlah barang. 

(19) Diisi data lainnya yang melengkapi keterangan tentang obyek NIP. 

(20) Diisi nama pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat penimbunan. 

(21) Diisi nama penyalur. 

(22) Diisi nama tempat penjualan eceran. 

(23) Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). 

(24) Diisi nama, nomor, dan tanggal dokumen barang tertentu. 

(25) Diisi nama orang pribadi atau badan hukum. 

(26) Diisi uraian indikasi pelanggaran kepabeanan atau cukai. 

(27) Diisi nama jabatan dari pejabat yang menerbitkan NIP. 

(28) Diisi tanda tangan dari pejabat yang menerbitkan NIP. 

(29) Diisi nama dari pejabat yang menerbitkan NIP. 

(30) Diisi nomor induk pegawai dari pejabat yang menerbitkan NIP. 

(31) Diisi nama jabatan dari pejabat yang menerima tembusan NIP.  

 

 

 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
NOTA INFORMASI PENINDAKAN 

 
 

Pejabat yang berwenang menerbitkan Nota Informasi Penindakan (NIP) adalah:  
a. Kepala Subdirektorat Intelijen. 
b. Kepala Seksi Intelijen pada Kantor Wilayah. 

 
NIP yang diterbitkan oleh Kepala Subdirektorat Intelijen ditujukan kepada Kepala Subdirektorat 
Penindakan dengan tembusan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan. 
 
NIP yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Intelijen pada Kantor Wilayah ditujukan kepada Kepala 
Seksi Penindakan pada Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Bidang Penindakan dan 
Penyidikan. 
 
A. KEGIATAN DI SUB DIREKTORAT INTELIJEN 

 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan NIP. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NIP sesuai petunjuk pengisian NIP. 
c. Menyampaikan konsep NIP kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan 

persetujuan. 
d. Menerima konsep NIP dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Intelijen / Kasubdit Intelijen. 
e. Menerima NIP yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Intelijen dan memberi nomor 

urut dan tanggal NIP. 
f. Mengirimkan NIP kepada Kasubdit Penindakan secara elektronik atau manual. 
g. Membukukan NIP kedalam LMI. 
 

2. Kepala Seksi Intelijen 
a. Menerima dan meneliti konsep NIP dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep NIP kepada Kasubdit 

Intelijen. 
c. Mengembalikan konsep NIP kepada Analis Intelijen apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep NIP kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kasubdit Intelijen. 
e. Mengembalikan NIP yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Intelijen kepada Analis 

Intelijen untuk ditindaklanjuti.  
 

3. Kasubdit Intelijen 
a. Menerima dan meneliti konsep NIP dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Mengembalikan konsep NIP kepada Kepala Seksi Intelijen apabila terdapat hal-hal 

yang perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani dan mengembalikan NIP kepada Kepala Seksi Intelijen untuk 

ditindaklanjuti. 
 
 
B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN / BIDANG PENINDAKAN 

DAN SARANA OPERASI PADA KANTOR WILAYAH  
 

1. Analis Intelijen 
a. Menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan NIP. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NIP sesuai petunjuk pengisian NIP. 
c. Menyampaikan konsep NIP kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan 

persetujuan. 
d. Menerima konsep NIP dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Intelijen. 



e. Menerima NIP yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Intelijen dan memberi 
nomor urut dan tanggal NIP. 

f. Mengirimkan NIP kepada Kepala Seksi Penindakan secara elektronik atau manual. 
g. Membukukan NIP kedalam LMI. 
 

2. Kepala Seksi Intelijen 
a. Menerima dan meneliti konsep NIP dari Analis Intelijen. 
b. Mengembalikan konsep NIP kepada Analis Intelijen apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani dan mengembalikan NIP kepada Analis Intelijen untuk 

ditindaklanjuti. 
 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lampiran VII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 1.08 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

NOTA INFORMASI 
 
 

Nomor : NI-……..(1)…….. Referensi   
Tanggal : ………...(2)…….. Nomor LKAI : …(5)… 
Sifat : ………...(3)…….. Tanggal LKAI : …(6)… 
Klasifikasi : ………...(4)……..    
 
 
Yth. ……………(7)………….. 

 

Sehubungan dengan hasil analisis intelijen yang mengindikasikan adanya pelanggaran 

kepabeanan atau cukai, diinformasikan kepada Saudara untuk dilakukan penelitian mendalam 

tentang informasi  sebagai berikut: 

A. ……..(8)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

B. ……..(8)…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

C. dst….(8)….      

   

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian. 

 
…………….(9)…………….. 
 
…………….(10)…………….. 
 
…………….(11)…………….. 
…………….(12)…………….. 

 
 
Tembusan Yth…..…(13)…..… 
 
 
 
 
 
 
 



PETUNJUK PENGISIAN  
NOTA INFORMASI 

 

 

(A) Diisi nama kantor. 

(1) Diisi nomor NI. 

(2) Diisi tanggal NI. 

(3) Diisi kategori sifat NI yaitu segera atau sangat segera. 

(4) Diisi kategori klasifikasi NI yaitu rahasia atau sangat rahasia. 

(5) Diisi nomor LKAI sebagai dokumen sumber penerbitan NI. 

(6) Diisi tanggal LKAI. 

(7) Diisi jabatan penerima NI. 

(8) Diisi uraian informasi tentang indikasi pelanggaran kepabeanan atau cukai. 

(9) Diisi jabatan penerbit NI. 

(10) Diisi tanda tangan penerbit NI. 

(11) Diisi nama penerbit NI. 

(12) Diisi nomor induk pegawai penerbit NI. 

(13) Diisi penerima tembusan NI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
NOTA INFORMASI 

 
Pejabat yang berwenang menerbitkan NI adalah: 
a. Kepala Subdirektorat Intelijen; 
b. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan; atau 
c. Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi. 

 
NI yang diterbitkan oleh Kepala Subdirektorat Intelijen ditujukan kepada: 
a. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan Utama dengan tembusan 

kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Kantor Pelayanan Utama; 
b. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi 

pada Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan dan 
Kepala Kantor Wilayah;  

c. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan / Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan dengan 
tembusan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya/A; atau 

d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B dengan tembusan kepada 
Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Kantor Wilayah. 

NI yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Bidang 
Penindakan dan Sarana Operasi  pada Kantor Wilayah ditujukan kepada: 
a. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan / Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan dengan 

tembusan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya/A; atau 

b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B dengan tembusan kepada 
Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Kantor Wilayah. 

 
 

A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT INTELIJEN 
 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan NI. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NI sesuai petunjuk pengisian NI. 
c. Menyampaikan konsep NI kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan 

persetujuan. 
d. Menerima konsep NI dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Intelijen / Kasubdit Intelijen. 
e. Menerima NI yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Intelijen dan memberi nomor urut 

dan tanggal NI. 
f. Mengirimkan NI ke penerima NI secara elektronik atau manual.     
g. Membukukan NI kedalam LMI. 

 
2. Kepala Seksi Intelijen 

a. Menerima dan meneliti konsep NI dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep NI kepada Kasubdit Intelijen. 
c. Mengembalikan konsep NI kepada Analis Intelijen apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep NI kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kasubdit Intelijen. 
e. Mengembalikan NI yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Intelijen kepada Analis 

Intelijen untuk ditindaklanjuti .  
 

3. Kasubdit Intelijen 
a. Menerima dan meneliti konsep NI dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Mengembalikan konsep NI kepada Kepala Seksi Intelijen apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani NI dan mengembalikan NI kepada Kepala Seksi Intelijen untuk 

ditindaklanjuti.  
 



 
B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN / PENINDAKAN DAN 

SARANA OPERASI PADA KANTOR WILAYAH  
 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan NI. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NI sesuai petunjuk pengisian NI. 
c. Menyampaikan konsep NI kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan 

persetujuan. 
d. Menerima konsep NI dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Intelijen / Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid 
Penindakan dan Sarana Operasi. 

e. Menerima NI yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan Penyidikan atau 
Kabid Penindakan dan Sarana Operasi dan memberi nomor urut dan tanggal NI. 

f. Mengirimkan NI ke penerima NI secara elektronik atau manual.     
g. Membukukan NI kedalam LMI. 

 
2. Kepala Seksi Intelijen 

a. Menerima dan meneliti konsep NI dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep NII kepada Kabid 

Penindakan dan Penyidikan atau Kabid Penindakan dan Sarana Operasi. 
c. Mengembalikan konsep NI kepada Analis Intelijen apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep NI kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid 
Penindakan dan Sarana Operasi. 

e. Mengembalikan NI yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan Penyidikan 
atau Kabid Penindakan dan Sarana Operasi kepada Analis Intelijen untuk 
ditindaklanjuti.  
 

3. Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid Penindakan dan Sarana Operasi 
a. Menerima dan meneliti konsep NI dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Mengembalikan konsep NI kepada Kepala Seksi Intelijen apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani NI dan mengembalikan NI kepada Kepala Seksi Intelijen untuk 

ditindaklanjuti. 
 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran VIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 1.09 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

DISTRIBUSI INFORMASI PENINDAKAN  
 
Nomor : DIP-…..(1)…. Referensi   
Tanggal : ………..(2)…. Nomor IP : …(3)… 
Sifat : Segera Tanggal IP : …(4)… 
Klasifikasi : Sangat Rahasia    
 
Yth. ………(5)…………. 

Seluruh Indonesia 
 
 Sehubungan dengan telah dilakukannya penindakan oleh unit penindakan pada 
Kantor…………(6)………………dengan rincian sebagai berikut: 

A. Jenis Penindakan   : …………..(7)…………….. 
B. Tempat    : …………..(8)…………….. 
C. Tanggal/Waktu   : …………..(9)…………….. 
D. Obyek Penindakan  

1. Orang/Pelaku 
a. Nama   : …………..(10)...………….. 
b. Alamat   : …………..(11)...………….. 
c. Umur   : …………..(12)...………….. 
d. Jenis Kelamin  : …………..(13)...………….. 

2. Importir/Eksportir/PPJK/ 
Pengusaha BKC 
a. Nama   : …………..(14)...………….. 
b. Alamat   : …………..(15)...………….. 
c. NPWP/NPPBKC  : …………..(16)...………….. 

3. Barang 
a. Jenis   : …………..(17)...………….. 
b. Jumlah   : …………..(18)...………….. 

4. Sarana Pengangkut 
a. Jenis   : …………..(19)...………….. 
b. Nama   : …………..(20)...………….. 
c. Voy/Flight/No.Pol  : …………..(21)...………….. 
d. No. Container  : …………..(22)...………….. 

E. Jenis Pelanggaran   : …………..(23)...………….. 
F. Pasal yang dilanggar  : …………..(24)...………….. 
G. Uraian Modus Operandi  :…………..(25)………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian. 
 
Kasubdit Intelijen, 
 
……….(26)……… 
……….(27)……… 

NIP…..(28)……… 
  



PETUNJUK PENGISIAN  
DISTRIBUSI INFORMASI PENINDAKAN 

 

 

(A) Diisi nama kantor. 

(1) Diisi nomor Distribusi Informasi Penindakan (DIP). 

(2) Diisi tanggal DIP. 

(3) Diisi nomor Informasi Penindakan (IP) sebagai dokumen sumber penerbitan DIP. 

(4) Diisi tanggal IP. 

(5) Diisi penerima DIP. 

(6) Diisi nama kantor yang telah melakukan penindakan. 

(7) Diisi jenis penindakan yang telah dilakukan, contoh: penegahan. 

(8) Diisi tempat dilakukannya penindakan. 

(9) Diisi tanggal dan/atau waktu dilakukannya penindakan. Adapun format tanggal yaitu tanggal-
bulan-tahun, sedangkan format waktu yaitu jam . menit dengan daerah waktu 
(WIB/WITA/WIT). 

(10) Diisi nama orang atau pelaku pelanggaran. 

(11) Diisi alamat orang atau pelaku pelanggaran. 

(12) Diisi umur orang atau pelaku pelanggaran. 

(13) Diisi jenis kelamin orang atau pelaku pelanggaran. 

(14) Diisi nama importir, eksportir, PPJK, atau pengusaha BKC. 

(15) Diisi alamat importir, eksportir, PPJK, atau pengusaha BKC. 

(16) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai 
(NPPBKC) importir, eksportir, PPJK, atau pengusaha BKC. 

(17) Diisi jenis barang. 

(18) Diisi jumlah barang. 

(19) Diisi jenis sarana pengangkut. 

(20) Diisi nama sarana pengangkut. 

(21) Diisi nomor voyage, flight, atau nomor polisi sarana pengangkut. 

(22) Diisi nomor container. 

(23) Diisi jenis pelanggaran kepabeanan atau cukai. 

(24) Diisi dugaan ketentuan/pasal yang dilanggar. 

(25) Diisi uraian modus operandi pelanggaran. 

(26) Diisi tanda tangan penerbit DIP. 

(27) Diisi nama penerbit DIP. 

(28) Diisi nomor induk pegawai penerbit DIP. 

 

 

 

 

 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
DISTRIBUSI INFORMASI PENINDAKAN 

 
 

1. Penyusun DIP 
a. Menerima IP yang telah didisposisi oleh Kasi Pangkalan Data Intelijen. 
b. Meneliti IP dan menyusun konsep DIP sesuai petunjuk pengisian DIP. 
c. Menyampaikan konsep DIP kepada Kepala Seksi Pangkalan Data Intelijen untuk 

mendapatkan persetujuan. 
d. Menerima DIP yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Intelijen dan memberi nomor urut 

dan tanggal DIP. 
e. Mengirimkan DIP kepada seluruh unit intelijen secara elektronik atau manual. 

 
2. Kepala Seksi Pangkalan Data Intelijen 

a. Menerima IP yang telah didisposisi oleh Kasubdit Intelijen. 
b. Mendisposisikan IP kepada penyusun DIP. 
c. Menerima dan meneliti konsep DIP dari penyusun DIP untuk diberikan persetujuan. 
d. Memberikan paraf persetujuan pada konsep DIP dan menyampaikan konsep DIP kepada 

Kasubdit Intelijen. 
e. Menerima DIP yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Intelijen dan meneruskan DIP 

kepada Penyusun DIP untuk ditindaklanjuti. 
 

3. Kasubdit Intelijen 
a. Menerima IP dari Unit Penindakan. 
b. Mendisposisikan IP kepada Kepala Seksi Pangkalan Data Intelijen. 
c. Menerima dan meneliti konsep DIP dari Kepala Seksi Pangkalan Data Intelijen untuk 

diberikan persetujuan. 
d. Menandatangani DIP dan mengembalikan DIP kepada Kepala Seksi Pangkalan Data 

Intelijen untuk ditindaklanjuti. 
 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran IX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 1.10 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 

 
NOTA PROFIL 

 
Nomor : NP - ……(1)…. / BC.51/….    
Tanggal : …………(2)……………………    
Sifat : …………(3)……………………    
Klasifikasi : …………(4)……………………    
 
 
Yth. ………(5)……………. 

 Sehubungan dengan nota dinas/surat/*) Saudara nomor………..(6)………….. 
tanggal……(7)…….. perihal…………(8)………………, dengan ini disampaikan profil 
perusahaan/penumpang*) sebagai berikut: 
 

IDENTITAS 
……(9)………………………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………………………… 

 
DATA PELANGGARAN 

……(10)……………………………………………………………………………………..………… 

……….………………………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………………………… 

 
Demikian disampaikan. 

 

……..(11)……… 
 
……..(12)……… 
 
……..(13).……... 
NIP...(14)……… 

 
 
 
 
 



 
PETUNJUK PENGISIAN  

NOTA PROFIL 
 

 

(A) Diisi nama kantor. 

(1) Diisi nomor NP. 

(2) Diisi tanggal NP. 

(3) Diisi kategori sifat NP yaitu segera atau sangat segera. 

(4) Diisi kategori klasifikasi NP yaitu rahasia atau sangat rahasia. 

(5) Diisi penerima NP. 

(6) Diisi nomor nota dinas atau surat permintaan NP. 

(7) Diisi tanggal nota dinas atau surat permintaan NP. 

(8) Diisi perihal nota dinas atau surat permintaan NP. 

(9) Diisi uraian identitas perusahaan atau penumpang berdasarkan profil yang terdapat dalam 
pangkalan data intelijen. 

(10) Diisi uraian data pelanggaran perusahaan atau penumpang yang terdapat dalam pangkalan data 
intelijen. 

(11) Diisi jabatan penerbit NP. 

(12) Diisi tanda tangan penerbit NP. 

(13) Diisi nama penerbit NP. 

(14) Diisi nomor induk pegawai penerbit NP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TATACARA PENATAUSAHAAN 

NOTA PROFIL 

 
 

A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT INTELIJEN 
 
1. Penyusun Nota Profil 

a. Menerima permintaan profil intelijen yang telah didisposisi oleh Kasi Pangkalan Data 
Intelijen. 

b. Menyusun konsep Nota Profil sesuai petunjuk pengisian Nota Profil. 
c. Menyampaikan konsep Nota Profil kepada Kepala Seksi Pangkalan Data Intelijen untuk 

mendapatkan persetujuan. 
d. Menerima Nota Profil yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Intelijen dan memberi 

nomor urut dan tanggal Nota Profil. 
e. Mengirimkan Nota Profil ke Unit Penyidikan secara elektronik atau manual. 
 

2. Kepala Seksi Pangkalan Data Intelijen 
a. Menerima permintaan profil intelijen yang telah didisposisi oleh Kasubdit Intelijen. 
b. Mendisposisikan permintaan profil intelijen kepada penyusun Nota Profil. 
c. Menerima konsep Nota Profil dari penyusun Nota Profil untuk diberikan persetujuan. 
d. Memberikan paraf persetujuan pada konsep Nota Profil dan menyampaikan konsep Nota 

Profil kepada Kasubdit Intelijen. 
e. Menerima Nota Profil yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Intelijen dan meneruskan 

Nota Profil kepada Penyusun Nota Profil untuk ditindaklanjuti. 
 

3. Kasubdit Intelijen 
a. Menerima permintaan profil intelijen dari Kasubdit Penyidikan. 
b. Mendisposisikan permintaan profil intelijen kepada Kepala Seksi Pangkalan Data 

Intelijen. 
c. Menerima konsep Nota Profil dari Kepala Seksi Pangkalan Data Intelijen untuk 

diberikan persetujuan. 
d. Menandatangani Nota Profil dan mengembalikan Nota Profil kepada Kepala Seksi 

Pangkalan Data Intelijen untuk ditindaklanjuti. 
 

B. KEGIATAN DI SEKSI INTELIJEN PADA KANTOR WILAYAH ATAU KANTOR 
PELAYANAN UTAMA 
 
1. Penyusun Nota Profil 

a. Menerima permintaan profil intelijen yang telah didisposisi oleh Kepala Seksi Intelijen. 
b. Menyusun konsep Nota Profil sesuai petunjuk pengisian Nota Profil. 
c. Menyampaikan konsep Nota Profil kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan 

persetujuan. 
d. Menerima Nota Profil yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Intelijen dan 

memberi nomor urut dan tanggal Nota Profil. 
e. Mengirimkan Nota Profil ke Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 

secara elektronik atau manual. 
 

2. Kepala Seksi Intelijen 
a. Menerima permintaan profil intelijen dari Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil 

Penindakan. 
b. Mendisposisikan permintaan profil intelijen kepada penyusun Nota Profil. 
c. Menerima konsep Nota Profil dari penyusun Nota Profil untuk diberikan persetujuan. 
d. Menandatangani Nota Profil dan mengembalikan Nota Profil kepada Penyusun Nota 

Profil untuk ditindaklanjuti. 
 
 
 



 
C. KEGIATAN DI SUBSEKSI INTELIJEN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN 

PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA/A 
 
1. Penyusun Nota Profil 

a. Menerima permintaan profil intelijen yang telah didisposisi oleh Kasubsi Intelijen / 
Kasubsi Penindakan & Sarop. 

b. Menyusun konsep Nota Profil sesuai petunjuk pengisian Nota Profil. 
c. Menyampaikan konsep Nota Profil kepada Kasubsi Intelijen / Kasubsi Penindakan & 

Sarop untuk mendapatkan persetujuan. 
d. Menerima Nota Profil yang telah ditandatangani oleh Kasubsi Intelijen / Kasubsi 

Penindakan & Sarop, dan memberi nomor urut dan tanggal Nota Profil. 
e. Mengirimkan Nota Profil ke Kepala Subseksi Penyidikan / Kepala Subseksi Penyidikan 

dan Barang Hasil Penindakan secara elektronik atau manual. 
 

2. Kepala Subseksi Intelijen pada KPPBC Tipe A1/A2/Madya atau Kepala Subseksi 
Penindakan dan sarana Operasi pada KPPBC Tipe A3 
a. Menerima permintaan profil intelijen dari Kepala Subseksi Penyidikan / Kepala 

Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan. 
b. Mendisposisikan permintaan profil intelijen kepada penyusun Nota Profil. 
c. Menerima konsep Nota Profil dari penyusun Nota Profil untuk diberikan persetujuan. 
d. Menandatangani Nota Profil dan mengembalikan Nota Profil kepada Penyusun Nota 

Profil untuk ditindaklanjuti. 
 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran LXVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 1.11 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

LEMBAR MONITORING INFORMASI 
 
Unit Intelijen : …………(1)……………… 

Periode  : …………(2)……………… 

LEMBAR 
INFORMASI 

LEMBAR 
KLASIFIKASI 
INFORMASI 

LEMBAR 
KERJA 

ANALISIS 
INTELIJEN 

NOTA HASIL INTELIJEN 
NOTA 

INFORMASI 
PENINDAKAN 

NOTA INFORMASI REKOMENDASI LAINNYA INFORMASI LAINNYA LAPORAN TUGAS 
PENINDAKAN 

KET 

No. Tanggal No. Tanggal No. Tanggal No. Tanggal Penerima No. Tanggal No. Tanggal Penerima No. Tanggal Penerima No. Tanggal Penerima No. Tanggal 

Kesimp
ulan 

(sesuai / 
tdk 

sesuai) 

 

..(3).. 

 

…(4)... 

 

..(5).. 

 

..(6).. 

 

..(7).. 

 

…(8)... 

 

..(9).. 

 

…(10)... 

 

…(11)... 

 

..(12).. 

 

…(13)... 

 

..(14).. 

 

…(15)... 

 

…(16)... 

 

..(17).. 

 

…(18)... 

 

…(19)... 

 

..(20).. 

 

…(21)... 

 

…(22)... 

 

…(23).. 

 

…(24)... 

 

…(25)... 

 

…(26)... 

                        

                        

                        

 



PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR MONITORING INFORMASI 

 
 

(A) Diisi nama kantor. 

(1) Diisi nama Unit Intelijen yang menatausahakan LMI. 

(2) Diisi periode penatausahaan LMI dalam bulan dan tahun berjalan. 

(3) Diisi nomor LI. 

(4) Diisi tanggal LI. 

(5) Diisi nomor LKI. 

(6) Diisi tanggal LKI. 

(7) Diisi nomor LKAI. 

(8) Diisi tanggal LKAI. 

(9) Diisi nomor NHI. 

(10) Diisi tanggal NHI. 

(11) Diisi penerima NHI. 

(12) Diisi nomor NIP. 

(13) Diisi tanggal NIP. 

(14) Diisi nomor NI. 

(15) Diisi tanggal NI. 

(16) Diisi penerima NI. 

(17) Diisi nomor rekomendasi lainnya. 

(18) Diisi tanggal rekomendasi lainnya. 

(19) Diisi penerima rekomendasi lainnya. 

(20) Diisi nomor informasi lainnya. 

(21) Diisi tanggal informasi lainnya. 

(22) Diisi penerima informasi lainnya. 

(23) Diisi nomor LTP. 

(24) Diisi tanggal LTP. 

(25) Diisi kesimpulan LTP yaitu sesuai atau tidak sesuai. 

(26) Diisi keterangan yang dapat ditambahkan untuk memperjelas isi kolom-kolom sebelumnya. 

 
 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 



 
Lampiran LXVIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 1.12 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

PROFIL PENUMPANG 
 
 
Periode: …...(1).… s.d ……….. 
 
Tabel 1: KEBANGSAAN 

NO KEBANGSAAN JUMLAH 
PENUMPANG 

TINGKAT RISIKO PENUMPANG FREKUENSI 
KEDATANGAN 
PENUMPANG 

Very High 
Risk 

High Risk Medium 
Risk 

Low Risk 

.(2). ……....(3)……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……..(4)…….. …..(5).…. …..(6).…. …(7)… …..(8).…. ……...(9)…...…. 

 
Pie Chart: (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2: AIRPORT ORIGIN 

NO NAMA KOTA JUMLAH 
PENUMPANG 

TINGKAT RISIKO PENUMPANG FREKUENSI 
KEDATANGAN 
PENUMPANG 

Very High 
Risk 

High Risk Medium 
Risk 

Low Risk 

.(2). ……..(11)..…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….(12).....… 
 

….(13)… 
 

….(14)… 
 

...(15)… 
 

….(16)…. ………(17)……… 



 
Pie Chart: (18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3: USIA 

NO USIA JUMLAH 
PENUMPANG 

TINGKAT RISIKO PENUMPANG FREKUENSI 
KEDATANGAN 
PENUMPANG 

Very High 
Risk 

High Risk Medium 
Risk 

Low Risk 

.(2). ……..(19)…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……..(20)…….. 
 

….(21)…. ….(22)…. …(23)... …..(24)…. ……..(25)…….. 

 
Pie Chart: (26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4: MASKAPAI 

NO MASKAPAI JUMLAH 
PENUMPANG 

TINGKAT RISIKO PENUMPANG FREKUENSI 
KEDATANGAN 

MASKAPAI 
Very High 

Risk 
High Risk Medium 

Risk 
Low Risk 

(2) ……..(27)……… 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….(28)…… 
 

….(29)…. ….(30)…. …(31)... ….(32)…. ………(33)……… 

 
 



Pie Chart: (34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IKHTISAR (35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
………(36)..….… 
 
………(37)...…… 
 
………(38)……… 
NIP…..(39)……... 

 
 
 
 
Sumber Data:…….(40)……… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PETUNJUK PENGISIAN  

PROFIL PENUMPANG 
 

 
(A) Diisi nama kantor. 
(1) Diisi jangka waktu cakupan data profil penumpang, contoh: 01 Januari 2010 s.d. 31 Mei 2010. 

(2) Diisi nomor urut. 

(3) Diisi uraian atau kode kebangsaan (nationality), contoh: Australia (AUS).  

(4) Diisi jumlah penumpang berdasarkan kebangsaan. 

(5) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko very high risk. 

(6) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko high risk. 

(7) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko medium risk. 

(8) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko low risk. 

(9) Diisi frekuensi/intensitas kedatangan penumpang berdasarkan kebangsaan. 

(10) Diisi grafik dalam bentuk pie chart berdasarkan data-data pada Tabel 1 yang menggambarkan 

perbandingan kedatangan penumpang berdasarkan kebangsaan dan perbandingan tingkat 

risiko penumpang dari setiap kebangsaan. 

(11) Diisi nama kota dari airport origin. 

(12) Diisi keseluruhan jumlah penumpang berdasarkan nama kota dari airport origin. 

(13) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko very high risk. 

(14) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko high risk. 

(15) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko medium risk. 

(16) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko low risk. 

(17) Diisi frekuensi/intensitas kedatangan penumpang berdasarkan nama kota dari airport origin. 

(18) Diisi grafik dalam bentuk pie chart berdasarkan data-data pada Tabel 2 yang menggambarkan 

perbandingan kedatangan penumpang berdasarkan airport origin dan perbandingan tingkat 

risiko penumpang dari setiap airport origin. 

(19) Diisi uraian pembagian rentang usia dari penumpang. 

(20) Diisi jumlah penumpang berdasarkan rentang usia. 

(21) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko very high risk. 

(22) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko high risk. 

(23) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko medium risk. 

(24) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko low risk. 

(25) Diisi frekuensi/intensitas kedatangan penumpang berdasarkan rentang usia. 

(26) Diisi grafik dalam bentuk pie chart berdasarkan data-data pada Tabel 3 yang menggambarkan 

perbandingan kedatangan penumpang berdasarkan usia dan perbandingan tingkat risiko 

penumpang dari setiap rentang usia. 

(27) Diisi nama maskapai penerbangan (airlines). 

(28) Diisi jumlah penumpang berdasarkan maskapai penerbangan. 

(29) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko very high risk. 

(30) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko high risk. 



(31) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko medium risk. 

(32) Diisi jumlah penumpang dengan tingkat risiko low risk. 

(33) Diisi frekuensi/intensitas kedatangan maskapai penerbangan. 

(34) Diisi grafik dalam bentuk pie chart berdasarkan data-data pada Tabel 4 yang menggambarkan 

perbandingan jumlah penumpang berdasarkan maskapai penerbangan dan perbandingan 

tingkat risiko penumpang dari setiap maskapai penerbangan. 

(35) Diisi ikhtisar yang menjelaskan secara keseluruhan profil penumpang dari data-data yang telah 

disajikan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang akan ditempuh untuk periode 

selanjutnya. 

(36) Diisi jabatan penerbit atau yang mengesahkan laporan profil penumpang. 

(37) Diisi tanda tangan pejabat yang mengesahkan laporan profil penumpang. 

(38) Diisi nama pejabat yang mengesahkan laporan profil penumpang. 

(39) Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) dari pejabat yang mengesahkan laporan profil penumpang.  

(40) Diisi keterangan sumber data yang digunakan dalam penyajian laporan profil penumpang. 

 

 
DIREKTUR JENDERAL 
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran LXVIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 1.13 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

PROFIL PERUSAHAAN 
 
 
Per Tanggal……(1)………. 
 
A. Importir 

 
Total ……..(2)…….  
   
Pemblokiran (…….(3)……)  
   
Pencabutan (…….(4)……)  
   
Importir Aktif  ……(5)…...
 
Detil Jumlah Importir Aktif 

Jenis  
 

Jumlah  
 

Tingkat Risiko 

VHRI HR MR LR Mita Non 
Prioritas 

Mita 
Prioritas 

Importir Umum (IU) 

Importir Produsen (IP) 

Lain-lain 

 

 

….(6)…. ...(7).. ...(8).. ...(9).. ...(10)... ….(11)…. ….(12)....

 
Pie Chart: (13) 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Eksportir 
 

Jenis  Jumlah 
 

Tingkat Risiko 
VHR HR MR LR 

………...(14)………… 

 

 

 

 

 

….(15)…. 
 

...(16).... ..(17).. ..(18).. ..(19)..

 
 



Pie Chart: (20) 
 
 
 

C. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) 
 
Total ….…(21)…....  
   
Pemblokiran (……(22)……)  
   
Pencabutan (……(23)……)  
   
PPJK Aktif  ……(24)…...
 
Detil Jumlah PPJK Aktif 

Tingkat Risiko Jumlah 
Very High Risk 

High Risk 

Medium Risk 

Low Risk 

 

……..(25)……… 

 
Pie Chart: (26) 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Pengusaha Hasil Tembakau 
 
Total ….…(27)…...  
   
Pembekuan (……(28)……)  
   
Pencabutan (……(29)……)  
   
Pengusaha HT Aktif  ……(30)…...
 

E. Pengusaha Etil Alkohol 
 

Total ……(31)…....  
   
Pembekuan (……(32)……)  
   
Pencabutan (……(33)……)  
   
Pengusaha EA Aktif  ……(34)…...
 

F. Pengusaha Minuman Mengandung Etil Alkohol 
 

Total ….…(35)……..  
   
Pembekuan (……(36)……)  
   



Pencabutan (……(37)……)  
   
Pengusaha MMEA Aktif  ……(38)…...
 
Detil Pengusaha BKC Aktif 

Jenis  Jumlah 
 

Tingkat Risiko 
VHR HR MR LR 

Hasil Tembakau 

Etil Alkohol 

Minuman Mengandung Etil Alkohol 

 

 

 

…..(39)…. 
 

..(40).. ..(41).. ..(42).. ..(43)..

 
 
Pie Chart: (44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikhtisar: (45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………(46)..…… 
 
………(47)…..… 
 
………(48)…..… 
NIP…..(49)……. 

 
 
 
 
Sumber Data:…….(50)………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PETUNJUK PENGISIAN  

PROFIL PERUSAHAAN 
 

 
(A) Diisi nama kantor. 
(1) Diisi periode status data terakhir, contoh: Per Tanggal 31 Mei 2010. 

(2) Diisi jumlah total importir. 

(3) Diisi jumlah importir yang diblokir. 

(4) Diisi jumlah importir yang dicabut. 

(5) Diisi jumlah importir yang aktif. 

(6) Diisi jumlah keseluruhan importir untuk setiap jenis importir. 

(7) Diisi jumlah importir dengan tingkat risiko Very High Risk Importer (VHRI) untuk setiap jenis 

importir. 

(8) Diisi jumlah importir aktif dengan tingkat risiko High Risk (HR) untuk setiap jenis importir. 

(9) Diisi jumlah importir aktif dengan tingkat risiko Medium Risk (MR) untuk setiap jenis 

importir. 

(10) Diisi jumlah importir aktif dengan tingkat risiko Low Risk (LR) untuk setiap jenis importir. 

(11) Diisi jumlah importir aktif dengan tingkat risiko Mita Non Prioritas untuk setiap jenis 

importir.  

(12) Diisi jumlah importir aktif dengan tingkat risiko Mita Prioritas untuk setiap jenis importir. 

(13) Diisi grafik dalam bentuk pie chart berdasarkan data-data pada tabel jumlah importir aktif 

yang menggambarkan perbandingan jumlah importir berdasarkan jenis importir dan 

perbandingan tingkat risiko importir dari setiap jenis importir. 

(14) Diisi uraian jenis-jenis eksportir. 

(15) Diisi jumlah keseluruhan eksportir untuk setiap jenis eksportir. 

(16) Diisi jumlah eksportir dengan tingkat risiko Very High Risk (VHR) untuk setiap jenis 

eksportir. 

(17) Diisi jumlah eksportir dengan tingkat risiko High Risk (HR) untuk setiap jenis eksportir. 

(18) Diisi jumlah eksportir dengan tingkat risiko Medium Risk (MR) untuk setiap jenis eksportir. 

(19) Diisi jumlah eksportir dengan tingkat risiko Low Risk (LR) untuk setiap jenis eksportir. 

(20) Diisi grafik dalam bentuk pie chart berdasarkan data-data pada tabel jumlah eksportir yang 

menggambarkan perbandingan jumlah eksportir berdasarkan jenis eksportir dan perbandingan 

tingkat risiko eksportir dari setiap jenis eksportir. 

(21) Diisi jumlah total PPJK. 

(22) Diisi jumlah PPJK yang diblokir. 

(23) Diisi jumlah PPJK yang dicabut. 

(24) Diisi jumlah PPJK yang aktif. 

(25) Diisi jumlah PPJK yang aktif untuk setiap tingkat risiko. 

(26) Diisi grafik dalam bentuk pie chart berdasarkan data-data pada tabel jumlah PPJK yang aktif 

yang menggambarkan perbandingan jumlah PPJK yang aktif berdasarkan tingkat risikonya. 



(27) Diisi jumlah total pengusaha Hasil Tembakau (HT). 

(28) Diisi jumlah pengusaha HT yang dibekukan. 

(29) Diisi jumlah pengusaha HT yang dicabut. 

(30) Diisi jumlah pengusaha HT yang aktif. 

(31) Diisi jumlah total pengusaha Etil Alkohol (EA). 

(32) Diisi jumlah pengusaha EA yang dibekukan. 

(33) Diisi jumlah pengusaha EA yang dicabut. 

(34) Diisi jumlah pengusaha EA yang aktif. 

(35) Diisi jumlah total pengusaha Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). 

(36) Diisi jumlah pengusaha MMEA yang dibekukan. 

(37) Diisi jumlah pengusaha MMEA yang dicabut. 

(38) Diisi jumlah pengusaha MMEA yang aktif. 

(39) Diisi jumlah pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) aktif untuk setiap jenis pengusaha BKC. 

(40) Diisi jumlah pengusaha BKC aktif dengan tingkat risiko Very High Risk (VHR) untuk setiap 

jenis pengusaha BKC. 

(41) Diisi jumlah pengusaha BKC aktif dengan tingkat risiko High Risk (HR) untuk setiap jenis 

pengusaha BKC. 

(42) Diisi jumlah pengusaha BKC aktif dengan tingkat risiko Medium Risk (MR) untuk setiap jenis 

pengusaha BKC. 

(43) Diisi jumlah pengusaha BKC aktif dengan tingkat risiko Low Risk (LR) untuk setiap jenis 

pengusaha BKC. 

(44) Diisi grafik dalam bentuk pie chart berdasarkan data-data pada tabel jumlah pengusaha BKC 

aktif yang menggambarkan perbandingan jumlah pengusaha BKC aktif berdasarkan jenis 

pengusaha BKC dan perbandingan tingkat risiko pengusaha BKC dari setiap jenis pengusaha 

BKC. 

(45) Diisi ikhtisar yang menjelaskan secara keseluruhan profil perusahaan dari data-data yang telah 

disajikan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang akan ditempuh untuk periode 

selanjutnya. 

(46) Diisi jabatan penerbit atau yang mengesahkan laporan profil perusahaan. 

(47) Diisi tanda tangan pejabat yang mengesahkan laporan profil perusahaan. 

(48) Diisi nama pejabat yang mengesahkan laporan profil perusahaan. 

(49) Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) dari pejabat yang mengesahkan laporan profil perusahaan.  

(50) Diisi keterangan sumber data yang digunakan dalam penyajian laporan profil perusahaan. 

 

 
DIREKTUR JENDERAL 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran LXVIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC.114 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

PROFIL KOMODITI 
 
 
Periode: ..…(1)…. s.d ……… 
 
A. Impor 

 
Tabel 1 
Detil Tingkat Risiko Komoditi 

Tingkat Risiko Jumlah Pos Tarif 
Low Risk (LR) 

High Risk (HR) 

Very High Risk (VHR) 

………(2)……… 

Total  
 
Pie Chart: (3) 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 
Frekuensi Tertinggi Komoditi LR/HR/VHR*) berdasarkan ..…(4)…… 
No. Pos Tarif Uraian Jumlah 
..(5).. 
 
 
 
 
 

…….(6)…….. …………...(7)…………… …...(8)……

 
Pie Chart: (9) 
 
 
 
 
 
 

B. Ekspor 
 
Total Komoditi …..…(10)…….. 
 
Frekuensi Tertinggi Komoditi berdasarkan ….…(11)……… 
No. Pos Tarif Uraian Jumlah 
(5) 
 
 
 

…….(6)…….. …………...(7)…………… …...(8)…… 



 
Pie Chart: (12) 
 
 
 
 
 
 

 
Ikhtisar: (13) 
 
 
 
 
 
 

 
 

……….(14)……… 
 
……….(15)……… 
 
……….(16)……… 
NIP…...(17)……... 

 
 
 
 
Sumber Data:………(18)……… 
 
 
*) coret yang tidak perlu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PETUNJUK PENGISIAN  

PROFIL KOMODITI 
 

 
(A) Diisi nama kantor. 
(1) Diisi jangka waktu cakupan data profil komoditi, contoh: 01 Januari 2010 s.d. 31 Mei 2010. 

(2) Diisi jumlah pos tarif untuk tiap-tiap kategori impor dan jumlah total pos tarif. 

(3) Diisi grafik dalam bentuk pie chart berdasarkan data-data pada Tabel 1 yang memberikan 

gambaran perbandingan jumlah pos tarif untuk setiap tingkat risiko komoditi impor. 

(4) Diisi keterangan elemen data yang digunakan sebagai tolok ukur, antara lain nilai devisa, dan 

volume impor. 

(5) Diisi nomor urut. 

(6) Diisi pos tarif. 

(7) Diisi uraian komoditi dari pos tarif. 

(8) Diisi jumlah dalam satuan tertentu berdasarkan elemen data yang digunakan sebagai tolok 

ukur. 

(9) Diisi grafik dalam bentuk pie chart berdasarkan data-data pada Tabel 2 yang menggambarkan 

perbandingan frekuensi tertinggi komoditi impor berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

(10) Diisi jumlah total pos tarif (komoditi) ekspor. 

(11) Diisi keterangan elemen data yang digunakan sebagai tolok ukur, antara lain nilai devisa, dan 

volume ekspor. 

(12) Diisi grafik dalam bentuk pie chart yang memberikan gambaran perbandingan frekuensi 

tertinggi komoditi ekspor berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.  

(13) Diisi ikhtisar yang menjelaskan secara keseluruhan profil komoditi dari data-data yang telah 

disajikan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang akan ditempuh untuk periode 

selanjutnya. 

(14) Diisi jabatan penerbit atau yang mengesahkan laporan profil komoditi. 

(15) Diisi tanda tangan pejabat yang mengesahkan laporan profil komoditi. 

(16) Diisi nama pejabat yang mengesahkan laporan profil komoditi. 

(17) Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) dari pejabat yang mengesahkan laporan profil komoditi.  

(18) Diisi keterangan sumber data yang digunakan dalam penyajian laporan profil komoditi. 

 

 
DIREKTUR JENDERAL 
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 



Lampiran X 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.01 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(A)................. 

 
LEMBAR INFORMASI (LI-1) 

Nomor : LI-…(1)/kode kantor/tahun  

Catatan :  …………………………………………………………(26)………………………………
……………………………………………………………………………………………... 

 

 ……………….. ………(27)…….. 
Atasan pejabat yang menerima informasi Pejabat yang menerima informasi 
………………………(28)……..……..... 
 
………………………(29)……..……..... 
 
………………………(30)……..……..... 

………………………(32)……..……..... 
 
………………………(33)……..……..... 
 
………………………(34)……..……..... 

NIP …………………(31)……..……..... NIP ……………….…(35)……..……..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Asal informasi : ………………………………………………(2)…………………… 
   
2. Kategori pelanggaran : ………………………………………………(3)…………………… 
 
3. Uraian pelanggaran : 
 Jenis pelanggaran : …………………(4)……… Pasal : ……….…..(5)…….. 
 Uraian modus : ………………………………………………(6)…………………… 
 Locus pelanggaran : ………………………………………………(7)…………………… 
 Tempus pelanggaran : …………………(8)……… Jam : …………(9)……… 
 Kantor BC terkait : ………………………………………………(10)………………… 
 
4. Diduga dilakukan oleh : 
 Nama : …………………………………….……(11)…………………… 
 Umur : …………(12)… Jenis kelamin : ………….(13)…… 
 Alamat : ……………………………………….…(14)…………………… 
 Perusahaan terkait : ………………(15)…… NPWP : ……….…(16)…… 
 Alamat perusahaan : ………………………………(17)……………………………… 
5. Komoditi : ………….….(18)…… Jumlah : ……….…(19)…… 
6. Pengangkut : ………..…(20)…… No pol/voy : .……..…(21)…… 
7. Nomor container : ………..…(22)…… Ukuran : .……..…(23)…… 
8. Dokumen terkait : …………………………………………(24)…………………… 
   
9. Tambahan uraian informasi  : …………………………………………(25)……………………

…………………………………………………………………… 



 

TATACARA PENGISIAN LEMBAR INFORMASI (LI-1) 

(A) Diisi nama kantor 
 

(1) Diisi Nomor Lembar Informasi (LI-1) 
(2) Diisi Nama Pihak yang memberikan Informasi dalam Lembar Informasi (LI-1) 
(3) Diisi kategori pelanggaran (Impor Umum, Impor Fasilitas, Impor BKC, Cukai HT, Cukai 

EA/MMEA, Ekspor, Barang tertentu, Barang Penumpang) 
(4) Diisi Jenis Pelanggaran (pabean/cukai) 
(5) Diisi Pasal yang dilanggar 
(6) Diisi Uraian Modus Pelanggaran 
(7) Diisi Locus Pelanggaran 
(8) Diisi Tempus Pelanggaran (Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun Dugaan Pelanggaran) 
(9) Diisi Tempus Pelanggaran (Jam Dugaan Pelanggaran) 
(10) Diisi Kantor yang terkait dengan pelanggaran (Kantor yang mengawasi locus pelanggaran) 
(11) Diisi Nama Orang yang terkait pelanggaran 
(12) Diisi Umur Orang yang terkait pelanggaran 
(13) Diisi Jenis Kelamin Orang yang terkait pelanggaran 
(14) Diisi Alamat Orang yang terkait pelanggaran 
(15) Diisi Nama Perusahaan yang terkait pelanggaran 
(16) Diisi NPWP Perusahaan yang terkait pelanggaran 
(17) Diisi Alamat Perusahaan yang terkait pelanggaran 
(18) Diisi Uraian Komoditi yang diduga terkait pelanggaran 
(19) Diisi Uraian Jumlah Komoditi yang diduga terkait pelanggaran 
(20) Diisi Jenis Sarana Pengangkut yang diduga terkait pelanggaran 
(21) Diisi Nomor Polisi / Voyage Sarana Pengangkut yang diduga terkait pelanggaran 
(22) Diisi Nomor Kontainer yang diduga terkait pelanggaran 
(23) Diisi Ukuran Kontainer yang diduga terkait pelanggaran 
(24) Diisi Dokumen lain terkait pelanggaran 
(25) Diisi Tambahan Informasi terkait pelanggaran 
(26) Diisi Catatan/disposisi/petunjuk Atasan Pejabat penerbit Lembar Informasi (LI-1) terkait Informasi 

yang diberikan. 
(27) Diisi Tanggal Lembar Informasi (LI-1) 
(28) Diisi Jabatan Atasan Pejabat penerbit Lembar Informasi (LI-1) 
(29) Diisi tanda tangan Atasan Pejabat penerbit Lembar Informasi (LI-1) 
(30) Diisi Nama Atasan Pejabat penerbit Lembar Informasi (LI-1) 
(31) Diisi NIP Atasan Pejabat penerbit Lembar Informasi (LI-1) 
(32) Diisi Jabatan Pejabat penerbit Lembar Informasi (LI-1) 
(33) Diisi tanda tangan Pejabat penerbit Lembar Informasi (LI-1) 
(34) Diisi Nama Pejabat penerbit Lembar Informasi (LI-1) 
(35) Diisi NIP Pejabat penerbit Lembar Informasi (LI-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PETUNJUK PENATAUSAHAAN LEMBAR INFORMASI (LI-1) 

I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC. 
A. PEJABAT BC PENYUSUN LI-1 (PENERIMA INFORMASI) 

1. Menyusun Konsep LI-1 berdasarkan informasi yang diterima. 
2. Menyampaikan Konsep LI-1 kepada Atasan Penyusun LI-1. 
3. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LI-1 yang telah ditandatangani oleh Atasan Penyusun 

LI-1 
4. Membukukan LI-1 yang telah ditandatangani oleh atasan penyusun LI-1 dalam Buku 

Catatan LI-1 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN LI-1 (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menerima Konsep LI-1 dari Pejabat yang menyusun LI-1 
2. Meneruskan Konsep LI-1 kepada Kasubdit Penindakan  

 
C. KASUBDIT PENINDAKAN 

1. Menerima LI-1 dari Atasan Pejabat yang menyusun LI-1. 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait informasi dalam LI-1. 
3. Memberikan persetujuan dan menembuskan LI-1 kepada unit yang mengelola informasi 

(Subdirektorat Intelijen). 
 

II. PADA KANWIL DAN KPU BC 
A. PEJABAT BC PENYUSUN LI-1 (PENERIMA INFORMASI) 

1. Menyusun Konsep LI-1 berdasarkan informasi yang diterima. 
2. Menyampaikan Konsep LI-1 kepada Atasan Penyusun LI-1. 
3. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LI-1 yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

LI-1 
4. Membukukan LI-1 yang telah mendapat respon dari atasan penyusun LI-1 dalam Buku 

Catatan LI-1 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN MPP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menerima Konsep LI-1 dari Pejabat yang menyusun LI-1 
2. Meneruskan Konsep LI-1 kepada Kasubdit Penindakan  

 
C. KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN 

1. Menerima LI-1 dari Atasan Pejabat yang menyusun LI-1. 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait informasi dalam LI-1. 
3. Memberikan persetujuan dan menembuskan LI-1 kepada unit yang mengelola informasi 

(Seksi Intelijen). 
 

III. PADA KPPBC TIPE MADYA DAN TIPE A 
A. PEJABAT BC PENYUSUN LI-1 (PENERIMA INFORMASI) 

1. Menyusun Konsep LI-1 berdasarkan informasi yang diterima. 
2. Menyampaikan Konsep LI-1 kepada Atasan Penyusun LI-1. 
3. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LI-1 yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

LI-1 
4. Membukukan LI-1 yang telah mendapat respon dari atasan penyusun LI-1 dalam Buku 

Catatan LI-1 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN MPP (KASUBSI PENINDAKAN) 
1. Menerima Konsep LI-1 dari Pejabat yang menyusun LI-1 
2. Meneruskan Konsep LI-1 kepada Kasubdit Penindakan  

 
 

C. KASI P2 / KASI INTELDAK 
1. Menerima LI-1 dari Atasan Pejabat yang menyusun LI-1. 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait informasi dalam LI-1. 
3. Memberikan persetujuan dan menembuskan LI-1 kepada unit yang mengelola informasi 

(Subseksi Intelijen). 
 
 
 



 
 

IV. PADA KPPBC TIPE B 
A. PEJABAT BC PENYUSUN LI-1 (PENERIMA INFORMASI) 

1. Menyusun Konsep LI-1 berdasarkan informasi yang diterima. 
2. Menyampaikan Konsep LI-1 kepada Atasan Penyusun LI-1. 
3. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LI-1 yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

LI-1 
4. Membukukan LI-1 yang telah mendapat respon dari atasan penyusun LI-1 dalam Buku 

Catatan LI-1 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN MPP (KASUBSI P2) 
1. Menerima Konsep LI-1 dari Pejabat yang menyusun LI-1 
2. Meneruskan Konsep LI-1 kepada Kasubdit Penindakan  

 
C. KEPALA KANTOR 

1. Menerima LI-1 dari Atasan Pejabat yang menyusun LI-1. 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait informasi dalam LI-1. 
3. Memberikan persetujuan dan menembuskan LI-1 kepada unit yang mengelola informasi 

(Subseksi P2). 
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53 /BC/2010  tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.02 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(A)................. 

 
LEMBAR ANALISIS PRA PENINDAKAN (LAP) 

Nomor : LAP-.....(1)/Kode kantor/tahun 
 

 
 

 

 ......................................, ................................(18) 
 

Atasan pejabat penerbit lap Pejabat penerbit lap: 
Nama : ……………………(23).………………… Nama : …………………..(19)…………… 
Nip : ……………………(24).………………… Nip : …………………..(20)…………... 
Pangkat : ……………………(25).………………… Pangkat : …………………..(21)…………… 
Jabatan : ……………………(26).………………… Jabatan : …………………..(22)…………… 
Catatan :  …………………………………………………………(27)…………………………………… 
      

 
 
 

 
Sumber informasi  Nomor : …………(2)…… Tanggal : ………….(2)…..…….. 
        
Kategori penindakan : 
………………………………………………(3)………………………………………………… 
 
Uraian Pra-penindakan   :  
- Substansi 
 1. Pelaku (…) Diketahui (…) Tidak diketahui 
 Keterangan : …………………………………(4)………………… 
 2. Jenis plgrn (…) Diketahui (…) Tidak diketahui 
 Keterangan : …………………………………(5)………………… 
 3. Locus (…) Diketahui (…) Tidak diketahui 
 Keterangan : …………………………………(6)………………… 
 4. Tempus (…) Diketahui (…) Tidak diketahui 
 Keterangan : …………………………………(7)………………… 
- Prosedural (…) Kewenangan DJBC (…) Bukan kewenangan DJBC 
 Keterangan : …………………………………(8)………………… 
- SDM (…) Tersedia (…) Tidak tersedia 
 Keterangan : …………………………………(9)………………… 
- Sarana prasarana (…) Tersedia (…) Tidak tersedia 
 Keterangan : …………………………………(10)………………… 
 
Kelayakan Pelaksanaan Penindakan 
(...) Layak Dilakukan Penindakan 
 (...) Sendiri Keterangan : .............................(11)............................ 
 (...) Dgn bantuan Keterangan : .............................(12)............................ 
 (...) Pelimpahan Keterangan : .............................(13)............................ 
 (...) Pelimpahan dgn bantuan Keterangan : .............................(14)............................ 
      
(...) Tidak / Belum Layak Dilakukan Penindakan 
 (...) Layak Patroli Keterangan : .............................(15)............................ 
 (...) Tidak / Belum Layak Patroli Keterangan : NPI Nomor : ................(16)................... 
 
Kesimpulan :  
………………………………………………(17)………………………………………………………
…………………...................................................................................................................................... 
 



 
PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR ANALISIS PRA-PENINDAKAN (LAP) 

 

(A) Diisi Nama Kantor 
 

(1) Diisi nomor urut LAP 
(2) Diisi Nomor dan tanggal Nota Informasi Penindakan (NIP) / Nota Hasil Intelijen (NHI) 
(3) Diisi kategori penindakan (Impor Umum, Impor Fasilitas, Impor BKC, Cukai HT, Cukai 

EA/MMEA, Ekspor, Barang tertentu, Barang Penumpang) 
(4) Diisi Keterangan  terkait Pelaku Pelanggaran 
(5) Diisi Keterangan  terkait Jenis Pelanggaran 
(6) Diisi Keterangan  terkait Locus Pelanggaran 
(7) Diisi Keterangan  terkait Tempus Pelanggaran 
(8) Diisi Keterangan  terkait Kewenangan Prosedural 
(9) Diisi Keterangan  terkait Ketersediaan SDM 
(10) Diisi Keterangan  terkait Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
(11) Diisi Keterangan terkait dengan pelaksanaan penindakan sendiri 
(12) Diisi Keterangan terkait dengan pelaksanaan penindakan dengan bantuan 
(13) Diisi Keterangan terkait dengan pelaksanaan penindakan dengan pelimpahan 
(14) Diisi Keterangan terkait dengan pelaksanaan pelimpahan penindakan dengan bantuan 
(15) Diisi Keterangan terkait dengan Kelayakan Patroli 
(16)  Diisi Nomor Nota Pengembalian Informasi 
(17) Diisi Kesimpulan 
(18) Diisi nama kota dan tanggal pembuatan LAP 
(19) Diisi dengan Nama Pejabat Penerbit LAP 
(20) Diisi dengan NIP Pejabat Penerbit LAP 
(21) Diisi dengan Pangkat Pejabat Penerbit LAP 
(22) Diisi dengan Jabatan Pejabat Penerbit LAP 
(23) Diisi dengan Nama Atasan Pejabat Penerbit LAP 
(24) Diisi dengan NIP Atasan Pejabat Penerbit LAP  
(25) Diisi dengan Pangkat Atasan Pejabat Penerbit LAP 
(26) Diisi dengan Jabatan Atasan Pejabat Penerbit LAP 
(27) Diisi dengan Catatan dari Atasan Pejabat Penerbit LAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PETUNJUK PENATAUSAHAAN LEMBAR ANALISIS PRA-PENINDAKAN (LAP) 

I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC. 
A. PEJABAT BC PENERBIT LAP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 

1. Melakukan analisa dan menuangkannya dalam LAP berdasarkan sumber informasi yang 
ada (NIP atau NHI) 

2. Menyusun konsep LAP 
3. Menyampaikan Konsep LAP kepada Atasan Penyusun LAP. 
4. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LAP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LAP) 
5. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LAP yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

LAP 
6. Membukukan LAP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LAP 

dalam Buku Catatan LAP 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENERBIT LAP (KASUBDIT PENINDAKAN) 
1. Menerima Konsep LAP dari Pejabat yang menyusun LAP 
2. Melakukan supervisi LAP meliputi : 

‐ Kelayakan Pelaksanaan Penindakan. 
‐ Penetapan Skema Penindakan. 

 
II. PADA KANWIL BC. 

A. PEJABAT BC PENERBIT LAP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Melakukan analisa dan menuangkannya dalam LAP berdasarkan sumber informasi yang 

ada (NIP atau NHI) 
2. Menyusun konsep LAP 
3. Menyampaikan Konsep LAP kepada Atasan Penyusun LAP. 
4. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LAP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LAP) 
5. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LAP yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

LAP 
6. Membukukan LAP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LAP 

dalam Buku Catatan LAP 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENERBIT LAP (KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN) 
1. Menerima Konsep LAP dari Pejabat yang menyusun LAP 
2. Melakukan supervisi LAP meliputi : 

‐ Kelayakan Pelaksanaan Penindakan. 
‐ Penetapan Skema Penindakan. 

 
III. PADA KPU BC. 

A. PEJABAT BC PENERBIT LAP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Melakukan analisa dan menuangkannya dalam LAP berdasarkan sumber informasi yang 

ada (NIP atau NHI) 
2. Menyusun konsep LAP 
3. Menyampaikan Konsep LAP kepada Atasan Penyusun LAP. 
4. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LAP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LAP) 
5. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LAP yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

LAP 
6. Membukukan LAP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LAP 

dalam Buku Catatan LAP 
 

B. ATASAN PEJABAT PENERBIT LAP (KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN) 
1. Menerima Konsep LAP dari Pejabat yang menyusun LAP 
2. Melakukan supervisi LAP meliputi : 

‐ Kelayakan Pelaksanaan Penindakan. 
‐ Penetapan Skema Penindakan. 

 
 



 
 

IV. PADA KPPBC TIPE MADYA DAN TIPE A 
A. PEJABAT BC PENERBIT LAP (KASUBSI PENINDAKAN) 

1. Melakukan analisa dan menuangkannya dalam LAP berdasarkan sumber informasi yang 
ada (NIP atau NHI) 

2. Menyusun konsep LAP 
3. Menyampaikan Konsep LAP kepada Atasan Penyusun LAP. 
4. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LAP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LAP) 
5. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LAP yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

LAP 
6. Membukukan LAP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LAP 

dalam Buku Catatan LAP 
 

B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN LAP (KASI P2 / KASI INTELDAK) 
1. Menerima Konsep LAP dari Pejabat yang menyusun LAP 
2. Melakukan supervisi LAP meliputi : 

‐ Kelayakan Pelaksanaan Penindakan. 
‐ Penetapan Skema Penindakan. 

. 
 

V. PADA KPPBC TIPE B 
A. PEJABAT BC PENERBIT LAP (KASUBSI P2) 

1. Melakukan analisa dan menuangkannya dalam LAP berdasarkan sumber informasi yang 
ada (NIP atau NHI) 

2. Menyusun konsep LAP 
3. Menyampaikan Konsep LAP kepada Atasan Penyusun LAP. 
4. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LAP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LAP) 
5. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LAP yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

LAP 
6. Membukukan LAP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LAP 

dalam Buku Catatan LAP 
 

B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN LP (KEPALA KANTOR) 
1. Menerima Konsep LAP dari Pejabat yang menyusun LAP. 
2. Melakukan supervisi LAP meliputi : 

‐ Kelayakan Pelaksanaan Penindakan. 
‐ Penetapan Skema Penindakan. 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010  tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.03 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(A)................. 

 
 

NOTA PENGEMBALIAN INFORMASI (NPI) 
Nomor : NPI - .........(1)........... / ..........(2).............. 

    

 

Demikian disampaikan, atar perhatiannya diucapkan terimakasih. 

 

 

 

  
 ......................................, ................................(8) 

 

 Pejabat penerbit NPI: 
   Nama : …………………..(9)…………… 
   Nip : …………………..(10)…………... 
   Pangkat : …………………..(11)…………… 
   Jabatan : …………………..(12)…………… 
Catatan :  …………………………………………………………(13)…………………………….... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber informasi  Nomor : …………(3)…… Tanggal : ………….(4)…..…….. 
        
Kategori penindakan : 
………………………………………………(5)………………………………………………… 
 
Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan Analisis Prapenindakan yang dilakukan, terhadap 
informasi sebagaimana dimaksud pada ...............(6)..............., tidak / belum * dapat dilakukan dengan 
alasan sebagai berikut  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...............................................................................(7)................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 



 
PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGEMBALIAN INFORMASI (NPI) 

 

(A) Diisi Nama Kantor 
 

(1) Diisi nomor Nota Pengembalian Informasi (NPI) 
(2) Diisi kode kantor dan tahun nomor Nota Pengembalian Informasi (NPI) 
(3) Diisi nomor sumber informasi ( NHI / NIP ) 
(4) Diisi tanggal sumber informasi ( NHI / NIP ) 
(5) Diisi kategori penindakan (Impor Umum, Impor Fasilitas, Impor BKC, Cukai HT, Cukai 

EA/MMEA, Ekspor, Barang tertentu, Barang Penumpang) 
(6) Diisi dasar informasi yang diterima (Misalnya NIP, NHI, atau Informasi Lainnya) 
(7) Diisi alasan tidak dapat dilakukannya penindakan 
(8) Diisi nama kota dan tanggal pembuatan NPI 
(9) Diisi dengan Nama Pejabat Penerbit NPI 
(10) Diisi dengan NIP Pejabat Penerbit NPI 
(11) Diisi dengan Pangkat Pejabat Penerbit NPI 
(12) Diisi dengan Jabatan Pejabat Penerbit NPI 
(13) Diisi dengan Catatan dari Atasan Pejabat Penerbit NPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PETUNJUK PENATAUSAHAAN NOTA PENGEMBALIAN INFORMASI (NPI) 

I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC. 
A. PEJABAT BC PENERBIT NPI (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 

1. Menyusun konsep NPI 
2. Menyampaikan Konsep NPI kepada Atasan Penyusun NPI. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep NPI (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun NPI) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal NPI yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

NPI 
5. Membukukan NPI yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun NPI 

dalam Buku Catatan NPI 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENERBIT NPI (KASUBDIT PENINDAKAN) 
1. Menerima Konsep NPI dari Pejabat yang menyusun NPI 
2. Memberikan catatan / perbaikan terhadap konsep NPI 
3. Mengembalikan konsep NPI kepada pejabat penerbit NPI 
4. Menandatangani NPI yang telah disetujui 

 
II. PADA KANWIL BC. 

A. PEJABAT BC PENERBIT NPI (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menyusun konsep NPI 
2. Menyampaikan Konsep NPI kepada Atasan Penyusun NPI. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep NPI (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun NPI) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal NPI yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

NPI 
5. Membukukan NPI yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun NPI 

dalam Buku Catatan NPI 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENERBIT NPI (KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN) 
1. Menerima Konsep NPI dari Pejabat yang menyusun NPI 
2. Memberikan catatan / perbaikan terhadap konsep NPI 
3. Mengembalikan konsep NPI kepada pejabat penerbit NPI 
4. Menandatangani NPI yang telah disetujui 

 
III. PADA KPU BC. 

A. PEJABAT BC PENERBIT NPI (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menyusun konsep NPI 
2. Menyampaikan Konsep NPI kepada Atasan Penyusun NPI. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep NPI (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun NPI) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal NPI yang telah mendapat respon dari Atasan 

Penyusun NPI 
5. Membukukan NPI yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun NPI 

dalam Buku Catatan NPI 
 

B. ATASAN PEJABAT PENERBIT NPI (KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN) 
1. Menerima Konsep NPI dari Pejabat yang menyusun NPI 
2. Memberikan catatan / perbaikan terhadap konsep NPI 
3. Mengembalikan konsep NPI kepada pejabat penerbit NPI 
4. Menandatangani NPI yang telah disetujui 

 
IV. PADA KPPBC TIPE MADYA DAN TIPE A 

A. PEJABAT BC PENERBIT NPI (KASUBSI PENINDAKAN) 
1. Menyusun konsep NPI 
2. Menyampaikan Konsep NPI kepada Atasan Penyusun NPI. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep NPI (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun NPI) 
 



 
 

4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal NPI yang telah mendapat respon dari Atasan 
Penyusun NPI 

5. Membukukan NPI yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun NPI 
dalam Buku Catatan NPI 

 
B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN NPI (KASI P2 / KASI INTELDAK) 

1. Menerima Konsep NPI dari Pejabat yang menyusun NPI 
2. Memberikan catatan / perbaikan terhadap konsep NPI 
3. Mengembalikan konsep NPI kepada pejabat penerbit NPI 
4. Menandatangani NPI yang telah disetujui 

. 
 

V. PADA KPPBC TIPE B 
A. PEJABAT BC PENERBIT NPI (KASUBSI P2) 

1. Menyusun konsep NPI 
2. Menyampaikan Konsep NPI kepada Atasan Penyusun NPI. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep NPI (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun NPI) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal NPI yang telah mendapat respon dari Atasan 

Penyusun NPI 
5. Membukukan NPI yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun NPI 

dalam Buku Catatan NPI 
 

B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN LP (KEPALA KANTOR) 
1. Menerima Konsep NPI dari Pejabat yang menyusun NPI 
2. Memberikan catatan / perbaikan terhadap konsep NPI 
3. Mengembalikan konsep NPI kepada pejabat penerbit NPI 
4. Menandatangani NPI yang telah disetujui 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 

 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan       

FORM PBC 2.04 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(A)................. 

 
SURAT PERINTAH 

Nomor : PRINT-.......(1)…../kode kantor/tahun 
 
DASAR : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3626);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang 

Kepabeanan; 
 4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP- 08/BC/1997 tanggal 30 Januari 19997 tentang Penghentian, 

Pemeriksaan dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan 
Barang; 

 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 759/KMK.01/1993 tanggal 3 Agustus 1993 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

 6. Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor INS-01/MK/III/2/1976 tentang Pemberantasan Penyelundupan.
   
MENIMBANG : Guna mengamankan hak-hak negara dan agar dipatuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu 

untuk menugaskan pegawai.
  

MEMERINTAHKAN 
 
Kepada : 1. Nama : ...................................................(2).......................................................... 
   N I P : ...................................................(3).......................................................... 
   Pangkat : ...................................................(4).......................................................... 
   Golongan : ...................................................(5).......................................................... 
  2. Dst..............   
 
Untuk : 1 Melakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan sebagai berikut : 
   a. Nama Sarana Pengangkut : 
    Nama : ...............................................(6).............................................................. 
    Laut/Udara/Darat* : ...............................................(7)............................................................. 
    Voyage/Flight/Trayek/RKA* : ...............................................(8).............................................................. 
    Ukuran/kapasitas muatan : ...............................................(9).............................................................. 
    Nahkoda/Pilot/Pengemudi* : ...............................................(10).............................................................. 
    Bendera : ...............................................(11)............................................................. 
    Nomor Register/Polisi* : ...............................................(12)............................................................. 
    Tempat/Lokasi Penindakan : ...............................................(13).............................................................. 
 
   b. Barang : 
    Jumlah/Jenis/Ukuran Peti 

Kemas/Kemasan : ...............................................(14).............................................................. 
    Jumlah/Jenis Barang : ...............................................(15).............................................................. 
    Pemilik/Importir/Eksportir : ...............................................(16).............................................................. 
    Jenis/Nomor dan Tanggal Dokumen : ...............................................(17).............................................................. 
    Tempat/Lokasi Penindakan : ...............................................(18).............................................................. 
 
   c. Bangunan atau Tempat lain : 
    Lokasi (alamat) : ...............................................(19).............................................................. 
    Nama pemilik/yang menguasai : ...............................................(20).............................................................. 
    Alamat pemilik yang menguasai : ...............................................(21).............................................................. 
    Alamat Bangunan/Tempat Lain : ...............................................(22).............................................................. 
    Uraian Barang yang Ditimbun :  
    - Jumlah/Jenis Kemasan : ...............................................(23).............................................................. 
    - Jumlah/Jenis Barang : ...............................................(24).............................................................. 
    - Jenis dan Nomor/Tanggal Dokumen : ...............................................(25).............................................................. 
    Identitas Pemilik (KTP/Paspor) : ...............................................(26).............................................................. 
 
   d. Badan :  
    Nama : ...............................................(27).............................................................. 
    Umur : ...............................................(28).............................................................. 
    Pekerjaan : ...............................................(29).............................................................. 
    Kebangsaan : ...............................................(30).............................................................. 
    Alamat Terakhir : ...............................................(31).............................................................. 
    Nomor/Tanggal KTP/Paspor* : ...............................................(32).............................................................. 
 
  2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pengamanan hak-hak negara dan pencegahan pelanggaran ketentuan 

Perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pada Kantor / tempat : ...............................................(33).............................................................. 
Dari : ..................... (34).......................... s/d  ............................... (35)............................... 
 
KETENTUAN : 1. Menggunakan sarana : …………(36)……………… 
  2. Berpakaian PDH/Non PDH. 
  3. Membuat laporan selambat-lambatnya tiga hari sejak selesainya pelaksanaan tugas. 

 
………(37)………… 
Cap/ttd 
 
 
 
...............(38)................. 

* coret yang tidak perlu  NIP. ……(39)………… 
 



 

TATACARA PENGISIAN SURAT PERINTAH (PABEAN) 

(A) Diisi nama kantor 
 

(1) Diisi Nomor Surat Perintah 
(2) Diisi Nama Pejabat Bea dan Cukai yang diberi perintah 
(3) Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang diberi perintah 
(4) Diisi Pangkat Pejabat Bea dan Cukai yang diberi perintah 
(5) Diisi Golongan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi perintah 
(6) Diisi Nama Sarana Pengangkut yang akan ditindak 
(7) Diisi Jenis Sarana Pengangkut yang akan ditindak (Darat / Laut / Udara) 
(8) Diisi Nomor Voyage / Flight / Trayek / RKA Sarana Pengangkut yang akan ditindak  
(9) Diisi Ukuran / Kapasitas Muatan Sarana Pengangkut yang akan ditindak 
(10) Diisi Nahkoda / Pilot / Pengemudi Muatan Sarana Pengangkut yang akan ditindak 
(11) Diisi Bendera Sarana Pengangkut yang akan ditindak 
(12) Diisi Nomor Register / Polisi Sarana Pengangkut yang akan ditindak 
(13) Diisi Tempat / Lokasi Penindakan Sarana Pengangkut yang akan ditindak 
(14) Diisi Jumlah / Jenis / Ukuran Peti Kemas / Kemasan Barang yang akan ditindak 
(15) Diisi Jumlah / Jenis Barang yang akan ditindak 
(16) Diisi Pemilik / Importir / Eksportir Barang yang akan ditindak 
(17) Diisi Jenis / Nomor dan Tanggal Dokumen Barang yang akan ditindak 
(18) Diisi Tempat / Lokasi Penindakan barang yang akan ditindak 
(19) Diisi Lokasi (Alamat) Bangunan atau tempat lain yang akan ditindak 
(20) Diisi Nama Pemilik / yang menguasai Bangunan atau tempat lain yang akan ditindak 
(21) Diisi Alamat Pemilik / yang menguasai Bangunan atau tempat lain yang akan ditindak 
(22) Diisi Alamat Bangunan atau tempat lain yang akan ditindak 
(23) Diisi Jumlah / Jenis Kemasan Barang yang ditimbun di Bangunan atau tempat lain yang akan 

ditindak 
(24) Diisi Jumlah / Jenis Barang yang ditimbun di Bangunan atau tempat lain yang akan ditindak 
(25) Diisi Jenis dan Nomor / Tanggal Dokumen Barang yang ditimbun di Bangunan atau tempat lain 

yang akan ditindak 
(26) Diisi identitas pemilik Bangunan atau Tempat Lain yang akan ditindak. 
(27) Diisi Nama orang yang akan ditindak 
(28) Diisi Umur orang yang akan ditindak 
(29) Diisi Pekerjaan orang yang akan ditindak 
(30) Diisi Kebangsaan orang yang akan ditindak 
(31) Diisi alamat terakhir orang yang akan ditindak 
(32) Diisi nomor / tanggal KTP / Paspor orang yang akan ditindak 
(33) Diisi Wilayah Kantor yang mengawasi penindakan 
(34) Diisi Tanggal Mulai Berlakunya Surat Perintah Penindakan. 
(35) Diisi Tanggal Berakhirnya Surat Perintah Penindakan 
(36) Diisi Sarana yang akan digunakan dalam rangka penindakan 
(37) Diisi Jabatan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penindakan 
(38) Diisi Nama pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penindakan 
(39) Diisi NIP pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penindakan  
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 

 
 
 
 



 
Lampiran XIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan       

FORM PBC 2.05 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(A)................. 

 
 

SURAT PERINTAH 
Nomor PRIN‐.....(1) /kode kantor/tahun 

 
Pertimbangan  :  a. Bahwa untuk menjamin hak‐hak negara dan dipatuhinya ketentuan 

peraturan  perundang‐undangan  di  bidang  Cukai  perlu  dilakukan 
penindakan di bidang cukai; 

b. Bahwa untuk maksud  sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
diterbitkan Surat Perintah Penindakan.

 

Dasar  :  1. Undang‐undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1996  Nomor  76,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  3613)  sebagaimana  telah  diubah  dengan 
Undang‐undang Nomor 39 Tahun 2007  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  105,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Nomor 4755); 

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Tata  Cara 
Penindakan  di  Bidang  Cukai  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2009  Nomor  114,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5040); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata 
Cara  Penghentian,  Pemeriksaan,  Penegahan,  Penyegelan,  Tindakan 
Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan 
Cukai Lainnya Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan; 

 
MEMERINTAHKAN 

 

 
Untuk  :  1. Melakukan  penindakan  di  bidang  cukai  terhadap 

.................................(3)........................................................ 
atau yang berhubungan dengannya; 

    2. Melakukan  penindakan  di  bidang  cukai  terhadap  orang,  sarana 
pengangkut,  barang  kena  cukai  dan/atau  barang  lainnya  yang 
terkait, pabrik,  tempat penyimpanan dan  tempat  lainnya  serta hal‐
hal  yang  terkait  dengan  pelanggaran  ketentuan  dan/atau  tindak 
pidana di bidang cukai; 

 
 

  3. Melakukan  langkah‐langkah  yang  diperlukan  dalam  rangka 
mendukung  pelaksanaan  penindakan  di  bidang  cukai  sesuai 
peraturan perundang‐undangan. 

WAKTU  :    Berlaku mulai tanggal ……(4)……… sampai dengan .……..(4)............
 

Demikian  untuk  dilaksanakan  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  dan  setelah  selesai   
melaksanakan perintah agar menyampaikan laporan. 
 
Kepada  pihak  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan/atau  Instansi  lainnya, 
sesuai dengan  ketentuan dalam Pasal 34 Undang‐Undang Nomor 39  Tahun 2007  tentang  Perubahan 
atas Undang‐Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diminta bantuan seperlunya.  
 
  Ditetapkan di   :  ………………..(5) 
  pada tanggal  :  ………………..(6)      

………………………………………….............(7), 
   
  (tanda tangan dan cap jabatan) 
 
  ……………………………………….(8) 
  NIP ………………………..........(8) 
Tembusan : 
1. ....................................(9) 
2. ....................................(9) 

 

Kepada  :  1.   Nama
Pangkat/NIP 
Jabatan 

:
: 
: 

...................(2).............................. 

...................(2).............................. 

...................(2)..............................  
    2.   Dst…..



TATACARA PENGISIAN SURAT PERINTAH (CUKAI) 

A  :  Diisi unit kantor 

(1)  :  Diisi nomor surat perintah 

(2)  :  Diisi nama lengkap, pangkat/nip, dan jabatan yang diperintahkan. Apabila penerima perintah 

kolektif, dapat dibuat dalam lampiran surat perintah. 

Dalam hal dilakukan audit cukai untuk menyelidiki dugaan tindak pidana cukai jabatan mengikuti 

ketentuan tentang audit cukai (misalnya Pengawas Mutu Audit, Pengendali Teknis Audit, Ketua 

Auditor, dan Auditor) 

(3)  :  Diisi nama dan alamat (identitas) yang akan menjadi obyek penindakan 

(4)  :  Diisi periode berlakunya surat perintah  

(5)  :  Diisi nama kota sesuai lokasi unit kerja 

(6)  :  Diisi tanggal penetapan surat perintah 

(7)  :  Diisi nama jabatan dari pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah 

(8)  :  Diisi nama dan nip pejabat mengeluarkan surat perintah 

Dalam hal dilakukan audit cukai untuk menyelidiki dugaan tindak pidana cukai jabatan yang 

mengeluarkan surat perintah mengikuti ketentuan tentang audit cukai (Direktur Jenderal, Kepala 

Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama) 

(9)  :  Diisi nama jabatan yang akan diberikan tembusan surat perintah 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XIV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.06 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(A)................. 

 
 

MEMO PELIMPAHAN PENINDAKAN 
Nomor : MPP-…(1)/kode kantor/tahun/ Tanggal …………(2)……………… 

 
 
Kepada : 
Yth. ......................................... 
...............................................(3) 
 
 

Sehubungan dengan analisa pra-penindakan yang telah dilakukan, dengan ini kami limpahkan 
proses penindakan atas : 

 

 
Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

...............................(26)...................................  

 

..................(27).................... 

 

Nama …………..…(28).………………….............. 

NIP ………………(29).…………………............... 

1 Kategori penindakan    :     

………………………………………….(4)…………………………………………………………. 

         

2 Jenis pelanggaran : ……………………(5)……… Pasal : ………….(6)…… 

       

3 Uraian modus operandi : …………………………………………(7)……………………… 

    

4 Locus pelanggaran : …………………………………………(8)……………………… 

5 Tempus pelanggaran : ………………(9)…… Jam : ………….(10)…… 

6 Diduga dilakukan oleh      

 - Nama : ……………………………………………(11)………………… 

 - Umur : …………(12)… Jenis kelamin : …………(13)…… 

 - Alamat : ……………………………………………(14)………………… 

 - Perusahaan terkait : ………………(15)…… NPWP : …………(16)…… 

 - Alamat perusahaan : ………………………………(17)……………………………… 

7 Komoditi barang : ………………(18)… Jumlah : ………….(19)…… 

8 Jenis Pengangkut : ……………(20)…… No pol/voy : ………….(21)…… 

9 Nomor kontainer : ……………(22)…… Ukuran : ………….(23)…… 

10 Dokumen terkait : ……………………………………………(24)………………… 

    

11 Uraian instruksi : ……………………………………………(25)………………… 



 

TATACARA PENGISIAN MEMO PELIMPAHAN PENINDAKAN 

(A) Diisi Nama Kantor 
 

(1) Diisi Nomor Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) 
(2) Diisi Tanggal Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) 
(3) Diisi Jabatan dan Kantor penerima  Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) 
(4) Diisi kategori penindakan (Impor Umum, Impor Fasilitas, Impor BKC, Cukai HT, Cukai 

EA/MMEA, Ekspor, Barang tertentu, Barang Penumpang) 
(5) Diisi jenis pelanggaran (pabean atau cukai) 
(6) Diisi Ketentuan Pasal yang dilanggar. 
(7) Diisi Uraian Modus Operandi Pelanggaran. 
(8) Diisi tempat terjadinya Pelanggaran 
(9) Diisi Tempus (Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun) Pelanggaran 
(10) Diisi Jam Dugaan Pelanggaran 
(11) Diisi Nama Orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(12) Diisi Umur Orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(13) Diisi Jenis Kelamin Orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(14) Diisi Alamat Orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(15) Diisi Nama Perusahaan yang diduga terkait Pelanggaran 
(16) Diisi NPWP Perusahaan yang diduga terkait Pelanggaran 
(17) Diisi Alamat Perusahaan yang diduga terkait Pelanggaran 
(18) Diisi Uraian Komoditi Barang yang diduga terkait Pelanggaran 
(19) Diisi Jumlah Komoditi Barang yang diduga terkait Pelanggaran 
(20) Diisi Nama SaranaPengangkut yang diduga terkait Pelanggaran 
(21) Diisi Nomor Polisi / Nomor Voyage Sarana Pengkut yang Pelanggaran 
(22) Diisi Nomor Kontainer yang diduga terkait Pelanggaran (jika ada) 
(23) Diisi Ukuran Kontainer yang diduga terkait Pelanggaran (jika ada) 
(24) Diisi Uraian Dokumen yang diduga terkait Pelanggaran (nomor, tanggal, kantor penerbit) 
(25) Diisi Uraian Instruksi Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) 
(26) Diisi Jabatan Pejabat Penerima MPP 
(27) Tanda tangan pejabat penerbit MPP 
(28) Diisi nama Pejabat Penerima MPP 
(29) Diisi NIP Pejabat Penerbit MPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
PETUNJUK PENATAUSAHAAN MEMO PELIMPAHAN PENINDAKAN (MPP) 

 
I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC. 

A. PEJABAT BC PENYUSUN MPP (PELAKSANA PENINDAKAN) 
1. Menyusun Konsep MPP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan. 
2. Menyampaikan Konsep MPP kepada Atasan Penyusun MPP. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep MPP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun MPP) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal MPP yang telah mendapat respon dari Atasan 

Penyusun MPP 
5. Membukukan MPP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun MPP 

dalam Buku Catatan MPP 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN MPP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menerima Konsep MPP dari Pejabat yang menyusun MPP 
2. Melakukan supervisi terhadap kebenaran dan kelengkapan MPP yang telah disusun. 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut kepada 
Pejabat Penyusun MPP agar dilakukan perbaikan setentangnya. 

‐ Dalam hal tidak terdapat catatan/perbaikan, meneruskan konsep MPP kepada Kasubdit 
Penindakan untuk mendapat persetujuan.  

 
C. KASUBDIT PENINDAKAN 

1. Menerima MPP dari Atasan Pejabat yang menyusun MPP. 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait dengan Pelimpahan Penindakan. 
3. Memberikan persetujuan dan mengirimkan MPP kepada Unit yang menerima MPP. 

 
II. PADA KANWIL BC.  

A. PEJABAT BC PENYUSUN MPP (PELAKSANA PENINDAKAN) 
1. Menyusun Konsep MPP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan. 
2. Menyampaikan Konsep MPP kepada Atasan Penyusun MPP. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep MPP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun MPP) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal MPP yang telah mendapat respon dari Atasan 

Penyusun MPP 
5. Membukukan MPP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun MPP 

dalam Buku Catatan MPP 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN MPP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menerima Konsep MPP dari Pejabat yang menyusun MPP 
2. Melakukan supervisi terhadap kebenaran dan kelengkapan MPP yang telah disusun. 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut kepada 
Pejabat Penyusun MPP agar dilakukan perbaikan setentangnya. 

‐ Dalam hal tidak terdapat catatan/perbaikan, meneruskan konsep MPP kepada Kasubdit 
Penindakan untuk mendapat persetujuan. .  

 
C. KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN 

1. Menerima MPP dari Atasan Pejabat yang menyusun MPP. 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait dengan Pelimpahan Penindakan. 
3. Memberikan persetujuan dan mengirimkan MPP kepada Unit yang menerima MPP. 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.07 
 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
 

SURAT PERINTAH PATROLI 
Nomor: PRINT- …….(2)…..../kode kantor/tahun 

  
DASAR :  1.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995  

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); 
2.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); 
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3626); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran 
Negara Tahun 1996 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3628); 

5.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tata 
Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan; 

6.  Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP- 08/BC/1997 tanggal 30 Januari 1997 
tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang di Atasnya 
serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang; 

7.  Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP- 37/BC/1997 tanggal 08 April 1997 
tentang Pemeriksaan Barang, Bangunan atau Tempat Lain dan Surat atau Dokumen yang 
Berkaitan dengan Barang; 

8.  Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: INST-01/MK/III/2/1976 tentang 
Pemberantasan Penyelundupan. 

9.  Surat Perintah/Permintaan :* 
a.  Instansi/Kementerian ………(3a)…… Nomor ………(4)………. tanggal ……(5)……. 
b.  Basarnas/Daerah ………(3b)……… Nomor ………(4)………. tanggal ……(5)……. 
c.  Dephankam/PANGLIMA TNI Nomor ………(4)………. tanggal ……(5)……. 

10. Keputusan Direktur Jenderal Nomor: …….(6)…. tanggal ………(7)…….. tentang Patkor 
………(8)…….. 

 
MENIMBANG  :  Untuk kepentingan :* 

a.  pengamanan hak-hak negara dan agar dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b.  pertolongan dan penyelamatan jiwa manusia; 
c.  pengamanan Negara dan Pejabat Negara; 
 dipandang perlu menugaskan pegawai. 

 
MEMERINTAHKAN 

Kepada  : 1.  Nama  : ……….(9)…..……. 
   Pangkat  : ...........(10)........... 
   NIP  : ……….(11)…..….. 
   Jabatan  : Komandan Patroli Bea dan Cukai 
  2.  Nama  : ………..(12)……... 
   Pangkat  : ………..(13)……… 
   NIP  : ………..(14)……… 
   Jabatan  : Wakil Komandan Patroli Bea dan Cukai 
  3.  Nama  : ………..(15)……… 
   Pangkat  : ………..(16)……… 
   NIP  : ………..(17)……… 
   Jabatan  : Anggota Satuan Tugas 
  4.  dst. 

UNTUK  :  Melakukan*: 

  a.  Patroli Bea dan Cukai; 
  b.  Patroli Kamla/kegiatan penegakan hukum dengan instansi terkait; 
  c.  pengamanan Negara dan Pejabat Negara; 
  d.  Patkorkastima; 
  e.  S A R 
 
Daerah/Wilayah Patroli :  …………………………(18)………………………………… 
Jangka Waktu  :  tanggal …………(19)…………… s/d tanggal ……(20)………… 
Sarana  :  Kapal Patroli Nomor: ……………(21)………………………. 
Sarana lain :  …………………(22)……………………………. 
Kekuatan persenjataan :  …………………(23)…………….……………… 
Berpakaian  :  PDH/PDL/Non. 
Laporan  :  Hasil patroli dilaporkan pada kesempatan pertama kepada …………………(24)……………….. 
 
 …...................., …(25)…........................... 
 …......................…(26)…............................. 
       
                             cap/ttd...(27) 
  
 …......................…(28)…............................. 
 NIP .........…………(29)………….. 
 
Tembusan : 
1. ………(30)……… 
2. ………(30)……… 

* Coret yang tidak perlu. 



 

TATACARA PENGISIAN SURAT PERINTAH PATROLI 
 

(1)  : Diisi nama Kantor yang menerbitkan Surat Perintah 

(2)  : Diisi nomor urut surat perintah yang diterbitkan 

(3)  : a. Diisi nama Instansi/ Kementerian yang menerbitkan surat perintah/ 
mengajukan permintaan patroli 

b. Diisi nama daerah Basarnas yang menerbitkan surat perintah/ mengajukan 
permintaan patrol 

(4)  : Diisi nomor surat perintah/ surat permintaan patroli dari instansi lain 

(5)  : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat perintah/ surat permintaan patroli dari instansi 
lain 

(6)  : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang menjadi dasar penerbitan surat 
perintah patrol 

(7)  : Diisi tanggal, bulan dan tahun Keputusan Direktur Jenderal yang menjadi dasar 
penerbitan surat perintah patrol 

(8)  : Diisi nama kegiatan patroli terkoordinasi 

(9)  : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Komandan 
Patroli 

(10)  : Diisi pangkat Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Komandan Patroli 

(11)  : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Komandan Patroli 

(12)  : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Wakil 
Komandan Patroli 

(13)  : Diisi pangkat Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Wakil Komandan 
Patroli 

(14)  : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Wakil Komandan Patroli 

(15)  : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Anggota Satuan 
Tugas 

(16)  : Diisi pangkat Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Anggota Satuan 
Tugas 

(17)  : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Anggota Satuan Tugas 

(18)  : Diisi cakupan daerah/ wilayah kerja patrol 

(19)  : Diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya periode patroli 

(20)  : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya periode patroli 

(21)  : Diisi nomor lambung kapal patroli yang dioperasikan 

(22)  : Diisi sarana lain yang digunakan dalam patroli, misalnya alat komunikasi 

(23)  : Diisi jumlah dan jenis persenjataan yang diikutsertakan dalam patrol 

(24)  : Diisi jabatan yang berhak menerima hasil kegiatan patrol 

(25)  : Diisi nama kota dan tanggal penerbitan surat perintah 

(26)   Diisi jabatan penerbit surat perintah patrol 

(27)  : Tanda tangan dan cap jabatan penerbit surat perintah patroli 

(28)   Diisi nama pejabat penerbit surat perintah patrol 

(29)  : Diisi NIP pejabat penerbit surat perintah patrol 

(30)  : Diisi jabatan/ nama yang berhak menerima tembusan surat perintah patrol 
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 



 
Lampiran XVI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.08 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
 

SURAT PERINTAH BERLAYAR 
Nomor ………………(2)……………………. 

Dinas Tahun: …….(3)…… 
 
Untuk Kapal Bea dan Cukai  : ..........(4)……… 
Komandan Patroli  : ………(5)……… 
N a h k o d a  : ………(6)……… 
Berangkat Tanggal  : ………(7)……… 
Berlaku untuk  : ………(8)……… 
Tugas  : ………(9)……… 
 

ANAK BUAH KAPAL Catatan/Instruksi Khusus 
No Jabatan Nama 

1 Mualim I ………(10)……… ………(26)……… 
2 Mualim II ………(11)………  
3 Mualim III ………(12)………  
4 Kepala Kamar Mesin ………(13)………  
5 Juru Motor I ………(14)………  
6 Juru Motor II ………(15)………  
7 Juru Motor III ………(16)………  
8 Juru Mudi I ………(17)………  
9 Juru Mudi II ………(18)………  
10 Juru Mudi III ………(19)………  
11 Juru Minyak I ………(20)………  
12 Juru Minyak II ………(21)………  
13 Juru Minyak III ………(22)………  
14 Radio Operator ………(23)………  
15 Kelasi ………(24)………  
16 Kelasi   
17 Kelasi   
18 Kelasi   
19    
20    
21 Juru Masak ………(25)………  
 
KEPADA : 
1. ………(27)…………     Dikeluarkan di  : ………(28)……… 
2. ……………………….     Pada Tanggal  : ………(29)……… 
3. …………….…………     Pada jam  : ………(30)……… 
4. Dst 
     Nama  : ………(31)……… 
     Pangkat  : ………(32)……… 

     NIP  : ………(33)……… 



 
 

TATACARA PENGISIAN SURAT PERINTAH BERLAYAR 
 

(1)  : Diisi nama Kantor yang menerbitkan Surat Perintah 

(2)  : Diisi nomor urut surat perintah yang diterbitkan 

(3)  : Diisi tahun diterbitkannya surat perintah 

(4)  : Diisi nomor lambung kapal patroli yang dioperasikan 

(5)  : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Komandan Patroli 

(6)  : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Nahkoda 

(7)  : Diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya kapal patroli berlayar 

(8)  : Diisi jumlah hari berlayar 

(9)  : Diisi maksud dan tujuan tugas berlayar 

(10) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Mualim I 

(11) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Mualim II 

(12) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Mualim III 

(13) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Kepala Kamar Mesin 

(14) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Juru Motor I 

(15) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Juru Motor II 

(16) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Juru Motor III 

(17) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Juru Mudi I 

(18) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Juru Mudi II 

(19) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Juru Mudi III 

(20) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Juru Minyak I 

(21) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Juru Minyak II 

(22) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Juru Minyak III 

(23) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Radio Operator 

(24) : Diisi nama-nama yang bertugas sebagai Kelasi 

(25) : Diisi nama yang bertugas sebagai Juru Masak 

(26) : Diisi catatan atau instruksi khusus yang dianggap perlu untuk ditegaskan 

(27) : Diisi jabatan kepada siapa Surat Perintah Berlayar ini ditujukan 

(28) : Diisi nama daerah tempat diterbitkannya Surat Perintah Berlayar 

(29) : Diisi tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Surat Perintah Berlayar 

(30) : Diisi waktu diterbitkannya Surat Perintah Berlayar 

(31) : Diisi nama lengkap pejabat penerbit Surat Perintah Berlayar 

(32) : Diisi pangkat pejabat penerbit Surat Perintah Berlayar 

(33) : Diisi NIP pejabat penerbit Surat Perintah Berlayar 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.09 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN 
Nomor : ....................(2)........................... 

Pada hari ini …………(3)………… tanggal ………(4)....…… bulan ...............(5)................  tahun 2010 
Berdasarkan Surat Perintah Direktur / Kasubdit / Kasi ……………………………(6)……..............………………  
Nomor : PRINT - …………(7)……….. .. / 2010 tanggal …………………(8)……………… 2010. 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Nama : ……………………(9)…..………………………… 
 Pangkat/NIP : ……………………(10)…………………………… 
 Jabatan : ……………………(11)…………………………… 
    

2. Nama : ……………………(12)…………………………… 
 Pangkat/NIP : ……………………(13)…………………………… 
 Jabatan : ……………………(14)…………………………… 
 

Telah melakukan pemeriksaan atas : 
a. Barang yang ditimbun/disimpan di Kawasan Pabean/ 

Kawasan Berikat/Bangunan atau tempat lain  
Nama pemilik / yang menguasai  
Alamat pemilik yang menguasai 
Alamat bangunan/tempat lain 
Identitas pemilik yang menguasai (KTP, Paspor) 
Jumlah/Jenis/Ukuran Nomor Petikemas /Kemasan 
Jumlah/Jenis Barang 
Pemilik/Importir/Eksportir 
Jenis/Nomor dan tgl Dokumen 
Tempat/Lokasi Penindakan 

 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
 
………………………………(15)…………………................... 
………………………………(16)…………………................... 
………………………………(17)…………………................... 
………………………………(18)…………………................... 
………………………………(19)…………………................... 
………………………………(20)…………………................... 
………………………………(21)…………………................... 
………………………………(22)…………………................... 
………………………………(23)…………………................... 

b. Sarana pengangkut dan atau barang diatasnya  
Nama dan Jenis Sarana Pengangkut  
No. Voy. / Penerb/Trayek/RKA*  
Ukuran/Kapasitas Muatan  
Nahkoda/Pilot/Pengemudi  
Bendera  
Nomor Register/Polisi* 
Jumlah/Jenis/Ukuran Nomor Petikemas /Kemasan 
Jumlah/Jenis Barang 
Pemilik/Importir/Eksportir* 
Jenis/Nomor dan tgl Dokumen 
Tempat/Lokasi Penindakan 

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
………………………………(24)…………………................... 
………………………………(25)…………………................... 
………………………………(26)…………………................... 
………………………………(27)…………………................... 
………………………………(28)…………………................... 
………………………………(29)…………………................... 
………………………………(30)…………………................... 
………………………………(31)…………………................... 
………………………………(32)…………………................... 
………………………………(33)…………………................... 
………………………………(34)…………………................... 

Hasil pemeriksaan : …………………(35).......….………    terlampir ……(36)……… halaman.  
Pemeriksaan disaksikan oleh pengangkut/pemilik barang atau kuasanya : 
Nama 
Tempat / Tanggal Lahir 
Alamat Tempat Tinggal 
Pekerjaan 
Identitas (KTP/SIM/Paspor*)  

: …………………………(37)…………………………………………. 
: …………………………(38)…………………………………………. 
: …………………………(39)…………………………………………. 
: …………………………(40)…………………………………………. 
: …………………………(41)…………………………………………. 

 Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. 

 …(42)… , …...………(43)…..….…  
            Yang Menyaksikan : Yang Melakukan Pemeriksaan : 
 
 
 
 

 
 
 
( …………(44)…………… ) 
   Pemilik/kuasanya 

 
 
 
( ……………(45)………… ) 
   NIP …….(46)………... 

   
 
 
( ……………(47)………… ) 
   NIP ….…(48)…..……. 

* Coret yang tidak perlu 



  
 

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN 

(1)  : Diisi nama Kantor yang menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan 

(2)  : Diisi nomor urut Berita Acara Pemeriksaan yang diterbitkan 

(3)  : Diisi nama hari saat dilakukannya pemeriksaan, misalnya Senin 

(4)  : Diisi tanggal saat dilakukannya pemeriksaan yang dituliskan dengan huruf, 
misalnya “tiga puluh satu” 

(5)  : Diisi nama bulan saat dilakukannya pemeriksaan 

(6)  : Diisi jabatan pejabat penerbit surat perintah pengawasan 

(7)  : Diisi nomor surat perintah pengawasan 

(8)  : Diisi tanggal diterbitkannya surat perintah pengawasan 

(9)  : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan pemeriksaan  

(10)  : Diisi pangkat dan NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan pemeriksaan 

(11)  : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan pemeriksaan 

(12)  : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan pemeriksaan  

(13)  : Diisi pangkat dan NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan pemeriksaan 

(14)  : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan pemeriksaan 

(15)  : Diisi nama pemilik atau yang menguasai barang yang terhadapnya dilakukan 
pemeriksaan 

(16)  : Diisi alamat pemilik yang menguasai barang yang terhadapnya dilakukan 
pemeriksaan 

(17)  : Diisi alamat lengkap bangunan atau tempat dilakukannya pemeriksaan 

(18)  : Diisi nomor identitas yang sah dari pemilik atau yang menguasai barang/ 
bangunan/ tempat lain 

(19)  : Diisi jumlah/ jenis/ ukuran/ nomor peti kemas/ kemasan yang diperiksa 

(20)  : Diisi jumlah/ jenis barang yang diperiksa 

(21)  : Diisi nama pemilik/ importir/ eksportir yang terkait dengan barang yang 
diperiksa 

(22)  : Diisi jenis/ nomor dan tanggal dokumen yang menyertai pemeriksaan 

(23)  : Diisi nama tempat/ lokasi penindakan 

(24)  : Diisi nama dan jenis sarana pengangkut yang diperiksa 

(25)  : Diisi nomor voyage/ penerbangan/ trayek/ RKA sarana pengangkut yang 
diperiksa 

(26)  : Diisi ukuran/ kapasitas muatan dari sarana pengangkut yang diperiksa 

(27)  : Diisi nama nahkoda/ pilot/ pengemudi sarana pengangkut yang diperiksa 

(28)  : Diisi bendera negara yang terpasang pada sarana pengangkut yang diperiksa 

(29)  : Diisi nomor register atau nomor polisi sarana pengangkut yang diperiksa 

(30)  : Diisi jumlah/ jenis/ ukuran/ nomor peti kemas/ kemasan yang diperiksa 

(31)  : Diisi jumlah/ jenis barang yang diperiksa 

(32)  : Diisi nama pemilik/ importir/ eksportir yang terkait dengan barang yang 
diperiksa 

(33)  : Diisi jenis/ nomor dan tanggal dokumen yang menyertai barang pada saat 
dilakukan pemeriksaan 

(34)  : Diisi nama tempat/ lokasi penindakan 

(35)  : Diisi hasil pemeriksaan secara singkat/ kesimpulan pemeriksaan  

(36)  : Diisi jumlah lampiran 



 

(37)  : Diisi nama pengangkut/ pemilik barang yang menyaksikan pemeriksaan 

(38)  : Diisi tempat/ tanggal lahir pengangkut/ pemilik barang yang menyaksikan 
pemeriksaan 

(39)  : Diisi alamat lengkap pengangkut/ pemilik barang yang menyaksikan 
pemeriksaan 

(40)  : Diisi pekerjaan dari pengangkut/ pemilik barang yang menyaksikan pemeriksaan 

(41)  : Diisi nomor identitas yang sah dari pengangkut/ pemilik barang yang 
menyaksikan pemeriksaan 

(42)  : Diisi nama wilayah di mana Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat 

(43)  : Diisi tanggal dan bulan saat Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat 

(44)  : Diisi tanda tangan dan nama terang pemilik/ kuasa barang atau sarana 
pengangkut yang menyaksikan pemeriksaan 

(45)  : Diisi tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang 
melakukan pemeriksaan 

(46)  : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan pemeriksaan 

(47)  : Diisi tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang 
melakukan pemeriksaan 

(48)  : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan pemeriksaan 
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.10 
 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
 

BERITA  ACARA  PENYEGELAN  
Nomor : BA - ………….(2)……………………. 

 
Pada hari ini ………(3)……......… tanggal  …………(4)…....………  bulan  .............(5)................  tahun  
2010 
Berdasarkan Surat Perintah  ………………………(6)………..............……… 
1. Nama : ………………(7)………………….  
 Pangkat : ………………(8)….………………  NIP : ……………(9)…………… 
     

2. Nama : ………………(10)..………………  
 Pangkat : ………………(11)..………………   NIP : ……………(12).………… 

Telah melakukan penyegelan atas  : 
a. Sarana Pengangkut  

Nama  
Bendera 
No. Register 
No. Voy 
Kapasitas Muatan (GT) 
Merk / Kapasitas Mesin 
Nakhoda 

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
:

 

………………………(13).………………….......... 
………………………(14).………………….......... 
………………………(15).………………….......... 
………………………(16).………………….......... 
………………………(17).………………….......... 
………………………(18).………………….......... 
………………………(19).………………….......... 

b.  Barang  
Jenis Kemasan 
Jumlah Kemasan 
Jenis Barang 
Jumlah Barang 
Pemilik 
Barang/Importir/Eksportir 
Jenis / Nomor dan Tgl Dokumen 

 
: 
: 
: 
: 
: 
:

 
………………………(20).………………….......... 
………………………(21).………………….......... 
………………………(22).………………….......... 
………………………(23).………………….......... 
………………………(24).………………….......... 
………………………(25).………………….......... 

     
Dengan menggunakan segel  ………(26)…….   sebanyak  …………(27)……… Nomor   ………(28)… 
Penempatan / pelekatan segel dilakukan pada :   …………………………………(29)..………….........… 

Penyegelan disaksikan oleh  : 
Nama  : ……………………………………(30)……………………………………………. 
Alamat : ……………………………………(31)……………………………………………. 
Pekerjaan : ……………………………………(32)……………………………………………. 

Selaku pemilik / kuasa sarana pengangkut / barang yang ditegah. 

 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. 
             Yang Melakukan Penyegelan  
 
 
 
 

Yang Menyaksikan : 
 
  
 
……………(33)……………… 

 
 
 ……………(34).……………  
 NIP ……..(35)……………. 

     
 
 ……………(36)………………  
 NIP ……..(37)……………… 

 



  
 

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENYEGELAN 
(1)  : Diisi nama Kantor yang menerbitkan Berita Acara Penyegelan 

(2)  : Diisi nomor urut Berita Acara Penyegelan yang diterbitkan 

(3)  : Diisi nama hari saat dilakukannya penyegelan, misalnya Senin 

(4)  : Diisi tanggal saat dilakukannya penyegelan yang dituliskan dengan huruf, misalnya “tiga puluh satu” 

(5)  : Diisi nama bulan saat dilakukannya penyegelan 

(6)  : Diisi nomor surat perintah pengawasan 

(7)  : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penyegelan 

(8)  : Diisi pangkat Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penyegelan 

(9)  : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penyegelan 

(10) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penyegelan 

(11) : Diisi pangkat Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penyegelan 

(12) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penyegelan 

(13) : Diisi nama dan jenis sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penyegelan 

(14) : Diisi bendera negara yang terpasang pada sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penyegelan 

(15) : Diisi nomor register sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penyegelan 

(16) : Diisi nomor voyage sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penyegelan 

(17) : Diisi ukuran/ kapasitas muatan dari sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penyegelan 

(18) : Diisi merk/ kapasitas mesin dari sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penyegelan 

(19) : Diisi nama nahkoda sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penyegelan 

(20) : Diisi jenis kemasan barang yang terhadapnya dilakukan penyegelan 

(21) : Diisi jumlah kemasan barang yang terhadapnya dilakukan penyegelan 

(22) : Diisi jenis barang yang terhadapnya dilakukan penyegelan 

(23) : Diisi jumlah barang yang terhadapnya dilakukan penyegelan 

(24) : Diisi nama pemilik/ importir/ eksportir yang terkait dengan barang yang terhadapnya dilakukan penyegelan 

(25) : Diisi jenis/ nomor dan tanggal dokumen yang menyertai barang pada saat dilakukan penyegelan 

(26) : Diisi jenis segel yang digunakan 

(27) : Diisi jumlah segel yang digunakan 

(28) : Diisi nomor segel 

(29) : Diisi bagian/ lokasi penempatan/ pelekatan segel 

(30) : Diisi nama lengkap pengangkut/ kuasa barang atau sarana pengangkut yang menyaksikan penyegelan 

(31) : Diisi alamat pengangkut/ kuasa barang atau sarana pengangkut yang menyaksikan penyegelan 

(32) : Diisi pekerjaan pengangkut/ kuasa barang atau sarana pengangkut yang menyaksikan penyegelan 

(33) : Diisi tanda tangan dan nama terang pengangkut/ kuasa barang atau sarana pengangkut yang menyaksikan 
penyegelan 

(34) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penyegelan 

(35) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penyegelan 

(36) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penyegelan 

(37) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penyegelan 

 
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.11 
 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

  
BERITA  ACARA  PEMBUKAAN  SEGEL 
Nomor : BA ‐ ..........................(2)............................ 

 
Berdasarkan Surat Perintah/Surat Tugas Direktur / Kasubdit / Kepala Kantor / Kasi 

....…............(3)............... Nomor : ...............(4).......................  tanggal ........................(4).........................   
Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Nama : …………………(5)……………………………… 
 Pangkat/NIP : …………………(6)……………………………… 
 Jabatan : …………………(7)……………………………… 
    
2. Nama : …………………(8)……………………………… 
 Pangkat/NIP : …………………(9)……………………………… 
 Jabatan : …………………(10)……………………………… 
Pada hari ini …………(11)…………… tanggal …………(12)……………… tahun .....(13)........ telah 
melakukan pembukaan segel yang ditempatkan/dilekatkan oleh Bea dan Cukai atas : 
 
a. Sarana Pengangkut   
 Nama dan Jenis Sarana Pengangkut : …………………………………(14).……………………………………... 
 No. Voy/Penerb/Trayek/RKA* : …………………………………(15).……………………………………... 
 Ukuran/Kapasitas Muatan : …………………………………(16).……………………………………... 
 Nakhoda/Pilot/Pengemudi* : …………………………………(17).……………………………………... 
 Bendera : …………………………………(18).……………………………………... 
 Nomor Registrasi/Polisi* : …………………………………(19).……………………………………... 
    
b. Barang   
 Jumlah/Jenis/Ukuran/Nomor : ………………………………….(20)……………………………………... 
 Peti Kemas/Kemasan : ………………………………….(21)……………………………………... 
 Jumlah/Jenis Barang : ………………………………….(22)……………………………………... 
 Pemilik/Importir/Eksportir* : ………………………………….(23)……………………………………... 
 Jenis/Nomor dan Tanggal Dokumen : ………………………………….(24)……………………………………... 
 Tempat/Lokasi Penyegelan : ………………………………….(25)……………………………………... 
    
c. Bangunan atau tempat lain*   
 Lokasi  : ………………………………….(26)……………………………………... 
 Alamat Bangunan/Tempat Lain : ………………………………….(27)……………………………………... 
 Nama Pemilik/Yang Menguasai* : ………………………………….(28)……………………………………... 
 Alamat Pemilik/Yang Menguasai : ………………………………….(29)……………………………………... 
 Identitas Pemilik/Yang Menguasai 

(KTP, Paspor) 
: ………………………………….(30)……………………………………... 

sebanyak ….(31)… Nomor: …(32)…… Berita Acara Penyegelan Nomor: BA - …(33)… tanggal …..(34)....... 
pada tempat-tempat sebagai berikut : ..........................................(35)..................................................................... 
Pembukaan segel disaksikan oleh : 
Nama : ………………….(36)………………...,  
alamat : …….……………(37)………………………………………………………………. 
Pekerjaan : ......................(38).......................................................................................... selaku pemilik/kuasa 
sarana pengangkut/barang* yang ditegah/bangunan atau tempat lain yang disegel. 
 
 Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 ……… , ……(39)……..… 20…..... 
Yang menyaksikan : Yang melakukan pembukaan segel: 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
( ……………(44)………………… ) 
  Pemilik/kuasanya 

 
 
 
( ……………(40)………………… ) 
   NIP. .............(41)...................... 

 
 
 
2. 

 
 
 
( ……………(45)………………… ) 
   

 
 
 
( ……………(42)………………… ) 
   NIP .............(43)...................... 

Lembar 1 untuk Pengangkut, Pemilik Barang atau Kuasanya 
Lembar 2 untuk Kantor yang melakukan pembukaan segel 
* Coret yang tidak perlu 



 
 

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBUKAAN PENYEGELAN 
(1)  : Diisi nama Kantor yang menerbitkan Berita Acara Pembukaan Penyegelan 
(2)  : Diisi Nomor Berita Acara Pembukaan Penyegelan
(3)  : Diisi jabatan penerbit Surat Perintah
(4)  : Diisi nomor dan tanggal surat perintah
(5)  : Diisi nama pejabat ke -1 yang melakukan pembukaan penyegelan
(6)  : Diisi pangkat dan NIP pejabat ke -1 yang melakukan pembukaan penyegelan 
(7)  : Diisi jabatan pejabat ke -1 yang melakukan pembukaan penyegelan
(8)  : Diisi nama pejabat ke -2 yang melakukan pembukaan penyegelan
(9)  : Diisi pangkat dan NIP pejabat ke -2 yang melakukan pembukaan penyegelan 
(10) : Diisi jabatan pejabat ke -2 yang melakukan pembukaan penyegelan
(11) : Diisi hari pelaksanaan pembukaan segel (misalnya Senin, Selasa, dst) 
(12) : Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembukaan segel (misalnya : Dua Puluh Desember, 

Satu Januari, Dst) 
(13) : Diisi tahun pelaksanaan pembukaan segel (misalnya 2010, 2013, dst) 
(14) : Diisi nama dan jenis sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan pembukaan segel
(15) : Diisi nomor Voyage / Flight / Trayek / RKA Sarana Pengangkut yang terhadapnya 

dilakukan pembukaan segel
(16) : Diisi ukuran / kapasitas muatan Sarana Pengangkut yang terhadapnya dilakukan pembukaan 

segel 
(17) : Diisi nama nahkoda / pilot / pengemudi Sarana Pengangkut yang terhadapnya dilakukan 

pemnbukaan segel 
(18) : Diisi bendera Sarana Pengangkut yang terhadapnya dilakukan pembukaan segel 
(19) : Diisi nomor register / polisi Sarana Pengangkut yang terhadapnya dilakukan pembukaan 

segel 
(20) : Diisi Jumlah/Jenis/Ukuran/Nomor barang yang terhadapnya dilakukan pembukaan segel
(21) : Diisi Jenis Peti Kemas / Kemasan barang yang terhadapnya dilakukan pembukaan segel
(22) : Diisi jumlah / jenis barang yang terhadapnya dilakukan pembukaan segel 
(23) : Diisi pemilik / importir / eksportir barang yang terhadapnya dilakukan pembukaan segel
(24) : Diisi Jenis/Nomor dan Tanggal Dokumen yang terhadapnya dilakukan pembukaan segel
(25) : Diisi tempat / lokasi penyegelan
(26) : Diisi Lokasi bangunan / tempat lain yang terhadapnya dilakukan pembukaan segel 
(27) : Diisi Alamat Bangunan/Tempat Lain yang terhadapnya dilakukan pembukaan segel
(28) : Diisi nama pemilik / yang menguasai bangunan / tempat lain yang terhadapnya dilakukan 

pembukaan segel 
(29) : Diisi alamat pemilik / yang menguasai bangunan / tempat lain yang terhadapnya dilakukan 

pembukaan segel 
(30) : Diisi identitas pemilik / yang menguasai bangunan / tempat lain yang terhadapnya dilakukan 

pembukaan segel 
(31) : Diisi jumlah segel yang dibuka
(32) : Diisi nomor segel yang dibuka
(33) : Diisi nomor berita acara penyegelan yang dibuka
(34) : Diisi tanggal berita acara penyegelan yang dibuka
(35) : Diisi nama tempat / bagian dari sarana pengangkut / barang / bangunan / tempat lain yang 

segelnya dibuka 
(36) : Diisi nama yang menyaksikan pembukaan segel
(37) : Diisi alamat yang menyaksikan pembukaan segel
(38) : Diisi pekerjaan yang menyaksikan pembukaan segel
(39) : Diisi tanggal dilakukannya pembukaan segel
(40)  Diisi nama pejabat ke -1 yang melakukan pembukaan segel



 

(41) : Diisi NIP pejabat ke -1 yang melakukan pembukaan segel
(42) : Diisi nama pejabat ke – 2 yang melakukan pembukaan segel
(43) : Diisi NIP pejabat ke -2  yang melakukan pembukaan segel
(44) : Diisi nama pemilik / yang menguasai barang ke -1 yang menyaksikan pembukaan 

penyegelan 
(45) : Diisi nama pemilik / yang menguasai barang ke – 2 yang menyaksikan pembukaan segel
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 



Lampiran XVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.12 
  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
 

BERITA  ACARA MEMBAWA 
SARANA PENGANGKUT/ BARANG * 

Nomor : BA - ………….(2)……………………. 
Pada hari ini ………(3)……......… tanggal  …………(4)…....………  bulan  .............(5)................  tahun  2010 
Berdasarkan Surat Perintah  ………………………(6)………..............……… 
1. Nama : ………………(7)………………….  
 Pangkat : ………………(8)….………………     NIP : ……………(9)……………….. 
     
2. Nama : ………………(10)..………………  
 Pangkat : ………………(11)..………………      NIP : ……………(12).…………….. 
Telah membawa  : 

a. Sarana Pengangkut  
Nama  
Bendera 
No. Register 
No. Voy 
Kapasitas Muatan (GT) 
Merk / Kapasitas Mesin 
Nakhoda 
Tempat/ Lokasi 

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 

………………………(13).………………….......... 
………………………(14).………………….......... 
………………………(15).………………….......... 
………………………(16).………………….......... 
………………………(17).………………….......... 
………………………(18).………………….......... 
………………………(19).………………….......... 
………………………(20).………………….......... 

b.  Barang  
Jenis Kemasan 
Jumlah Kemasan 
Jenis Barang 
Jumlah Barang 
Pemilik Barang/Importir/Eksportir 
Jenis / Nomor dan Tgl Dokumen 

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
………………………(21).………………….......... 
………………………(22).………………….......... 
………………………(23).………………….......... 
………………………(24).………………….......... 
………………………(25).………………….......... 
………………………(26).………………….......... 

 

 
    

Dari 
Ke / Tujuan 
Alasan 
Waktu Berangkat 
Waktu Tiba 

: 
: 
: 
: 
: 

………………………………………(27)…………....................................... 
………………………………………(28)…………....................................... 
………………………………………(29)…………....................................... 
Tanggal   ………………(30)…………....    pukul ……….(31)…………… 
Tanggal   ………………(32)..……….....    pukul ……….(33)…………… 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. 
             Yang Membawa  
 
 
 
 

Yang Menyaksikan : 
 
  
 
……………(34)……………… 

 
 
 
 ……………(35).……………  
 NIP ……..(36)……………. 

     
 
 ……………(37)………………  
 NIP ……..(38)……………… 
 

 



 
 

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA MEMBAWA SARANA PENGANGKUT/ BARANG 

 
(1)  : Diisi nama Kantor yang menerbitkan Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/ Barang
(2)  : Diisi nomor urut Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/ Barang yang diterbitkan
(3)  : Diisi nama hari saat dilakukannya penarikan, misalnya Senin
(4)  : Diisi tanggal saat dilakukannya penarikan yang dituliskan dengan huruf, misalnya “tiga puluh 

satu” 
(5)  : Diisi nama bulan saat dilakukannya penarikan
(6)  : Diisi nomor surat perintah pengawasan
(7)  : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penarikan 
(8)  : Diisi pangkat Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penarikan
(9)  : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penarikan
(10) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penarikan 
(11) : Diisi pangkat Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penarikan
(12) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penarikan
(13) : Diisi nama dan jenis sarana pengangkut yang dibawa
(14) : Diisi bendera negara yang terpasang pada sarana pengangkut yang dibawa 
(15) : Diisi nomor register sarana pengangkut yang dibawa
(16) : Diisi nomor voyage sarana pengangkut yang dibawa
(17) : Diisi ukuran/ kapasitas muatan dari sarana pengangkut yang dibawa
(18) : Diisi merk/ kapasitas mesin dari sarana pengangkut yang dibawa
(19) : Diisi nama nahkoda sarana pengangkut yang dibawa
(20) : Diisinama tempat/ wilayah dilakukannya penarikan
(21) : Diisi jenis kemasan barang yang dibawa
(22) : Diisi jumlah kemasan barang yang dibawa
(23) : Diisi jenis barang yang dibawa
(24) : Diisi jumlah barang yang dibawa
(25) : Diisi nama pemilik/ importir/ eksportir yang terkait dengan barang yang dibawa 
(26) : Diisi jenis/ nomor dan tanggal dokumen yang menyertai barang pada saat dilakukan penarikan
(27) : Diisi nama tempat sarana pengangkut/ barang mulai dibawa
(28) : Diisi nama tempat tujuan sarana pengangkut/ barang akan dibawa
(29) : Diisi pertimbangan dan alasan dilakukannya penarikan
(30) : Diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya proses penarikan
(31) : Diisi waktu dimulainya proses penarikan
(32) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya proses penarikan
(33) : Diisi waktu berakhirnya proses penarikan
(34) : Diisi tanda tangan dan nama terang pengangkut/ kuasa barang atau sarana pengangkut yang 

menyaksikan penarikan 
(35) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penarikan
(36) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penarikan
(37) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penarikan
(38) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penarikan
 

DIREKTUR JENDERAL, 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.13  
 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
BERITA ACARA SERAH TERIMA  

SARANA PENGANGKUT / BARANG* 
Nomor : BA - ……………..(2)……………………… 

 
Pada hari ini …………(3)………… tanggal …………(4)………… bulan …………(5)………  tahun 2010  

Berdasarkan Surat Perintah Direktur / Kasubdit / Kasi ………………………………(6)..…………………………  
Nomor : PRINT - …………..…(7)….……………. tanggal ……………….(8)……………………. 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama : …………………(9)…………………………. 
 Pangkat/NIP : …………………(10)………………………… 
 Jabatan : …………………(11)………………………… 
    
2. Nama : …………………(12)………………………… 
 Pangkat/NIP : …………………(13)………………………… 
 Jabatan : …………………(14)………………………… 

Telah menyerahkan : 
a. Sarana Pengangkut   
 Nama dan Jenis Sarana Pengangkut : …………………………………(15)……………………………………… 
 No. Voy/Penerb/Trayek/RKA* : …………………………………(16)……………………………………… 
 Ukuran/Kapasitas Muatan : …………………………………(17)……………………………………… 
 Nakhoda/Pilot/Pengemudi : …………………………………(18)……………………………………… 
 Bendera : …………………………………(19)……………………………………… 
 Nomor Registrasi/Polisi* : …………………………………(20)……………………………………… 
 Tempat / Lokasi Penegahan : …………………………………(21)……………………………………… 
    
b. Barang   
 Jumlah/Jenis/Ukuran/ Nomor   
 Peti Kemas/Kemasan : …………………………………(22)……………………………………… 
 Jumlah/Jenis Barang : …………………………………(23)……………………………………… 
 Pemilik/Importir/Eksportir : …………………………………(24)……………………………………… 
 Jenis/Nomor dan Tanggal Dokumen : …………………………………(25)……………………………………… 
 Tempat / Lokasi Penimbunan : …………………………………(26)……………………………………… 
    
kepada  :  ………………………………………………(27)………………………………………………………………
   Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 ……(29)…. , …...…(30)………   

Yang Menerima, Yang Menyerahkan, 
 
 
 
 
 

 
 
 
( ……………(28)……………… ) 
    

 
 
 
( ………….…(31)……………… ) 
NIP ………...(32)………….... 

 
 

  
 
 
 
( ……………(33)……………… ) 
NIP ………..(34)……………… 

Mengetahui, 
 
…………(35)……… 
 
 
…………(36)……… 
 
* Coret yang tidak perlu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PETUNJUK PENGISIAN 

BERITA ACARA SERAH TERIMA SARANA PENGANGKUT/ BARANG 
(1)  : Diisi nama Kantor yang menerbitkan Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/ 

Barang 
(2)  : Diisi nomor urut Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/ Barang yang diterbitkan
(3)  : Diisi nama hari saat dilakukannya serah terima, misalnya Senin
(4)  : Diisi tanggal saat dilakukannya serah terima yang dituliskan dengan huruf, misalnya “tiga 

puluh satu” 
(5)  : Diisi nama bulan saat dilakukannya serah terima
(6)  : Diisi jabatan yang mengeluarkan surat perintah pengawasan
(7)  : Diisi nomor surat perintah pengawasan
(8)  : Diisi tanggal diterbitkannya surat perintah pengawasan
(9)  : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penyerahan 
(10)  : Diisi pangkat Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penyerahan 
(11)  : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penyerahan 
(12)  : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penyerahan 
(13)  : Diisi pangkat Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penyerahan 
(14)  : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penyerahan 
(15)  : Diisi nama dan jenis sarana pengangkut yang diserahterimakan
(16)  : Diisi nomor voyage/ penerbangan/ trayek/ RKA sarana pengangkut yang diserahterimakan
(17)  : Diisi ukuran/ kapasitas muatan dari sarana pengangkut yang diserahterimakan 
(18)  : Diisi nama nahkoda/ pilot/ pengemudi sarana pengangkut yang diserahterimakan 
(19)  : Diisi bendera negara yang terpasang pada sarana pengangkut yang diserahterimakan
(20)  : Diisi nomor register/ polisi sarana pengangkut yang diserahterimakan 
(21)  : Diisi nama tempat/ wilayah dilakukannya serah terima
(22)  : Diisi jumlah/ jenis/ ukuran/ nomor peti kemas/ kemasan yang diserahterimakan 
(23)  : Diisi jumlah/ jenis barang yang diserahterimakan
(24)  : Diisi nama pemilik/ importir/ eksportir yang terkait dengan barang yang diserahterimakan
(25)  : Diisi jenis/ nomor dan tanggal dokumen yang menyertai barang pada saat dilakukan serah 

terima 
(26)  : Diisi nama tempat/ lokasi yang menjadi tempat penimbunan/ penyimpanan barang yang 

diserahterimakan 
(27)  : Diisi nama pihak yang menerima sarana pengangkut/ barang yang diserahterimakan
(28)  : Diisi tanda tangan dan nama terang orang yang menerima sarana pengangkut/ barang yang 

diserahterimakan 
(29)  : Diisi nama kota/ wilayah tempat dilakukannya serah terima
(30)  : Diisi tanggal, bulan dan tahun dilakukannya serah terima
(31)  : Diisi tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan 

penyerahan 
(32)  : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan penyerahan 
(33)  : Diisi tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan 

penyerahan 
(34)  : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan penyerahan 
(35)  : Diisi tanda tangan dan nama terang orang ke-1 yang menyaksikan proses serah terima
(36)  : Diisi tanda tangan dan nama terang orang ke-2 yang menyaksikan proses serah terima
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.14   
 

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIPERIKSA 
 
Pada hari ini ………(1)………. tanggal …….(2)......… bulan ………..(3)………. tahun ..(4)...   bertempat di 
…………(5)……………… 
 

Nama : ……(6)…………………………………….. 
Pekerjaan : ……(7)…………………………………….. 
Alamat : ……(8)…………………………………….. 

………………………………………….. 
Identitas (KTP/SIM) : ……(9)…………………………………….. 
Sebagai nahkoda/pengangkut/ atau kuasa dari sarana pengangkut 

 
Menyatakan bahwa bersedia untuk dilakukan pemeriksaan atas : 

Sarana pengangkut dan atau 
barang diatasnya  
Nama dan Jenis Sarana Pengangkut 

 
 
: 
 

 
 
………(10)…………………………………………................... 

No. Pol/No. 
Voy./Penerb/Trayek/RKA*  

: ………(11)…………………………………………................... 

Ukuran/Kapasitas Muatan   : ………(12)…………………………………………................... 
Nahkoda/Pilot/Pengemudi  
Bendera 

: ………(13)…………………………………………................... 

Nomor Register/Polisi* : ………(14)…………………………………………................... 
Jumlah/Jenis/Ukuran : ………(15)…………………………………………................... 
Nomor Petikemas /Kemasan : ………(16)…………………………………………................... 
Jumlah/Jenis Barang : ………(17)…………………………………………................... 
Pemilik/Importir/Eksportir : ………(18)…………………………………………................... 
Jenis/Nomor dan tgl Dokumen : ………(19)…………………………………………................... 
Tempat/Lokasi pemeriksaan : ………(20)…………………………………………................... 
 
Bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh petugas adalah atas seizin dan sepengetahuan saya, dan saya 
menyatakan bahwa jumlah dan jenis barang yang dimuat oleh sarana pengangkut tersebut di atas adalah sesuai 
dengan yang kami nyatakan/ sebutkan dalam store list, tally list, cargo plan / bay plan, atau dokumen lainnya yang 
berkaitan.  
 
Demikian Surat Pernyataan Bersedia Diperiksa ini dibuat dengan sebenarnya dan saya sanggup untuk 
bertanggungjawab di muka hukum atas kebenarannya. 
 

 ………(21)……, …..…(22)………… 20.... 
 
Saksi I  
(Pejabat Bea dan Cukai) 

 
Yang Menyatakan, 

 
 
 
………(24)…………………. 
 
Saksi II 
(Pihak Pengangkut) 
 
 
………(25)…………………. 

 
 
 
…………(23)…………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TATACARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIPERIKSA 
 

(1)  : Diisi hari pembuatan berita acara 
(2)  : Diisi tanggal pembuatan berita acara 
(3)  : Diisi bulan pembuatan berita acara 
(4)  : Diisi tahun pembuatan berita acara 
(5)  : Diisi kota tempat dibuat pernyataan 
(6)  : Diisi nama pembuat pernyataan 
(7)  : Diisi pekerjaan pembuat pernyataan 
(8)  : Diisi alamat pembuat pernyataan 
(9)  : Diisi nomor identitas pembuat pernyataan (sesuai pilihan) 
(10) : Diisi nama dan jenis sarana pengangkut 
(11) : Diisi nomor Voy. / Penerb/Trayek/RKA 
(12) : Diisi ukuran dan kapasitas muatan 
(13) : Diisi nama nahkoda/pilot/pengemudi sarana pengangkut 
(14) : Diisi nomor resgiter/nomor polisi sarana pengangkut 
(15) : Diisi jumlah, jenis dan ukuran kemasan 
(16) : Diisi nomor petikemas (kontainer) dan nomor kemasan 
(17) : Diisi jumlah dan jenis barang 
(18) : Diisi nama pemilik/importir/eksportir 
(19) : Diisi jenis dan nomor dokumen pelindung 
(20) : Diisi alamat tempat dan lokasi pemeriksaan 
(21) : Diisi nama kota tempat pernyataan dibuat 
(22) : Diisi tanggal, bulan dan tahun pernyataan dibuat 
(23) : Diisi nama pembuat pernyataan 
(24) : Diisi nama saksi dari pejabat bea cukai  
(25) : Diisi nama saksi dari pihak pengangkut 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



 
Lampiran XVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.15 
  

 
SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN 

DECLARATION OF INSPECTION 
 
Nama Kapal yang diperiksa  :  
............................................................................................... 
Name of the Inspection Ship 
 
Bendera    :  
............................................................................................... 
Flag 
 
Bobot Mati    :  
............................................................................................... 
Dead Weight 
 
Agen     :  
............................................................................................... 
Agent 
 
Tanggal/ Jam Tiba   :  
............................................................................................... 
Date Time of Arrival 
 
Datang dari    :  
............................................................................................... 
Last Port 
 
Posisi Kapal    :  
............................................................................................... 
Ship Position 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai Nakhoda Kapal tersebut di atas: 
Under sign Master of The Ship 
 
Menerangkan bahwa dalam pemeriksaan di atas kapal oleh Pegawai Seksi P2 KPPBC .... 
During checking the ship by Indonesian Customs of ...... 
 
Tanggal : ........................... Dari Jam : ...................... s.d. Jam :  .................... 
Date     From time   to time 
 
Tidak terjadi kerusakan atau kehilangan barang-barang muatan, barang-barang kepunyaan Awak 
Kapal, barang-barang penumpang, dan barang-barang peralatan kapal, segala sesuatu dengan 
teratur dan baik 
There is not damage or lost of crews and passangers personal effect and ship store, everything 
running correctly 
 
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. 
 
 

Voyage No. :    
Nahkoda/ Atas nama Nakhoda 
Master/ as behalf of Master 

 
 
        …………………………………. 
Lembar 1 : Laporan 
Lembar 2 : Nahkoda Kapal 



Lampiran XVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.16 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 

SURAT IZIN MENGGUNAKAN SENJATA API DINAS 
Nomor : (1)../PRIN-(2)../BC…(3)../20..(4) 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Undang – Undang nomor 10 tahun 1996 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 17 tahun 2006, Undang – Undang nomor 11 tahun 
1996 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 39 tahun 2007, dan Peraturan 
Pemerintah nomor 56 tahun 1996 tentang Penggunaan Senjata Api Dinas DJBC, dengan ini 
kami……………(5)……………………………………………., memberikan izin kepada pejabat Bea dan 
Cukai berikut untuk menguasai, menggunakan dan bertanggungjawab atas senjata api dinas : 

1. Nama : ………………………(6)……………………………………….. 
 NIP : ………………………(7)……………………………………….. 
 Pangkat/Golongan : ………………………(8)……………………………………….. 
 Jabatan : ………………………(9)……………………………………….. 
 Jenis dan nomor seri : ……………………...(10)……………………………………… 
 Kaliber  : ……………………...(11)…………………………………….... 
 Jumlah Amunisi : ……………………...(12)……………………………………… 
2. Nama : …………………………………………………………………… 
 NIP : …………………………………………………………………… 
 Pangkat/Golongan : …………………………………………………………………… 
 Jabatan : …………………………………………………………………… 
 Jenis dan nomor seri : …………………………………………………………………… 
 Kaliber  : …………………………………………………………………… 
 Jumlah Amunisi : …………………………………………………………………… 
3. Nama : …………………………………………………………………… 
 NIP : …………………………………………………………………… 
 Pangkat/Golongan : …………………………………………………………………… 
 Jabatan : …………………………………………………………………… 
 Jenis dan nomor seri : …………………………………………………………………… 
 Kaliber  : …………………………………………………………………… 
 Jumlah amunisi : …………………………………………………………………… 
4. Dst….   

 Untuk keperluan pelaksanaan tugas …………………(13)…………….sesuai dengan Surat 
Perintah…………………(14)…………….……………………tanggal………(15)…………………… 

1. Surat izin ini berlaku sejak tanggal…………(16)………hingga………………(17)…………… 
2. Setelah selesai melaksanakan tugas agar surat izin, senjata api dinas beserta amunisinya segera 

dikembalikan kepada :………………………(18)…………………….  
3. Pemegang senjata api dinas bertanggungjawab atas senjata api dinas dan amunisinya serta dalam 

penggunaannya sesuai dengan kepentingan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut diatas; 
4. Terhadap penyalahgunaan senjata dan amunisinya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

9 Keputusan menteri keuangan RI no: KB/PU/200 tanggal 25 Juni 1966 dan kepadanya dapat dikenakan 
hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

5. Senjata ini dapat digunakan berdasarkan perintah Komandan Patroli atau terdapat hal lain yang bersifat 
memaksa dan mendesak untuk keselamatan jiwa anggota Satuan Tugas patroli dalam pelaksanaan 
tugasnya. 

 
Dikeluarkan di :……(19)………… 
Pada tanggal  :……(20)…………. 
Kepala…(21)…... 
 
 
…………………(22)……………… 
NIP……………..(23)…………….. 

 



 

PETUNJUK PENGISIAN SURAT IZIN MENGGUNAKAN SENJATA API DINAS 

1. Kolom 1 diisi Nomor surat izin 

2. Kolom 2 diisi Nomor Surat Perintah Patroli  

3. Kolom 3 diisi Kode kantor atau unit yang mengeluarkan surat izin 

4. Kolom 4 diisi Tahun surat izin 

5. Kolom 5 diisi Jabatan yang mengeluarkan surat izin 

6. Kolom 6 diisi Nama yang diberi surat izin 

7. Kolom 7 diisi NIP yang diberi surat izin 

8. Kolom 8 diisi Kedudukan Pangkat dan golongan pejabat yang diberikan surat izin 

9. Kolom 9 diisi Jabatan pejabat yang diberikan izin dalam kegiatan patroli  

10. Kolom 10 diisi Jenis senjata dan nomor seri senjata yang menjadi tanggungjawab pejabat yang 
diberikan surat izin 

11. Kolom 11 diisi Kaliber senjata 

12. Kolom 12 diisi Jumlah amunisi yang diberikan 

13. Kolom 13 diisi Sifat/jenis tugas yang dilaksanakan (seperti patroli laut, kegiatan SAR atau kegiatan 
patroli terpadu dengan instansi penegak hukum lainnya,dll) 

14. Kolom 14 diisi Nomor surat perintah patroli dan Pejabat yang Menerbitkan Surat Perintah Patroli 

15. Kolom 15 diisi Tanggal surat perintah 

16. Kolom 16 diisi Tanggal berlakunya surat izin 

17. Kolom 17 diisi Tanggal berakhirnya surat izin  

18. Kolom 18 diisi Pejabat yang memberikan surat izin 

19. Kolom 19 diisi Tempat dikeluarkannya surat izin 

20. Kolom 20 diisi Tanggal dikeluarkannya surat izin 

21. Kolom 21 diisi Pejabat yang mengeluarkan surat izin 

22. Kolom 22 diisi Nama Pejabat yang mengeluarkan surat izin 

23. Kolom 23 diisi NIP Pejabat yang mengeluarkan surat izin 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.17 
  

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 

BERITA ACARA SERAH TERIMA 
SENJATA API DINAS DJBC 

Nomor : BA -   (1)  /PRIN -     (2) /BC.  (3) /20..(4) 

Pada hari ini……(5)……..tanggal…(6)…………………bulan………(7)………..tahun….(8)……, bertempat di 
………………(9)……………., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : …………………………(10)………………………………….………...... 
NIP : …………………………(11)……………………………………………… 
Pangkat/Golongan : …………………………(12)……………………………………………… 
Jabatan : …………………………(13)……………………………………………… 

Dengan ini menyerahkan senjata api dinas beserta amunisinya yaitu : 

Jenis : ………………………(14)………………………………………………… 
Banyaknya : ………………………(15)……………………...………………………… 
Peluru : ………………………(16)……………………………………....………… 
Kondisi senjata/peluru : ………………………(17).……………………………………..………… 
Surat Senjata : ………………………(18)………………………………………………… 
Surat Perintah Patroli : ………………………(19)………………………………………………… 
Surat Perintah Belayar : ………………………(20)………………………………………………… 
untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas………(21)…………………sesuai dengan Surat 
Perintah…………(22)………..…tanggal……………(23)………..……………., kepada : 

1. Nama : …………………………(24)……………………………………………… 
 NIP : …………………………(25)……………………………………………… 
 Pangkat/Golongan : …………………………(26)……………………………………………… 
 Jabatan : Komandan Patroli 
2. Nama : …………………………(27)……………………………………………… 
 NIP : …………………………(28)……………………………………………… 
 Pangkat/Golongan : …………………………(29)……………………………………………… 
 Jabatan : Nahkoda Kapal Patroli BC 
Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di ……(30)………..pada tanggal, bulan, 
dan tahun sebagaimana tersebut diatas. 

Yang Menerima Yang Menyerahkan 
  
……………(32)…………………….. ……………(31)…………… 
NIP NIP 
 
 

 

……………(33)…………………  
NIP  

Mengetahui  
Kepala ……(34)…. 

 
 

………………(35)…….. 
NIP…………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  

SENJATA API DINAS DJBC 

1. Kolom 1 diisi Nomor Berita Acara 

2. Kolom 2 diisi Nomor Surat Perintah Patroli  

3. Kolom 3 diisi Kode kantor atau unit yang mengeluarkan Surat Perintah Patroli 

4. Kolom 4 diisi Tahun Surat Perintah Patroli 

5. Kolom 5 diisi  hari dibuatnya berita acara 

6. Kolom 6 diisi tanggal ditandatanganinya berita acara 

7. Kolom 7 diisi bulan ditandatanganinya berita acara 

8. Kolom 8 diisi tahun ditandatanganinya berita acara 

9. Kolom 9 diisi tempat ditandatanganinya berita acara 

10. Kolom 10 diisi nama pejabat yang bertanggungjawab menyimpan senjata 

11. Kolom 11 diisi NIP pejabat yang bertanggungjawab menyimpan senjata 

12. Kolom 12 diisi pangkat dan golongan pejabat yang bertanggungjawab menyimpan senjata 

13. Kolom 13 diisi jabatan pejabat yang bertanggungjawab menyimpan senjata  

14. Kolom 14 diisi jenis senjata api  

15. Kolom 15 diisi jumlah senjata api dinas 

16. Kolom 16 diisi jumlah peluru/amunisi yang diserahterimakan 

17. Kolom 17 diisi kondisi senjata beserta amunisinya 

18. Kolom 18 diisi nomor dan tanggal Surat Izin Menggunakan Senjata Api Dinas DJBC 

19. Kolom 19 diisi nomor dan tanggal Surat Perintah Patroli 

20. Kolom 20 diisi nomor dan tanggal Surat Perintah Berlayar 

21. Kolom 21 diisi Sifat/jenis tugas yang dilaksanakan (seperti patroli laut, kegiatan SAR atau kegiatan 
patroli terpadu dengan instansi penegak hukum lainnya,dll) 

22. Kolom 22 diisi Nomor surat perintah patroli dan Pejabat yang Menerbitkan Surat Perintah Patroli 

23. Kolom 23 diisi Tanggal surat perintah 

24. Kolom 24 diisi nama Komandan Patroli yang diserahi senjata api dinas 

25. Kolom 25 diisi NIP Komandan Patroli yang diserahi senjata api dinas 

26. Kolom 26 diisi kedudukan pangkat dan golongan Komandan Patroli yang diserahi senjata api dinas 

27. Kolom 27 diisi nama Nahkoda Kapal Patroli yang diserahi senjata api dinas 

28. Kolom 28 diisi NIP Nahkoda Kapal Patroli yang diserahi senjata api dinas 

29. Kolom 29 diisi kedudukan pangkat dan golongan Nahkoda Kapal Patroli yang diserahi senjata api 
dinas 

30. Kolom 30 diisitempat dibuatnya berita acara 

31. Kolom 31 diisi nama pejabat yang menyerahkan 

32. Kolom 32 diisi nama pejabat yang menerima 

33. Kolom 33 diisi nama pejabat yang menerima penyerahan 

34. Kolom 34 diisi pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli 

35. Kolom 35 diisi nama pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 



Lampiran XVIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.18 
 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
 

JURNAL DEK 
 
Berlayar di perairan ……………………………  Hari 
……………......................  Tanggal ……………….. 
 

JAM HB 

PERBAIKAN 
HALUAN 

HK RPM 

KECEPATAN 
RATA-RATA 
/JAM DALAM 

MIL 

ARAH ANGIN DAN 
KEKUATAN JENIS 
AWAN, KEADAAN 
CUACA DAN LAUT 

PENGUKURAN 
TANKI 

PENENTUAN-
PENENTUAN 

TEMPAT 
KEDUDUKAN, 

BARINGAN, 
PERISTIWA, DAN 
KEADAAN LAIN 
YANG PENTING 

PARAP 
MUALIM 

JAGA 
VAR DEV MSW BAHAN 

BAKAR 
AIR 

TAWAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

             
 
 
 Nahkoda 
  
  
 ttd 
  
 
 
 Nama ……………………. 
 NIP ……………………… 
 
 

 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



 
Lampiran XVIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.19  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
 
 No : ....................... 
 

MAINTENANCE LOG 
 
AIRCRAFT. PK - TYPE : DATE ................../...............19.......... 

Crew name Type of flight Flight  Time G.M.T. Total Time From to   
 
 
 
 
 
 

      

 
Remarks 
(After Completion of 
Flight) 

Sign. Maintenance 
(Action taken) 

Sign. 

    
 
 AIRPLANE ENG. 

NO... 
ENG. 
NO 
... 

PROP. 
NO .. 

PROP. 
NO 
.. 

SINCE INSPECTION (100 
HOURS) 

 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL  ENG.1 ENG.2 AIRPLANE 
FORWARD 
TO-DAY 
TOTAL 

        

 
FLIGHT 

NO. 
GASOLINE OIL  MAINTENANCE RELEASE 

SERVICED ON 
BOARD 

L R 

     I hereby certify that aircraft PK ..........has been 
maintained in accordance with the Approved 
Aircraft Maintenance Specifications and is 
safe 
for flight. Sign ..... A.M.E. License No. 
................ Date: ............... Time : ................... 
Aircraft hours :...................Subject to the Civil 
Aviation Safety Regulation, this Maintenance 
Release is valid until .............................. A/C 
hours or for .............................days, whichever 
is t he shorter period. 

     PRE FLT. Inspection POST FLT. 
Inspection 

     excecuted : excecuted : 
     date : ..... time : ....... date : ..... time : ....... 
     Lic/Auth. No. ....... Lic/Auth. No. ....... 
     SIGN. SIGN. 
      

 
................................ 

 
 
................................ 

 
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XVIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.20 
  

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
 

 
KONSEP RADIOGRAM MASUK 

 
No. Agenda 

Stasiun 
Pengirim Penerima Dari Kepada Sifat 

T      
K. Aksi  :  ________________________________________________________________________ 

 Info  :   1. ______________________________________________________________________ 
              2.  ______________________________________________________________________ 
              3.  ______________________________________________________________________ 
 
No.: 

   
TW. 

  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
No. Agenda Masuk KP 

 
Diteruskan ke ............................................... 
 
TW ............................................................... 
 
Oleh : ............................................................ 
 

 
Diterima di Kantor Pusat 
 
TW .................................................... 
 
Oleh  : ................................................. 

 
 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 



Lampiran XIX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 

TATACARA PEMERIKSAAN KESIAPAN PATROLI LAUT 
 

(1) Sebelum pelaksanaan patroli, pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat 
yang ditunjuk : 

a. memberikan pengarahan singkat mengenai sasaran patroli dan petunjuk lain kepada 
Satuan Tugas Patroli Laut. 

b. Menerima laporan dari Komandan Patroli tentang pemeriksaan kesiapan pelaksanaan 
patroli; 

a. Menunda keberangkatan Kapal Patroli dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan 
Komandan Patroli ditemukan adanya permasalahan atas Kapal Patroli; 

c. Memerintahkan Komandan Patroli untuk memberangkatkan Kapal Patroli dalam hal dari 
hasil pemeriksaan tidak ditemukan permasalahan dan siap diberangkatkan. 

(2) Pada tahap persiapan, Komandan Patroli : 

a. memeriksa kesiapan pelaksanaan patroli dan memberikan pengarahan kepada Anggota 
Satuan Tugas Patroli Laut.   

b. Pemeriksaan tersebut sekurang-kurangnya meliputi :  
- Jumlah dan Kesiapan Anggota Satuan Tugas Patroli. 
- Kesiapan Kapal Patroli, Bahan Bakar Minyak, Logistik, Alat Komunikasi, Alat Keselamatan, 

Alat Navigasi.  
- Kelengkapan Administrasi Patroli dan Kapal Patroli. 
- Kelengkapan alat pemeriksaan dan pengamanan. 
- Kelengkapan Senjata Api Dinas beserta Amunisi. 
- Kelayakan Cuaca. 

c. Pemeriksaan kelengkapan administrasi Patroli sekurang-kurangnya meliputi :  
- Berita Acara Pemeriksaan,  
- Berita Acara Pemeriksaan Badan,  
- Surat Bukti Penindakan,  
- Berita Acara Penyegelan, 
- Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti Penindakan/Berita Acara Penindakan, 
- Berita Acara Penolakan Tanda Tangan mengenai Berita Acara Penolakan Tandatangan, 
- Berita Acara Penggunaan Senjata Api,  
- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut,  
- Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut dan Barang,  
- Surat Pernyataan Bersedia Diperiksa dan Kebenaran Muatan Sarana Pengangkut,  
- Surat Pernyataan Hasil Pemeriksaan. 

d. Pemeriksaan kondisi Kapal Patroli sekurang – kurangnya meliputi : 

- Ketersediaan bahan bakar patroli untuk melaksanakan patroli sesuai dengan sasaran 
patroli; 

- Ketersedian ransum, air bersih, serta sarana penunjang hidup lainnya yang dibutuhkan 
oleh Satuan Tugas Patroli; 

- Pemeriksaan terhadap kondisi mesin – mesin penggerak utama dari kapal patroli; 

- Seluruh alat navigasi, seperti radar, pengukur kedalaman, GPS, lampu – lampu dan 
bendera navigasi, serta alat – alat navigasi lainnya telah berjalan dengan baik; 

- alat – alat penyelamatan seperti life jacket, pistol suar dan sekoci penyelamat sudah 
memenuhi kebutuhan seluruh satuan tugas patroli; 

- Jumlah dan jenis senjata api dinas, amunisinya, termasuk surat izin penggunaan 
senjata api dinas dan berita acara yang berkaitan dengan penggunaan senjata api dinas, 
beserta penempatan senjata api dinas; 

- Kelengkapan alat pemeriksaan, penyegelan dan pengamanan seperti tang, obeng, alat 
pemotong, alat ukur, senter, kamera, segel, tang segel, kawat segel, borgol, tali, dan 
sebagainya. 

 



 

 

e. Melaporkan kepada pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang 
ditunjuk, dalam hal dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya permasalahan; 

f. Dalam hal dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya permasalahan, komandan 
patroli melaporkan kesiapan keberangkatan kepada pejabat bea dan cukai yang 
menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk. 

 
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.21 
 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 

DAFTAR PEMERIKSAAN KESIAPAN PATROLI LAUT 

Kapal Patroli : ………………………………… (2) .........……………………………. 
Komandan Patroli : ………………………………... (3) ……………………………………. 
Nahkoda : ………………………………….(4) ……………………………………. 
Dasar Patroli : ………………………………….(5) ……………………………………. 
Tanggal Pemeriksaan : ………………………………….(6) ……………………………………. 
Jumlah Awak Kapal : ………………………………….(7) ……………………………………. 
Wilayah Patroli : ………………………………….(8) ……………………………………. 
Jangka Waktu Patroli : ………………………………….(9) ……………………………………. 
Kapasitas BBM : …………………………………(10) ……………………………………. 
Kapasitas Air Bersih : …………………………………(11) ……………………………………. 

 

NO JENIS PEMERIKSAAN 
HASIL PEMERIKSAAN 

SIAP BELUM SIAP 
I. Kesiapan Anggota Satuan Tugas Patroli  

 Kesiapan awak kapal (12) (12) 
 Kesehatan awak kapal (12) (12) 
 Pemberian pengarahan patrol (12) (12) 
 Lain – lain (12) (12) 

II. Kelengkapan Administrasi 
 Surat Perintah Patroli (12) (12) 
 Surat Perintah Berlayar (12) (12) 
 Berita Acara Pemeriksaan (12) (12) 
 Berita Acara Pemeriksaan Badan (12) (12) 
 Surat Bukti Penindakan (12) (12) 
 Berita Acara Penyegelan (12) (12) 
 Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti 

Penindakan/Berkas Penindakan 
(12) (12) 

 Berita Acara Penolakan tanda Tangan terhadap Berita Acara 
Penolakan Tanda Tangan 

(12) (12) 

 Berita Acara Penggunaan Senjata Api  (12) (12) 
 Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut dan/atau Barang (12) (12) 
 Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut dan/atau 

Barang 
(12) (12) 

 Surat Pernyataan Bersedia diperiksa dan Kebenaran Muatan 
Sarana Pengangkut 

(12) (12) 

 Surat Pernyataan Hasil Pemeriksaan (12) (12) 
 Buku Harian Kapal/ Jurnal Kapal (12) (12) 
 Buku Harian Komunikasi/ Jurnal Radio (12) (12) 
 Buku Harian Mesin/ Jurnal Mesin (12) (12) 

III. Kondisi Kapal 
 Ketersediaan Bahan Bakar Minyak  (12) (12) 
 Ketersediaan Air Bersih (12) (12) 
 Ransum dan Kebutuhan Dasar Hidup Anggota (12) (12) 
 Mesin Penggerak Kapal Patroli (12) (12) 
 Mesin Penjernih Air (12) (12) 
 Generator Kapal dan cadangan generator (12) (12) 
 Peralatan Penerangan (12) (12) 
 Sparepart cadangan (12) (12) 



 

 Alat komunikasi (12) (12) 
 Lampu navigasi (12) (12) 
 Lampu sorot, lampu aldis (lampu morse) (12) (12) 
 Radar (12) (12) 
 Peta Laut (12) (12) 
 GPS (12) (12) 
 Kompas (12) (12) 
 Pengukur kedalaman (echo sounder) (12) (12) 
 Alat navigasi lain (dalam hal ada) (12) (12) 
 Rompi Keselamatan (life jacket) (12) (12) 
 Pistol Suar (12) (12) 
 Sekoci penyelamat (dalam hal ada) (12) (12) 
 Life buoy (dalam hal ada) (12) (12) 
 Obat – obatan Dasar (P3K) (12) (12) 

IV. Senjata Api Dinas dan Alat Pengamanan Lainnya 
 Surat Izin Penggunaan Senjata Api Dinas (12) (12) 
 Kesesuaian Jumlah, Jenis, dan Pemegang  Senjata Api Dinas 

beserta amunisinya  
(12) (12) 

 Borgol atau alat lain untuk mengamankan pelaku (12) (12) 
 Alat keamanan lain :  ...................................... (12) (12) 

V. Kelengkapan Alat Pemeriksaan dan Penyegelan 
 Segel (kertas, kawat, timah, customs line, dll) (12) (12) 
 Tang segel (12) (12) 
 Alat tulis kantor (12) (12) 
 Alat pemotong (12) (12) 
 Alat ukur  (12) (12) 
 Tang, obeng, gergaji,dll (12) (12) 

 
Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :  

………(13)……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………........................…………………………………………....................................…………
……… 
Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar – benarnya. 

 

……………(14)………..,……………………2010 

Komandan Patroli Nahkoda Kapal Patroli BC ......... 

………………(15)……………………….. ………………(18)……………………….. 

………………(16)……………………….. ………………(19)……………………….. 

NIP ………………(17)……………………….. NIP ………………(20)………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TATACARA PENGISIAN 

DAFTAR PEMERIKSAAN KESIAPAN PATROLI 

 

(1)  : Diisi nama Kantor yang menerbitkan Daftar Kesiapan Patroli 
(2)  : Diisi Nama atau Nomor Lambung Kapal Patroli BC 
(3)  : Diisi Nama Komandan Patroli 
(4)  : Diisi Nama Nakhoda kapal patroli  
(5)  : Diisi Dokumen dasar pelaksanaan patroli berikut nomor dan tanggal 
(6)  : Diisi diisi tanggal pemeriksaan kesiapan patroli 
(7)  : Diisi jumlah awak kapal patroli 
(8)  : Diisi wilayah patroli sesuai surat perintah 
(9)  : Diisi jangka waktu patroli sesuai surat perintah 
(10) : Diisi kapasitas BBM (dalam Liter) 
(11) : Diisi kapasitas Air Bersih (dalam Liter) 
(12) : Diisi tanda (√) sesuai hasil pemeriksaan 
(13) : Diisi kesimpulan hasil pemeriksaan 
(14) : Diisi kota dan tanggal dibuatnya laporan hasil pemeriksaan 
(15) : Tanda tangan komandan patroli 
(16) : Diisi nama lengkap komandan patroli 
(17) : Diisi NIP komandan patroli 
(18) : Tanda tangan nahkoda kapal patroli 
(19) : Diisi nama lengkap nahkoda kapal patroli 
(20) : Diisi NIP Nahkoda Kapal patroli 
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XXI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

 
 

TATACARA PENGHENTIAN SARANA PENGANGKUT DALAM PATROLI LAUT 
 

(1) Untuk menghentikan sarana pengangkut, Komandan Patroli memerintahkan Satuan Tugas 
Patroli memberikan tanda yang dapat dilihat atau didengar, antara lain dengan cara: 

a. memberikan tanda berupa isyarat tangan; 
b. mengibarkan bendera semboyan huruf L (tanda berhenti internasional); 
c. memberikan tanda dengan lampu sorot; 
d. membunyikan alat bunyi yang ada di kapal patroli (sirene, suling, dan sebagainya); 
e. memberikan perintah berhenti dengan pengeras suara;  
f. menggunakan sarana komunikasi radio internasional (Channel 16 VHF); 
g. Isyarat lain yang dapat dimengerti secara umum. 

(2) Dalam hal cara-cara tersebut diatas tidak diindahkan oleh sarana pengangkut, Komandan 
Patroli : 

a. melaporkan dan meminta persetujuan dari  Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah 
Patroli untuk menghentikan sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas; 

b. dalam hal keadaan mendesak, dikhawatirkan sarana pengangkut melarikan diri atau 
membahayakan keselamatan satuan tugas patroli, atau karena halangan komunikasi tidak 
memungkinkan meminta persetujuan dari Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah 
Patroli, memerintahkan menggunakan senjata api untuk menghentkan sarana pengangkut. 

(3) Perintah berhenti dengan menggunakan senjata api dinas tersebut harus dilaksanakan secara 
berurutan sebagai berikut: 

a. melepaskan tembakan peringatan ke atas pada posisi yang dapat didengar jelas sebanyak 
2 (dua) kali. 

b. melepaskan tembakan ke bagian dari sarana pengangkut sedemikian rupa sehingga 
sarana pengangkut dapat dihentikan  

c. mengambil tindakan tegas dan keras yang seimbang sesuai dengan situasi dan kondisi 
yang dihadapi, serta kepentingan yang harus dilindungi. 

(4) Atas penghentian sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas, Komandan 
Patroli membuat Berita Acara Penggunaan Senjata Api Dinas dan segera melaporkannya 
kepada pejabat bea dan cukai yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang 
ditunjuk. 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XXII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
TATACARA PEMERIKSAAN SARANA PENGANGKUT DALAM PATROLI LAUT 

 
(1) Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut,: 

a. Komandan Patroli memerintahkan Nahkoda Kapal Patroli untuk merapatkan 
Kapal Patroli ke sarana pengangkut dengan mempertimbangkan keselamatan 
Satuan Tugas Patroli Laut dan Kapal Patroli, keadaan cuaca, kondisi dan posisi 
sarana pengangkut, yang akan diperiksa 

b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang 
bertugas untuk memeriksa sarana pengangkut; 

c. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang 
bersenjata api atau alat keamanan lainnya untuk mengamankan anggota patroli 
yang melakukan pemeriksaan; dan 

d. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang 
bersenjata api atau alat keamanan lainnya untuk mengamankan kapal patroli; 

e. menemui Nahkoda Sarana Pengangkut dengan menunjukkan Surat Perintah 
Patroli dan menjelaskan maksud serta tujuan pemeriksaan; 

f. meminta Nahkoda Sarana Pengangkut untuk menyerahkan surat ijin berlayar, 
dokumen muatan antara lain manifest, store list, tally list, cargo plan / bay plan, 
jurnal kapal, dan dokumen lainnya;  

g. memeriksa dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b; 
h. melakukan wawancara singkat dengan Nahkoda Sarana Pengangkut yang 

berkaitan dengan asal dan tujuan sarana pengangkut, muatan sarana pengangkut, 
dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu; 

i. sebelum mulai melaksanakan pemeriksaan, meminta Nahkoda Sarana Pengangkut 
untuk membuat surat pernyataan Bersedia Diperiksa dan kebenaran muatan 
sarana pengangkut yang dilaporkan dalam dokumen muatan; 

j. meminta Nahkoda Sarana Pengangkut atau kuasanya untuk menyaksikan 
pemeriksaan yang akan dilakukan; 

k. melakukan pemeriksaan terhadap muatan sarana pengangkut dengan 
membandingkannya dengan manifes atau dokumen lainnya. 

l. membuat Berita Acara Pemeriksaan sarana pengangkut yang ditandatangani 
Komandan Patroli dan 1 (satu) anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang 
melakukan pemeriksaan serta Nahkoda Sarana Pengangkut atau kuasanya; 

m. meminta Nahkoda Sarana Pengangkut atau kuasanya untuk membuat dan 
menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemeriksaan berjalan 
dengan tertib dan tidak ada kerusakan, kehilangan, dan pengambilan barang dari 
pihak sarana pengangkut yang diperiksa;  

n. meneliti ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh sarana pengangkut 
yang diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan dari anggota satuan Tugas Patroli. 

o. memerintahkan sarana pengangkut yang telah diperiksa untuk meneruskan 
perjalanannya dalam hal hasil penelitian tidak ditemukan adanya pelanggaran. 

(2) Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut, Anggota Satuan Tugas Patroli yang 
melakukan pemeriksaan: 
a. naik secara bersamaan dengan anggota satuan tugas patroli yang melakukan 

pengamanan ke sarana pengangkut yang akan diperiksa. 
b. melakukan pemeriksaan secara sistematis dan terkoordinasi pada setiap 

ruangan/kamar yang dianggap perlu antara lain pada ruang kemudi, ruang 
nahkoda dan awak sarana pengangkut lainnya, ruang mesin, palka, dek, tangki-
tangki, dan ruang-ruang tersembunyi, untuk mencari dan menemukan barang 
yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan 

c. memeriksa badan sedapat mungkin dalam ruangan khusus, setiap orang yang 
berada di atas Sarana Pengangkut, dalam hal terdapat petunjuk yang cukup bahwa 
seseorang diduga membawa barang yang melanggar Undang Undang 

d. melaporkan hasil pemeriksaan kepada komandan patroli. 
(3) Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut, Anggota Satuan Tugas Patroli yang 

melakukan pengamanan : 
a. naik secara bersamaan dengan anggota satuan tugas patroli yang melakukan 

pemeriksaan ke sarana pengangkut yang akan diperiksa; 
b. mendampingi dan mengamankan kelancaran jalannya pemeriksaan;  

 
 



 
 

(4) Dalam hal dari hasil penelitian terdapat : 
a. dugaan terjadi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai namun tidak dapat 

diketahui secara nyata perbedaan jumlah dan/atau jenis kolli/barang antara 
manifest dengan muatan kapal, dilakukan penyegelan terhadap muatan dan 
dokumen kapal. 

b. dugaan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai berupa perbedaan secara nyata 
jumlah dan/atau jenis kolli/barang antara manifest dengan muatan kapal, sarana 
pengangkut dibawa ke kantor terdekat. 

c. lebih dari satu manifest yang memuat data berbeda, atau tidak dapat menunjukkan 
manifest, sarana pengangkut dibawa ke kantor terdekat. 

d. barang yang termasuk barang larangan dan/atau pembatasan yang dicantumkan 
dalam manifest akan tetapi terdapat dugaan bahwa barang  dan/atau sarana 
pengangkut tersebut melanggar ketentuan perundang - undangan, sarana 
pengangkut dibawa ke kantor terdekat 

 
Dalam hal dari pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran dan kemudian dilakukan 
penegahan, Komandan Patroli : 
(1) memerintahkan kepada Satuan Tugas Patroli untuk : 

a. mengamankan awak sarana pengangkut dengan cara melokalisir ke bagian sarana 
pengangkut yang paling mudah diawasi atau dipindahkan ke kapal patroli setelah 
dapat dipastikan awak sarana pengangkut tersebut tidak membahayakan Satuan 
Tugas Patroli Laut dan kapal patroli; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap awak sarana pengangkut dan sarana pengangkut 
untuk menemukan kemungkinan adanya senjata api/tajam atau benda - benda lain 
yang dapat dipakai untuk melakukan perlawanan atau sabotase serta mencegah 
upaya untuk menghilangkan alat bukti; 

c. mengambil alih alat komunikasi dan navigasi sarana pengangkut, serta alat 
komunikasi lainnya yang dibawa oleh awak sarana pengangkut; 

d. mengamankan kamar mesin agar sarana pengangkut tetap dalam kondisi siap 
berlayar;  

e. mengambil alih pengendalian sarana pengangkut dan mengarahkan sesuai 
perintah komandan patroli; 

f. mengamankan surat ijin berlayar; dokumen muatan antara lain manifes, cargo 
plan, bay plan, store list, tally list, jurnal kapal, crew list; identitas diri awak 
sarana pengangkut seperti paspor dan/atau buku pelaut; dan dokumen serta 
catatan lain yang ada pada sarana pengangkut yang dapat digunakan sebagai alat 
bukti dan dasar dilakukannya penegahan;  

(2) membuat Surat Bukti Penindakan atas penindakan yang dilakukan; 
(3) melaporkan penindakan kepada pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau 

pejabat yang ditunjuk. 
(4) Membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti Penindakan/Berita 

Acara Penindakan dalam hal Nahkoda Sarana Pengangkut tidak bersedia 
menandatangani surat bukti penindakan atau berita acara penindakan, yang 
kemudian ditandatangani oleh nahkoda sarana pengangkut dengan menyebutkan 
alasan penolakannya; 

(5) membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Mengenai Berita Acara Penolakan 
Surat Bukti Penindakan dalam hal Nahkoda Sarana Pengangkut tidak bersedia 
menandatangani Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti Penindakan.  

 
Dalam hal dari pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran dan kemudian dilakukan 
penyegelan, Komandan Patroli memerintahkan : 
(1) Satuan Tugas Patroli melakukan penyegelan pada tempat – tempat tertentu antara 

lain: 
a. Pintu sarana pengangkut sedemikian rupa sehingga tidak dapat dimasuki dan 

dikuasai oleh pihak lain; 
b. Mesin, kemudi, ruang mesin dari Sarana pengangkut 
c. tutup palka dan pintu menuju palka untuk barang-barang yang disimpan di dalam 

palka, dan barang-barang di atas dek yang dapat dipindahkan ke dalam palka; 
d. tutup tangki, keran, atau selang pemasukan/pengeluaran barang-barang cair/gas; 
e. barang-barang lain yang tidak memiliki tempat penyimpanan tersendiri; dan/atau 
f. tempat-tempat, kelengkapan sarana pengangkut atau ruangan lain yang dianggap 

perlu untuk disegel. 
 



 
 

(2) membuat Berita Acara Penyegelan dengan menggunakan format terlampir  
(3) melaporkan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atas penindakan 

yang dilakukan. 
 
Dalam hal Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana 
Pengangkut yang ditegah dan dibawa, Komandan Patroli : 
(1) Membawa dan menyerahkan ke kantor terdekat, kantor Pejabat yang menerbitkan 

Surat Perintah Patroli,atau Kantor tempat tujuan, atas perintah Pejabat yang 
menerbitkan Surat Perintah Patroli. 

(2) Membawa Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana 
Pengangkut dapat dilakukan dengan cara: 
a. dikawal, yaitu memerintahkan sarana pengangkut yang ditegah menuju tempat 

yang ditentukan dengan pengawalan Kapal Patroli; atau 
b. ditarik atau digandeng, yaitu menarik atau menggandeng sarana pengangkut yang 

ditegah dengan Kapal Patroli. 
c. diangkut dengan Kapal Patroli, atau 
d. cara-cara lain yang dapat memastikan Sarana Pengangkut dan/atau barang dapat 

sampai ke Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) menyerahkan Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana 

Pengangkut, beserta berkas penindakan yang telah dilakukan kepada: 
a. Kepala Kantor terdekat atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Sarana Pengangkut 

dibawa ke Kantor terdekat; 
b. Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk, 

dalam hal Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor Pejabat Penerbit Surat Perintah 
Patroli; 

c. Kepala Kantor tempat tujuan Sarana Pengangkut atau pejabat yang ditunjuk 
dalam hal Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor tempat tujuan Sarana 
Pengangkut; 

(4) membuat Berita Acara Serah Terima. 
(5) Apabila diperlukan, Komandan patroli dapat memerintahkan anggota Satuan Tugas 

Patroli Laut untuk menyaksikan pencacahan yang dilaksanakan oleh Kantor yang 
menerima penyerahan.  

(6) melaporkan penyerahan Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak 
Sarana Pengangkut kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli. 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 



Lampiran XXIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

 
TATACARA PENGAMANAN PATROLI LAUT 

 
I. Tatacara Penanganan Keadaan Darurat Pada Kapal Patroli  

(1) Dalam hal Kapal Patroli mengalami kerusakan, komandan patroli memerintahkan Satuan 
Tugas Patroli Laut untuk: 

a. melakukan upaya perbaikan; 

b. meminta bantuan dari pihak lain yang terdekat; 

c. segera membawa kapal patroli ke pelabuhan terdekat dalam hal dapat diperkirkan 
kerusakan tersebut dapat membahayakan keselamatan kapal;  

d. melaporkan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli. 

(2) Dalam hal Kapal Patroli mengalami kebocoran, Komandan Patroli memerintahkan Satuan 
Tugas Patroli Laut untuk: 

a. melakukan upaya perbaikan; 

b. meminta bantuan dari pihak lain yang terdekat; 

c. membawa Kapal Patroli ke perairan dangkal untuk dikandaskan apabila upaya 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak berhasil; dan/atau 

d. melakukan upaya penyelamatan diri, Senjata Api Dinas dan/atau dokumen-dokumen lain 
apabila upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak berhasil. 

e. melaporkan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli  

f. membuat dokumentasi; dan 

g. membuat berita acara yang ditandatangani oleh komandan patroli dan nahkoda Kapal 
Patroli dengan menyebutkan penyebab terjadinya kebocoran dan upaya yang telah 
dilakukan.  

(3) Dalam hal Kapal Patroli mengalami kebakaran, Satuan Tugas Patroli Laut harus : 

a. melakukan upaya pemadaman dengan cara melokalisir nyala api dan mengerahkan 
seluruh alat pemadam kebakaran yang ada;  

b. melakukan olah gerak sarana pengangkut sehingga lokasi atau bagian sarana pengangkut 
yang terbakar berada di bawah atau searah dengan arah angin;  

c. Dalam hal tindakan pada butir a dan b tidak dapat mengatasi kebakaran, komandan 
patroli segera meminta bantuan kepada pihak terkait atau sarana pengangkut lain yang 
berada di sekitar lokasi 

d. melakukan upaya penyelamatan diri, Senjata Api Dinas, dan/atau dokumen-dokumen lain 
apabila upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan btidak berhasil. 

e. melaporkan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli; 

f. membuat dokumentasi; dan  

g. membuat berita acara yang ditandatangani oleh komandan patroli dan nahkoda Kapal 
Patroli dengan menyebutkan penyebab terjadinya kebakaran dan upaya yang telah 
dilakukan. 

 

II. Tatacara Penanganan Keadaan Darurat Pada Sarana Pengangkut Yang Ditegah 

(1) Dalam hal sarana pengangkut yang ditegah oleh satuan tugas patroli laut mengalami 
kerusakan, komandan patroli memerintahkan Satuan Tugas Patroli Laut dan/atau awak 
sarana pengangkut untuk: 

a. melakukan upaya perbaikan; 

b. meminta bantuan dari pihak lain yang terdekat; 

c. menarik/menggandeng Sarana Pengangkut ke pelabuhan terdekat. 

d. melaporkan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli  

 



 

 

e. membuat dokumentasi; dan  

f. membuat berita acara yang ditandatangani oleh komandan patroli dan nahkoda sarana 
pengangkut yang menyebutkan sebab terjadinya kerusakan dan menyatakan bahwa 
kerusakan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan Satuan Tugas Patroli Laut. 

(2) Dalam hal sarana pengangkut yang ditegah oleh satuan tugas patroli laut mengalami 
kebocoran, komandan patroli memerintahkan Satuan Tugas Patroli Laut dan/atau awak 
sarana pengangkut untuk: 

a. melakukan upaya perbaikan; 

b. membawa sarana pengangkut ke perairan dangkal untuk dikandaskan apabila upaya 
perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berhasil; atau 

c. melakukan upaya penyelamatan terhadap awak sarana pengangkut, dokumen-dokumen, 
dan/atau barang yang dapat dijadikan alat bukti apabila upaya pengandasan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b tidak berhasil 

d. melaporkan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli; 

e. membuat dokumentasi; dan  

f. membuat berita acara yang ditandatangani oleh komandan patroli dan nahkoda sarana 
pengangkut yang menyebutkan sebab terjadinya kebocoran dan menyatakan bahwa 
kebocoran tersebut bukan disebabkan karena kesalahan Satuan Tugas Patroli Laut.  

(3) Dalam hal sarana pengangkut yang ditegah mengalami kebakaran, komandan patroli 
memerintahkan Satuan Tugas Patroli Laut dan/atau awak sarana pengangkut untuk: 

a. melakukan upaya pemadaman dengan cara melokalisir nyala api dan mengerahkan 
seluruh alat pemadam kebakaran yang ada di atas kapal patroli maupun di atas sarana 
pengangkut;  

b. melakukan olah gerak sarana pengangkut sehingga lokasi atau bagian sarana pengangkut 
yang terbakar berada di bawah atau searah dengan arah angin;  

c. meminta bantuan kepada pihak terkait atau sarana pengangkut lain yang berada di sekitar 
lokasi; 

d. melakukan penyelamatan terhadap awak sarana pengangkut, dokumen-dokumen, 
dan/atau barang apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak 
berhasil. 

e. melaporkan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli; 

f. membuat dokumentasi; dan  

g. membuat berita acara yang ditandatangani oleh komandan patroli dan nahkoda sarana 
pengangkut yang menyebutkan sebab terjadinya kebakaran dan menyatakan bahwa 
kebakaran tersebut bukan disebabkan karena kesalahan Satuan Tugas Patroli Laut.  

 
 

III. Tatacara Pengamanan Satuan Tugas Patroli Dalam Hal Terjadi Perlawanan 
 
 

(1) Dalam hal terjadi ancaman atau perlawanan oleh awak sarana pengangkut atau pihak lain dalam 
pelaksanaan patroli, Komandan Patroli: 

a. melakukan upaya – upaya yang bersifat persuasif dan memberikan peringatan kepada awak 
sarana pengangkut yang melakukan perlawanan untuk menghentikan perlawanan dan/atau 
ancaman dan bila tidak diindahkan akan dilakukan upaya yang bersifat represif ; 

b. memastikan seluruh anggota Satuan Tugas Patroli dalam keadaan siaga dan sewaktu – waktu 
dapat menyelamatkan diri dalam hal situasi sudah tidak dapat dikendalikan 

c. dalam hal awak sarana pengangkut tetap melakukan perlawanan fisik, Komandan patroli 
memerintahkan Satuan Tugas Patroli menyemprotkan air ke arah  awak sarana pengangkut; 

 

 

 



 

 

d. dalam hal tindakan pada butir 3 tidak diindahkan dan perlawanan dapat diduga akan 
membahayakan Satuan Tugas Patroli, Komandan Patroli dapat menggunakan senjata api 
dinas untuk membela diri dengan terlebih dahulu memberi peringatan dalam waktu yang 
cukup sehingga peringatan tersebut dapat dipatuhi;  

e. Dalam hal peringatan tidak dipatuhi, diberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali ke 
arah yang tidak membahayakan jiwa;  

f. Dalam hal tembakan peringatan tidak diindahkan, dilakukan penembakan yang diarahkan 
kepada sasaran dengan tujuan melumpuhkan;  

g. Tembakan peringatan tidak diperlukan dalam hal menghadapi serangan yang membahayakan 
jiwa dimana tembakan peringatan tidak dimungkinkan untuk dilakukan; 

2. Setelah dilakukan penggunaan senjata api dinas, petugas Bea dan Cukai wajib : 
a. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa sasaran sudah dapat dilumpuhkan dan 

tidak membahayakan jiwa pejabat atau orang lain; 
b. Memberikan bantuan dan perawatan sesegera mungkin kepada siapapun yang terluka atau 

terkena dampak dari penggunaan senjata api; Melakukan pengamanan lokasi kejadian; 
c. Memberitahu keluarga dari yang terluka atau terkena dampak dari penggunaan senjata dan 

menjamin keluarga mengetahui pemberitahuan tersebut dalam kesempatan pertama; 
Melaporkan penggunaan senjata api dinas kepada pejabat yang menerbitkan Surat Perintah 
Patroli; 

d. Membuat Berita Acara Penggunaan Senjata Api Dinas. 
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XXIV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.22 
 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 

BERITA ACARA PENGGUNAAN SENJATA API DINAS 
Nomor : BA - ..(1).. /PRIN-…(2)../BC..(3)../20…(4)... 

 
Pada hari ini .....(5)...... tanggal .....(6)...... bulan..(7)..tahun ..(8)..pukul ...(9)..., menyatakan bahwa : 
 

---------- Nama : ………………………………(10)...……………………………… 
---------- Pangkat/NIP : ………………………………(11)………………………………… 
---------- Jabatan : ………………………………(12)………………………………… 

 Atas perintah (dalam hal penggunaan senjata api dinas dilakukan berdasarkan perintah atasan): 
---------- Nama : ………………………………(10)...……………………………… 
---------- Pangkat/NIP : ………………………………(11)………………………………… 
---------- Jabatan : ………………………………(12)………………………………… 

Telah melakukan penggunaan senjata api dinas : 

Nomor Senjata Api Dinas : ………………(16)……………………………………………..... 
Kaliber Senjata Api Dinas : ……………..(17)..………………………………………………. 
Pemegang Izin : ……………..(18)..………………………………………………. 

Terhadap : 

--------- Nama : ……………..(19)..……………………………………………… 
--------- Tempat/tanggal lahir : ……………..(20)..……………………………………………… 
--------- Jenis kelamin : ……………..(21)..……………………………………………… 
--------- Agama  : ……………..(22)..……………………………………………… 
--------- Kewarganegaraan : ……………..(23)..……………………………………………… 
--------- Pekerjaan : ……………..(24)………………………………………………… 
---------   Alamat (sesuai KTP) 
 

: ……………..(25)………………………………………………… 

Uraian Penggunaan Senjata Api Dinas : 

Penggunaan berupa : …………(26)…………………………………………………… 
Alasan penggunaan : …………(27)…………………………………………………… 
Jumlah peluru yang digunakan : …………(28)…………………………………………………… 
Akibat dari penggunaan : …………(29)…………………………………………………… 
Tindakan yang diambil  
setelah penggunaan 

: …………(30)…………………………………………………… 

Uraian kejadian : …………(31)…………………………………………………… 
  …………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………  
--------- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan 
ditandatangani di ……(32)...pada tanggal tersebut di atas. 

 Pejabat Bea dan Cukai 

  
Mengetahui  (………..(33)……………….) 
 
 
(……….(35)…………) 

 
 
(………..(34)……………….) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENGGUNAAN SENJATA API DINAS 
 

 (1) : Diisi nomor berita acara 
 (2) : Diisi nomor Surat Perintah 
 (3) : Diisi kode kantor 
 (4) : Diisi tahun pembuatan berita acara 
 (5) : Diisi hari pembuatan berita acara 
 (6) : Diisi tanggal pembuatan berita acara 
 (7) : Diisi bulan pembuatan berita acara 
 (8) : Diisi tahun pembuatan berita acara 
 (9) : Diisi waktu pembuatan berita acara 
 (10) : Diisi nama pejabat yang menggunakan senjata api dinas 
 (11) : Diisi pangkat dan NIP pejabat yang menggunakan senjata api dinas 
 (12) : Diisi jabatan pejabat yang menggunakan senjata api dinas 
 (13) : Diisi nama pejabat yang memerintahkan penggunaan senjata api dinas 
 (14) : Diisi pangkat dan NIP pejabat yang memerintahkan penggunaan senjata api dinas 
 (15) : Diisi jabatan pejabat yang memerintahkan penggunaan senjata api dinas 
 (16) : Diisi nomor senjata api dinas yang digunakan 
 (17) : Diisi caliber senjata api dinas yang digunakan 
 (18) : Diisi nama pemegang izin dari senjata api dinas yang digunakan 
 (19) : Diisi nama orang yang terkena akibat dari penggunaan senjata api dinas 
 (20) : Diisi tempat tanggal lahir orang yang terkena akibat dari penggunaan senjata api dinas 
 (21) : Diisi jenis kelamin orang yang terkena akibat dari penggunaan senjata api dinas 
 (22) : Diisi agama orang yang terkena akibat dari penggunaan senjata api dinas 
 (23) : Diisi kewarganegaraan orang yang terkena akibat dari penggunaan senjata api dinas 
 (24) : Diisi pekerjaan orang yang terkena akibat dari penggunaan senjata api dinas 
 (25) : Diisi alamat orang yang terkena akibat dari penggunaan senjata api dinas 
 (26) : Diisi jenis penggunaan (contoh : menembak) 
 (27) : Diisi sebab dilakukannya penggunaan senjata api dinas 
 (28) : Diisi jumlah peluru yang digunakan 
 (29) : Diisi akibat dari penggunaan senjata api dinas (contoh : kematian, luka – luka) 
 (30) : Diisi tindakan yang diambil setelah dilakukan penggunaan senjata api dinas (contoh : 

membawa orang yang terkena akibat ke Rumah Sakit) 
 (31) : Diisi kronologis penggunaan senjata api dinas 
 (32) : Diisi tempat dibuatnya berita acara 
 (33) : Diisi pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penggunaan senjata api dinas 
 (34) : Diisi pejabat Bea dan Cukai yang memerintahkan penggunaan senjata api dinas  
 (35) : Diisi pejabat yang menerbitkan Surat Perintah 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XXV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.23 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
 

LAPORAN PATROLI 
Nomor: LP ………(2)………….. 

 
Berdasarkan Surat Perintah ………(3)…….. Nomor ………(4)……. tanggal ………(5)…….., telah 
melaksanakan patroli dalam rangka: * 
 a. Penindakan/Penyelidikan; 
 b. tugas rutin/test penerbangan; 
 c. Kamla/penegakan hukum/Patkor. 
di wilayah/daerah/route: *……(6)……………………………………………. 
 …………………………………………………..... 
 …………………………………………………..... 
 
Dari tanggal ……………(7)……………. s/d tanggal ……………(8)……….. 
 
Hal-hal yang dilakukan selama patroli: * 
a. memeriksa sarana pengangkut/bangunan atau tempat lain/barang/orang; 
b. melakukan pengejaran; 
c. menegah sarana pengangkut/barang/orang; 
d. menyegel sarana pengangkut/bangunan atau tempat lain/barang. 
 
Hasil patroli berupa ……………………(9)…………………. telah diserahkan kepada 
……………(10)……………. dengan Berita Acara Serah Terima Nomor ………(11)…… tanggal 
………………………(12).................………………………….... 
Kejadian lain yang perlu dilaporkan: 
…………(13)…………………………………………………….................................... 
 
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk pertanggung jawaban atas perintah yang 
diterima. 
 
 
 .................., .....(14).......... 
 Komandan Patroli 
 BC …(15)…/PK …(16)….. 
  
     ………(17)…………… 
 
 Nama ………(18)…………… 
 NIP …………(19)………….. 

* Coret yang tidak perlu. 

 



 
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PATROLI 

 
(1)  : Diisi nama kantor 
(2)  : Diisi nomor laporan  
(3)  : Diisi jabatan pejabat pemberi perintah 
(4)  : Diisi nomor surat perintah 
(5)  : Diisi tanggal surat perintah 
(6)  : Diisi wilayah pelaksanaan patroli 
(7)  : Diisi tanggal dimulainya tugas patroli 
(8)  : Diisi tanggal berakhirnya tugas patroli 
(9)  : Diisi uraian hasil patroli 
(10) : Diisi pihak yang menerima pelimpahan penindakan hasil patroli 
(11) : Diisi nomor berita acara serah terima 
(12) : Diisi tanggal berita acara serah terima 
(13) : Diisi hal-hal lain yang perlu dilaporkan 
(14) : Diisi kota dan tanggal dibuatnya laporan 
(15)  Diisi nomor lambung kapal 
(16) : Diisi nomor pesawat 
(17)  Tanda tangan yang membuat laporan 
(18) : Diisi nama yang melaporkan 
(19) : Diisi NIP pejabat yang melaporkan 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XXV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.24  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 

BERITA ACARA PENGEMBALIAN 
SENJATA API DINAS DJBC 

Nomor : BA -   (1)  /PRIN -     (2) /BC.  (3) /20..(4) 

Pada hari ini……(5)……..tanggal…(6)…………………bulan………(7)………..tahun….(8)……, bertempat di 
………………(9)……………., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : …………………………………(10)……………………………………… 
NIP : …………………………………(11)……………………………………… 
Pangkat/Golongan : …………………………………(12)……………………………………… 
Jabatan : Komandan Patroli 
Nama : …………………………………(13)……………………………………… 
NIP : …………………………………(14)……………………………………… 
Pangkat/Golongan : …………………………………(15)……………………………………… 
Jabatan : Nahkoda Kapal Patroli BC 

Dengan ini menyerahkan kembali senjata api dinas beserta amunisinya yaitu : 

Jenis : …………………………………(16)……………………………………… 
Banyaknya : …………………………………(17)……………………………………… 
Peluru : …………………………………(18)……………………………………… 
Kondisi senjata/peluru : …………………………………(19)……………………………………… 
Surat Senjata : …………………………………(20)……………………………………… 
Surat Perintah Patroli : …………………………………(21)……………………………………… 
Surat Perintah Belayar : …………………………………(22)……………………………………… 

Setelah digunakan dalam pelaksanaan tugas………(23)…………………sesuai dengan Surat 
Perintah………(24)…………..…tanggal…………(25)…………..……………., kepada : 

Nama : ………………………….…(26)………………………………………...... 
NIP : …………………………….(27)………………………...………………… 
Pangkat/Golongan : ………………………….…(28)………………...………………………… 
Jabatan : ………………………….…(29)………………...………………………… 
 
Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di ……(30)………..pada tanggal, bulan, 
dan tahun sebagaimana tersebut diatas. 

Yang Menerima Yang Menyerahkan 

  

…………(33)……………………….. …………(31)……………… 
NIP NIP 

  

 ………………(32)…………………… 
 NIP 

Mengetahui  
Kepala ……(34)…. 

 

…………(35)………….. 
NIP…………………….. 

   

 

 

    



 

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENGEMBALIAN 
SENJATA API DINAS DJBC 

1. Kolom 1 diisi Nomor Berita Acara 

2. Kolom 2 diisi Nomor Surat Perintah Patroli  

3. Kolom 3 diisi Kode kantor atau unit yang mengeluarkan Surat Perintah Patroli 

4. Kolom 4 diisi Tahun Surat Perintah Patroli 

5. Kolom 5 diisi  hari dibuatnya berita acara 

6. Kolom 6 diisi tanggal ditandatanganinya berita acara 

7. Kolom 7 diisi bulan ditandatanganinya berita acara 

8. Kolom 8 diisi tahun ditandatanganinya berita acara 

9. Kolom 9 diisi tempat ditandatanganinya berita acara 

10. Kolom 10 diisi nama Komandan Patroli yang menyerahkan senjata api dinas 

11. Kolom 11 diisi NIP Komandan Patroli yang menyerahkan senjata api dinas 

12. Kolom 12 diisi kedudukan pangkat dan golongan Komandan Patroli yang menyerahkan senjata api 
dinas  

13. Kolom 13 diisi nama Nahkoda Kapal Patroli yang menyerahkan senjata api dinas 

14. Kolom 14 diisi NIP Nahkoda Kapal Patroli yang menyerahkan senjata api dinas 

15. Kolom 15 diisi kedudukan pangkat dan golongan Nahkoda Kapal Patroli yang menyerahkan senjata 
api dinas 

16. Kolom 16 diisi jenis senjata api  

17. Kolom 17 diisi jumlah senjata api dinas 

18. Kolom 18 diisi jumlah peluru/amunisi yang diserahterimakan 

19. Kolom 19 diisi kondisi senjata beserta amunisinya 

20. Kolom 20 diisi nomor dan tanggal Surat Izin Menggunakan Senjata Api Dinas DJBC 

21. Kolom 21 diisi nomor dan tanggal Surat Perintah Patroli 

22. Kolom 22 diisi nomor dan tanggal Surat Perintah Berlayar 

23. Kolom 23 diisi Sifat/jenis tugas yang dilaksanakan (seperti patroli laut, kegiatan SAR atau kegiatan 
patroli terpadu dengan instansi penegak hukum lainnya,dll) 

24. Kolom 24 diisi Nomor surat perintah patroli dan Pejabat yang Menerbitkan Surat Perintah Patroli 

25. Kolom 25 diisi Tanggal surat perintah 

26. Kolom  26 diisi nama pejabat yang bertanggungjawab menyimpan senjata 

27. Kolom 27 diisi NIP pejabat yang bertanggungjawab menyimpan senjata 

28. Kolom 28 diisi pangkat dan golongan pejabat yang bertanggungjawab menyimpan senjata 

29. Kolom 29 diisi jabatan pejabat yang bertanggungjawab menyimpan senjata  

30. Kolom 30 diisi tempat dibuatnya berita acara 

31. Kolom 31 diisi nama pejabat yang menyerahkan 

32. Kolom 32 diisi nama pejabat yang menyerahkan 

33. Kolom 33 diisi nama pejabat yang menerima  

34. Kolom 34 diisi pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli 

35. Kolom 35 diisi nama pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



 

Lampiran XXVI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

 
TATACARA PEMERIKSAAN KESIAPAN PATROLI DARAT 

 
(1) Sebelum pelaksanaan patroli, pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat 

yang ditunjuk : 
a. memberikan pengarahan singkat mengenai sasaran patroli dan petunjuk lain kepada 

Satuan Tugas Patroli. 
b. Menerima laporan dari Komandan Patroli tentang pemeriksaan kesiapan pelaksanaan 

patroli; 
c. Menunda keberangkatan Kendaraan Patroli dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan 

Komandan Patroli ditemukan adanya permasalahan atas Kendaraan Patroli; 
d. Memerintahkan Komandan Patroli untuk memberangkatkan Kendaraan Patroli dalam hal 

dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan permasalahan dan siap diberangkatkan. 
(2) Pada tahap persiapan, Komandan Patroli : 

a. memeriksa kesiapan pelaksanaan patroli dan memberikan pengarahan kepada Anggota 
Satuan Tugas Patroli.   

b. Pemeriksaan tersebut sekurang-kurangnya meliputi :  
- Jumlah dan Kesiapan Anggota Satuan Tugas Patroli. 
- Kesiapan Kendaraan Patroli, Bahan Bakar Minyak, Alat Komunikasi;  
- Kelengkapan Administrasi Patroli dan Kendaraan Patroli. 
- Kelengkapan alat pemeriksaan dan pengamanan. 
- Kelengkapan Senjata Api Dinas beserta Amunisi dalam hal patroli dilengkapi dengan 

senjata api. 

c. Pemeriksaan kelengkapan administrasi Patroli sekurang-kurangnya meliputi :  

- Berita Acara Pemeriksaan,  
- Berita Acara Pemeriksaan Badan,  
- Surat Bukti Penindakan,  
- Berita Acara Penyegelan, 
- Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti Penindakan/Berita Acara 

Penindakan, 
- Berita Acara Penolakan Tanda Tangan mengenai Berita Acara Penolakan 

Tandatangan, 
- Berita Acara Penggunaan Senjata Api,  
- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut,  
- Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut dan Barang,  
- Surat Pernyataan Bersedia Diperiksa dan Kebenaran Muatan Sarana Pengangkut,  
- Surat Pernyataan Hasil Pemeriksaan. 

d. Pemeriksaan kondisi Kapal Patroli sekurang – kurangnya meliputi : 
- Ketersediaan bahan bakar patroli untuk melaksanakan patroli sesuai dengan sasaran 

patroli; 
- Pemeriksaan terhadap kondisi mesin – mesin dari kendaraan patroli; 
- Jumlah dan jenis senjata api dinas, amunisinya, termasuk surat izin penggunaan 

senjata api dinas dan berita acara yang berkaitan dengan penggunaan senjata api dinas, 
beserta penempatan senjata api dinas; 

- Kelengkapan alat pemeriksaan, penyegelan dan pengamanan seperti tang, obeng, alat 
pemotong, alat ukur, senter, kamera, segel, tang segel, kawat segel, borgol, tali, dan 
sebagainya. 
 
 
 



 

e. Melaporkan kepada pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang 
ditunjuk, dalam hal dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya permasalahan; 

f.  Dalam hal dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya permasalahan, komandan 
patroli melaporkan kesiapan keberangkatan kepada pejabat bea dan cukai yang 
menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk. 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 



Lampiran XXVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 2.25 
 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 

DAFTAR PEMERIKSAAN KESIAPAN PATROLI DARAT 

Kendaraan Patroli : ………………………………… (2) .........……………………………. 
Komandan Patroli : ………………………………... (3) ……………………………………. 
Dasar Patroli : ………………………………….(4) ……………………………………. 
Tanggal Pemeriksaan : ………………………………….(5) ……………………………………. 
Jumlah personel : ………………………………….(6) ……………………………………. 
Wilayah Patroli : ………………………………….(7) ……………………………………. 
Jangka Waktu Patroli : ………………………………….(8) ……………………………………. 

 

NO JENIS PEMERIKSAAN 
HASIL PEMERIKSAAN 

SIAP BELUM SIAP 
I. Kesiapan Anggota Satuan Tugas Patroli  

 Anggota sudah diatas Kendaraan Patroli (9) (9) 
 Pemeriksaan kesehatan anggota (9) (9) 
 Pemberian pengarahan patroli (9) (9) 
 Lain – lain (9) (9) 

II. Kelengkapan Administrasi 
 Surat Perintah Patroli (9) (9) 
 Berita Acara Pemeriksaan (9) (9) 
 Berita Acara Pemeriksaan Badan (9) (9) 
 Surat Bukti Penindakan (9) (9) 
 Berita Acara Penyegelan (9) (9) 
 Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti 

Penindakan/Berkas Penindakan 
(9) (9) 

 Berita Acara Penolakan tanda Tangan terhadap Berita Acara 
Penolakan Tanda Tangan 

(9) (9) 

 Berita Acara Penggunaan Senjata Api  (9) (9) 
 Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut dan/atau Barang (9) (9) 
 Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut dan/atau Barang (9) (9) 
 Surat Pernyataan Bersedia diperiksa dan Kebenaran Muatan Sarana 

Pengangkut 
(9) (9) 

 Surat Pernyataan Hasil Pemeriksaan (9) (9) 
III. Senjata Api Dinas dan Alat Pengamanan Lainnya 

 Surat Izin Penggunaan Senjata Api Dinas (9) (9) 
 Pengamanan Senjata Api Dinas (9) (9) 
 Kesesuaian Jumlah, Jenis, dan Pemegang Senjata Api Dinas 

beserta amunisinya  
(9) (9) 

 Borgol atau alat lain untuk mengamankan pelaku (9) (9) 
IV. Kelengkapan Alat Pemeriksaan dan Penyegelan 

 Segel (kertas, kawat, timah, customs line,dll) (9) (9) 
 Tang segel (9) (9) 
 Alat tulis kantor (9) (9) 
 Alat Deteksi Pita Cukai (9) (9) 

 
Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :  

……………………………………………(10)………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar – benarnya. 

…………………(11)……..,……………………2010 

Komandan Patroli 
…………………(12)…………………….. 
 
…………………(13)…………………….. 
NIP …………….(14)……………………. 

 



  
TATACARA PENGISIAN 

DAFTAR PEMERIKSAAN KESIAPAN PATROLI DARAT 

 

(1)  : Diisi nama Kantor yang menerbitkan Daftar Kesiapan Patroli 
(2)  : Diisi Jenis atau Nomor Nomor Polisi Kendaraan Patroli BC 
(3)  : Diisi Nama Komandan Patroli 
(4)  : Diisi Dokumen dasar pelaksanaan patroli berikut nomor dan tanggal 
(5)  : Diisi diisi tanggal pemeriksaan kesiapan patroli 
(6)  : Diisi jumlah personel patroli 
(7)  : Diisi wilayah patroli sesuai surat perintah 
(8)  : Diisi jangka waktu patroli sesuai surat perintah 
(9)  : Diisi tanda (√) sesuai hasil pemeriksaan 
(10) : Diisi kesimpulan hasil pemeriksaan 
(11) : Diisi kota dan tanggal dibuatnya laporan hasil pemeriksaan 
(12) : Tanda tangan komandan patroli 
(13) : Diisi nama lengkap komandan patroli 
(14) : Diisi NIP komandan patroli 
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XXVIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
TATACARA PEMERIKSAAN SARANA PENGANGKUT DARAT 

 

(1) Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut, Komandan Patroli memerintahkan : 

a. Menghentikan sarana pengangkut dengan mempertimbangkan keamanan pelaksanaan 
pemeriksaan dan ketertiban lalu lintas; 

b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang bertugas 
untuk memeriksa sarana pengangkut; 

c. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang bersenjata 
api atau alat keamanan lainnya untuk mengamankan anggota patroli yang melakukan 
pemeriksaan; dan 

d. menemui pengemudi Sarana Pengangkut dengan menunjukkan Surat Perintah Patroli dan 
menjelaskan maksud serta tujuan pemeriksaan; 

e. meminta pengemudi Sarana Pengangkut untuk menyerahkan dan memeriksa dokumen 
muatan antara lain surat jalan, delivery order, dan dokumen lainnya yang berkaitan;  

f. melakukan wawancara singkat dengan pengemudi Sarana Pengangkut yang berkaitan 
dengan asal dan tujuan sarana pengangkut, muatan sarana pengangkut, dan hal-hal 
lainnya yang dianggap perlu; 

g. sebelum mulai melaksanakan pemeriksaan, meminta Pengemudi Sarana Pengangkut 
untuk membuat surat pernyataan Bersedia Diperiksa dan kebenaran muatan sarana 
pengangkut yang dilaporkan dalam dokumen muatan; 

h. meminta Pengemudi Sarana Pengangkut atau kuasanya untuk menyaksikan pemeriksaan 
yang akan dilakukan; 

i. melakukan pemeriksaan terhadap muatan sarana pengangkut dengan membandingkannya 
dengan surat jalan atau dokumen lainnya. 

j. membuat Berita Acara Pemeriksaan sarana pengangkut yang ditandatangani Komandan 
Patroli dan 1 (satu) anggota Satuan Tugas Patroli yang melakukan pemeriksaan serta 
Pengemudi Sarana Pengangkut atau kuasanya; 

k. meminta Pengemudi Sarana Pengangkut atau kuasanya untuk membuat dan 
menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemeriksaan berjalan dengan 
tertib dan tidak ada kerusakan, kehilangan, dan pengambilan barang dari pihak sarana 
pengangkut yang diperiksa;  

l. meneliti ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh sarana pengangkut yang 
diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan dari anggota satuan Tugas Patroli. 

m. memerintahkan sarana pengangkut yang telah diperiksa untuk meneruskan perjalanannya 
dalam hal hasil penelitian tidak ditemukan adanya pelanggaran. 

(2) Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut, Anggota Satuan Tugas Patroli yang 
melakukan pemeriksaan: 

a. naik secara bersamaan dengan anggota satuan tugas patroli yang melakukan pengamanan 
ke sarana pengangkut yang akan diperiksa. 

b. melakukan pemeriksaan secara sistematis dan terkoordinasi pada setiap ruangan/kamar 
yang dianggap perlu seperti pada ruang pengemudi, tangki-tangki, dan bagian – bagian 
tersembunyi, untuk mencari dan menemukan barang yang diduga melanggar ketentuan 
perundang-undangan 

c. memeriksa badan sedapat mungkin dalam ruangan khusus, setiap orang yang berada di 
atas Sarana Pengangkut, dalam hal terdapat petunjuk yang cukup bahwa seseorang 
diduga membawa barang yang melanggar Undang - Undang 

d. melaporkan hasil pemeriksaan kepada komandan patroli. 

(3) Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut, Anggota Satuan Tugas Patroli yang 
melakukan pengamanan mendampingi dan mengamankan kelancaran jalannya pemeriksaan;  

(4) Dalam hal dari hasil penelitian terdapat : 

a. dugaan terjadi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai dilakukan penyegelan dan 
memerintahkan pengemudi untuk membawa sarana pengangkut beserta muatannya ke 
kantor terdekat. 
 
 
 



 
b. lebih dari satu dokumen muatan yang memuat data berbeda, atau tidak dapat 

menunjukkan dokumen muatan, sarana pengangkut dibawa ke kantor terdekat. 
c. barang yang termasuk barang larangan dan/atau pembatasan yang dicantumkan dalam 

manifest akan tetapi terdapat dugaan bahwa barang  dan/atau sarana pengangkut tersebut 
melanggar ketentuan perundang - undangan, sarana pengangkut dibawa ke kantor 
terdekat 

 
Dalam hal dari pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran dan kemudian dilakukan 
penegahan, Komandan Patroli : 
(1) memerintahkan kepada Satuan Tugas Patroli untuk : 

a. mengamankan awak sarana pengangkut dengan cara melokalisir ke bagian sarana 
pengangkut yang paling mudah diawasi dan memastikan awak sarana pengangkut 
tersebut tidak membahayakan Satuan Tugas Patroli dan kendaraan patroli; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap awak sarana pengangkut dan sarana pengangkut untuk 
menemukan kemungkinan adanya senjata api/tajam atau benda - benda lain yang dapat 
dipakai untuk melakukan perlawanan atau sabotase serta mencegah upaya untuk 
menghilangkan alat bukti; 

c. mengambil alih alat komunikasi yang dibawa oleh awak sarana pengangkut; 

d. mengamankan sarana pengangkut tetap dalam kondisi siap jalan;  

e. mengambil alih pengendalian sarana pengangkut dan mengarahkan sesuai perintah 
komandan patroli; 

f. mengamankan dokumen muatan, sarana pengangkut, dan  identitas diri awak sarana 
pengangkut, dan dokumen serta catatan lain yang ada pada sarana pengangkut yang dapat 
digunakan sebagai alat bukti dan dasar dilakukannya penegahan;  

(2) membuat Surat Bukti Penindakan atas penindakan yang dilakukan; 
(3) melaporkan penindakan kepada pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau 

pejabat yang ditunjuk. 
(4) Membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti Penindakan/Berita Acara 

Penindakan dalam hal Pengemudi Sarana Pengangkut tidak bersedia menandatangani surat 
bukti penindakan atau berita acara penindakan, yang kemudian ditandatangani oleh 
pengemudi sarana pengangkut dengan menyebutkan alasan penolakannya; 

(5) membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Mengenai Berita Acara Penolakan Surat 
Bukti Penindakan dalam hal Pengemudi Sarana Pengangkut tidak bersedia menandatangani 
Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti Penindakan.  

Dalam hal dari pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran dan kemudian dilakukan 
penyegelan, Komandan Patroli memerintahkan : 

(1) Satuan Tugas Patroli melakukan penyegelan pada tempat – tempat tertentu antara lain: 

a. Pintu sarana pengangkut sedemikian rupa sehingga tidak dapat dimasuki dan dikuasai 
oleh pihak lain; 

b. Bagian bak, container, boks, atau tempat lainnya yang digunakan sebagai alat 
penyimpanan barang; 

c. Pada barang yang dimuat oleh sarana pengangkut 

d. Kain terpal atau tali simpul pengikat barang;  

e. tutup tangki, keran, atau selang pemasukan/pengeluaran barang-barang cair/gas; 

f. barang-barang lain yang tidak memiliki tempat penyimpanan tersendiri; dan/atau 

g. tempat-tempat, kelengkapan sarana pengangkut atau ruangan lain yang dianggap perlu 
untuk disegel. 

(2) membuat Berita Acara Penyegelan dengan menggunakan format terlampir  

(3) melaporkan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atas penindakan yang 
dilakukan. 

 

 

 



Dalam hal Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut yang 
ditegah dan dibawa, Komandan Patroli : 

(1) Membawa dan menyerahkan ke kantor terdekat, kantor Pejabat yang menerbitkan Surat 
Perintah Patroli,atau Kantor tempat tujuan, atas perintah Pejabat yang menerbitkan Surat 
Perintah Patroli. 

(2) Membawa Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut 
dapat dilakukan dengan cara: 

a. dikawal, yaitu memerintahkan sarana pengangkut yang ditegah menuju tempat yang 
ditentukan dengan pengawalan kendaraan Patroli; atau 

b. ditarik atau digandeng, yaitu menarik atau menggandeng sarana pengangkut yang ditegah 
dengan kendaraan Patroli. 

c. diangkut dengan Kendaraan Patroli, atau 

d. cara-cara lain yang dapat memastikan Sarana Pengangkut dan/atau barang dapat sampai 
ke Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) menyerahkan Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana 
Pengangkut, beserta berkas penindakan yang telah dilakukan kepada: 

a. Kepala Kantor terdekat atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Sarana Pengangkut dibawa 
ke Kantor terdekat; 

b. Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal 
Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor Pejabat Penerbit Surat Perintah Patroli; 

c. Kepala Kantor tempat tujuan Sarana Pengangkut atau pejabat yang ditunjuk dalam hal 
Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor tempat tujuan Sarana Pengangkut; 

(4) membuat Berita Acara Serah Terima. 
(5) Apabila diperlukan, Komandan patroli dapat memerintahkan anggota Satuan Tugas Patroli 

untuk menyaksikan pencacahan yang dilaksanakan oleh Kantor yang menerima penyerahan.  
(6) melaporkan penyerahan Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana 

Pengangkut kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli. 
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XXIX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
TATACARA PEMERIKSAAN BANGUNAN 

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan bangunan dan/atau tempat lain, Pejabat Bea dan Cukai :  

a. Menunjukkan Surat Perintah dan menjelaskan maksud dilakukannya kegiatan 
pemeriksaan bangunan dan/atau tempat lain; 

b. Meminta kepada pemilik atau yang menguasai bangunan dan/atau tempat lain 
menunjukkan tempat-tempat yang menjadi bagian dari bangunan atau tempat lain yang 
diperiksa; 

c. Meminta kepada pemilik atau yang menguasai bangunan dan/atau tempat lain 
menyerahkan barang serta surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan barang; 

d. melakukan wawancara singkat dengan yang menguasai bangunan dan/atau tempat lain 
dan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang 
dan bangunan dan/atau tempat lain; 

e. meminta pemilik bangunan dan/atau tempat lain untuk menyaksikan pemeriksaan yang 
akan dilakukan; 

f. melakukan pemeriksaan secara sistematis dan terkoordinasi pada setiap ruangan, kamar, 
barang – barang didalamnya yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan, bagian 
dari bangunan dan/atau tempat lain, termasuk didalamnya halaman, yang dianggap perlu;  

g. membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani pejabat Bea Cukai dan pemilik 
bangunan dan/atau tempat lain; 

h. meminta pemilik bangunan dan/atau tempat lain untuk membuat dan menandatangani 
surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemeriksaan berjalan dengan tertib dan tidak 
ada kerusakan, kehilangan, dan pengambilan barang dari pihak 

(2) Dalam hal pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat lain tidak memenuhi 
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai melakukan 
pemeriksaan sendiri terhadap bangunan atau tempat lain dan barang di dalamnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(3) Atas hasil pemeriksaan bangunan atau tempat lain dan barang di dalamnya dituangkan 
dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan 
pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat lain yang diperiksa; 

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai 
melakukan penegahan atas barang dan/atau bangunan atau tempat lainnya. 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 



Lampiran XXX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 

TATACARA PEMERIKSAAN BADAN 
 

1. Berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa seseorang membawa barang yang tersangkut 
pelanggaran kepabeanan atau peraturan larangan/pembatasan impor dan ekspor, Pejabat Bea 
dan Cukai berwenang memeriksa badan setiap orang yang : 
a. berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam Daerah 

Pabean; 
b. berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar 

Daerah Pabean; 
c. sedang berada di atau baru saja meninggalkan Tempat Penimbunan Sementara atau 

Tempat Penimbunan Berikat; atau 
d. sadang berada di atau baru saja meninggalkan Kawasan Pabean. 

2. Petunjuk yang cukup sabagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu adalah bukti permulaan 
ditambah dengan keterangan dan data yang diperoleh antara lain : 
a. Laporan pegawai; 
b. Laporan hasil pemeriksaan biasa; 
c. Keterangan saksi dan/atau informan; 
d. Hasil intelijen; atau 
e. Hasil pengembangan penyelidikan. 

3. Dalam hal dilakukan pemeriksaan badan, pejabat Bea dan Cukai : 
a. Meminta orang yang akan diperiksa menuju tempat pemeriksaan khusus untuk 

pemeriksaan badan ruangan. 
b. Pemeriksaan badan dilakukan ditempat tertutup yang dapat dikunci dan bagian dalam 

ruangan tidak dapat dilihat dari luar yang luasnya memadai untuk pemeriksaan badan 
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Pejabat Bea dan Cukai yang sama jenis kelaminnya 
dengan yang diperiksa dan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Badan. 

c. meminta orang yang diperiksa melepaskan pakaiannya dan/atau dilakukan pengujian 
medis, dalam hal berdasarkan petunjuk yang cukup diperlukan pemeriksaan badan yang 
lebih teliti. 

d. Menyerahkan orang yang diperiksa kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal 
orang yang diperiksa menolak untuk dilakukan pemeriksaan badan dan 
penyelidikan/penyidikan lebih lanjut; 

e. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Badan; 
f. Mempersilahkan orang yang diperiksa meninggalkan tempat dan meneruskan 

perjalanannya dalam hal tidak ditemukan pelanggaran; 
g. Melakukan pencacahan dan kemudian menyerahkan menyerahkan barang yang 

ditemukan dalam pemeriksaan badan dan orang yang diperiksa kepada Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai; 

h. Melakukan penyegelan di depan yang bersangkutan, atas barang yang ditegah dari hasil 
pemeriksaan badan dan kemudian membuat Berita Acara Penyegelan; 

i. Membuat Berita Acara Serah Terima dalam hal dilakukan serah terima kepada Penyidik 
Pegawai Negeri SIpil (PPNS)  

j. Membuat laporan kepada Pejabat yang Mengeluarkan Surat Perintah dengan 
melampirkan Surat Bukti Penindakan, Berita Acara Pemeriksaan Badan, Berita Acara 
Serah Terima. 

4. Dalam hal diperlukan dalam rangka pengejaran atau penyerahan yang diawasi (Controlled 
Delivery), pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan di tempat lain yang 
memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan badan. 

5. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menerima penyerahan melakukan : 
a. wawancara dengan menanyakan alasan-alasan yang bersangkutan menolak untuk 

diperiksa badannya; 
b. melakukan upaya paksa pemeriksaan badan setelah wawancara dilaksanakan; 
c. membuat Berita Acara Pemeriksaan Badan berdasarkan Pasal 14 Keputusan ini dan 

melampirkan hasil wawancara pada Berita Acara Pemeriksaan Badan. 

 

 

 

 



 

 

6. Atas barang yang ditegah dari hasil pemeriksaan badan tidak dapat diajukan keberatan; dan 
menjadi barang bukti. 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XXX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 2.26  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BADAN 

Nomor    :...............(1)...................  
Pada hari ini ……(2)…… tanggal ………(3)……… bulan .............(4)................  tahun ....(5)...... 

Berdasarkan Surat Perintah ………(6)………… Nomor : ……(7)…….. tanggal ………(8)………… 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Nama : ……………(9)………………………………… 
 Pangkat/NIP : ……………(10)………………………………… 
 Jabatan : ……………(11)…………………………………  
2. Nama : ……………(9)………………………………… 
 Pangkat/NIP : ……………(10)………………………………… 
 Jabatan : ……………(11)…………………………………  
3. Dst.   
dengan disaksikan oleh : 
. Nama : ……………(12)………………………………… 
 Alamat : ……………(13)………………………………… 
 Pekerjaan : ……………(14)…………………………………   
Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang : 
Nama     : ...................(15).............................. 
Alias     : ...................(16).............................. 
Tempat dan tanggal lahir   : ...................(17).............................. 
Kewarganegaraan   : ...................(18).............................. 
Alamat tempat tinggal    : ...................(19).............................. 
Alamat berdasarkan KTP/Paspor   : ...................(20).............................. 
Nomor/tanggal KTP/Paspor   : ...................(21).............................. 
Tempat/pejabat yang mengeluarkan  : ...................(22).............................. 
Datang dari     : ...................(23).............................. 
Tempat tujuan     : ...................(24).............................. 
Nama/identitas orang yang 
bepergian dengannya    : ...................(25).............................. 
Nama dan jenis sarana pengangkut 
yang digunakan     : ...................(26).............................. 
No. Voy./Penerb/Trayek/RKA*   : ...................(27).............................. 
Nahkoda/Pilot/Pengemudi*  : ...................(28).............................. 
Bendera     : ...................(29).............................. 
Nomor Register/Polisi*    : ...................(30).............................. 
Jenis/Nomor dan tanggal dokumen 
barang yang dibawa    : ...................(31)..............................  
Dalam pemeriksaan yang bersangkutan diminta membuka/tidak membuka pakaian, pemeriksaan medis*. 
..................................................(32)................................................. (uraian pakaian yang dibuka, tempat 
pemeriksaan medis)*. 

 
Hasil pemeriksaan sebagai berikut   : 
....................................................................(33).......................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
Tempat pemeriksaan dilakukan di ..........................................(34)..........................................  
Selama pemeriksaan yang diperiksa mematuhi/tidak mematuhi permintaan Pejabat Bea dan 
Cukai/menunjukkan sikap melawan/tidak menghormati Pejabat Bea dan Cukai*. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
Yang diperiksa 

(38) 
………(39)……………. 
 
Saksi 
            (40) 
 
………(41)………..…. 
 

Yang melakukan pemeriksaan 
                           (35) 
Nama .................(36)......................... 
NIP.  ..................(37).................. 
 
 (35) 
 
Nama .................(36)......................... 
NIP.  ..................(37)................. 

Keterangan : Apabila dilakukan pemeriksaan medis dilampirkan hasil pemeriksaan medis. 
* Coret yang tidak perlu 



PETUNJUK PENGISIAN  

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BADAN 

(1) Diisi nomor berita acara pemeriksaan badan. 
(2) Diisi hari dilakukannya pemeriksaan badan. 
(3) Diisi tanggal dilakukannya pemeriksaan badan. 
(4) Diisi bulan dilakukannya pemeriksaan badan. 
(5) Diisi tahun dilakukannya pemeriksaan badan. 
(6) Diisi pejabat penerbit surat perintah. 
(7) Diisi nomor surat perintah. 
(8) Diisi tanggal surat perintah. 
(9) Diisi nama pejabat yang melakukan pemeriksaan badan. 
(10) Diisi pangkat dan NIP pejabat yang melakukan pemeriksaan badan. 
(11) Diisi jabatan yang melakukan pemeriksaan badan. 
(12) Diisi nama orang yang menyaksikan pemeriksaan badan. 
(13) Diisi alamat orang yang menyaksikan pemeriksaan badan. 
(14) Diisi pekerjaan orang yang menyaksikan pemeriksaan badan. 
(15) Diisi nama orang yang dilakukan pemeriksaan badan. 
(16) Diisi nama lain dari orang (alias) yang dilakukan pemeriksaan badan. 
(17) Diisi tempat dan tanggal lahir orang yang dilakukan pemeriksaan badan dengan format 

tanggal, bulan dan tahun. Contoh : Jakarta, 1 Januari 1980 
(18) Diisi kewarganegaraan orang yang dilakukan pemeriksaan badan. 
(19) Diisi alamat tempat tinggal orang yang dilakukan pemeriksaan badan. 
(20) Diisi alamat berdasarkan KTP atau paspor. 
(21) Diisi nomor dan tanggal dibuatnya KTP atau Paspor 
(22) Diisi nama tempat dan pejabat yang mengeluarkan KTP atau Paspor 
(23) Diisi nama tempat asal perjalanan yang dilakukan pemeriksaan badan. 
(24) Diisi nama tempat tujuan perjalanan yang dilakukan pemeriksaan badan. 
(25) Diisi nama dan identitas orang yang bepergian dengannya. 
(26) Diisi nama sarana pengangkut yang digunakan oleh orang yang dilakukan pemeriksaan 

badan 
(27) Diisi nomor voyage, flight, atau nomor polisi sarana pengangkut. 
(28) Diisi nama nakhoda, pilot atau pengemudi. 
(29) Diisi bendera sarana pengangkut. 
(30) Diisi nomor register atau nomor polisi sarana pengangkut. 
(31) Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen. 
(32) Diisi uraian saat pemeriksaan badan apakah yang diperiksa diminta membuka pakaian, 

dilakukan pemeriksaan medis atau tidak. 
(33) Diisi uraian hasil pemeriksaan badan. 
(34) Diisi tempat dilakukannya pemeriksaan badan. 
(35) Diisi tanda tangan pejabat yang melakukan pemeriksaan badan. 
(36) Diisi nama pejabat yang melakukan pemeriksaan badan. 
(37) Diisi nomor induk pegawai pejabat yang melakukan pemeriksaan badan. 
(38) Diisi tanda tangan orang yang dilakukan pemeriksaan badan. 
(39) Diisi nama orang yang dilakukan pemeriksaan badan. 
(40) Diisi tanda tangan saksi. 
(41) Diisi nama saksi. 
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



 
Lampiran XXXI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

  
FORM PBC 2.27 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
SURAT BUKTI PENINDAKAN 

Nomor : SBP - …………(2)……………… 
 
1. Dasar :  Surat Perintah No…………(3)……………. tanggal ………………(4)…………………. 
 
2. Perintah yang dilaksanakan : 

a. Penegahan / penyegelan sarana pengangkut dan / atau barang diatasnya. 
b. Penghentian Pembongkaran. 
c. Pemeriksaan barang dan / atau surat / dokumen yang berkaitan dengan barang. 

 
3. Uraian Objek Penindakan : 

A. Sarana Pengangkut  
Nama  
Bendera 
No. Register 
No. Voy 
Kapasitas Muatan (GT) 
Merk / Kapasitas Mesin 
Nakhoda 
Awak kapal 
 

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
…………………………(5)………………………............ 
…………………………(6)………………………............ 
…………………………(7)………………………............ 
…………………………(8)………………………............ 
…………………………(9)………………………............ 
…………………………(10)……………………….......... 
…………………………(11)……………………….......... 
…………………………(12)……………………….......... 
 

B. Barang  
Jenis Kemasan 
Jumlah Kemasan 
Jenis Barang 
Jumlah Barang 
Pemilik Barang/Importir/Eksportir 
Jenis / Nomor dan Tgl Dokumen 

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
…………………………(13)……………………….......... 
…………………………(14)……………………….......... 
…………………………(15)……………………….......... 
…………………………(16)……………………….......... 
…………………………(17)……………………….......... 
…………………………(18)……………………….......... 
 

 
4. Uraian Penindakan   : ……………………………(19)………………………………………………. 
 
5. Alasan Penindakan   : ……………………………(20)………………………………………………. 
 
6. Dugaan Pelanggaran : Pasal……(21)…... Undang- Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. 
 
7. Tindakan yang dilakukan : 

Diizinkan meneruskan perjalanan / pemeriksaan dihentikan / diserahkan ke Kantor Pabean terdekat / diserahkan ke 
Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun / diserahkan kepada penyidik. 
Nomor / Tanggal Berita Acara Serah Terima : ……………(22)………...….…. Terlampir………(23)…………. 

 
8. Waktu Penindakan : 
    Dimulai tanggal   : ……………(24)……………. Pukul ……….(25)………… WIB 
    Berakhir tanggal  : ……………(26)……………..Pukul ……….(27)………….WIB 
 
9. Hal-Hal yang terjadi : 
…………………...………(28)…………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
 Tempat dan tanggal penindakan : ………….(29)………… 
 
             Pejabat Yang Melakukan Penindakan  
 
 
 
 

Pengangkut / pemilik 
 
 
 
  
……………(30)………………… 

 
 
 
   ……………(31)…………………  
   NIP ……..(32)………………. 

   
 
 
   ……………(33)…………………  
   NIP ……..(34)……………….. 



 
  

PETUNJUK PENGISIAN SURAT BUKTI PENINDAKAN 

(1)  : Diisi nama Kantor yang menerbitkan Surat Bukti Penindakan 

(2)  : Diisi nomor urut Surat Bukti Penindakan yang diterbitkan 

(3)  : Diisi nomor surat perintah pengawasan 

(4)  : Diisi tanggal diterbitkannya surat perintah pengawasan 

(5)  : Diisi nama dan jenis sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan 

(6)  : Diisi bendera negara yang terpasang pada sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan 

(7)  : Diisi nomor register sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan 

(8)  : Diisi nomor voyage sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan 

(9)  : Diisi ukuran/ kapasitas muatan dari sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan 

(10) : Diisi merk/ kapasitas mesin dari sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan 

(11) : Diisi nama nahkoda sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan 

(12) : Diisi jumlah awak kapal dari sarana pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan  

(13) : Diisi jenis kemasan barang yang terhadapnya dilakukan penindakan 

(14) : Diisi jumlah kemasan barang yang terhadapnya dilakukan penindakan 

(15) : Diisi jenis barang yang terhadapnya dilakukan penindakan 

(16) : Diisi jumlah barang yang terhadapnya dilakukan penindakan 

(17) : Diisi nama pemilik/ importir/ eksportir yang terkait dengan barang yang terhadapnya dilakukan 
penindakan 

(18) : Diisi jenis/ nomor dan tanggal dokumen yang menyertai barang pada saat dilakukan penindakan 

(19) : Diisi uraian singkat kronologis penindakan 

(20) : Diisi pertimbangan dan alasan dilakukannya penindakan 

(21) : Diisi nomor pasal pada undang-undang yang diduga dilanggar 

(22) : Diisi nomor dan tanggal Berita Acara Serah Terima apabila dilakukan pelimpahan 

(23) : Diisi jumlah berkas/ lampiran yang menyertai pelimpahan 

(24) : Diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya proses penindakan 

(25) : Diisi waktu dimulainya proses penindakan 

(26) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya proses penindakan 

(27) : Diisi waktu berakhirnya proses penindakan 

(28) : Diisi hal-hal lain yang perlu diterangkan pada saat proses penindakan dilakukan, misalnya: apakah yang 
ditindak melakukan perlawanan atau tidak 

(29) : Diisi nama wilayah serta tanggal, bulan dan tahun di mana Surat Bukti Penindakan ini dibuat 

(30) : Diisi tanda tangan dan nama terang pengangkut/ kuasa barang atau sarana pengangkut yang menyaksikan 
penindakan 

(31) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan pemeriksaan 

(32) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-1 yang melakukan pemeriksaan 

(33) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan pemeriksaan 

(34) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai ke-2 yang melakukan pemeriksaan 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



 
Lampiran XXXI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

  
FORM PBC 2.28 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 

BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN  
Nomor :…(2)../PRIN-..(3)../kode kantor/tahun 

--------- Pada hari ini .....(4).... tanggal ....(5)..... bulan …(6)...tahun ……(7)..pukul .....(8)..., saya :  

Nama : …………………………………(9)…………………………………………… 

NIP : …………………………………(10)…………………………………………… 

Pangkat : …………………………………(11)…………………………………………… 

Jabatan : …………………………………(12)…………………………………………… 

Dst.   
 

menyatakan bahwa setelah dibacakan ................ (13) ................................................................................,  
Saudara : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

--------- Nama : ................................(14).................................. 
--------- Tempat/tanggal lahir : ................................(15).................................. 
--------- Jenis kelamin : ................................(16).................................. 
--------- Agama  : ….............................(17).................................. 
--------- Kewarganegaraan : ................................(18).................................. 
--------- Pekerjaan : ................................(19).................................. 
---------     Alamat (sesuai KTP) 
 

: .................................(20)................................. 

menolak untuk menandatangani Berita Acara dan/atau Surat Bukti Penindakan ............... (21) .................. 
tersebut di atas dengan alasan ……………………(22)......................................... 

--------- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan 
ditandatangani di …(23)…..pada tanggal tersebut di atas. 

 

Pengangkut/pemilik/atau kuasanya 

 

 

Petugas Bea dan Cukai, 

1. (26) 1. (24) 

 

 

2. (27) 2. (25) 



 

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN 

(1) Kolom 1 diisi nama kantor 

(2) Kolom 2 diisi Nomor urut Berita Acara 

(3) Kolom 3 diisi Nomor Surat Perintah Patroli  

(4) Kolom 4 diisi  hari dibuatnya berita acara 

(5) Kolom 5 diisi tanggal ditandatanganinya berita acara 

(6) Kolom 6 diisi bulan ditandatanganinya berita acara 

(7) Kolom 7 diisi tahun ditandatanganinya berita acara 

(8) Kolom 8 diisi waktu ditandatanganinya berita acara 

(9) Kolom 9 diisi nama pejabat yang menyatakan seseorang menolak menandatangani Surat Bukti 
Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

(10) Kolom 10 diisi NIP pejabat yang menyatakan seseorang menolak menandatangani Surat Bukti 
Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

(11) Kolom 11 diisi Pangkat pejabat yang menyatakan seseorang menolak menandatangani Surat 
Bukti Penindakan atau berkas penindakan lainnya  

(12) Kolom 12 diisi jabatan pejabat yang menyatakan seseorang menolak menandatangani Surat Bukti 
Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

(13) Kolom 13 diisi jenis dan isi Surat Bukti Penindakan dan/atau Berkas Penindakan  termasuk 
dugaan pelanggaran 

(14) Kolom 14 diisi nama orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau berkas 
penindakan lainnya 

(15) Kolom 15 diisi tempat  dan tanggal lahir orang yang menolak menandatangani Surat Bukti 
Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

(16) Kolom 16 diisi jenis kelamin orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau 
berkas penindakan lainnya 

(17) Kolom 17 diisi agama orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau berkas 
penindakan lainnya 

(18) Kolom 18 diisi kewarganegaraan orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan 
atau berkas penindakan lainnya 

(19) Kolom 19 diisi pekerjaan orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau 
berkas penindakan lainnya 

(20) Kolom 20 diisi alamat orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau berkas 
penindakan lainnya 

(21) Kolom 21 diisi jenis, nomor dan tanggal dokumen yang ditolak untuk ditandatangani 

(22) Kolom 22 diisi alasan penolakan 

(23) Kolom 23 diisi tempat ditandatanganinya berita acara 

(24) Kolom 24 diisi nama dan tanda tangan  pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani 

(25) Kolom 25 diisi nama dan tanda tangan pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani 

(26) Kolom 26 diisi nama dan tanda tangan orang yang menolak menandatangani Surat Bukti 
Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

(27) Kolom 27 diisi nama nama dan tanda tangan orang yang menolak menandatangani Surat Bukti 
Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XXXI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

  
FORM PBC 2.29 

 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 

BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN  
TERHADAP BERITA ACARA PENOLAKAN TANDATANGAN 

Nomor :…(2)../PRIN-..(3)../kode kantor/tahun 

--------- Pada hari ini .....(4).... tanggal ....(5)..... bulan …(6)...tahun ……(7)..pukul .....(8)..., saya :  

Nama : …………………………………(9)…………………………………………… 

NIP : …………………………………(10)…………………………………………… 

Pangkat : …………………………………(11)…………………………………………… 

Jabatan : …………………………………(12)…………………………………………… 

Dst.   

menyatakan bahwa setelah dibacakan ............................ 13) ....................................................................... , 

Saudara : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Nama : ................................(14).................................. 
--------- Tempat/tanggal lahir : ................................(15).................................. 
--------- Jenis kelamin : ................................(16).................................. 
--------- Agama  : ….............................(17).................................. 
--------- Kewarganegaraan : ................................(18).................................. 
--------- Pekerjaan : ................................(19).................................. 
---------     Alamat (sesuai KTP) 
 

: .................................(20)................................. 

menolak untuk menandatangani Berita Acara Penolakan Tandatangan Berita Acara dan/atau Surat Bukti 
Penindakan ................. (21) ................ tersebut di atas dengan alasan ……………… (22) .........................  

--------- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup 
dan ditandatangani di ……(23)…..pada tanggal tersebut di atas. 

Saksi 

 

 

Petugas Bea dan Cukai, 

3. (26) 3. (24) 

 

 

4. (27) 4. (25) 

 



TATACARA PENGISIAN 
 BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN 

TERHADAP BERITA ACARA PENOLAKAN TANDATANGAN 

(1) Kolom 1 diisi Kode kantor 

(2) Kolom 2 diisi Nomor urut Berita acara 

(3) Kolom 3 diisi Nomor Surat Perintah Patroli  

(4) Kolom 4 diisi  hari dibuatnya berita acara 

(5) Kolom 5 diisi tanggal ditandatanganinya berita acara 

(6) Kolom 6 diisi bulan ditandatanganinya berita acara 

(7) Kolom 7 diisi tahun ditandatanganinya berita acara 

(8) Kolom 8 diisi waktu ditandatanganinya berita acara 

(9) Kolom 9 diisi nama pejabat yang menyatakan seseorang menolak menandatangani Surat 
Bukti Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

(10) Kolom 10 diisi NIP pejabat yang menyatakan seseorang menolak menandatangani Surat 
Bukti Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

(11) Kolom 11 diisi Pangkat pejabat yang menyatakan seseorang menolak menandatangani Surat 
Bukti Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

(12) Kolom 12 diisi jabatan pejabat yang menyatakan seseorang menolak menandatangani Surat 
Bukti Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

(13) Kolom 13 diisi jenis dan isi Surat Bukti Penindakan dan/atau Berkas Penindakan  termasuk 
dugaan pelanggaran 

(14) Kolom 14 diisi nama orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau 
berkas penindakan lainnya 

(15) Kolom 15 diisi tempat  dan tanggal lahir orang yang menolak menandatangani Surat Bukti 
Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

(16) Kolom 16 diisi jenis kelamin orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan 
atau berkas penindakan lainnya 

(17) Kolom 17 diisi agama orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau 
berkas penindakan lainnya 

(18) Kolom 18 diisi kewarganegaraan orang yang menolak menandatangani Surat Bukti 
Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

(19) Kolom 19 diisi pekerjaan orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau 
berkas penindakan lainnya 

(20) Kolom 20 diisi alamat orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau 
berkas penindakan lainnya 

(21) Kolom 21 diisi jenis, nomor dan tanggal dokumen yang ditolak untuk ditandatangani 

(22) Kolom 22 diisi alasan penolakan 

(23) Kolom 23 diisi tempat ditandatanganinya berita acara 

(24) Kolom 24 diisi nama dan tanda tangan  pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani 

(25) Kolom 25 diisi nama dan tanda tangan pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani 

(26) Kolom 26 diisi nama dan tanda tangan orang yang menolak menandatangani Surat Bukti 
Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

(27) Kolom 27 diisi nama nama dan tanda tangan orang yang menolak menandatangani Surat 
Bukti Penindakan atau berkas penindakan lainnya 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XXXII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

  
FORM PBC 2.30 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(A)................. 

 
 

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENINDAKAN (LPTP) 
Nomor : …………(1)………..  / kode kantor/tahun 

 
 

3 Uraian penindakan     : 
…………………………………………………(5)……………………………………………………

4 Locus  : ………………(6)…..   
5 Tempus : ………………(7)......   
6 Jam : ……………....(8)......   
7 Rincian penindakan  : 
  

 A Terhadap sarkut 
  Jenis : …………………(9)…… No. Pol/Voy/Flight :     .............(10)
  Ukuran kontainer : …………….…(11)…… Ukuran : ………(12)
  Keterangan : ……………………………………………(13)……………………
  
 B Terhadap barang 
  Komoditi : ……………………………………………(14)……………………
  Jumlah : ……………………………………………(15)……………………
  Keterangan : ……………………………………………(16)……………………
  
 C Terhadap orang  
  Nama : ……………………………………………(17)……………………
  Umur : ……………………………………………(18)……………………
  Jenis kelamin : ……………………………………………(19)……………………
  Alamat : ……………………………………………(20)……………………
  Keterangan :  ……………………………………………(21)……………………
    

 
 

........................................, ..........(31).............. 

  
 

Pejabat yang melaksanakan penindakan, 
 
 
…......(32)....….. 

 
…......(33).....….. 

  NIP. ….....(34)….... 
 

Catatan :  …………………………………………(35)………………………………………………
 

1 Surat perintah No : ……………(2)…………. Tgl : …………..(3)……………
  
2 Kategori penindakan : 

…………………………………………………(4)……………………………………………………
  

   

8 Surat Bukti Penindakan 
 Nomor : ……………………….(22) Tanggal : …………(23)……
9 Diberikan kepada : 
 Nama : ……………………(24)…… Selaku : …………(25)……
 Alamat : ……………………………………………………(26)……………
 Tanggal : ……………………(27)…… Jam : …………(28)……
  
10 Penindakan dilaporkan kepada  : …………………………………………(29)……………
11 Alasan tidak dilakukan penindakan : …………………………………………(30)……………



 
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN TUGAS PELAKSANAAN PENINDAKAN (LTPP) 

(A)     Diisi nama kantor 
(1) Diisi Nomor Laporan Tugas Penindakan Penindakan (LTPP) 
(2) Diisi Nomor Surat Perintah yang menjadi dasar pelaksanaan Penindakan 
(3) Diisi tanggal Surat Perintah yang menjadi dasar pelaksanaan Penindakan 
(4) Diisi kategori penindakan (Impor Umum, Impor Fasilitas, Impor BKC, Cukai HT, Cukai 

EA/MMEA, Ekspor, Barang tertentu, Barang Penumpang) 
(5) Diisi Uraian Penindakan (Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, atau lainnya) 
(6) Diisi Locus Pelanggaran 
(7) Diisi Tempus Pelanggaran (Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun Pelanggaran) 
(8) Diisi Tempus Pelanggaran (Jam Pelanggaran) 
(9) Diisi Jenis Sarana Pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(10) Diisi Nomor Pol/voyage/Flight Sarana Pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(11) Diisi nomor kontainer yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(12) Diisi Ukuran kontainer yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(13) Diisi Keterangan Lain terkait Sarana Pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(14) Diisi Uraian Jenis Komoditi yang terhadapnya dilakukan penindakan. 
(15) Diisi Uraian Jumlah Komoditi yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(16) Diisi Keterangan Lain terkait Komoditi yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(17) Diisi Nama Orang yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(18) Diisi Umur Orang yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(19) Diisi Jenis Kelamin Orang yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(20) Diisi Alamat Orang yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(21) Diisi Keterangan Lain terkait Orang yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(22) Diisi Nomor Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(23) Diisi Tanggal Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(24) Diisi Nama Pihak yang menerima Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(25) Diisi Kapasitas Pihak yang menerima Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(26) Diisi Alamat Pihak yang menerima Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(27) Diisi Tanggal Penyerahan Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(28) Diisi Jam Penyerahan Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(29) Diisi kepada pihak mana Penindakan dilaporkan (Atasan Pejabat yang melaksanakan Penindakan) 
(30) Diisi Alasan tidak dilakukan penindakan (dalam hal penindakan tidak dapat dilakukan) 
(31) Diisi kota dan tanggal pembuatan LTPP 
(32) Diisi Tanda tangan Pejabat yang membuat LTPP 
(33) Diisi nama Pejabat yang menerbitkan LTPP 
(34) Diisi NIP Pejabat yang menerbitkan LTP  
(35) Diisi Catatan Khusus/disposisi/petunjuk Atasan Pejabat yang menerbitkan LTPP terkait LTPP 

yang dilaporkan. 
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lampiran XXXIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 

TATACARA PENATAUSAHAAN 
PENINDAKAN SEGERA 

 

A. Unit Intelijen atau Unit Narkotika  

1. Melakukan Penindakan Segera sesuai dengan ketentuan dan membuat Surat Bukti 

Penindakan (SBP). 

2. Melakukan administrasi penomoran SBP dan berkas penindakan lainnya mengikuti 

penomoran yang diselenggarakan oleh Unit Penindakan.  

Unit Penindakan adalah Unit Penindakan Kantor DJBC dimana Unit Intelijen atau 

Unit Narkotika yang melakukan Penindakan Segera berasal. 

3. Menyerahkan hasil penindakan segera berupa SBP, berkas penindakan lainnya, dan 

barang hasil penindakan kepada Unit Penindakan dengan membuat Berita Acara 

Serah Terima Hasil Penindakan Segera sesuai dengan bentuk dan tatacara pengisian 

pada lampiran ini. 

 

B. Unit Penindakan 

1. Menerima hasil penindakan segera berupa SBP, berkas penindakan lainnya, dan 

barang hasil penindakan dengan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Serah 

Terima Hasil Penindakan Segera. 

2. Membuat Laporan Tugas Penindakan (LTP) berdasarkan Berita Acara Serah Terima 

Hasil Penindakan Segera. 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XXXIV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

  
FORM PBC 2.31 
 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

BERITA ACARA SERAH TERIMA 
HASIL PENINDAKAN SEGERA  
Nomor: BA- ….(1)…./……/20….. 

 

Pada hari ini ……(2)........ tanggal ……(3)…… bulan ……(4)........ tahun …..(5)…., 
bertempat di ……(6).…., berdasarkan Pasal 62 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor ……(7).….. tentang ………(8).……., telah dilakukan serah terima hasil penindakan 
segera dari: 

 
Nama / NIP : ......................(9).......................... 
Jabatan : ......................(10)........................ 

kepada: 

Nama / NIP : ......................(11)........................ 
Jabatan : ......................(12)........................ 

 

Hasil penindakan segera terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita 
Acara ini, sebagai berikut: 
a. Surat Bukti Penindakan Nomor: ....(13).… tanggal …..(14)..…. 
b. Berkas Penindakan 

1. …(15)… 
2. ……...... 
3. …......… dst 

c. Barang Hasil Penindakan 
1. …(16)... 
2. …......... 
3. …......... dst 

 

Sebagai pengukuhan Berita Acara ini para pihak membubuhkan tanda tangannya masing-
masing. 

 

Yang menyerahkan 

 

...............(17)............... 

 

…………(18).....……. 
NIP …….(19)..……… 

Yang menerima 

 

...............(20)............... 

 
…………(21).………. 
NIP …….(22)..……… 

 
 

 



 

 

PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PENINDAKAN SEGERA 

 

(A)  Diisi nama kantor. 

(1) Diisi nomor Berita Acara Serah Terima Hasil Penindakan Segera. 

(2) Diisi nama hari saat dilakukan serah terima. 

(3) Diisi tanggal saat dilakukan serah terima. 

(4) Diisi nama bulan saat dilakukan serah terima. 

(5) Diisi tahun saat dilakukan serah terima. 

(6) Diisi nama kantor tempat dilakukan serah terima. 

(7) Diisi nomor peraturan Direktur Jenderal. 

(8) Diisi judul/materi peraturan Direktur Jenderal. 

(9) Diisi nama dan NIP Pejabat yang menyerahkan hasil penindakan segera. 

(10) Diisi jabatan Pejabat yang menyerahkan hasil penindakan segera. 

(11) Diisi nama dan NIP Pejabat yang menerima hasil penindakan segera. 

(12) Diisi jabatan Pejabat yang menerima hasil penindakan segera. 

(13) Diisi nomor Surat Bukti Penindakan. 

(14) Diisi tanggal Surat Bukti Penindakan. 

(15) Diisi rincian berkas penindakan, contoh: Berita Acara Penyegelan nomor: xxx tanggal 

ddmmyyyy, dan lain-lain. 

(16) Diisi rincian barang hasil penindakan. 

(17) Diisi tanda tangan Pejabat yang menyerahkan hasil penindakan segera. 

(18) Diisi nama Pejabat yang menyerahkan hasil penindakan segera. 

(19) Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat yang menyerahkan hasil penindakan segera. 

(20) Diisi tanda tangan Pejabat yang menerima hasil penindakan segera. 

(21) Diisi nama Pejabat yang menerima hasil penindakan segera. 

(22) Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat yang menerima hasil penindakan segera. 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XXXIV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

  
FORM PBC 2.32 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
INFORMASI PENINDAKAN (IP) 

Nomor : IP--………(2)/kode kantor/tahun 
 
 

A Kategori penindakan    :     
………………………………………………(3)…………………………………………………….. 

  
B Uraian penindakan        : .................................................(4).............................................................. 
  
C Locus dan tempus penindakan 
 Lokasi  : ………………………………………………………(5)………………

……………………………. 
 Waktu  : ……………………(6)…………

…………. 
Jam : ………..…(7)……

……. 
       
D Rincian penindakan        
  

 1. Terhadap sarkut 
  Jenis : ………………(8)……. No.. Pol/Voy/Flight  ..…(9)..... 
  Nomor kont./Ukuran : ………………………....../.....................(10) 
  Keterangan : ………………………………………………(11)………………… 
  
 2. Terhadap barang 
  Komoditi : ………………………………………………(12)………………… 
  Jumlah : ………………………………………………(13)………………… 
  Keterangan : ………………………………………………(14)………………… 
  
 3. Terhadap orang (terkait penindakan bila diduga pelanggaran pidana) 
  Nama : ……………………………………………..(15)………………… 
  Umur : ……………………………………………..(16)………………… 
  Jenis kelamin : ……………………………………………..(17)………………… 
  Alamat : ……………………………………………..(18)………………… 
  Keterangan :  ……………………………………………..(19)………………… 
 

................., (20).............................. 

.................. (21).............................. 
 

.......... (22)............. 
 

................., (23).............................. 

................., (24).............................. 
 



 
PETUNJUK PENGISIAN INFORMASI HASIL PENINDAKAN (IP) 

 

(1) Diisi nama kantor 
(2) Diisi Nomor urut  Informasi Hasil Penindakan (IP) 
(3) Diisi kategori penindakan (impor umum, impor fasilitas, impor BKC, cukai HT, cukai EA/MMEA, 

ekspor, barang tertentu atau Barang penumpang) 
(4) Diisi dengan uraian penindakan ( Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan dan Penyegelan, atau 

lainnya). 
(5) Diisi dengan Lokasi Penindakan. 
(6) Diisi dengan Waktu Penindakan (Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun Penindakan). 
(7) Diisi dengan Waktu Penindakan (Jam Penindakan). 
(8) Diisi dengan Jenis Sarana Pengangkut yang terhadapnya dilakukan Penindakan. 
(9) Diisi dengan Nomor polisi/voyage/flight Sarana Pengangkut yang terhadapnya dilakukan 

Penindakan. 
(10) Diisi dengan nomor dan Ukuran kontainer yang terhadapnya dilakukan Penindakan. (bila ada) 
(11) Diisi dengan Keterangan Lain terkait Sarana Pengangkut yang terhadapnya dilakukan Penindakan. 
(12) Diisi dengan Uraian Komoditi Barang yang terhadapnya dilakukan Penindakan  
(13) Diisi dengan Uraian Jumlah Barang yang yang terhadapnya dilakukan Penindakan  
(14) Diisi dengan Keterangan Lain terhadap Barang yang terhadapnya dilakukan Penindakan. 
(15) Diisi dengan nama Orang yang terhadapnya dilakukan Penindakan. 
(16) Diisi dengan umur Orang yang terhadapnya dilakukan Penindakan. 
(17) Diisi dengan jenis kelamin Orang yang terhadapnya dilakukan Penindakan. 
(18) Diisi dengan alamat Orang yang terhadapnya dilakukan Penindakan. 
(19) Diisi dengan keterangan lain yang berkaitan dengan Orang yang terhadapnya dilakukan 

Penindakan. 
(20) Diisi kota dan tanggal dibuatnya IP 
(21) Diisi jabatan penandatangan IP 
(22) Tanda tangan dan cap dinas pejabat penandatangan IP 
(23) Diisi nama pejabat penandatangan IP 
(24) Diisi dengan NIP pejabat penandatangan IP 

 
 

 

 
 



 

PETUNJUK PENATAUSAHAAN INFORMASI HASIL PENINDAKAN (IP) 

I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC. 
A. PEJABAT BC PENYUSUN IP 

1. Menyusun Konsep IP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan. 
2. Menyampaikan Konsep IP kepada Atasan Penyusun IP. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep IP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun IP) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal IP yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

IP 
5. Membukukan IP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun IP dalam 

Buku Catatan IP 
B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN IP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 

1. Menerima Konsep IP dari Pejabat yang menyusun IP 
2. Melakukan supervisi terhadap kebenaran dan kelengkapan IP yang telah disusun. 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut 
kepada Pejabat Penyusun IP agar dilakukan perbaikan setentangnya. 

‐ Dalam hal tidak terdapat catatan/perbaikan, meneruskan konsep IP kepada Kasubdit 
Penindakan untuk mendapat persetujuan. 

C. KASUBDIT PENINDAKAN 
1. Menerima konsep IP dari Kepala Seksi Penindakan. 
2. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap IP : 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut 
kepada Kepala Seksi Penindakan untuk dilakukan pembetulan/perbaikan. 

‐ Dalam hal tidak terhadap catatan/perbaikan, menandatangani IP untuk diterbitkan dan 
disampaikan kepada unit yang melakukan pengumpulan dan pengolahan IP. 
(Subdirektorat Intelijen) 

 
II. PADA KANWIL DAN KPU BC 

A. PEJABAT BC PENYUSUN IP 
1. Menyusun Konsep IP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan. 
2. Menyampaikan Konsep IP kepada Atasan Penyusun IP. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep IP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun IP) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal IP yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

IP 
5. Membukukan IP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun IP dalam 

Buku Catatan IP 
B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN IP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 

1. Menerima Konsep IP dari Pejabat yang menyusun IP 
2. Melakukan supervisi terhadap kebenaran dan kelengkapan IP yang telah disusun. 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut 
kepada Pejabat Penyusun IP agar dilakukan perbaikan setentangnya. 

‐ Dalam hal tidak terdapat catatan/perbaikan, meneruskan konsep IP kepada Kabid P2 
untuk mendapat persetujuan. 

C. KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN 
1. Menerima konsep IP dari Kepala Seksi Penindakan. 
2. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap IP :  

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut 
kepada Kepala Seksi Penindakan untuk dilakukan pembetulan/perbaikan. 

‐ Dalam hal tidak terhadap catatan/perbaikan, menandatangani IP untuk diterbitkan dan 
disampaikan kepada unit yang melakukan pengumpulan dan pengolahan IP 
(Subdirektorat Intelijen) melalui Seksi Intelijen. 
 

III. PADA KPPBC TIPE MADYA DAN TIPE A 
A. PEJABAT BC PENYUSUN IP 

1. Menyusun Konsep IP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan. 
2. Menyampaikan Konsep IP kepada Atasan Penyusun IP. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep IP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun IP) 



 
 

4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal IP yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 
IP 

5. Membukukan IP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun IP dalam 
Buku Catatan IP 

B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN IP (KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN) 
1. Menerima Konsep IP dari Pejabat yang menyusun IP 
2. Melakukan supervisi terhadap kebenaran dan kelengkapan IP yang telah disusun. 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut 
kepada Pejabat Penyusun IP agar dilakukan perbaikan setentangnya. 

‐ Dalam hal tidak terdapat catatan/perbaikan, meneruskan konsep IP kepada Kasi P2 / 
Kasi Inteldak untuk mendapat persetujuan. 

C. KEPALA SEKSI P2 / KEPALA SEKSI INTELDAK 
1. Menerima konsep IP dari Kasubsi Penindakan. 
2. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap IP. 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut 
kepada Kasubsi Penindakan untuk dilakukan pembetulan/perbaikan. 

‐ Dalam hal tidak terhadap catatan/perbaikan, menandatangani IP untuk diterbitkan dan 
disampaikan kepada unit yang melakukan pengumpulan dan pengolahan IP 
(Subdirektorat Intelijen) melalui Subseksi Intelijen. 

 
IV. PADA KPPBC TIPE B 

A. PEJABAT BC PENYUSUN IP 
1. Menyusun Konsep IP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan. 
2. Menyampaikan Konsep IP kepada Atasan Penyusun IP. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep IP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun IP) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal IP yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

IP 
5. Membukukan IP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun IP dalam 

Buku Catatan IP 
B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN IP (KEPALA SUBSEKSI P2) 

1. Menerima Konsep IP dari Pejabat yang menyusun IP 
2. Melakukan supervisi terhadap kebenaran dan kelengkapan IP yang telah disusun. 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut 
kepada Pejabat Penyusun IP agar dilakukan perbaikan setentangnya. 

‐ Dalam hal tidak terdapat catatan/perbaikan, meneruskan konsep IP kepada Kasi P2 / 
Kasi Inteldak untuk mendapat persetujuan. 
 

C. KEPALA KPPBC TIPE B 
1. Menerima konsep IP dari Kasubsi Penindakan. 
2. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap IP. 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut 
kepada Kasubsi Penindakan untuk dilakukan pembetulan/perbaikan. 

‐ Dalam hal tidak terhadap catatan/perbaikan, menandatangani IP untuk diterbitkan dan 
disampaikan kepada unit yang melakukan pengumpulan dan pengolahan IP 
(Subdirektorat Intelijen) melalui Kasubsi P2. 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 



Lampiran XXXV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

  
FORM PBC 2.33 

 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(A)................. 

 
 

LAPORAN TUGAS PENINDAKAN (LTP) 
Nomor : …………(1)………..  / kode kantor/tahun 

 
 

3 Uraian penindakan     : 
…………………………………………………(5)……………………………………………………

4 Locus  : ………………(6)…..   
5 Tempus : ………………(7)......   
6 Jam : ……………....(8)......   
7 Rincian penindakan  : 
  

 A Terhadap sarkut 
  Jenis : …………………(9)…… No. Pol/Voy/Flight :     .............(10)
  Ukuran kontainer : …………….…(11)…… Ukuran : ………(12)
  Keterangan : ……………………………………………(13)……………………
  
 B Terhadap barang 
  Komoditi : ……………………………………………(14)……………………
  Jumlah : ……………………………………………(15)……………………
  Keterangan : ……………………………………………(16)……………………
  
 C Terhadap orang  
  Nama : ……………………………………………(17)……………………
  Umur : ……………………………………………(18)……………………
  Jenis kelamin : ……………………………………………(19)……………………
  Alamat : ……………………………………………(20)……………………
  Keterangan :  ……………………………………………(21)……………………
    

 
 

........................................, ..........(31).............. 

  
 

Pejabat penerbit LTP 
 
 
….(36)…. 

 
….(37)…. 

  NIP.        ….(38)… 
 

Catatan :  …………………………………………(39)………………………………………………
 

1 Surat perintah No : ……………(2)…………. Tgl : …………..(3)……………
  
2 Kategori penindakan : 

…………………………………………………(4)……………………………………………………
  

   

8 Surat Bukti Penindakan 
 Nomor : ……………………….(22) Tanggal : …………(23)……
9 Diberikan kepada : 
 Nama : ……………………(24)…… Selaku : …………(25)……
 Alamat : ……………………………………………………(26)……………
 Tanggal : ……………………(27)…… Jam : …………(28)……
  
10 Penindakan dilaporkan kepada  : …………………………………………(29)……………
11 Alasan tidak dilakukan penindakan : …………………………………………(30)……………



 
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN TUGAS PENINDAKAN (LTP) 

(A)       Diisi nama kantor 
(1) Diisi Nomor Laporan Tugas Penindakan (LTP) 
(2) Diisi Nomor Surat Perintah yang menjadi dasar pelaksanaan Penindakan 
(3) Diisi tanggal Surat Perintah yang menjadi dasar pelaksanaan Penindakan 
(4) Diisi kategori penindakan (Impor Umum, Impor Fasilitas, Impor BKC, Cukai HT, Cukai 

EA/MMEA, Ekspor, Barang tertentu, Barang Penumpang) 
(5) Diisi Uraian Penindakan (Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, atau lainnya) 
(6) Diisi Locus Pelanggaran 
(7) Diisi Tempus Pelanggaran (Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun Pelanggaran) 
(8) Diisi Tempus Pelanggaran (Jam Pelanggaran) 
(9) Diisi Jenis Sarana Pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(10) Diisi Nomor Pol/voyage/Flight Sarana Pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(11) Diisi nomor kontainer yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(12) Diisi Ukuran kontainer yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(13) Diisi Keterangan Lain terkait Sarana Pengangkut yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(14) Diisi Uraian Jenis Komoditi yang terhadapnya dilakukan penindakan. 
(15) Diisi Uraian Jumlah Komoditi yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(16) Diisi Keterangan Lain terkait Komoditi yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(17) Diisi Nama Orang yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(18) Diisi Umur Orang yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(19) Diisi Jenis Kelamin Orang yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(20) Diisi Alamat Orang yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(21) Diisi Keterangan Lain terkait Orang yang terhadapnya dilakukan penindakan 
(22) Diisi Nomor Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(23) Diisi Tanggal Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(24) Diisi Nama Pihak yang menerima Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(25) Diisi Kapasitas Pihak yang menerima Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(26) Diisi Alamat Pihak yang menerima Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(27) Diisi Tanggal Penyerahan Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(28) Diisi Jam Penyerahan Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(29) Diisi kepada pihak mana Penindakan dilaporkan (Atasan Pejabat yang melaksanakan Penindakan) 
(30) Diisi Alasan tidak dilakukan penindakan (dalam hal penindakan tidak dapat dilakukan) 
(31) Diisi kota dan tanggal pembuatan LTP 
(32) Tanda tangan atassan Pejabat yang membuat LTP  
(33) Diisi nama Atasan Pejabat yang menerbitkan LTP 
(34) Diisi nama Atasan Pejabat yang menerbitkan LTP  
(35) Diisi NIP Atasan Pejabat yang menerbitkan LTP  
(36) Tanda tangan Pejabat yang membuat LTP  
(37) Diisi nama Pejabat yang membuat LTP 
(38) Diisi NIP Pejabat yang membuat LTP 
(39) Diisi Catatan Khusus/disposisi/petunjuk Atasan Pejabat yang menerbitkan LTP terkait LTP yang 

diterbitkan. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
PETUNJUK PENATAUSAHAAN LAPORAN TUGAS PENINDAKAN (LTP) 

I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC. 
A. PEJABAT BC PENYUSUN LTP (PELAKSANA PENINDAKAN) 

1. Menyusun/membuat LTP berdasarkan kejadian Penindakan yang telah dilakukan. 
2. Memberikan Nomor dan Tanggal LTP. 
3. Menyerahkan LTP kepada Kepala Seksi Penindakan 
4. Membukukan LTP yang telah diserahkan / dilaporkan kepada Atasan Pejabat BC 

Penyusun LTP. 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN LTP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menerima LTP dari Pejabat yang menyusun LTP 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait dengan Penindakan yang dilaksanakan. 
3. Meneruskan LTP kepada Kasubdit Penindakan.  

 
C. KASUBDIT PENINDAKAN 

1. Menerima LTP dari Atasan Pejabat yang menyusun LTP. 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait dengan Penindakan yang dilaksanakan. 

 
II. PADA KANWIL DAN KPU BC.  

A. PEJABAT BC PENYUSUN LTP (PELAKSANA PENINDAKAN) 
1. Menyusun/membuat LTP berdasarkan kejadian Penindakan yang telah dilakukan. 
2. Memberikan Nomor dan Tanggal LTP. 
3. Menyerahkan LTP kepada Kepala Seksi Penindakan. 
4. Membukukan LTP yang telah diserahkan / dilaporkan kepada Atasan Pejabat BC 

Penyusun LTP. 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN LTP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menerima LTP dari Pejabat yang menyusun LTP 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait dengan Penindakan yang dilaksanakan. 
3. Meneruskan LTP kepada Kabid Penindakan dan Penyidikan.  

 
C. KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN 

1. Menerima LTP dari Atasan Pejabat yang menyusun LTP. 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait dengan Penindakan yang dilaksanakan. 
3. Meneruskan LTP kepada unit yang menerbitkan MPP / NHI dalam hal penindakan 

dilaksanakan berdasarkan MPP / NHI yang berasal dari unit vertikal diatasnya (Direktorat 
Penindakan dan Penyidikan) 
 

III. PADA KPPBC TIPE MADYA DAN TIPE A 
A. PEJABAT BC PENYUSUN LTP (PELAKSANA PENINDAKAN) 

1. Menyusun/membuat LTP berdasarkan kejadian Penindakan yang telah dilakukan. 
2. Memberikan Nomor dan Tanggal LTP. 
3. Menyerahkan LTP kepada Kasubsi Penindakan. 
4. Membukukan LTP yang telah diserahkan / dilaporkan kepada Atasan Pejabat BC 

Penyusun LTP. 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN LTP (KASUBSI PENINDAKAN) 
1. Menerima LTP dari Pejabat yang menyusun LTP 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait dengan Penindakan yang dilaksanakan. 
3. Meneruskan LTP kepada Kabid Penindakan dan Penyidikan.  

 
C. KASI P2 / KASI INTELDAK 

1. Menerima LTP dari Atasan Pejabat yang menyusun LTP. 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait dengan Penindakan yang dilaksanakan. 
3. Meneruskan LTP kepada unit yang menerbitkan MPP / NHI dalam hal penindakan 

dilaksanakan berdasarkan MPP / NHI yang berasal dari unit vertikal diatasnya (Direktorat 
Penindakan dan Penyidikan atau Bidang Penindakan dan Penyidikan KWBC) 
 
 
 



 
IV. PADA KPPBC TIPE B 

A. PEJABAT BC PENYUSUN LTP (PELAKSANA PENINDAKAN) 
1. Menyusun/membuat LTP berdasarkan kejadian Penindakan yang telah dilakukan. 
2. Memberikan Nomor dan Tanggal LTP. 
3. Menyerahkan LTP kepada Kasubsi P2. 
4. Membukukan LTP yang telah diserahkan / dilaporkan kepada Atasan Pejabat BC 

Penyusun LTP. 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN LTP (KASUBSI P2) 
1. Menerima LTP dari Pejabat yang menyusun LTP 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait dengan Penindakan yang dilaksanakan. 
3. Meneruskan LTP kepada Kabid Penindakan dan Penyidikan.  

 
C. KEPALA KANTOR 

1. Menerima LTP dari Atasan Pejabat yang menyusun LTP. 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait dengan Penindakan yang dilaksanakan. 
3. Meneruskan LTP kepada unit yang menerbitkan MPP / NHI dalam hal penindakan 

dilaksanakan berdasarkan MPP / NHI yang berasal dari unit vertikal diatasnya (Direktorat 
Penindakan dan Penyidikan atau Bidang Penindakan dan Penyidikan KWBC) 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XXXVI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

  
FORM PBC 2.34 

 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
LEMBAR PENENTUAN HASIL PENINDAKAN (LPHP) 

 

  
C Uraian penindakan       :   

………………………………………(5)…….………………………………………………
    
D Rincian penindakan      :    
  

 1 Terhadap sarkut   
  Jenis : .................(6)...............        No. Pol/Voy/Flight : ………(7).…
  Nomor kontainer : …………….….(8)…… Ukuran : ………(9).…
  Keterangan : ………………………………………(10)…….…………………………
  
 2 Terhadap barang 
  Komoditi : ………………………………….…(11)…….……………………………
  Jumlah : …………………………………….(12)…….……………………………
  Keterangan : …………………………………….(13)…….……………………………
  
 3 Terhadap orang  
  Nama : ………………………………………(14)…….…………………………
  Umur : ………………………………………(15)…….…………………………
  Jenis kelamin : ………………………………………(16)…….…………………………
  Alamat : ………………………………………(17)…….…………………………
  Keterangan :  ………………………………………(18)…….…………………………
     

 

........................................, ..........(21).............. 

Mengetahui, 
…………..(22)...………….. 
 
….(23)…. 
 
….(24)…. 

 
 

Pejabat Penganalisa, 
 
 
….(26)…. 

 
….(27)…. 

NIP.                   ….(25)….  NIP.        ….(28)… 
 

Catatan :  ………………………………………………(29)……………………………………………………
 

 

 

 

A LTP nomor : ………………(2)…… Tanggal : ……………………(3)………
    
B Kategori penindakan    :   

………………………………………(4)…….………………………………………………

E Surat Bukti Penindakan :      
………………………………………(19)…….………………………………………………

     
F Analisa hasil penindakan : 
    
     
 ………………………………………(20)…….………………………………………………
     
     



 
TATACARA PENGISIAN LAPORAN PENENTUAN HASIL PENINDAKAN (LPHP) 

(1) Diisi Nama Kantor Penerbit Laporan Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) 
(2) Diisi Nomor Laporan Tugas Penindakan (LTP) 
(3) Diisi Tanggal Laporan Tugas Penindakan (LTP) 
(4) Diisi kategori penindakan (Impor Umum, Impor Fasilitas, Impor BKC, Cukai HT, Cukai 

EA/MMEA, Ekspor, Barang tertentu, Barang Penumpang) 
(5) Diisi Uraian Penindakan (Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, atau lainnya) 
(6) Diisi Jenis, Sarana Pengangkut yang diduga terkait pelanggaran 
(7) Diisi nomor polisi/voyage/flight Sarana Pengangkut yang diduga terkait pelanggaran 
(8) Diisi nomor kontainer yang dilakukan penindakan (jika ada) 
(9) Diisi Ukuran kontainer yang diduga terkait pelanggaran 
(10) Diisi Keterangan Lain mengenai Sarana Pengangkut yang diduga terkait Pelanggaran 
(11) Diisi Uraian Komoditi yang diduga terkait pelanggaran 
(12) Diisi Uraian Jumlah Komoditi yang diduga terkait pelanggaran 
(13) Diisi Keterangan Lain mengenai Komoditi yang diduga terkait pelanggaran 
(14) Diisi Nama Orang yang terkait pelanggaran 
(15) Diisi Umur Orang yang terkait pelanggaran 
(16) Diisi Jenis Kelamin Orang yang terkait pelanggaran 
(17) Diisi Alamat Orang yang terkait pelanggaran 
(18) Diisi Keterangan Lain mengenai Komoditi yang diduga terkait pelanggaran 
(19) Diisi Nomor dan tanggal Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(20) Diisi analisa hasil penindakan (pelanggaran/bukan pelanggaran) dan rekomendasi (penerbitan 

LP/IP-1 atau rekomendasi lainnya) 
(21) Diisi kota dan tanggal pembuatan LPHP 
(22) Diisi Nama Atasan Pejabat penyusun Laporan Hasil Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) 
(23) Tanda tangan Atasan Pejabat penyusun Laporan Hasil Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) 
(24) Diisi Nama Pejabat penyusun Laporan Hasil Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) 
(25) Diisi NIP Atasan Pejabat penyusun Laporan Hasil Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) 
(26) Tanda tangan penyusun LPHP 
(27) Diisi nama penyusun LPHP 
(28) Diisi NIP penyusun Laporan Hasil Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) 
(29) Diisi Catatan/disposisi tindak lanjut Atasan Pejabat penyusun Laporan Penentuan Hasil 

Penindakan (LPHP) terkait LPHP 

 



PETUNJUK PENATAUSAHAAN  

LAPORAN PENENTUAN HASIL PENINDAKAN (LPHP) 

I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC. 
A. PEJABAT BC PENERBIT LPHP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 

1. Menyusun Konsep LPHP berdasarkan LTP yang diterima dari Pejabat yang melaksanakan 
Penindakan. 

2. Melakukan analisa untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran :  
‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan ditemukan dugaan pelanggaran, 

merekomendasikan agar diterbitkan LP dan IP-1. 
‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan tidak ditemukan dugaan 

pelanggaran, merekomendasikan tindaklanjut hasil penindakan lainnya sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Memberikan catatan lain terkait dengan Hasil Analisa Penindakan (bila diperlukan) 
4. Menyampaikan Konsep LPHP kepada Atasan Penyusun LPHP. 
5. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LPHP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LPHP) 
6. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LPHP yang telah mendapat respon dari Atasan 

Penyusun LPHP 
7. Membukukan LPHP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LPHP 

dalam Buku Catatan LPHP 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENERBIT LPHP (KASUBDIT PENINDAKAN) 
1. Menerima Konsep LPHP dari Pejabat yang menyusun LPHP 
2. Melakukan supervisi LPHP terkait : 

‐ Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran. 
‐ Rekomendasi tindak lanjut penindakan. 

3. Mengembalikan LPHP kepada Pejabat Penerbit LPHP agar dilakukan perbaikan, dalam hal 
terdapat catatan/perbaikan. 

4. Menyerahkan LPHP yang telah disetujui kepada Pejabat Penerbit LPHP agar 
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada LPHP. 
 

II. PADA KANWIL DAN KPU BC. 
A. PEJABAT BC PENERBIT LPHP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 

1. Menyusun Konsep LPHP berdasarkan LTP yang diterima dari Pejabat yang melaksanakan 
Penindakan. 

2. Melakukan analisa untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran :  
‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan ditemukan dugaan pelanggaran, 

merekomendasikan agar diterbitkan LP dan IP-1. 
‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan tidak ditemukan dugaan 

pelanggaran, merekomendasikan tindaklanjut hasil penindakan lainnya sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Memberikan catatan lain terkait dengan Hasil Analisa Penindakan (bila diperlukan) 
4. Menyampaikan Konsep LPHP kepada Atasan Penyusun LPHP. 
5. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LPHP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LPHP) 
6. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LPHP yang telah mendapat respon dari Atasan 

Penyusun LPHP 
7. Membukukan LPHP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LPHP 

dalam Buku Catatan LPHP 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENERBIT LPHP (KABID PENINDAKAN DAN 
PENYIDIKAN) 

1. Menerima Konsep LPHP dari Pejabat yang menyusun LPHP 
2. Melakukan supervisi LPHP terkait : 

‐ Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran. 
‐ Rekomendasi tindak lanjut penindakan. 

 
 
 
 



 
3. Mengembalikan LPHP kepada Pejabat Penerbit LPHP agar dilakukan perbaikan, dalam hal 

terdapat catatan/perbaikan. 
4. Menyerahkan LPHP yang telah disetujui kepada Pejabat Penerbit LPHP agar 

ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada LPHP. 
 

III. PADA KPPBC TIPE MADYA DAN TIPE A. 
A. PEJABAT BC PENERBIT LPHP (KASUBSI PENINDAKAN) 

1. Menyusun Konsep LPHP berdasarkan LTP yang diterima dari Pejabat yang melaksanakan 
Penindakan. 

2. Melakukan analisa untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran :  
‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan ditemukan dugaan pelanggaran, 

merekomendasikan agar diterbitkan LP dan IP-1. 
‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan tidak ditemukan dugaan 

pelanggaran, merekomendasikan tindaklanjut hasil penindakan lainnya sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Memberikan catatan lain terkait dengan Hasil Analisa Penindakan (bila diperlukan) 
4. Menyampaikan Konsep LPHP kepada Atasan Penyusun LPHP. 
5. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LPHP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LPHP) 
6. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LPHP yang telah mendapat respon dari Atasan 

Penyusun LPHP 
7. Membukukan LPHP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LPHP 

dalam Buku Catatan LPHP 
 

B. ATASAN PEJABAT PENERBIT LPHP (KASI P2 / KASI INTELDAK) 
1. Menerima Konsep LPHP dari Pejabat yang menyusun LPHP 
2. Melakukan supervisi LPHP terkait : 

‐ Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran. 
‐ Rekomendasi tindak lanjut penindakan. 

3. Mengembalikan LPHP kepada Pejabat Penerbit LPHP agar dilakukan perbaikan, dalam hal 
terdapat catatan/perbaikan. 

4. Menyerahkan LPHP yang telah disetujui kepada Pejabat Penerbit LPHP agar 
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada LPHP. 
 

IV. PADA KPPBC TIPE B 
A. PEJABAT BC PENERBIT LPHP (KASUBSI P2) 

1. Menyusun Konsep LPHP berdasarkan LTP yang diterima dari Pejabat yang melaksanakan 
Penindakan. 

2. Melakukan analisa untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran :  
‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan ditemukan dugaan pelanggaran, 

merekomendasikan agar diterbitkan LP dan IP-1. 
 

‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan tidak ditemukan dugaan 
pelanggaran, merekomendasikan tindaklanjut hasil penindakan lainnya sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Memberikan catatan lain terkait dengan Hasil Analisa Penindakan (bila diperlukan) 
4. Menyampaikan Konsep LPHP kepada Atasan Penyusun LPHP. 
5. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LPHP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LPHP) 
6. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LPHP yang telah mendapat respon dari Atasan 

Penyusun LPHP 
7. Membukukan LPHP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LPHP 

dalam Buku Catatan LPHP 
 

B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN LPHP (KEPALA KANTOR) 
1. Menerima Konsep LPHP dari Pejabat yang menyusun LPHP 
2. Melakukan supervisi LPHP terkait : 

‐ Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran. 
‐ Rekomendasi tindak lanjut penindakan. 

 
 
 



 
 

3. Mengembalikan LPHP kepada Pejabat Penerbit LPHP agar dilakukan perbaikan, dalam hal 
terdapat catatan/perbaikan. 

4. Menyerahkan LPHP yang telah disetujui kepada Pejabat Penerbit LPHP agar 
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada LPHP. 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 

 



Lampiran XXXVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

  
FORM PBC 2.35 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
 

LAPORAN PELANGGARAN (LP) 
Nomor : ……………(2) /kode kantor/tahun 

 
 

1.  LTP Nomor : ………………(3)…… Tanggal : ………………(4).…………
2. LPHP Nomor : ………………(5)…… Tanggal : ………………(6)…………
3. SBP Nomor : ………………(7)…… Tanggal : ………………(8)…………
  
4. Uraian penindakan  :  

……………………………………………….(9)………………………………………………………..
  
5. Kategori penindakan : 

……………………………………………….(10)……………………………………………………….
  
6. Uraian pelanggaran :
  
 - Jenis pelanggaran : ……………(11)…… Pasal : ………………(12)………
 - Uraian modus : ……………………………………………(13)……………………
 - Locus  : ……………(14)…… Tempus : ………………(15)…..…
     Jam : ………………(16).……
  
 - Diduga dilakukan oleh : 
  
  Nama : ………………………………(17)………………………………………
  Umur : ……………..(18)……… Jenis kelamin : ………………(19)………
  Alamat : ……………………………………………………(20)……………………………
  
7. Barang hasil penindakan  
  
 - Komoditi : …………………………………………………(21).………………………
 - Jumlah : …………………………………………………(22).………………………
 - Keterangan : …………………………………………………(23).………………………
  
8. Dokumen / surat terkait : ……………………………………………(24)………………
  

 

.......................,...(25)...................
 

..............(26)................... 
 

.......(27)......... 
 

................(28)................ 
NIP. .......... (29) ........... 

 

 
 
 
 
 



 
 

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PELANGGARAN (LP) 

(1) Diisi Nama Kantor penerbit LP 
(2) Diisi Nomor Laporan Pelanggaran (LP) 
(3) Diisi nomor Laporan Tugas Penindakan (LTP) yang menjadi dasar penerbitkan Laporan 

Penindakan (LP) 
(4) Diisi tanggal Laporan Tugas Penindakan (LTP) yang menjadi dasar penerbitkan Laporan 

Penindakan (LP) 
(5) Diisi nomor Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) yang menjadi dasar penerbitkan Laporan 

Penindakan (LP) 
(6) Diisi tanggal Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) yang menjadi dasar penerbitkan 

Laporan Penindakan (LP) 
(7) Diisi nomor Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(8) Diisi tanggal Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(9) Diisi dengan uraian penindakan berupa Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan dan Penyegelan atau 

lainnya. 
(10) Diisi kategori penindakan (Impor Umum, Impor Fasilitas, Impor BKC, Cukai HT, Cukai 

EA/MMEA, Ekspor, Barang tertentu, Barang Penumpang)  
(11) Diisi dengan Jenis Pelanggaran (kepabeanan atau Cukai). 
(12) Diisi dengan Pasal yang diduga dilanggar 
(13) Diisi dengan Uraian Modus Pelanggaran. 
(14) Diisi dengan Locus Pelanggaran. 
(15) Diisi dengan Tempus Pelanggaran (Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun Pelanggaran) 
(16) Diisi dengan Tempus Pelanggaran (Jam Pelanggaran) 
(17) Diisi dengan Nama orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(18) Diisi dengan Umur orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(19) Diisi dengan Jenis Kelamin orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(20) Diisi dengan Alamat orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(21) Diisi dengan Uraian Komoditi Barang yang terhadapnya dilakukan penindakan. 
(22) Diisi dengan Uraian Jumlah Barang yang yang terhadapnya dilakukan Penindakan (misalnya: 1 

Unit, 12 Paket, 10 Kilogram, dan lain-lain). 
(23) Diisi dengan Keterangan Lain terhadap Barang yang terhadapnya dilakukan Penindakan. 
(24) Diisi dengan Dokumen terkait dengan Penindakan. 
(25) Diisi kota dan tanggal penerbitan LP 
(26) Diisi dengan jabatan Pejabat yang menerbitkan LP 
(27) Diisi dengan tandatangan Pejabat yang menerbitkan LP 
(28) Diisi dengan nama Pejabat yang menerima LP 
(29) Diisi dengan NIP Pejabat yang menerbitkan LP 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

PETUNJUK PENATAUSAHAAN LAPORAN PELANGGARAN (LP) 

I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC. 
A. PEJABAT BC PENYUSUN LP 

1. Menyusun Konsep LP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan berdasarkan 
arahan dari Kepala Seksi Penindakan yang menyusun Lembar Penentuan Hasil Penindakan 
(LPHP) 

2. Menyampaikan Konsep LP kepada Atasan Penyusun LP. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LP) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LP yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

LP 
5. Membukukan LP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LP dalam 

Buku Catatan LP 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN LP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menerima Konsep LP dari Pejabat yang menyusun LP 
2. Melakukan supervisi terhadap kebenaran dan kelengkapan LP yang telah disusun sesuai 

dengan LHPL : 
‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut kepada 

Pejabat Penyusun LP agar dilakukan perbaikan setentangnya. 
‐ Dalam hal tidak terdapat catatan/perbaikan, meneruskan konsep LP kepada Kasubdit 

Penindakan untuk mendapat persetujuan. 
 

C. KASUBDIT PENINDAKAN 
1. Menerima konsep LP dari Kepala Seksi Penindakan. 
2. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap LP : 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut kepada 
Kepala Seksi Penindakan untuk dilakukan pembetulan/perbaikan. 

‐ Dalam hal tidak terhadap catatan/perbaikan, menyetujui LP untuk diterbitkan dan 
disampaikan kepada unit yang melakukan tindak lanjut penindakan (Subdirektorat 
Penyidikan) 

 
II. PADA KANWIL DAN KPU BC. 

A. PEJABAT BC PENYUSUN LP 
1. Menyusun Konsep LP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan berdasarkan 

arahan dari Kepala Seksi Penindakan yang menyusun Lembar Penentuan Hasil Penindakan 
(LPHP) 

2. Menyampaikan Konsep LP kepada Atasan Penyusun LP. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LP) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LP yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

LP 
5. Membukukan LP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LP dalam 

Buku Catatan LP 
  

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN LP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menerima Konsep LP dari Pejabat yang menyusun LP 
2. Melakukan supervisi terhadap kebenaran dan kelengkapan LP yang telah disusun sesuai 

dengan LPHP : 
‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut kepada 

Pejabat Penyusun LP agar dilakukan perbaikan setentangnya. 
‐ Dalam hal tidak terdapat catatan/perbaikan, meneruskan konsep LP kepada Kabid P2 

untuk mendapat persetujuan. 
 

C. KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN 
1. Menerima konsep LP dari Kepala Seksi Penindakan. 
2. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap LP : 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut 
kepada Kepala Seksi Penindakan untuk dilakukan pembetulan/perbaikan. 

 



 
 
‐ Dalam hal tidak terhadap catatan/perbaikan, menyetujui LP untuk diterbitkan dan 

disampaikan kepada unit yang melakukan tindak lanjut penindakan (Bidang 
Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan atau Seksi Penyidikan) 

 
III. PADA KPPBC TIPE MADYA DAN TIPE A 

A. PEJABAT BC PENYUSUN LP 
1. Menyusun Konsep LP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan berdasarkan 

arahan dari Kasubsi Penindakan yang menyusun Lembar Penentuan Hasil Penindakan 
(LPHP) 

2. Menyampaikan Konsep LP kepada Atasan Penyusun LP. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LP) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LP yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

LP 
5. Membukukan LP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LP dalam 

Buku Catatan LP 
 

B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN LP (KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN) 
1. Menerima Konsep LP dari Pejabat yang menyusun LP 
2. Melakukan supervisi terhadap kebenaran dan kelengkapan LP yang telah disusun sesuai 

dengan LPHP : 
‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut kepada 

Pejabat Penyusun LP agar dilakukan perbaikan setentangnya. 
‐ Dalam hal tidak terdapat catatan/perbaikan, meneruskan konsep LP kepada Kabid P2 

untuk mendapat persetujuan. 
 

C. KEPALA SEKSI P2 / KEPALA SEKSI INTELDAK 
1. Menerima konsep LP dari Kasubsi Penindakan. 
2. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap LP : 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut kepada 
Kasubsi Penindakan untuk dilakukan pembetulan/perbaikan. 

‐ Dalam hal tidak terhadap catatan/perbaikan, menyetujui LP untuk diterbitkan dan 
disampaikan kepada unit yang melakukan tindak lanjut penindakan (Subseksi 
Penyidikan atau Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan) 

 
IV. PADA KPPBC TIPE B 

A. PEJABAT BC PENYUSUN LP 
1. Menyusun Konsep LP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan berdasarkan 

arahan dari Kasubsi P2 yang menyusun Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) 
2. Menyampaikan Konsep LP kepada Atasan Penyusun LP. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LP (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LP) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LP yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun 

LP 
5. Membukukan LP yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LP dalam 

Buku Catatan LP 
 

B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN LP (KEPALA SUBSEKSI P2) 
1. Menerima Konsep LP dari Pejabat yang menyusun LP 
2. Melakukan supervisi terhadap kebenaran dan kelengkapan LP yang telah disusun sesuai 

dengan LPHP : 
‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut kepada 

Pejabat Penyusun LP agar dilakukan perbaikan setentangnya. 
‐ Dalam hal tidak terdapat catatan/perbaikan, meneruskan konsep LP kepada Kabid P2 

untuk mendapat persetujuan. 
 
 
 
 
 



 
 

C. KEPALA KPPBC TIPE B 
1. Menerima konsep LP dari Kasubsi P2. 
2. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap LP : 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut kepada 
Kasubsi Penindakan untuk dilakukan pembetulan/perbaikan. 

‐ Dalam hal tidak terhadap catatan/perbaikan, menyetujui LP untuk diterbitkan dan 
disampaikan kepada unit yang melakukan tindak lanjut penindakan (Subseksi P2) 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 



Lampiran LXIX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010  tentang Tatalaksana Pengawasan  

PBC 2.36 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
 

LEMBAR MONITORING PENINDAKAN (LMP) 
 

INFORMASI ANALISA PRAPENINDAKAN PELAKSANAAN PENINDAKAN PENENTUAN HASIL PELANGGARAN TINDAK LANJUT KET
. 

BT
K 

NO TGL LAP KESIMPULAN SKEMA 
PENINDAKAN 

MPP KET. SPRIN LTPP LTP URAIAN SBP KET. LPHP PELANGGARAN LP KEPAD
A 

NO TGL NO TG
L 

KEPA
DA 

NO TGL NO TGL NO TGL NO TGL N
O 

TGL NO TGL 

(2) (3) (4) (5) (6) ( ) LAYAK 
PENINDAKAN 

( ) SENDIRI (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) ( ) DILAKUKAN 
PENINDAKAN 

( ) PENGHENTIAN (21) (22) (23) (2
4) 

(25) ( ) ADA (27) (28) (29) (30) 

     ( ) LAYAK 
PAT/OPS 
PENCEGAHA
N 

( ) SENDIRI 
DENGAN 
BANTUA
N 

          ( ) TIDAK 
DILAKUKAN 
PENINDAKAN 

( ) PEMERIKSAAN      ( ) TIDAK 
ADA 

    

     ( ) NOTA 
PEMBERITAH
UAN 

( ) PELIMPA
HAN 

            ( ) PENEGAHAN            

       ( ) PELIMPA
HAN DGN 
BANTUA
N 

            ( ) PENYEGELAN            

     (7)  (8)            (19)  (20)       (26)      

 
 
 



  
 

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR MONITORING PENINDAKAN 

(1) Diisi Nama Unit Pengawasan 
(2) Diisi Bentuk Sumber Informasi (NIP, MPP atau NHI) 
(3) Diisi Nomor Sumber Informasi (NIP, MPP atau NHI tersebut) 
(4) Diisi Tanggal Sumber Informasi (NIP, MPP atau NHI tersebut) 
(5) Diisi Nomor Lembar Analisa Prapenindakan (LAP) 
(6) Diisi Tanggal Lembar Analisa Prapenindakan (LAP) 
(7) Diisi Tanda (X) sebagai bentuk pilihan 
(8) Diisi Tanda (X) sebagai bentuk pilihan 
(9) Diisi Nomor Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) 
(10) Diisi Tanggal Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) 
(11) Diisi Penerima Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) 
(12) Diisi Keterangan tambahan lain terkait Analisa Prapenindakan 
(13) Diisi Nomor Surat Perintah Penindakan 
(14) Diisi Tanggal Surat Perintah Penindakan 
(15) Diisi Nomor Laporan Tugas Pelaksanaan Penindakan 
(16) Diisi Tanggal Laporan Tugas Pelaksanaan Penindakan 
(17) Diisi Nomor Laporan Tugas Penindakan 
(18) Diisi Tanggal Laporan Tugas Penindakan 
(19) Diisi Tanda (X) sebagai bentuk pilihan 
(20) Diisi Tanda (X) sebagai bentuk pilihan 
(21) Diisi Nomor Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(22) Diisi Tanggal Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(23) Diisi Keterangan Lain terkait pelaksanaan penindakan 
(24) Diisi Nomor Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) 
(25) Diisi Tanggal Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) 
(26) Diisi Tanda (X) sebagai bentuk pilihan 
(27) Diisi Nomor Laporan Pelanggaran (LP) 
(28) Diisi Tanggal Laporan Pelanggaran (LP) 
(29) Diisi Penerima Laporan Pelanggaran (LP) 
(30) Diisi Keterangan lain yang dibutuhkan terkait dengan isian LMP 
 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran LXX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

PBC 2.37 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
 

LAPORAN HASIL PENINDAKAN (LHP) 
 

INFORMASI PELAKSANAAN PENINDAKAN TINDAK LANJUT KET. 

BTK NO TGL SPRIN LTPP LTP LPHP URAIAN SBP LP 

NO TGL NO TGL NO TGL NO TGL TINDAKAN TERHADAP KET. NO TGL NO TGL KEPADA 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ( ) PENGHENTIAN ( ) SARKUT (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

           ( ) PEMERIKSAAN ( ) BARANG        

           ( ) PENEGAHAN ( ) ORANG        

           ( ) PENYEGELAN ( ) DOKUMEN        

           (13)  (14)         

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL PENINDAKAN (LHP) 

(1) Diisi Nama Unit Pengawasan 
(2) Diisi Bentuk Sumber Informasi (NIP, MPP atau NHI) 
(3) Diisi Nomor Sumber Informasi (NIP, MPP atau NHI tersebut) 
(4) Diisi Tanggal Sumber Informasi (NIP, MPP atau NHI tersebut) 
(5) Diisi Nomor Surat Perintah Penindakan 
(6) Diisi Tanggal Surat Perintah Penindakan 
(7) Diisi Nomor Laporan Tugas Pelaksanaan Penindakan (LTPP) 
(8) Diisi Tanggal Laporan Tugas Pelaksanaan Penindakan (LTPP) 
(9) Diisi Nomor Laporan Tugas Penindakan (LTP) 
(10) Diisi Tanggal Laporan Tugas Penindakan (LTP) 
(11) Diisi Nomor Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) 
(12) Diisi Tanggal Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) 
(13) Diisi Tanda (X) sebagai bentuk pilihan 
(14) Diisi Tanda (X) sebagai bentuk pilihan 
(15) Diisi Keterangan / Uraian Penindakan 
(16) Diisi Nomor Surat Bukti Penindakan 
(17) Diisi Tanggal Surat Bukti Penindakan 
(18) Diisi Nomor Laporan Pelanggaran 
(19) Diisi Tanggal Laporan Pelanggaran 
(20) Diisi Penerima Laporan Pelanggaran 
(21) Diisi Keterangan Lain yang diperlukan terkait Penindakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
PETUNJUK PENATAUSAHAAN LAPORAN HASIL PENINDAKAN (LHP) 

I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC. 
A. PEJABAT BC PENYUSUN  DAN PENGELOLA LHP 

1. Menyusun LHP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan berdasarkan Lembar 
Monitoring Penindakan (LMP) 

2. Menyampaikan Konsep LP kepada Atasan Penyusun LP. 
3. Menatausahakan LHP baik LHP Subdirektorat Penindakan maupun LHP unit penindakan di 

tingkat wilayah (KWBC, KPUBC dan KPPBC) 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN LP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menerima LHP dari Pejabat BC Penyusun LHP untuk dilakukan supervisi. 
2. Meneruskan LHP kepada Kepala Subdirektorat Penindakan 
3. Menerima LHP unit penindakan tingkat wilayah dari Kasubdit Penindakan 
4. Meneruskan LHP unit penindakan tingkat wilayah kepada Pejabat BC Penyusun dan Pengelola 

LHP 
 

C. KASUBDIT PENINDAKAN 
1. Menerima LHP dari Kepala Seksi Penindakan untuk disetujui. 
2. Menerima LHP dari unit Penindakan tingkat wilayah. 
3. Meneruskan LHP Subdirektorat Penindakan kepada unit yang mengelola informasi untuk 

kepentingan Database Penindakan (Pangkalan Data) 
 

II. PADA KANWIL BC. 
A. PEJABAT BC PENYUSUN  DAN PENGELOLA LHP 

1. Menyusun LHP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan berdasarkan Lembar 
Monitoring Penindakan (LMP) 

2. Menyampaikan Konsep LP kepada Atasan Penyusun LP. 
3. Menatausahakan LHP baik LHP Kanwil tersebut maupun LHP unit penindakan unit 

dibawahnya (KPPBC) 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN LP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menerima LHP dari Pejabat BC Penyusun LHP untuk dilakukan supervisi. 
2. Meneruskan LHP kepada Kepala Bidang Penindakan 
3. Menerima LHP unit penindakan unit dibawahnya (KPPBC) dari Kabid P2. 
4. Meneruskan LHP unit penindakan tingkat wilayah kepada Pejabat BC Penyusun dan Pengelola 

LHP Kanwil 
 

C. KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN 
1. Menerima LHP dari Kepala Seksi Penindakan untuk disetujui. 
2. Menerima LHP dari unit Penindakan unit dibawahnya (KPPBC). 
3. Meneruskan LHP Subdirektorat Penindakan kepada unit yang mengelola informasi untuk 

kepentingan Database Penindakan (Pangkalan Data). 
4. Menyampaikan LHP Kanwil dan LHP KPPBC dibawahnya kepada Kasubdit Penindakan 

melalui Pangkalan Data Intelijen. 
 

III. PADA KPU BC. 
A. PEJABAT BC PENYUSUN  DAN PENGELOLA LHP 

 
1. Menyusun LHP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan berdasarkan Lembar 

Monitoring Penindakan (LMP) 
2. Menyampaikan Konsep LP kepada Atasan Penyusun LP. 
3. Menatausahakan LHP. 

 
B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN LHP (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 

1. Menerima LHP dari Pejabat BC Penyusun LHP untuk dilakukan supervisi. 
2. Meneruskan LHP kepada Kepala Bidang Penindakan 

 



 
 

C. KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN 
1. Menerima LHP dari Kepala Seksi Penindakan untuk disetujui. 
2. Menyampaikan LHP KPU kepada Kasubdit Penindakan melalui Pangkalan Data Intelijen 

Subdirektorat Intelijen. 
 

IV. PADA KPPBC TIPE MADYA DAN TIPE A. 
A. PEJABAT BC PENYUSUN  DAN PENGELOLA LHP 

1. Menyusun LHP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan berdasarkan Lembar 
Monitoring Penindakan (LMP) 

2. Menyampaikan Konsep LP kepada Atasan Penyusun LP. 
3. Menatausahakan LHP. 

 
B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN LHP (KASUBSI PENINDAKAN) 

1. Menerima LHP dari Pejabat BC Penyusun LHP untuk dilakukan supervisi. 
2. Meneruskan LHP kepada Kepala Seksi P2. 

 
C. KEPALA SEKSI P2 / KEPALA SEKSI INTELDAK 

1. Menerima LHP dari Kepala Seksi Penindakan untuk disetujui. 
2. Menyampaikan LHP kepada Kasubdit Penindakan secara berjenjang melalui Kanwil. 

 
V. PADA KPPBC TIPE B. 

A. PEJABAT BC PENYUSUN  DAN PENGELOLA LHP 
1. Menyusun LHP sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan berdasarkan Lembar 

Monitoring Penindakan (LMP) 
2. Menyampaikan Konsep LP kepada Atasan Penyusun LP. 
3. Menatausahakan LHP. 

 
B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN LHP (KASUBSI P2) 

1. Menerima LHP dari Pejabat BC Penyusun LHP untuk dilakukan supervisi. 
2. Meneruskan LHP kepada Kepala Kantor. 

 
C. KEPALA KANTOR 

1. Menerima LHP dari Kasubsi P2 untuk disetujui. 
2. Menyampaikan LHP kepada Kasubdit Penindakan secara berjenjang melalui kanwil. 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

ttd, 

THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 



Lampiran XXXVIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 3.01 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ......................(1)..................... 

 
LEMBAR PENERIMAAN PERKARA (LPP) 
Nomor : LPP-.......(2)......./Kode Kantor/ Tahun 

 
LP/Surat Nomor : … .(3)…. Tanggal : ……(4)…. 
SBP Nomor : …..(5)…. Tanggal : ……(6)….. 

A. Asal Perkara  : …………..(7)……………… 
B. Jenis Penindakan  : …………..(8)……………… 
C. Jenis perkara  : …………..(9)……………..,, 
D. Status Penangkapan : …………..(10)…………….. 
E. Uraian Pelanggaran 

1. Jenis Pelanggaran/Pasal : …………..(11)…………….. / …………..(12)…………….. 
2. Modus Operandi : …………..(13)…………….. 
3. Lokasi  

a. tempat : …………..(14)…………….. 
b. tanggal dan waktu : …………..(15)…………….. 

4. Pelaku Pelanggaran  
a. Nama : …………..(16)...………….. 
b. Umur : …………..(17)...………….. 
c. Jenis kelamin : …………..(18)...………….. 
d. Alamat : …………..(19)...………….. 

F. Barang Hasil Penindakan 
1. Komoditi : …………..(20)...………….. 
2. Jumlah Koli/jenis kolli : …………..(21)...………….. 
3. Pengangkut / Nopol-voy-flight: …………..(22)...…………. / …………...(23)...………….. 
4. No Container / ukuran : …………..(24)...…………..  
5. Detail Uraian Barang :  
 
 
 

G. Dokumen Barang            : …………..(26)...………….. 
 

H. Catatan atasan pembuat LPP     
 
 

   
 

.........................., ..........(28).............. 

 
 
 

 
.........…………..(33)...…………... 
….(34)…. 
….(35)…. 

 Yang membuat LPP, 
.........…………..(29)...…………... 
….(30)…. 
….(31)…. 

NIP.        ….(36)…  NIP.        ….(32)… 

 
.........…………..(37)...…………... 
 
….(38)…. 

 
….(39)…. 

NIP.        ….(40)… 

…………..(25)...………….. 
 

…………..(27)...………….. 
 



PETUNJUK PENGISIAN 
LEMBAR PENERIMAAN PERKARA (LPP) 

 

(1) Diisi Nama Kantor 
(2) Diisi Nomor LPP 
(3) Diisi Nomor LP / Nomor surat pelimpahan 
(4) Diisi Diisi tanggal LP / surat 
(5) Diisi Nomor SBP  
(6) Diisi tanggal SBP  
(7) Diisi Asal Perkara (Nama Unit / Instansi yang menyerahkan Perkara) 
(8) Diisi jenis penindakan (penghentian sarana pengangkut/pemeriksaan 

barang/penyegelan/penegahan/penangkapan) 
(9) Diisi jenis perkara (impor umum/impor fasilitas/impor BKC/cukai HT/cukai 

EA/cukai MMEA/ekspor/pengangkutan barang tertentu/barang penumpang) 
(10) Diisi status penangkapan (tertangkap tangan / tidak tertangkap tangan)  
(11) Diisi jenis pelanggaran  
(12) Diisi pasal yang diduga dilanggar 
(13) Diisi modus operandi pelanggaran 
(14) Diisi tempat kejadian pelanggaran 
(15) Diisi tanggal dan jam terjadinya pelanggaran 
(16) Diisi nama orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(17) Diisi umur orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(18) Diisi jenis kelamin orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(19) Diisi alamat orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(20) Diisi komoditi barang hasil penindakan 
(21) Diisi jumlah dan jenis kemasan 
(22) Diisi jenis sarana pengangkut  
(23) Diisi nomor polisi atau nomor voyage atau nomor penerbangan sarana 

pengangkut 
(24) Diisi nomor dan ukuran container  
(25) Diisi detail uraian barang (merek, kondisi, tipe, spesifikasi lain, negara asal, 

dll) 
(26) Diisi dokumen barang (jenis dokumen pabean dan/atau cukai, kantor 

pendaftaran, nomor dan tanggal dokumen) 
(27) Diisi catatan atau disposisi dan penunjukan tim oleh atasan langsung pembuat 

LPP dan atasan dari atasan langsung pembuat LPP 
(28) Diisi nama kota dan tanggal pembuatan LPP 
(29) Diisi jabatan yang membuat LPP 
(30) Diisi tanda tangan yang membuat LPP 
(31) Diisi nama terang yang membuat LPP 
(32) Diisi NIP yang membuat LPP 
(33) Diisi jabatan atasan langsung pembuat LPP 
(34) Diisi tanda tangan atasan langsung pembuat LPP 
(35) Diisi nama terang atasan langsung pembuat LPP 
(36) Diisi NIP atasan langsung pembuat LPP 
(37) Diisi jabatan atasan dari atasan langsung pembuat LPP 
(38) Diisi tanda tangan atasan dari atasan langsung pembuat LPP 
(39) Diisi nama terang atasan dari atasan langsung pembuat LPP 
(40) Diisi NIP atasan dari atasan langsung pembuat LPP 

 
 
 
 
 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
LEMBAR PENERIMAAN PERKARA (LPP) 

 
 

A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN 
1. Peneliti Perkara 

a. Menuangkan penerimaan perkara kedalam LPP sesuai petunjuk pengisian LPP. 
b. Menandatangani LPP dan menyampaikan LPP kepada Kepala Seksi Penyidikan 

untuk ditunjuk tim peneliti dalam penelitian pendahuluan. 
c. Menerima LPP dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan. 
d. Menerima LPP yang telah ditunjuk Tim Peneliti oleh Kepala Seksi Penyidikan dan 

menyampaikan kepada Tim Peneliti yang ditunjuk. 
e. Mengarsipkan LPP. 

2. Kepala Seksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti lembar LPP dari Peneliti Perkara. 
b. Mengembalikan LPP kepada Peneliti Perkara apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
c. Menandatangani LPP dalam hal tidak terdapat perbaikan. 
d. Menunjuk Tim Peneliti untuk dilakukan penelitian pendahuluan serta memberikan 

catatan apabila diperlukan. 
e. Mengembalikan LPP yang telah ditandatangani, diberi catatan dan telah ditunjuk 

Tim Peneliti kepada peneliti perkara untuk disampaikan kepada Tim Peneliti yang 
ditunjuk. 

3. Kepala Subdirektorat Penyidikan 
a. Menerima LPP yang telah ditandatangani oleh peneliti perkara dan atasan langsung 

peneliti perkara. 
b. Memberikan catatan atau disposisi pada LPP 
c. Membubuhkan tandatangan pada LPP. 

  
B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN PADA KANTOR 

WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ATAU BIDANG PENYIDIKAN DAN 
BHP PADA KANTOR WILAYAH KHUSUS 
1. Peneliti Perkara 

a. Menuangkan penerimaan perkara kedalam LPP sesuai petunjuk pengisian LPP. 
b. Menandatangani LPP dan menyampaikan LPP kepada Kepala Seksi Penyidikan 

untuk ditunjuk tim peneliti dalam penelitian pendahuluan. 
c. Menerima LPP dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan. 
d. Menerima LPP yang telah ditunjuk Tim Peneliti oleh Kepala Seksi Penyidikan dan 

menyampaikan kepada Tim Peneliti yang ditunjuk. 
e. Mengarsipkan LPP. 

2. Kepala Seksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti lembar LPP dari Peneliti Perkara. 
b. Mengembalikan LPP kepada Peneliti Perkara apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
c. Menandatangani LPP dalam hal tidak terdapat perbaikan. 
d. Menunjuk Tim Peneliti untuk dilakukan penelitian pendahuluan serta memberikan 

catatan apabila diperlukan. 
e. Mengembalikan LPP yang telah ditandatangani, diberi catatan dan telah ditunjuk 

Tim Peneliti kepada peneliti perkara untuk disampaikan kepada Tim Peneliti yang 
ditunjuk. 

3. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Bidang Penyidikan dan BHP 
a. Menerima LPP yang telah ditandatangani oleh peneliti perkara dan atasan langsung 

peneliti perkara. 
b. Memberikan catatan atau disposisi pada LPP 
c. Membubuhkan tandatangan pada LPP. 

 
 
 
 
  



C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 
TIPE A/MADYA 
1. Peneliti Perkara 

a. Menuangkan penerimaan perkara kedalam LPP sesuai petunjuk pengisian LPP. 
b. Menandatangani LPP dan menyampaikan LPP kepada Kepala Subseksi Penyidikan 

untuk ditunjuk tim peneliti dalam penelitian pendahuluan. 
c. Menerima LPP dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan. 
d. Menerima LPP yang telah ditunjuk Tim Peneliti oleh Kepala Subseksi Penyidikan 

dan menyampaikan kepada Tim Peneliti yang ditunjuk. 
e. Mengarsipkan LPP. 

2. Kepala Subseksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti lembar LPP dari Peneliti Perkara. 
b. Mengembalikan LPP kepada Peneliti Perkara apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
c. Menandatangani LPP dalam hal tidak terdapat perbaikan. 
d. Menunjuk Tim Peneliti untuk dilakukan penelitian pendahuluan serta memberikan 

catatan apabila diperlukan. 
e. Mengembalikan LPP yang telah ditandatangani, diberi catatan dan telah ditunjuk 

Tim Peneliti kepada peneliti perkara untuk disampaikan kepada Tim Peneliti yang 
ditunjuk. 

3. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Seksi Penyidikan dan BHP 
a. Menerima LPP yang telah ditandatangani oleh peneliti perkara dan atasan langsung 

peneliti perkara. 
b. Memberikan catatan atau disposisi pada LPP 
c. Membubuhkan tandatangan pada LPP. 

 
D. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 

TIPE B 
1. Peneliti Perkara 

a. Menuangkan penerimaan perkara kedalam LPP sesuai petunjuk pengisian LPP. 
b. Menandatangani LPP dan menyampaikan LPP kepada Kepala Subseksi Penindakan 

dan Penyidikan untuk ditunjuk tim peneliti dalam penelitian pendahuluan. 
c. Menerima LPP dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan. 
d. Menerima LPP yang telah ditunjuk Tim Peneliti oleh Kepala Subseksi Penindakan 

dan Penyidikan dan menyampaikan kepada Tim Peneliti yang ditunjuk. 
e. Mengarsipkan LPP. 

2. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti lembar LPP dari Peneliti Perkara. 
b. Mengembalikan LPP kepada Peneliti Perkara apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
c. Menandatangani LPP dalam hal tidak terdapat perbaikan. 
d. Menunjuk Tim Peneliti untuk dilakukan penelitian pendahuluan serta memberikan 

catatan apabila diperlukan. 
e. Mengembalikan LPP yang telah ditandatangani, diberi catatan dan telah ditunjuk 

Tim Peneliti kepada peneliti perkara untuk disampaikan kepada Tim Peneliti yang 
ditunjuk. 

3. Kepala Kantor 
a. Menerima LPP yang telah ditandatangani oleh peneliti perkara dan atasan langsung 

peneliti perkara. 
b. Memberikan catatan atau disposisi pada LPP 
c. Membubuhkan tandatangan pada LPP. 

 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XXXIX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 3.02 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ......................(1)..................... 

 
LEMBAR PENELITIAN FORMAL (LPF) 
Nomor : LPF- .....(2)...../Kode Kantor/ Tahun 

 
A. Uraian Pelanggaran 

1. Jenis pelanggaran / Pasal  : …………(3)………… / …………(4)………… 
2. Tempat (Locus)  : …………….…….......(5)…………......……….  
3. Waktu (Tempus)  :  …………(6)………… / …………(7)………… 
4. Pelaku  

Nama  : …………………….. (8) …………………….. 
Jenis Kelamin  : L / P ………………..(9) …………………….. 
Umur  : …………………….. (10) …………………….. 
Alamat  : …………………….. (11) …………………….. 

 5.   Status Penangkapan : …………………….. (12) …………………….. 
   

B. Kelengkapan Dokumen Penindakan  
1. No. Surat Perintah/Tugas : ………….…………… (13) Tanggal : ………….…………… (14)  
2. No. SBP : ………….…………… (15) Tanggal : ………….…………… (16) 
3. No. LP/LK/Lap. Polisi : ………….…………… (17) Tanggal : ………….…………… (18) 
4. BAP Saksi atas nama : ………….…………… (19) Tanggal : ………….…………… (20) 
5. BAP Tersangka atas nama : ………….…………… (21) Tanggal : ………….…………… (22) 
6. Resume Perkara : ………….…………… (23) Tanggal : ………….…………… (24) 
7. Dokumen Lain : ………….…………… (25) Tanggal : ………….…………… (26)   

C. Barang Hasil Penindakan 
1. Komoditi : ………….………………………. (27) 
 Uraian Barang : ………….………………………. (28) 
 Merek : ………….………………………. (29) 
 Kondisi : ………….………………………. (30) 
 Tipe : ………….………………………. (31) 
 Spesifikasi Lain : ………….………………………. (32) 
 Jumlah Koli : ………….………………………. (33) 
 Jenis Koli : ………….………………………. (34) 
2. Dokumen Pab/Cukai Asal : ………….………………………. (35) 
 Kantor Pendaftaran : ………….………………………. (36) 
 Nomor : ………….………………………. (37) 
 Tanggal : ………….………………………. (38) 
3. Pengangkut : ………….………………………. (39) 
 No. Voyage/ No. Polisi : ………….………………………. (40) 
 Kontainer No. : ………….………………………. (41) 
 Ukuran : ………….………………………. (42) 

D. Kesimpulan : ………….………………………. (43) 
E. Usulan : ………….………………………. (44) 
F.  Catatan/disposisi atasan : 
 
 
 
 

........................................, ..........(46).............. 
 

 
…………..(47)...………….. 
….(48)…. 
….(49)…. 

 
 

Tim Peneliti, 
 
….(51)…. 
….(52)…. 

NIP.                   ….(50)….  NIP.        ….(53)… 

 
Mengetahui, 
…………..(54)...………….. 
 
….(55)…. 
 
….(56)…. 

NIP.                   ….(57)…. 

…………………..(45)…………….. 



PETUNJUK PENGISIAN 
LEMBAR PENELITIAN FORMAL (LPF)  

(1) Diisi Nama Kantor 
(2) Diisi Nomor LPF 
(3) Diisi Jenis Pelanggaran 
(4) Diisi Pasal yang diduga dilanggar 
(5) Diisi tempat kejadian pelanggaran 
(6) Diisi tanggal terjadinya pelanggaran 
(7) Diisi waktu terjadinya pelanggaran 
(8) Diisi nama orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(9) Diisi jenis kelamin orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(10) Diisi umur orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(11) Diisi alamat orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(12) Diisi status penangkapan (tertangkap tangan / tidak tertangkap tangan)  
(13) Diisi Nomor Surat Perintah/Surat Tugas 
(14) Diisi tanggal Surat Perintah/Surat Tugas 
(15) Diisi Nomor SBP 
(16) Diisi tanggal SBP 
(17) Diisi Nomor LP/LK/Lap. Polisi 
(18) Diisi Tanggal LP/LK/Lap. Polisi  
(19) Diisi nama Saksi 
(20) Diisi tanggal BAP Saksi 
(21) Diisi nama tersangka  
(22) Diisi Tanggal BAP tersangka 
(23) Diisi nomor resume perkara 
(24) Diisi tanggal resume perkara 
(25) Diisi jenis dan nomor dokumen terkait lainnya  
(26) Diisi tanggal dokumen terkait lainnya  
(27) Diisi komoditi barang hasil penindakan  
(28) Diisi uraian barang  
(29) Diisi merek barang 
(30) Diisi kondisi barang 
(31) Diisi tipe barang 
(32) Diisi spesifikasi lain 
(33) Diisi jumlah koli  
(34) Diisi jenis koli 
(35) Diisi dokumen pabean atau cukai 
(36) Diisi kantor pendaftaran dokumen 
(37) Diisi nomor dokumen 
(38) Diisi tanggal dokumen 
(39) Diisi jenis sarana pengangkut  
(40) Diisi nomor voyage atau nomor polisi sarana pengangkut 
(41) Diisi nomor container 
(42) Diisi ukuran container  
(43) Diisi kesimpulan berupa status penangkapan, domain perkara, lengkap tidaknya berkas 

penindakan, cukup tidaknya barang bukti, cukup tidaknya alat bukti, keberadaan pelaku, 
keterkaitan alat bukti, barang bukti dan pelaku, serta ada tidaknya indikasi pelanggaran 

(44) Diisi usulan tindak lanjut berupa penelitian, penyelidikan atau tindakan lain serta skema 
penanganan perkara  

(45) Diisi catatan/disposisi dari atasan peneliti (bila ada) 
(46) Diisi kota dan tanggal pembuatan LPF 
(47) Diisi jabatan atasan langsung Peneliti 
(48) Diisi tanda tangan atasan langsung Peneliti  
(49) Diisi nama terang atasan langsung Peneliti 
(50) Diisi NIP atasan langsung Peneliti 
(51) Diisi tanda tangan yang melakukan penelitian 
(52) Diisi nama terang yang melakukan penelitian 
(53) Diisi NIP yang melakukan penelitian 
(54) Diisi jabatan atasan dari atasan langsung peneliti 
(55) Diisi tandatangan jabatan atasan dari atasan langsung peneliti 
(56) Diisi nama terang jabatan atasan dari atasan langsung peneliti 
(57) Diisi NIP jabatan atasan dari atasan langsung peneliti 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
LEMBAR PENELITIAN FORMAL (LPF) 

 
 

A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menerima LPP dari Kepala Seksi Penyidikan. 
b. Melakukan penelitian pendahuluan atas LPP dan dokumen terkait pelanggaran. 
c. Menuangkan hasil penelitian pendahuluan dalam LPF sesuai petunjuk pengisian. 
d. Menyampaikan konsep LPF kepada Kepala Seksi Penyidikan. 
e. Menerima konsep LPF dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan / Kasubdit Penyidikan. 
f. Menerima LPF yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Penyidikan untuk 

ditindaklanjuti sesuai usulan/catatan yang diberikan. 
g. Mengirimkan LPF yang telah diberi nomor urut dan tanggal kepada Kepala Seksi 

Penyidikan. 
h. Membukukan LPF kedalam LMPP (Lembar Monitoring Penanganan Perkara). 
 

2. Kepala Seksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti konsep LPF dari Tim Peneliti. 
b. Mengembalikan konsep LPF kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
c. Menandatangani dan memberikan paraf persetujuan serta menyampaikan konsep 

LPF kepada Kasubdit Penyidikan. 
d. Meneruskan konsep LPF kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kasubdit Penyidikan. 
e. Mengembalikan LPF yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Penyidikan kepada 

Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti dengan : 
1) Memerintahkan Tim Peneliti untuk membuat konsep SPTP atau SPLIT, dalam hal 

hasil penelitian pendahulan ditemukan dugaan pelanggaran. 
2) Memerintahkan Tim Peneliti untuk membuat konsep surat pengembalian perkara 

disertai alasan pengembalian, dalam hal hasil penelitian pendahulan tidak 
ditemukan dugaan pelanggaran. 

  
3. Kasubdit Penyidikan 

a. Menerima dan meneliti LPF yang telah diparaf dan ditandatangani Kepala Seksi 
Penyidikan. 

b. Memberikan catatan/disposisi pada LPF (apabila perlu). 
c. Menandatangani LPF dan mengembalikan LPF kepada Kepala Seksi Penyidikan 

untuk ditindaklanjuti.  
 

 
B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN PADA KANTOR 

WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ATAU BIDANG PENYIDIKAN DAN 
BHP PADA KANTOR WILAYAH KHUSUS 

 
1. Tim Peneliti  

a. Menerima LPP dari Kepala Seksi Penyidikan. 
b. Melakukan penelitian pendahuluan atas LPP dan dokumen terkait pelanggaran. 
c. Menuangkan hasil penelitian pendahuluan dalam LPF sesuai petunjuk pengisian. 
d. Menyampaikan konsep LPF kepada Kepala Seksi Penyidikan. 
e. Menerima konsep LPF dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan / Kabid Penindakan dan Penyidikan atau 
Kabid Penyidikan dan BHP. 

f. Menerima LPF yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan Penyidikan 
atau Kabid Penyidikan dan BHP dan memberi nomor urut dan tanggal LPF. 

g. Mengirimkan LPF yang telah diberi nomor urut dan tanggal kepada Kepala Seksi 
Penyidikan. 

h. Membukukan LPF kedalam LMPP (Lembar Monitoring Penanganan Perkara). 
 
 
 



2. Kepala Seksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti konsep LPF dari Tim Peneliti. 
b. Mengembalikan konsep LPF kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
c. Menandatangani dan memberikan paraf persetujuan serta menyampaikan konsep 

LPF kepada Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid Penyidikan dan BHP. 
d. Meneruskan konsep LPF kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kabid Penindakan dan Penyidikan atau 
Kabid Penyidikan dan BHP. 

f. Mengembalikan LPF yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan 
Penyidikan atau Kabid Penyidikan dan BHP kepada Tim Peneliti untuk 
ditindaklanjuti dengan : 
1) Memerintahkan Tim Peneliti untuk membuat konsep SPTP atau SPLIT, dalam hal 

hasil penelitian pendahulan ditemukan dugaan pelanggaran. 
2) Memerintahkan Tim Peneliti untuk membuat konsep surat pengembalian perkara 

disertai alasan pengembalian, dalam hal hasil penelitian pendahulan tidak 
ditemukan dugaan pelanggaran. 

  
3. Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid Penyidikan dan BHP 

a. Menerima dan meneliti LPF yang telah diparaf dan ditandatangani LPF Kepala Seksi 
Penyidikan. 

b. Memberikan catatan/disposisi pada LPF (apabila perlu). 
c. Menandatangani LPF dan mengembalikan LPF kepada Kepala Seksi Penyidikan 

untuk ditindaklanjuti.  
 

 
C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 

TIPE A/MADYA 
 

1. Tim Peneliti  
a. Menerima LPP dari Kepala Subseksi Penyidikan. 
b. Melakukan penelitian pendahuluan atas LPP dan dokumen terkait pelanggaran. 
c. Menuangkan hasil penelitian pendahuluan dalam LPF sesuai petunjuk pengisian. 
d. Menyampaikan konsep LPF kepada Kepala Subseksi Penyidikan. 
e. Menerima konsep LPF dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Subseksi Penyidikan / Kepala Seksi Penindakan dan 
Penyidikan. 

f. Menerima LPF yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Penindakan dan 
Penyidikan dan memberi nomor urut dan tanggal LPF. 

g. Mengirimkan LPF yang telah diberi nomor urut dan tanggal kepada Kepala Subseksi 
Penyidikan. 

h. Membukukan LPF kedalam LMPP (Lembar Monitoring Penanganan Perkara). 
 

2. Kepala Subseksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti konsep LPF dari Tim Peneliti. 
b. Mengembalikan konsep LPF kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
c. Menandatangani dan memberikan paraf persetujuan serta menyampaikan konsep 

LPF kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. 
d. Meneruskan konsep LPF kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. 
e. Mengembalikan LPF yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Penindakan dan 

Penyidikan kepada Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti dengan :  
1) Memerintahkan Tim Peneliti untuk membuat konsep SPTP atau SPLIT, dalam hal 

hasil penelitian pendahulan ditemukan dugaan pelanggaran. 
2) Memerintahkan Tim Peneliti untuk membuat konsep surat pengembalian perkara 

disertai alasan pengembalian, dalam hal hasil penelitian pendahulan tidak 
ditemukan dugaan pelanggaran. 

  
3. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan atau Kepala seksi Penyidikan dan BHP 

a. Menerima dan meneliti LPF yang telah diparaf dan ditandatangani Kepala Subseksi 
Penyidikan. 

 
 



 
b. Memberikan catatan/disposisi pada LPF (apabila perlu). 
c. Menandatangani LPF dan mengembalikan LPF kepada Kepala Seksi Penyidikan 

untuk ditindaklanjuti.  
 

D. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 
TIPE B 

 
1. Tim Peneliti  

a. Menerima LPP dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
b. Melakukan penelitian pendahuluan atas LPP dan dokumen terkait pelanggaran. 
c. Menuangkan hasil penelitian pendahuluan dalam LPF sesuai petunjuk pengisian. 
d. Menyampaikan konsep LPF kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
e. Menerima konsep LPF dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan / Kepala KPPBC Tipe 
B. 

f. Menerima LPF yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe B dan memberi 
nomor urut dan tanggal LPF. 

g. Mengirimkan LPF yang telah diberi nomor urut dan tanggal kepada Kepala Subseksi 
Penindakan dan Penyidikan. 

h. Membukukan LPF kedalam LMPP (Lembar Monitoring Penanganan Perkara). 
 

2. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti konsep LPF dari Tim Peneliti. 
b. Mengembalikan konsep LPF kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
c. Menandatangani dan memberikan paraf persetujuan serta menyampaikan konsep 

LPF kepada Kepala KPPBC Tipe B. 
d. Meneruskan konsep LPF kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kepala KPPBC Tipe B. 
e. Mengembalikan LPF yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe B kepada 

Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti dengan : 
1) Memerintahkan Tim Peneliti untuk membuat konsep SPTP/SPLIT/LP-1/SBP, 

dalam hal hasil penelitian pendahulan ditemukan dugaan pelanggaran. 
2) Memerintahkan Tim Peneliti untuk membuat konsep surat pengembalian perkara 

disertai alasan pengembalian, dalam hal hasil penelitian pendahulan tidak 
ditemukan dugaan pelanggaran. 

  
3. Kepala KPPBC Tipe B 

a. Menerima dan meneliti LPF yang telah diparaf dan ditandatangani Kepala Subseksi 
Penindakan dan Penyidikan. 

b. Memberikan catatan/disposisi pada LPF (apabila perlu). 
c. Menandatangani LPF dan mengembalikan LPF kepada Kepala Seksi Penyidikan 

untuk ditindaklanjuti.  
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran XL 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 

FORM PBC 3.03 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ......................(1)..................... 

 
LAPORAN PELANGARAN (LP-1) 

Nomor : …(2) / Kode Kantor/ Tahun 

Surat pelimpahan perkara : 
a. Nomor  :  …..(3)…..    
b. Tanggal  :  …..(4)….. 
c. Instansi/Unit :  …..(5)….. 
 
A.  Jenis Perkara   : ……….(6)………. 
B. Uraian Penindakan 
 1.  Jenis Penindakan  : ……….(7)………. 
 2. Tempat (Locus)  : ……….(8)………. 
 3. Waktu (Tempus)  : ………(9)……… 
 4. Jam    : ………(10)……… 
C. Rincian Penindakan  :  
 1. Terhadap orang (Pelaku) 
  a. Nama   : ………(11)……… 
  b. Umur   : ………(12)……… 
  c. Jenis kelamin  : ………(13)……… 
  d. Alamat   : ………(14)……… 
 2. Terhadap barang  
  a. Kel. Komoditi  : ………(15)……… 
  b. Jumlah koli  : ………(16)……… 
  c. Jenis koli   : ………(17)……… 
 3. Terhadap Sarkut   
  a. Jenis pengangkut  : ………(18)……… 
  b. No. Voy/Pol  : ………(19)……… 
  c. No. container  : ………(20)……… 
  d. Ukuran   : ………(21)……… 
D. Jenis Pelanggaran   : ………(22)……… 
E. Pasal yang dilanggar  : ………(23)……… 
F. Modus Operandi   : ………(24)……… 
G. LPP Nomor   : ………(25)……… Tanggal :  …..(26)….. 
 
atas pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada pejabat penerima laporan untuk 
ditindaklanjuti. 

 
........................................, ..........(27).............. 

 
Yang menerima laporan, 
…………..(28)...………….. 
 
….(29)…. 
 
….(30)…. 

 
 

Yang Melaporkan, 
 
 
….(32)…. 

 
….(33)…. 

NIP.                   ….(31)….  NIP.        ….(34)… 



PETUNJUK PENGISIAN 
LAPORAN PELANGGARAN (LP-1) 

(1) Diisi Nama Kantor 
(2) Diisi Nomor LP-1 
(3) Diisi Nomor surat pelimpahan perkara (dari eksternal DJBC atau dari unit lain selain Unit 

Penindakan) 
(4) Diisi tanggal surat pelimpahan perkara 
(5) Diisi nama instansi yang melimpahkan perkara 
(6) Diisi Jenis Perkara (Imp. Umum, Imp. Fas, Imp. BKC, Cuk-HT, Cuk-EA, Cuk MMEA, 

Ekspor, Pengkt. Brg TT, Barang penumpang) 
(7) Diisi Jenis Penindakan yang telah dilakukan (Penghentian Sarkut, Pemeriksaan Brg, 

Penyegelan, Penegahan, Penangkapan) 
(8) Diisi tempat dilakukannya penindakan 
(9) Diisi tanggal dilakukannya penindakan. Adapun format tanggal yaitu tanggal-bulan-

tahun. 
(10) Diisi waktu saat dilakukan penindakan. 
(11) Diisi nama orang atau pelaku pelanggaran. 
(12) Diisi umur orang atau pelaku pelanggaran. 
(13) Diisi jenis kelamin orang atau pelaku pelanggaran. 
(14) Diisi alamat orang atau pelaku pelanggaran. 
(15) Diisi kelompol komoditi atau jenis barang. 
(16) Diisi jumlah koli. 
(17) Diisi jenis koli. 
(18) Diisi jenis sarana pengangkut. 
(19) Diisi nomor voyage, flight, atau nomor polisi sarana pengangkut. 
(20) Diisi nomor container. 
(21) Diisi ukuran container. 
(22) Diisi pelanggaran kepabeanan atau cukai. 
(23) Diisi dugaan ketentuan/pasal yang dilanggar. 
(24) Diisi uraian modus operandi pelanggaran. 
(25) Diisi nomor LPP. 
(26) Diisi tanggal LPP. 
(27) Diisi kota dan tanggal pembuatan LP-1 
(28) Diisi jabatan pejabat yang menerima laporan  
(29) Diisi tanda tangan pejabat yang menerima laporan 
(30) Diisi nama terang pejabat yang menerima laporan 
(31) Diisi NIP pejabat yang menerima laporan 
(32) Diisi tanda tangan pelapor 
(33) Diisi nama terang pelapor 
(34) Diisi NIP pelapor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
LAPORAN PELANGGARAN DARI INSTASI LAIN (LP-1) 

 
 

A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN 
 

1. Tim Peneliti  
a. Menyampaikan konsep LP-1 kepada Kepala Seksi Penyidikan. 
b. Menerima konsep LP-1 dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan 
c. Menerima LP-1 yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Penyidikan dan memberi 

nomor urut dan tanggal LP-1. 
d. Membukukan dan mengarsip LP-1 yang telah yang telah ditandatangani dalam Buku 

Catatan LP-1 
 

2. Kepala Seksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti konsep LP-1 dari  Tim Peneliti. 
b. Mengembalikan konsep LP-1 kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
c. Mengembalikan LP-1 yang telah ditandatangani kepada Tim Peneliti untuk 

ditindaklanjuti.  
 

B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN PADA KANTOR 
WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ATAU BIDANG PENYIDIKAN DAN 
BHP PADA KANTOR WILAYAH KHUSUS 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menyampaikan konsep LP-1 kepada Kepala Seksi Penyidikan. 
b. Menerima konsep LP-1 dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan / Kabid Penindakan dan Penyidikan atau 
Kabid Penyidikan dan BHP. 

c. Menerima LP-1 yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan Penyidikan 
atau Kabid Penyidikan dan BHP dan memberi nomor urut dan tanggal LP-1. 

d. Membukukan dan mengarsip LP-1 yang telah yang telah ditandatangani dalam Buku 
Catatan LP-1 

 
2. Kepala Seksi Penyidikan 

a. Menerima dan meneliti konsep LP-1 dari  Tim Peneliti. 
b. Mengembalikan konsep LP-1 kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
c. Mengembalikan LP-1 yang telah ditandatangani kepada Tim Peneliti untuk 

ditindaklanjuti.  
  

 
C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 

TIPE A/MADYA 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menyampaikan konsep LP-1 kepada Kepala Subseksi Penyidikan. 
b. Menerima konsep LP-1 dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Subseksi Penyidikan / Kepala Seksi Penindakan dan 
Penyidikan. 

c. Menerima LP-1 yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Penindakan dan 
Penyidikan dan memberi nomor urut dan tanggal LP-1. 

d. Membukukan dan mengarsip LP-1 yang telah yang telah ditandatangani dalam Buku 
Catatan LP-1 

 
2. Kepala Subseksi Penyidikan 

a. Menerima dan meneliti konsep LP-1 dari  Tim Peneliti. 
b. Mengembalikan konsep LP-1 kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
c. Mengembalikan LP-1 yang telah ditandatangani kepada Tim Peneliti untuk 

ditindaklanjuti.  
 



 
 

D. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 
TIPE B 

 
1. Tim Peneliti  

a. Menyampaikan konsep LP-1 kepada Kepala Subseksi Penindakan dan 
Penyidikan. 

b. Menerima konsep LP-1 dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang 
perlu diperbaiki dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan / Kepala 
KPPBC Tipe B. 

c. Menerima LP-1 yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe B dan mem 
beri nomor urut dan tanggal LP-1. 

d. Membukukan dan mengarsip LP-1 yang telah yang telah ditandatangani dalam 
Buku Catatan LP-1 

 
2. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 

a. Menerima dan meneliti konsep LP-1 dari  Tim Peneliti. 
b. Mengembalikan konsep LP-1 kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
c. Mengembalikan LP-1 yang telah ditandatangani kepada Tim Peneliti untuk 

ditindaklanjuti.  
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XLI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 3.04 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor......................................(1) 

 
 

SURAT PERINTAH PENELITIAN (SPLIT) 
Nomor : SPLIT- ……… (2) ………. 

 
D a s a r : 1. Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2006; 
  2. Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007; 
  3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
  4. Laporan Pelanggaran Nomor : …… (3) ……. Tanggal……… (4) …….. 
    
Pertimbangan  : 1. Bahwa dengan adanya Laporan Pelanggaran …….. (5) ……., maka 

dipandang perlu untuk mengumpulkan bahan keterangan dan menemukan 
bukti permulaan yang cukup akan adanya tindak pidana kepabeanan dan/atau 
cukai. 

  2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Penelitian. 
 

D I P E R I N T A H K A N 
 

Kepada   : 1. Nama : ………. (6) ………. 
   NIP : ………. (7) ………. 
   Pangkat / Gol. : ………. (8) ………. / ... (9) … 
   Jabatan : ………. (10) ………. 
      
  2. Dst.   
 
Untuk : 1. Melakukan tugas penelitian berupa mencari, mengumpulkan bahan 

keterangan, dan menemukan bukti permulaan yang cukup atas perkara 
.............................................(11) yang diduga dilakukan oleh : 
Nama     :  ……… (12) …….. 
Pekerjaan    :  ……… (13) …….. 
Tempat/tanggal lahir   :  ……… (14) …….. 
Alamat     :  ……… (15) …….. 
 

  2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar melaporkan kepada yang 
memberi perintah 

 
 Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
 
 

Dikeluarkan di  : …… (16) … 
Pada tanggal : …… (17) … 
……. (18) ……......... 
 
 
……. (19) ……. 
 
……..(20) …….......... 
NIP. ……… (21) …… 
 

Tembusan : 
1. ......................(22) 
2. ...................... 



PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERINTAH PENELITIAN (SPLIT) 

(1) Diisi Nama Kantor 
(2) Diisi nomor SPLIT 
(3) Diisi nomor LP / LP-1 
(4) Diisi tanggal LP / LP-1 
(5) Diisi jenis pelanggaran 
(6) Diisi nama pejabat yang diperintah 
(7) Diisi NIP pejabat yang diperintah 
(8) Diisi pangkat pejabat yang diperintah 
(9) Diisi Golongan pejabat yang diperintah 
(10) Diisi jabatan pejabat yang diperintah 
(11) Diisi uraian singkat dugaan pelanggaran  
(12) Diisi nama orang yang diduga malakukan pelanggaran (bila ada) 
(13) Diisi pekerjaan orang yang diduga malakukan pelanggaran(bila ada) 
(14) Diisi tempat dan tanggal lahir orang yang diduga malakukan pelanggaran (bila ada) 
(15) Diisi alamat orang yang diduga malakukan pelanggaran (bila ada) 
(16) Diisi kota tempat penerbitan SPLIT 
(17) Diisi tanggal penerbitan SPLIT 
(18) Diisi jabatan penerbit SPLIT 
(19) Diisi tanda tangan pejabat penerbit SPLIT 
(20) Diisi nama terang pejabat penerbit SPLIT 
(21) Diisi NIP pejabat penerbit SPLIT 
(22) Diisi yang menerima tembusan SPLIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
SURAT PERINTAH PENELITIAN (SPLIT) 

 
 

A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menyampaikan konsep SPLIT kepada Kepala Seksi Penyidikan. 
b. Menerima konsep SPLIT dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan / Kasubdit Penyidikan. 
c. Menerima SPLIT yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Penyidikan dan memberi 

nomor urut dan tanggal SPLIT. 
d. Membukukan SPLIT yang telah yang telah ditandatangani dalam Buku Catatan 

SPLIT 
e. Menyampaikan SPLIT kepada Pejabat yang diperintahkan.   
 

2. Kepala Seksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti konsep SPLIT dari Tim Peneliti. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep SPLIT kepada Kasubdit 

Penyidikan. 
c. Mengembalikan konsep SPLIT kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep SPLIT kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kasubdit Penyidikan. 
e. Mengembalikan SPLIT yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Penyidikan kepada 

Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti.  
  

3. Kasubdit Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti konsep SPLIT yang telah dibubuhkan paraf persetujuan dari 

Kepala Seksi Penyidikan. 
b. Mengembalikan konsep SPLIT kepada Kepala Seksi Penyidikan apabila terdapat hal-

hal yang perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani SPLIT dan mengembalikan SPLIT kepada Kepala Seksi Penyidikan 

untuk ditindaklanjuti.  
 

B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN PADA KANTOR 
WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ATAU BIDANG PENYIDIKAN DAN 
BHP PADA KANTOR WILAYAH KHUSUS 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menyampaikan konsep SPLIT kepada Kepala Seksi Penyidikan. 
b. Menerima konsep SPLIT dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan / Kabid Penindakan dan Penyidikan 
atau Kabid Penyidikan dan BHP. 

c. Menerima SPLIT yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan Penyidikan 
atau Kabid Penyidikan dan BHP dan memberi nomor urut dan tanggal SPLIT. 

d. Membukukan SPLIT yang telah yang telah ditandatangani dalam Buku Catatan 
SPLIT 

e. Menyampaikan SPLIT kepada Pejabat yang diperintahkan.   
 

2. Kepala Seksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti konsep SPLIT dari Tim Peneliti. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep SPLIT kepada Kabid 

Penindakan dan Penyidikan atau Kabid Penyidikan dan BHP. 
c. Mengembalikan konsep SPLIT kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep SPLIT kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kabid Penindakan dan Penyidikan atau 
Kabid Penyidikan dan BHP. 

e. Mengembalikan SPLIT yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan 
Penyidikan atau Kabid Penyidikan dan BHP kepada Tim Peneliti untuk 
ditindaklanjuti.  
 
  



3. Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid Penyidikan dan BHP 
a. Menerima dan meneliti konsep SPLIT yang telah dibubuhkan paraf persetujuan dari 

Kepala Seksi Penyidikan. 
b. Mengembalikan konsep SPLIT kepada Kepala Seksi Penyidikan apabila terdapat hal-

hal yang perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani SPLIT dan mengembalikan SPLIT kepada Kepala Seksi Penyidikan 

untuk ditindaklanjuti.  
 
 

C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 
A/MADYA 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menyampaikan konsep SPLIT kepada Kepala Subseksi Penyidikan. 
b. Menerima konsep SPLIT dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki dari Kepala Subseksi Penyidikan / Kepala Seksi Penindakan dan 
Penyidikan. 

c. Menerima SPLIT yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Penindakan dan 
Penyidikan dan memberi nomor urut dan tanggal SPLIT. 

d. Membukukan SPLIT yang telah yang telah ditandatangani dalam Buku Catatan 
SPLIT 

e. Menyampaikan SPLIT kepada Pejabat yang diperintahkan.   
 

2. Kepala Subseksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti konsep SPLIT dari Tim Peneliti. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep SPLIT kepada Kepala 

Seksi Penindakan dan Penyidikan. 
c. Mengembalikan konsep SPLIT kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep SPLIT kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. 
e. Mengembalikan SPLIT yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Penindakan dan 

Penyidikan kepada Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti.  
  

3. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Seksi Penyidikan dan BHP 
a. Menerima dan meneliti konsep SPLIT yang telah dibubuhkan paraf persetujuan dari 

Kepala Subseksi Penyidikan. 
b. Mengembalikan konsep SPLIT kepada Kepala Subseksi Penyidikan apabila terdapat 

hal-hal yang perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani SPLIT dan mengembalikan SPLIT kepada Kepala Subseksi 

Penyidikan untuk ditindaklanjuti.  
 
 

D. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 
B 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menyampaikan konsep SPLIT kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
b. Menerima konsep SPLIT dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan / Kepala KPPBC 
Tipe B. 

c. Menerima SPLIT yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe B dan mem 
beri nomor urut dan tanggal SPLIT. 

d. Membukukan SPLIT yang telah yang telah ditandatangani dalam Buku Catatan 
SPLIT. 

e. Menyampaikan SPLIT kepada Pejabat yang diperintahkan.   
 

2. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti konsep SPLIT dari Tim Peneliti. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep SPLIT kepada Kepala 

KPPBC Tipe B. 
c. Mengembalikan konsep SPLIT kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 



d. Meneruskan konsep SPLIT kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila 
terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kepala KPPBC Tipe B. 

e. Mengembalikan SPLIT yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe B 
kepada Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti.  
  

3. Kepala KPPBC Tipe B 
a. Menerima dan meneliti konsep SPLIT yang telah dibubuhkan paraf persetujuan dari 

Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
b. Mengembalikan konsep SPLIT kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 

apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani SPLIT dan mengembalikan SPLIT kepada Kepala Subseksi 

Penindakan dan Penyidikan untuk ditindaklanjuti.  
 
 
CATATAN : 
Dalam hal SPLIT diterbitkan dalam rangka tugas penelitian gabungan yang melibatkan peneliti 
dari beberapa KPBC/Kantor Wilayah, pejabat penerbit/yang menandatangani SPLIT merupakan 
pejabat yang berkompeten sesuai kewenangannya. 
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XLII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 3.05 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor......................................(1) 

 
LEMBAR RESUME PENELITIAN (LRP-1) 

Nomor : LRP-1-…. (2) …….. / Kode Kantor/ Tahun 
 
Nomor LP/LP-1 :  ……… (3) ……..  Tanggal LP/LP-1  : ……… (4) …….. 
Nomor SPLIT :  ……… (5) ……..  Tanggal SPLIT  : ……… (6) …….. 

 
A. URAIAN PELANGGARAN 

1. Jenis Perkara :  ……….. (7) ………. 
2. Tempat / Locus :  ……….. (8) ………. 
3. Waktu / Tempus  

a. Tanggal :  ……….. (9) ………. 
b. Jam  :  ……….. (10) ……… 

4. Pelaku pelanggaran 
a. Nama :  ……….. (11) ………. 
b. Umur :  ……….. (12) ……… tahun 
c. Jenis Kelamin :  ……….. (13) ……… 
d. Alamat :  ……….. (14) ……… 

5. Uraian Barang  : 
a. Komoditi : ……….. (15) ……… 
b. Uraian Barang : ……….. (16) ……… 
c. Merek / Tipe / kondisi : ……….. (17) ……… 
d. Spesifikasi Lain : ……….. (18) ………  
e. Jumlah dan jenis Koli : ……….. (19) ………  
f. Dokumen Pab/Cukai Asal : ……….. (20) ………  
g. Kantor Pendaftaran : ……….. (21) ………  
h. Nomor : ……….. (22) ………  
i. Tanggal : ……….. (23) ………  
j. Pengangkut : ……….. (24) ………  
k. No. Voyage/ No. Polisi : ……….. (25) ………  
l. Kontainer No. : ……….. (26) ………  
m. Ukuran : ……….. (27) ………  

 
B. URAIAN SINGKAT PELANGGARAN  : 

 
 
 
 
 

C. URAIAN PEMENUHAN UNSUR PASAL :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……… (28) ……. 

……… (29) ……. 



 
 

D. KESIMPULAN  : ……… (30) ……. 
E. USULAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA : ……… (31) …….. 
F. CATATAN/DISPOSISI : 

 
 
 
 
 

 
Demikian lembar resume penelitian ini dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan. 

.........................., ..........(33).............. 
 
…………..(34)…………….. 
 
….(35)…. 
 
….(36)…. 

 
 

Tim Peneliti, 
 
 
….(38)…. 

 
….(39)…. 

NIP.        ….(37)…  NIP.        ….(40)… 
 
 

Mengetahui, 
…………..(41)...………….. 
 
….(42)…. 
 
 
….(43)…. 
NIP.                   ….(44)…. 

……… (32) ……. 



PETUNJUK PENGISIAN 
LEMBAR RESUME PENELITIAN (LRP-1) 

(1) Diisi Nama Kantor 
(2) Diisi Nomor LRP-1 
(3) Diisi nomor LP / LP-1 
(4) Diisi tanggal LP / LP-1 
(5) Diisi Nomor SPLIT 
(6) Diisi tanggal SPLIT 
(7) Diisi jenis perkara (impor umum/impor fasilitas/impor BKC/cukai HT/cukai EA/cukai 

MMEA/ekspor/pengangkutan barang tertentu/barang penumpang) 
(8) Diisi tempat kejadian perkara 
(9) Diisi tanggal terjadinya perkara 
(10) Diisi waktu terjadinya perkara 
(11) Diisi nama orang yang diduga malakukan pelanggaran 
(12) Diisi umur Orang yang diduga malakukan pelanggaran 
(13) Diisi jenis kelamin Orang yang diduga malakukan pelanggaran 
(14) Diisi alamat Orang yang diduga malakukan pelanggaran 
(15) Diisi komoditi barang hasil penindakan  
(16) Diisi uraian barang  
(17) Diisi merek / tipe / kondisi barang 
(18) Diisi spesifikasi lain 
(19) Diisi jumlah dan  jenis koli  
(20) Diisi dokumen pabean atau cukai 
(21) Diisi kantor pendaftaran dokumen 
(22) Diisi nomor dokumen 
(23) Diisi tanggal dokumen 
(24) Diisi jenis sarana pengangkut  
(25) Diisi nomor voyage atau nomor polisi sarana pengangkut 
(26) Diisi nomor container 
(27) Diisi ukuran container  
(28) Diisi uraian singkat pelanggaran 
(29) Diisi uraian pemenuhan unsur pasal 
(30) Diisi kesimpulan penelitian, berupa: 

a. Bukan Pelanggaran      
b. Pelanggaran adm Pasal     
c. Pelanggaran pidana Pasal jo.     
d. Pelanggaran dengan pelaku tidak dikenal  
e. Pelanggaran UU lainnya  

(31) Diisi usulan alternatif penyelesaian perkara, berupa : 
a. Pengembalian barang 
b. Pengenaan denda 
c. Penetapan BDN atau BMN 
d. Penyidikan 
e. Pemblokiran 
f.      Audit 
g. Reekspor 
h. Tidak melayani pemesanan pita cukai 
i.      Pelimpahan ke instansi terkait 
j.      Penelitian perkara tidak dilanjutkan 
k. lainnya 

(32) Diisi catatan/disposisi atas lembar resume perkara oleh pejabat atasan dari/atasan langsung 
penyusun LRP-1 

(33) Diisi kota dan tanggal penerbitan LRP-1 
(34) Diisi jabatan atasan langsung Peneliti  
(35) Diisi tanda tangan Pejabat atasan langsung Peneliti 
(36) Diisi nama terang Pejabat atasan langsung Peneliti 
(37) Diisi NIP Pejabat atasan langsung Peneliti 
(38) Diisi tandatangan Tim Peneliti 
(39) Diisi nama terang Tim Peneliti 
(40) Diisi NIP Tim Peneliti 
(41) Diisi jabatan atasan dari atasan langsung Peneliti 
(42) Diisi tanda tangan atasan dari atasan langsung Peneliti 
(43) Diisi nama terang atasan dari atasan langsung Peneliti 
(44) Diisi NIP atasan dari atasan langsung Peneliti 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
LEMBAR RESUME PENELITIAN (LRP-1) 

 
 
A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN 

 
1. Tim Peneliti  

a. Menuangkan hasil penelitian dalam LRP-1 sesuai petunjuk pengisian. 
b. Menyampaikan LRP-1 kepada Kepala Seksi Penyidikan untuk mendapat tanda 

tangan dan paraf persetujuan. 
c. Menerima LRP-1 dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan / Kasubdit Penyidikan. 
d. Menerima LRP-1 yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Penyidikan dan 

menindaklanjuti sesuai alternatif penyelesaian/petunjuk. 
e. Membukukan LRP-1 kedalam LMPP (Lembar Monitoring Penanganan Perkara). 
 

2. Kepala Seksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti LRP-1 dari Tim Peneliti. 
b. Menandatangani dan memberikan paraf persetujuan serta menyampaikan LRP-1 

kepada Kasubdit Penyidikan. 
c. Mengembalikan LRP-1 kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
d. Meneruskan LRP-1 kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila terdapat 

hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kasubdit Penyidikan. 
e. Mengembalikan LRP-1 yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Penyidikan kepada 

Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti.  
  

3. Kasubdit Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti LRP-1 yang telah ditandatangani dan dibubuhkan paraf dari 

Kepala Seksi Penyidikan. 
b. Mengembalikan LRP-1 kepada Kepala Seksi Penyidikan apabila terdapat hal-hal 

yang perlu diperbaiki. 
c. Memberikan catatan (bila perlu) dan menandatangani LRP-1 serta mengembalikan 

LRP-1 kepada Kepala Seksi Penyidikan untuk ditindaklanjuti.  
 

B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN PADA KANTOR 
WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ATAU BIDANG PENYIDIKAN DAN 
BHP PADA KANTOR WILAYAH KHUSUS 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menuangkan hasil penelitian dalam LRP-1 sesuai petunjuk pengisian. 
b. Menyampaikan konsep LRP-1 kepada Kepala Seksi Penyidikan untuk mendapat 

tanda tangan dan paraf persetujuan. 
c. Menerima konsep LRP-1 dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan / Kabid Penindakan dan Penyidikan 
atau Kabid Penyidikan dan BHP. 

d. Menerima LRP-1 yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan Penyidikan 
atau Kabid Penyidikan dan BHP dan memberi nomor urut dan tanggal LRP-1. 

e. Membukukan LRP-1 kedalam LMPP (Lembar Monitoring Penanganan Perkara). 
 

2. Kepala Seksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti LRP-1 dari Tim Peneliti. 
b. Menandatangani dan memberikan paraf persetujuan serta menyampaikan LRP-1 

kepada Kabid Penyidikan dan BHP. 
c. Mengembalikan LRP-1 kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
d. Meneruskan LRP-1 kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila terdapat 

hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kabid Penyidikan dan BHP. 
e. Mengembalikan LRP-1 yang telah ditandatangani oleh Kabid Penyidikan dan BHP 

kepada Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti. 
  

3. Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid Penyidikan dan BHP 
a. Menerima dan meneliti LRP-1 yang telah ditandatangani dan dibubuhkan paraf dari 

Kepala Seksi Penyidikan. 



b. Mengembalikan konsep LRP-1 kepada Kepala Seksi Penyidikan apabila terdapat hal-
hal yang perlu diperbaiki. 

c. Memberikan catatan (bila perlu) dan menandatangani LRP-1 serta mengembalikan 
LRP-1 kepada Kepala Seksi Penyidikan untuk ditindaklanjuti. 
 

C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 
TIPE A/MADYA 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menuangkan hasil penelitian dalam LRP-1 sesuai petunjuk pengisian. 
b. Menyampaikan konsep LRP-1 kepada Kepala Subseksi Penyidikan untuk mendapat 

tanda tangan dan paraf persetujuan. 
c. Menerima konsep LRP-1 dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki dari Kepala Subseksi Penyidikan / Kepala Seksi Penindakan dan  
Penyidikan. 

d. Menerima LRP-1 yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Penindakan dan  
Penyidikan dan memberi nomor urut dan tanggal LRP-1. 

e. Membukukan LRP-1 kedalam LMPP (Lembar Monitoring Penanganan Perkara). 
 

2. Kepala Subseksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti LRP-1 dari Tim Peneliti. 
b. Menandatangani dan memberikan paraf persetujuan serta menyampaikan LRP-1 

kepada Kepala Seksi Penindakan dan  Penyidikan. 
c. Mengembalikan LRP-1 kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
d. Meneruskan LRP-1 kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila terdapat 

hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kepala Seksi Penindakan dan  Penyidikan. 
e. Mengembalikan LRP-1 yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Penindakan dan  

Penyidikan kepada Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti. 
  

3. Kepala Seksi Penindakan dan  Penyidikan atau Kepala Seksi penyidikan dan BHP 
a. Menerima dan meneliti LRP-1 yang telah ditandatangani dan dibubuhkan paraf dari 

Kepala Subseksi Penyidikan. 
b. Mengembalikan konsep LRP-1 kepada Kepala Subseksi Penyidikan apabila terdapat 

hal-hal yang perlu diperbaiki. 
c. Memberikan catatan (bila perlu) dan menandatangani LRP-1 serta mengembalikan 

LRP-1 kepada Kepala Subseksi Penyidikan untuk ditindaklanjuti. 
 

D. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 
TIPE B 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menuangkan hasil penelitian dalam LRP-1 sesuai petunjuk pengisian. 
b. Menyampaikan konsep LRP-1 kepada Kepala Subseksi Penindakan dan  Penyidikan 

untuk mendapat tanda tangan dan paraf persetujuan. 
c. Menerima konsep LRP-1 dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki dari Kepala Subseksi Penindakan dan  Penyidikan / Kepala KPPBC 
Tipe B. 

d. Menerima LRP-1 yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe B dan 
memberi nomor urut dan tanggal LRP-1. 

e. Membukukan LRP-1 kedalam LMPP (Lembar Monitoring Penanganan Perkara). 
 

2. Kepala Subseksi Penindakan dan  Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti LRP-1 dari Tim Peneliti. 
b. Menandatangani dan memberikan paraf persetujuan serta menyampaikan LRP-1 

kepada Kepala KPPBC Tipe B. 
c. Mengembalikan LRP-1 kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
d. Meneruskan LRP-1 kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila terdapat 

hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kepala KPPBC Tipe B. 
e. Mengembalikan LRP-1 yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe B 

kepada Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti. 
 
  



3. Kepala KPPBC Tipe B 
a. Menerima dan meneliti LRP-1 yang telah ditandatangani dan dibubuhkan paraf dari 

Kepala Subseksi Penindakan dan  Penyidikan. 
b. Mengembalikan konsep LRP-1 kepada Kepala Subseksi Penindakan dan  Penyidikan 

apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. 
c. Memberikan catatan (bila perlu) dan menandatangani LRP-1 serta mengembalikan 

LRP-1 kepada Kepala Subseksi Penindakan dan  Penyidikan untuk ditindaklanjuti. 
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 



Lampiran XLIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 
FORM PBC 3.06 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor......................................(1) 

 
LEMBAR RESUME PIDANA (LRP-2) 

Nomor : LRP-2-…. (2) …….. / Kode Kantor/ Tahun 
 
Nomor LP/LP-1 :  ……… (3) ……..    Tanggal LP/LP-1  : ……… (4) …….. 
Nomor SPTP  :  ……… (5) ……..    Tanggal SPTP  : ……… (6) …….. 

 
A. URAIAN PELANGGARAN 

1. Jenis Perkara :  ……….. (7) ………. 
2. Tempat / Locus :  ……….. (8) ………. 
3. Waktu / Tempus  

a. Tanggal :  ……….. (9) ………. 
b. Jam  :  ……….. (10) ……… 

4. Pelaku pelanggaran 
a. Nama :  ……….. (11) ………. 
b. Umur :  ……….. (12) ……… tahun 
c. Jenis Kelamin :  ……….. (13) ……… 
d. Alamat :  ……….. (14) ……… 

5. Uraian Barang  : 
a. Komoditi : ……….. (15) ……… 
b. Uraian Barang : ……….. (16) ……… 
c. Merek / Tipe / kondisi : ……….. (17) ……… 
d. Spesifikasi Lain : ……….. (18) ………  
e. Jumlah dan jenis Koli : ……….. (19) ………  
f. Dokumen Pab/Cukai Asal : ……….. (20) ………  
g. Kantor Pendaftaran : ……….. (21) ………  
h. Nomor : ……….. (22) ………  
i. Tanggal : ……….. (23) ………  
j. Pengangkut : ……….. (24) ………  
k. No. Voyage/ No. Polisi : ……….. (25) ………  
l. Kontainer No. : ……….. (26) ………  
m. Ukuran : ……….. (27) ………  

 
B. URAIAN SINGKAT PELANGGARAN  : 

 
 
 

C. HASIL PENYIDIKAN :  
1. Kelengkapan Berkas penyidikan :  ……… (29) ……. 
2. Kelengkapan Alat Bukti (AB) :  ……… (30) ……. 
3. Ketersediaan Barang Bukti (BB) :  ……… (31) ……. 
4. Keterkaitan AB, BB dengan pelaku :  ……… (32) ……. 
5. Keberadaan pelaku   :  ……… (33) ……. 
 
 
 
 
 

……… (28) ……. 



 
 

D. URAIAN PEMENUHAN UNSUR PASAL :  
 
 
 
 

E. KESIMPULAN  : ……… (35) ……. 
F. USULAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA : ……… (36) …….. 
G. CATATAN/DISPOSISI : 

 
 
 

 
Demikian lembar resume pidana ini dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan. 
 

.........................., ..........(38).............. 
 
…………..(39)…………….. 
 
….(40)…. 
 
….(41)…. 

 
 

Tim Penyidik, 
 
 
….(43)…. 

 
….(44)…. 

NIP.  ….(42)….  NIP.  ….(45)… 
 
 

Mengetahui, 
…………..(46)...………….. 
 
….(47)…. 
 
….(48)…. 

NIP.                   ….(49)…. 
 

……… (34) ……. 

……… (37) ……. 



PETUNJUK PENGISIAN 
LEMBAR RESUME PIDANA (LRP-2) 

(1) Diisi Nama Kantor 
(2) Diisi Nomor LRP-2 
(3) Diisi nomor LP / LP-1 
(4) Diisi tanggal LP / LP-1 
(5) Diisi Nomor SPTP 
(6) Diisi tanggal SPTP 
(7) Diisi jenis perkara (impor umum/impor fasilitas/impor BKC/cukai HT/cukai EA/cukai 

MMEA/ekspor/pengangkutan barang tertentu/barang penumpang) 
(8) Diisi tempat kejadian perkara 
(9) Diisi tanggal terjadinya perkara 
(10) Diisi waktu terjadinya perkara 
(11) Diisi nama orang yang diduga malakukan pelanggaran 
(12) Diisi umur Orang yang diduga malakukan pelanggaran 
(13) Diisi jenis kelamin Orang yang diduga malakukan pelanggaran 
(14) Diisi alamat Orang yang diduga malakukan pelanggaran 
(15) Diisi komoditi barang hasil penindakan  
(16) Diisi uraian barang  
(17) Diisi merek / tipe / kondisi barang 
(18) Diisi spesifikasi lain 
(19) Diisi jumlah dan  jenis koli  
(20) Diisi dokumen pabean atau cukai 
(21) Diisi kantor pendaftaran dokumen 
(22) Diisi nomor dokumen 
(23) Diisi tanggal dokumen 
(24) Diisi jenis sarana pengangkut  
(25) Diisi nomor voyage atau nomor polisi sarana pengangkut 
(26) Diisi nomor container 
(27) Diisi ukuran container  
(28) Diisi uraian singkat pelanggaran 
(29) Diisi lengkap atau tidak lengkap 
(30) Diisi lengkap atau tidak lengkap 
(31) Diisi ada atau tidak ada 
(32) Diisi terkait atau tidak terkait 
(33) Diisi ada atau tidak ada 
(34) Diisi uraian pemenuhan unsur pasal 
(35) Diisi kesimpulan penyidikan, berupa: 

a. Unsur-unsur tindak pidana terpenuhi 
b. Unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi  

(36) Diisi usulan alternatif penyelesaian perkara, berupa : 
a. Pengiriman berkas ke JPU 
b. Penyidikan lanjutan 
c. Penghentian penyidikan/SP3 
d. Penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara (deponering) 
e. lainnya 

(37) Diisi catatan/disposisi atas lembar resume perkara oleh pejabat atasan dari/atasan langsung 
penyusun LRP-2 

(38) Diisi kota dan tanggal penerbitan LRP-2 
(39) Diisi jabatan atasan langsung Penyidik  
(40) Diisi tanda tangan Pejabat atasan langsung Penyidik 
(41) Diisi nama terang Pejabat atasan langsung Penyidik 
(42) Diisi NIP Pejabat atasan langsung Penyidik 
(43) Diisi tandatangan Penyidik 
(44) Diisi nama terang Penyidik 
(45) Diisi NIP Penyidik 
(46) Diisi jabatan atasan dari atasan langsung Penyidik 
(47) Diisi tanda tangan atasan dari atasan langsung Penyidik 
(48) Diisi nama terang atasan dari atasan langsung Penyidik 
(49) Diisi NIP atasan dari atasan langsung Penyidik 
 

 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
LEMBAR RESUME PIDANA (LRP-2) 

 
 

A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menuangkan hasil penelitian dalam LRP-2 sesuai petunjuk pengisian. 
b. Menyampaikan LRP-2 kepada Kepala Seksi Penyidikan untuk mendapat tanda 

tangan dan paraf persetujuan. 
c. Menerima LRP-2 dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan / Kasubdit Penyidikan. 
d. Menerima LRP-2 yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Penyidikan dan 

menindaklanjuti sesuai alternatif penyelesaian/petunjuk. 
e. Membukukan LRP-2 kedalam LMPP (Lembar Monitoring Penanganan Perkara). 
 

2. Kepala Seksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti LRP-2 dari Tim Peneliti. 
f. Menandatangani dan memberikan paraf persetujuan serta menyampaikan LRP-2 

kepada Kasubdit Penyidikan. 
g. Mengembalikan LRP-2 kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
h. Meneruskan LRP-2 kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila terdapat 

hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kasubdit Penyidikan. 
i. Mengembalikan LRP-2 yang telah ditandatangani oleh Kasubdit Penyidikan kepada 

Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti.  
  

3. Kasubdit Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti LRP-2 yang telah ditandatangani dan dibubuhkan paraf dari 

Kepala Seksi Penyidikan. 
d. Mengembalikan LRP-2 kepada Kepala Seksi Penyidikan apabila terdapat hal-hal 

yang perlu diperbaiki. 
e. Memberikan catatan (bila perlu) dan menandatangani LRP-2 serta mengembalikan 

LRP-2 kepada Kepala Seksi Penyidikan untuk ditindaklanjuti.  
 

B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN PADA KANTOR 
WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ATAU BIDANG PENYIDIKAN DAN 
BHP PADA KANTOR WILAYAH KHUSUS 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menuangkan hasil penelitian dalam LRP-2 sesuai petunjuk pengisian. 
b. Menyampaikan konsep LRP-2 kepada Kepala Seksi Penyidikan untuk mendapat 

tanda tangan dan paraf persetujuan. 
c. Menerima konsep LRP-2 dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki dari Kepala Seksi Penyidikan / Kabid Penindakan dan Penyidikan 
atau Kabid Penyidikan dan BHP. 

d. Menerima LRP-2 yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan Penyidikan 
atau Kabid Penyidikan dan BHP dan memberi nomor urut dan tanggal LRP-2. 

e. Membukukan LRP-2 kedalam LMPP (Lembar Monitoring Penanganan Perkara). 
 

2. Kepala Seksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti LRP-2 dari Tim Peneliti. 
f. Menandatangani dan memberikan paraf persetujuan serta menyampaikan LRP-2 

kepada Kabid Penyidikan dan BHP. 
g. Mengembalikan LRP-2 kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
h. Meneruskan LRP-2 kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila terdapat 

hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kabid Penyidikan dan BHP. 
i. Mengembalikan LRP-2 yang telah ditandatangani oleh Kabid Penyidikan dan BHP 

kepada Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti. 
  

3. Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid Penyidikan dan BHP 
a. Menerima dan meneliti LRP-2 yang telah ditandatangani dan dibubuhkan paraf dari 

Kepala Seksi Penyidikan. 



d. Mengembalikan konsep LRP-2 kepada Kepala Seksi Penyidikan apabila terdapat hal-
hal yang perlu diperbaiki. 

e. Memberikan catatan (bila perlu) dan menandatangani LRP-2 serta mengembalikan 
LRP-2 kepada Kepala Seksi Penyidikan untuk ditindaklanjuti. 
 

C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 
TIPE A/MADYA 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menuangkan hasil penelitian dalam LRP-2 sesuai petunjuk pengisian. 
b. Menyampaikan konsep LRP-2 kepada Kepala Subseksi Penyidikan untuk mendapat 

tanda tangan dan paraf persetujuan. 
c. Menerima konsep LRP-2 dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki dari Kepala Subseksi Penyidikan / Kepala Seksi Penindakan dan  
Penyidikan. 

d. Menerima LRP-2 yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Penindakan dan  
Penyidikan dan memberi nomor urut dan tanggal LRP-2. 

e. Membukukan LRP-2 kedalam LMPP (Lembar Monitoring Penanganan Perkara). 
 

2. Kepala Subseksi Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti LRP-2 dari Tim Peneliti. 
b. Menandatangani dan memberikan paraf persetujuan serta menyampaikan LRP-2 

kepada Kepala Seksi Penindakan dan  Penyidikan. 
c. Mengembalikan LRP-2 kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
d. Meneruskan LRP-2 kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila terdapat 

hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kepala Seksi Penindakan dan  Penyidikan. 
e. Mengembalikan LRP-2 yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Penindakan dan  

Penyidikan kepada Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti. 
  

3. Kepala Seksi Penindakan dan  Penyidikan atau Kepala Seksi Penyidikan dan BHP 
a. Menerima dan meneliti LRP-2 yang telah ditandatangani dan dibubuhkan paraf dari 

Kepala Subseksi Penyidikan. 
b. Mengembalikan konsep LRP-2 kepada Kepala Subseksi Penyidikan apabila terdapat 

hal-hal yang perlu diperbaiki. 
c. Memberikan catatan (bila perlu) dan menandatangani LRP-2 serta mengembalikan 

LRP-2 kepada Kepala Subseksi Penyidikan untuk ditindaklanjuti. 
 

D. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 
TIPE B 
 
1. Tim Peneliti  

a. Menuangkan hasil penelitian dalam LRP-2 sesuai petunjuk pengisian. 
b. Menyampaikan konsep LRP-2 kepada Kepala Subseksi Penindakan dan  Penyidikan 

untuk mendapat tanda tangan dan paraf persetujuan. 
c. Menerima konsep LRP-2 dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki dari Kepala Subseksi Penindakan dan  Penyidikan / Kepala KPPBC 
Tipe B. 

d. Menerima LRP-2 yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe B dan 
memberi nomor urut dan tanggal LRP-2. 

e. Membukukan LRP-2 kedalam LMPP (Lembar Monitoring Penanganan Perkara). 
 

2. Kepala Subseksi Penindakan dan  Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti LRP-2 dari Tim Peneliti. 
b. Menandatangani dan memberikan paraf persetujuan serta menyampaikan LRP-2 

kepada Kepala KPPBC Tipe B. 
c. Mengembalikan LRP-2 kepada Tim Peneliti apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki. 
d. Meneruskan LRP-2 kepada Tim Peneliti untuk dilakukan perbaikan apabila terdapat 

hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kepala KPPBC Tipe B. 
e. Mengembalikan LRP-2 yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe B 

kepada Tim Peneliti untuk ditindaklanjuti. 
  
 



3. Kepala KPPBC Tipe B 
a. Menerima dan meneliti LRP-2 yang telah ditandatangani dan dibubuhkan paraf dari 

Kepala Subseksi Penindakan dan  Penyidikan. 
b. Mengembalikan konsep LRP-2 kepada Kepala Subseksi Penindakan dan  Penyidikan 

apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. 
c. Memberikan catatan (bila perlu) dan menandatangani LRP-2 serta mengembalikan 

LRP-2 kepada Kepala Subseksi Penindakan dan  Penyidikan untuk ditindaklanjuti. 
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Lampiran XLIV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 

TATA CARA PENATAUSAHAAN BARANG HASIL PENINDAKAN 
 

A. Pegawai pelaksana : 

1. Menerima disposisi LPF dari atasan langsung. 
2. Membuat berita acara serah terima BHP dari Unit Penindakan maupun Instansi lain. 
3. Menyusun konsep Surat Tugas Pencacahan sesuai petunjuk atasan langsung. 
4. Melakukan pencacahan sesuai Surat Tugas Pencacahan bersama-sama dengan unit 

penindakan/instansi lain yang melakukan penindakan. 
5. Menuangkan hasil pelaksanaan pencacahan ke dalam berita acara pencacahan. 
6. Membuat konsep laporan tugas pelaksanaan pencacahan dan meneruskan kepada atasan 

langsung untuk ditandatangani. 
7. Menerima dan memperbaiki konsep laporan tugas pelaksanaan pencacahan yang 

dikembalikan dari atasan langsung. 
8. Mengembalikan konsep laporan tugas pelaksanaan pencacahan yang telah diperbaiki 

kepada atasan langsung untuk ditandatangani 
9. Menyimpan Barang Hasil Penindakan yang telah dilakukan pencacahan di gudang, 

lapangan, tempat milik kantor DJBC atau tempat lainnya yang layak sebagai lokasi 
penimbunan dengan mempertimbangkan aspek keamanan yang dapat menjamin kondisi 
barang tetap utuh dan tidak mengalami penyusutan (Barang hasil penindakan yang 
disimpan ditempat lain selain gudang atau lahan milik DJBC dilakukan penyegelan 
dengan menuangkan dalam berita acara penyegelan). 

10. Melakukan pelabelan BHP yang telah dicacah, dengan mencantumkan: 
a. nomor registrasi barang hasil penindakan 
b. jumlah dan jenis barang hasil penindakan 
c. jenis kemasan 
d. ciri-ciri/sifat khas dari barang hasil penindakan 
e. tempat dan tanggal pencacahan atau penyitaan 
f. nomor dan tanggal dokumen asal barang hasil penindakan (LP/LP1) 
g. pihak yang menyerahkan barang hasil penindakan 
h. status barang hasil penindakan 
i. uraian singkat perkara 

11. Membukukan ke dalam buku gudang barang hasil penindakan. 
12. Melakukan segala tindakan pengamanan terhadap barang hasil penindakan. 
13. Melakukan monitoring terhadap penyimpanan BHP dan dituangkan dalam Lembar 

Monitoring Barang (LMB). 
14. Melakukan pemutakhiran Data BHP.  

 
B. Kepala Seksi BHP pada KP DJBC atau KWBC Khusus/Kepala Seksi Penyidikan dan BHP 

pada KWBC atau KPU/Kepala Sub Seksi BHP pada KPPBC Madya Cukai/Kepala Sub Seksi 
Penyidikan dan BHP pada KPPBC Tipe A atau KPPBC Madya Pabean/ Kepala Sub Seksi 
Penindakan dan Penyidikan apada KPPBC Tipe B : 

1. Menerima disposisi LPF dari atasan langsung. 
2. Mendisposisikan LPF yang diterima kepada Pegawai Pelaksana, untuk menyusun berita 

acara serah terima BHP dan Surat Tugas Pencacahan.  
3. Menerima dan meneliti konsep Surat Tugas Pencacahan dari pegawai pelaksana. 
4. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep Surat Tugas Pencacahan 

kepada atasan langsung. 
5. Mengembalikan konsep Surat Tugas Pencacahan kepada pegawai pelaksana apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. 
6. Meneruskan konsep Surat Tugas Pencacahan kepada pegawai pelaksana untuk dilakukan 

perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki sebagai catatan/koreksi dari 
atasan langsung. 

7. Mengembalikan Surat Tugas Pencacahan yang telah ditandatangani oleh atasan langsung 
kepada pegawai pelaksana untuk ditindaklanjuti. 

8. Menerima konsep laporan pelaksanaan tugas pencacahan dari pegawai pelaksana. 
 
 
 
 



 
9. Mengembalikan konsep laporan pelaksanaan tugas pencacahan dari pegawai pelaksana 

apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki. 
10. Menandatangani laporan pelaksanaan pencacahan dan meneruskan kepada atasan 

langsung. 
 
 

C. Kasubdit Penyidikan pada KP DJBC/Kabid Penindakan dan Penyidikan apada KWBC atau 
KPU/Kabid Penyidikan dan BHP pada KWBC Khusus/Kepala Seksi Penyidikan dan BHP 
pada KPPBC Madya Cukai/Kepala seksi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC Tipe A 
atau madya pabean/Kepala Kantor Tipe B : 

1. Mendisposisikan LPF kepada pejabat di bawahnya sebagaimana butir B. 
2. Menerima dan meneliti konsep Surat Tugas Pencacahan yang telah diparaf oleh pejabat 

di bawahnya sebagaimana butir B. 
3. Mengembalikan konsep Surat Tugas Pencacahan kepada pejabat di bawahnya 

sebagaimana butir B apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. 
4. Menandatangani Surat Tugas Pencacahan dan mengembalikan Surat Tugas Pencacahan  

kepada pejabat di bawahnya sebagaimana butir B untuk ditindaklanjuti.  
5. Menerima laporan pelaksanaan pencacahan dari pejabat di bawahnya sebagaimana butir 

B. 
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Lampiran XLV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
TATA KERJA PENGELOLAAN CABANG RUTAN DJBC 

 
A. Tata cara penatausahaan tahanan : 

1. Melakukan penerimaan dan registrasi tahanan. 
a. Pegawai pelaksana sebagai staf Kepala Cabang Rutan DJBC : 

1) Menerima surat permohonan penitipan Tahanan; 
2) Meneliti kelangkapan administrasi penahanan; 
3) Meneliti identitas tahanan; 
4) Mencatat identitas tahanan ke dalam Buku Daftar Tahanan; 
5) Melapor kepada Kepala Cabang Rutan DJBC untuk mendapat pertimbangan 

persetujuan; 
6) Menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Penitipan Tahanan; 
7) Membawa dan memasukkan tahanan ke ruang sel tahanan Rumah Tahanan 

Negara; 
8) Menatausahakan surat permohonan penitipan tahanan. 

b. Pejabat Bea dan Cukai sebagai Kepala Cabang Rutan DJBC : 
1) Menerima laporan dari pegawai pelaksana tentang penitipan tahanan; 
2) Memerintahkan pegawai pelaksana untuk meneliti kelengkapan administrasi 

tahanan dan identitas Tahanan; 
3) Menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Penitipan Tahanan; 
4) Memerintahkan pegawai pelaksana untuk membawa dan memasukkan tahanan ke 

dalam sel tahanan Cabang Rumah Tahanan Negara; 
5) Melapor kepada Atasan langsung tentang penerimaan dan penitipan tahanan. 

c. Atasan langsung Kepala Cabang Rutan DJBC : 
1) Menerima laporan tentang penitipan tahanan dari Kepala Cabang Rutan DJBC; 
2) Memberi persetujuan dan perintah proses lebih lanjut penahanan di Rumah 

Tahanan Negara. 
 

2. Pengambilan photo dan sidik jari tahanan : 
a. Pegawai pelaksana sebagai staf Kepala Cabang Rutan DJBC : 

1) Mengambil photo tahanan, dengan ketentuan: 
- Tampak Muka depan dan samping; 
- Pas Fhoto berwarna ukuran 4 X 6 atau 3 X 4; 
- Tahanan mengenakan pakaian tahanan; 
- Sidik jari sepuluh dan/atau tiga jari tengah tangan kiri; 
- Menempelkan photo pada Buku Daftar Tahanan disertai sidik jari Tahanan. 

2) Melapor kepada Kepala Cabang Rutan DJBC tentang pengambilan photo dan 
sidik jari tahanan. 

b. Pejabat Bea dan Cukai sebagai Kepala Cabang Rutan DJBC : 
1) Menerima laporan tentang pengambilan photo dan sidik jari tahanan; 
2) Memberi paraf pada Buku Daftar Tahanan 
3) Melaporkan kepada atasan langsung tentang pengambilan photo dan sidik jari 

tahanan. 
c. Atasan langsung Kepala Cabang Rutan DJBC : 

1) Menerima laporan tentang penyelesaian pengambilan photo dan sidik jari tahanan 
dari Kepala Cabang Rutan DJBC; 

2) Memerintahkan Kepala Cabang Rutan DJBC untuk menatausahakan photo dan 
sidik jari tahanan. 
 

3. Pengontrolan /monitoring masa tahanan 
a. Pegawai pelaksana sebagai staf Kepala Cabang Rutan DJBC : 

1) Mencatat masa penahanan kedalam Lembar Kontrol Penahanan; 
2) Memberitahukan kepada penyidik paling lambat 3 hari sebelum berahirnya masa 

penahanan; 
3) Mencatat setiap perpanjangan masa penahanan pada Buku Daftar Tahanan; 
4) Menyampaikan surat perpanjangan penahanan kepada tahanan; 
5) Mencatat setiap kali masuk dan keluar Cabang Rumah Tahanan Negara; 
6) Melaporkan kepada Kepala Cabang Rutan DJBC tentang masa penahanan. 

 
 
 



 
b. Pejabat Bea dan Cukai sebagai Kepala Cabang Rutan DJBC : 

1) Menerima laporan tentang masa penahanan dari pegawai pelaksana; 
2) Memerintahkan kepada pegawai pelaksana  untuk memonitor masa penahanan; 
3) Melaporkan kepada atasan langsung tentang masa penahanan. 

c. Atasan langsung Kepala Cabang Rutan DJBC : 
1) Menerima laporan tentang masa penahanan dari Kepala Cabang Rumah Tahanan 

DJBC. 
 

4. Penatausahaan pengunjung tahanan 
a. Pegawai pelaksana sebagai staf Kepala Cabang Rutan DJBC : 

1) Menerima permintaan dari pengunjung tahanan; 
2) Mencatat identitas pengunjung rutan ke dalam Buku Kunjungan Tahanan; 
3) Menuangkan identitas pengunjung ke dalam Surat Ijin Mengunjungi Tahanan; 
4) Memberi penjelasan tentang tata tertib berkunjung di Cabang Rumah Tahanan 

Negara; 
5) Melapor kepada Kepala Cabang Rutan DJBC untuk mendapat persetujuan. 

 
b. Pejabat Bea dan Cukai sebagai Kepala Cabang Rutan DJBC : 

1) Menerima surat ijin mengunjungi tahanan dari pegawai pelaksana; 
2) Menandatangani Surat Ijin Mengunjungi Tahanan; 
3) Melaporkan secara berkala kepada atasan langsung tentang kunjungan tahanan. 

c. Atasan langsung Kepala Cabang Rutan DJBC : 
1) Menerima laporan tentang kunjungan tahanan dari Kepala Cabang Rutan DJBC; 
2) Memberikan petunjuk kunjungan tahanan dalam hal diperlukan. 

 
5. Pengeluaran Tahanan 

a. Pegawai pelaksana sebagai staf Kepala Cabang Rutan DJBC : 
1) Meneliti kelengkapan administrasi pengeluaran tahanan; 
2) Melaporkan kepada Kepala Cabang Rutan DJBC untuk mendapat pertimbangan 

persetujuan; 
3) Menandatangani Berita Acara Pengeluaran Tahanan; 
4) Membawa Tahanan kepada penyidik; 
5) Menatausahakan surat permintaan pengeluaran tahanan;  
6) Mencatat pengeluaran Tahanan pada Buku Daftar Tahanan. 

b. Pejabat Bea dan Cukai sebagai Kepala Cabang Rutan DJBC : 
1) Menerima permintaan pengeluaran tahanan dari Penyidik; 
2) Memerintahkan Pegawai pelaksana  rumah tahanan untuk meneliti kelengkapan 

administrasi pengeluaran tahanan; 
3) Menandatangani Berita Acara pengeluaran tahanan; 
4) Memerintahkan Pegawai pelaksana  rumah tahanan untuk mengeluarkan tahanan 

dari sel tahanan Rutan; 
5) Memerintahkan Pegawai pelaksana  Rutan untuk menyerahkan tahanan kepada 

penyidik; 
6) Melaporkan kepada atasan langsung tentang pelaksanaan pengeluaran tahanan. 

c. Atasan langsung Kepala Cabang Rutan DJBC : 
1) Menerima surat permohonan pengeluaran tahanan; 
2) Memerintahkan pengeluaran tahanan dan proses lebih lanjut kepada Kepala 

cabang Rutan DJBC 
3) Menerima laporan pelaksanaan pengeluaran tahanan 

 
B. Tata Cara Pelayanan Tahanan : 

1. Perawatan kesehatan Tahanan 
a. Pegawai pelaksana sebagai staf Kepala Cabang Rutan DJBC : 

1) Melakukan monitor kesehatan tahanan; 
2) Membuat surat pengecekan/kontrol tahanan kepada dokter 

Poliklinik/Puskesmas/Rumah sakit terdekat; 
3) Membawa tahanan ke Poliklinik/Puskesmas/Rumah sakit terdekat; 
4) Melapor kepada Kepala Cabang Rutan DJBC. 

b. Pejabat Bea dan Cukai sebagai Kepala Cabang Rutan DJBC : 
1) Menandatangani surat perintah pengecekan kesehatan Tahanan kepada Dokter 

Poliklinik/Puskesmas/Rumah sakit terdekat; 
 
 



 
2) Memerintahkan pegawai pelaksana  rumah tahanan untuk membawa tahanan ke 

Poliklinik/Puskesmas/Rumah sakit terdekat; 
3) Melaporkan tentang perawatan kesehatan kepada atasan langsung; 
4) Dalam hal tahanan memiliki dokter pribadi atau harus ke rumah sakit tertentu, 

Kepala Cabang Rutan DJBC meminta persetujuan kepada atasan langsung; 
5) Melakukan koordinasi dengan penyidik dalam hal adanya dokter pribadi atau 

harus ke rumah sakit khusus. 
 

c. Atasan langsung Kepala Cabang Rutan DJBC : 
1) Menerima laporan tentang perawatan tahanan dari Kepala Cabang Rutan DJBC; 
2) Memberikan persetujuan dalam hal diperlukan dokter pribadi atau harus ke rumah 

sakit tertentu; 
3) Memerintahkan Kepala Cabang Rutan DJBC untuk berkoordinasi dengan 

penyidik dalam hal diperlukan dokter pribadi atau harus ke rumah sakit tertentu. 
2. Penyediaan kebutuhan makan dan minum tahanan 

a. Pegawai pelaksana sebagai staf Kepala Cabang Rutan DJBC : 
1) Melakukan monitor ketersediaan kebutuhan makan dan minum setiap hari untuk 

tahanan; 
2) Melaporkan  ketersediaan kebutuhan makan dan minum setiap hari untuk tahanan 

kepada Kepala Cabang Rutan DJBC. 
b. Pejabat Bea dan Cukai sebagai Kepala Cabang Rutan DJBC : 

1) Menerima laporan  tentang ketersediaan kebutuhan makan dan minum setiap hari 
untuk tahanan dari pegawai pelaksana  Rumah Tahanan Negara; 

2) Menggunakan anggaran dalam penyediaan kebutuhan makan dan minum 
Tahanan; 

3) Melaporkan penyediaan kebutuhan makan dan minum tahanan kepada atasan 
langsung. 

c. Atasan langsung Kepala Cabang Rutan DJBC : 
1) Menerima laporan penyediaan kebutuhan makan dan minum tahanan dari Kepala 

Cabang Rutan DJBC; 
2) Memberikan petunjuk penyediaan kebutuhan makan dan minum tahanan dalam 

hal diperlukan. 
 

C. Tata Cara Pengamanan Tahanan : 
1. Pegawai pelaksana sebagai staf Kepala Cabang Rutan DJBC. 

a. Membuat konsep jadual piket jaga Rumah Tahanan Negara  
b. Menjaga tahanan selama berada di rumah tahanan sesuai jadual piket dari Kepala 

Cabang Rutan DJBC; 
c. Melakukan kontrol tahanan agar selalu mematuhi tata tertib Rumah Tahanan Negara; 
d. Mengisi pelaksanaan jaga tahanan ke dalam Buku Piket; 
e. Melapor kepada Kepala Cabang Rutan DJBC tentang pelaksanaan penjagaan tahanan; 

2. Pejabat Bea dan Cukai sebagai Kepala Cabang Rutan DJBC :  
a. Menandatangani jadual piket jaga Rumah Tahanan Negara; 
b. Menerima laporan dari pegawai pelaksana  rumah tahanan tentang pelaksanaan tugas 

jaga tahanan; 
c. Melakukan cek dan menandatangani Buku Piket Jaga Rumah Tahanan Negara; 
d. Melaporkan kepada atasan langsung tentang pelaksanaan tugas jaga Tahanan. 

3. Atasan langsung Kepala Cabang Rutan DJBC : 
a. Menerima laporan tentang pelaksanaan tugas jaga tahanan dari Kepala Cabang Rutan 

DJBC; 
b. Memberikan petunjuk tentang pengamanan tahanan dalam hal diperlukan kepada 

Kepala Cabang Rutan DJBC; 
c. Meminta bantuan kepada unit internal lain seperti PKD atau instansi eksternal lain 

dalam hal kekurangan tenaga pengamanan atau diperlukan pengamanan khusus. 

 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran LXXI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 3.07 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
  

LEMBAR MONITORING BARANG (LMB) 
Periode : ...........s/d ................ 

 

NO LP/LP-1 JENIS 
PERKARA 

BARANG URAIAN PROSES 

KOMODITI PENCACAHAN PEMILIK NO. REG STATUS DOKUMEN 
NO TGL NO TGL 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  

     

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 



PETUNJUK PENGISIAN 
LEMBAR MONITORING BARANG (LMB) 

 
(A) Diisi Nama Kantor 
(1) Diisi Nomor Urut 
(2) Diisi Nomor LP 
(3) Diisi tanggal LP 
(4) Diisi jenis perkara 
(5) Diisi jenis komoditi barang  
(6) Diisi detil uraian hasil pencacahan barang 
(7)  Diisi nama, alamat, NPWP/nomor  Identitas pemilik/penguasa barang 
(8) Diisi nomor Register Barang 
(9) Diisi status barang (BHP, BB, vonis, BMN, BDN, reekspor, dikembalikan, dilelang, 

dimusnahkan, dihibahkan) 
(10) Diisi nomor dokumen status barang 
(11) Diisi tanggal dokumen status barang  
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran LXXII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 3.08 

 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

LEMBAR M0NITORING PELAKU 
Periode : ...........s/d ................ 

 
 

No 

LP/LP-1 PELAKU 
Jenis 

pelanggaran 
Pasal yg 

Dilanggar 
Status 
Proses 

Dokumen Proses 

No TGL 
ORANG PERUSAHAAN 

No TGL Nama TTL L/P Agama Kewarga 
negaraan 

No. Tanda 
Pengenal Pekerjaan Alamat Nama NPWP Alamat 

(1) (2)  (3) (4)  (5) (6) (7) (8)  (9)  (10)  (11) (12) (13) (14) (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  

           

      
 
 
 
 
 
 

 

  

 



TATACARA PENGISIAN  
LEMBAR MONITORING PELAKU 

 
 

(A) Diisi Nama Kantor 
(1) Diisi Nomor Urut 
(2) Diisi Nomor LP 
(3) Diisi tanggal LP 
(4) Diisi Nama Pelaku Pelanggaran 
(5) Diisi Tempat Tanggal lahir Pelaku Pelanggaran 
(6) Diisi Jenis Kelamin Pelaku Pelanggaran 
(7) Diisi Agama Pelaku Pelanggaran 
(8) Diisi Kewarganegaraan Pelaku Pelanggaran 
(9) Diisi Nomor Identitas/Tanda Pengenal Pelaku Pelanggaran 
(10) Diisi Pekerjaan Pelaku Pelanggaran 
(11) Diisi Alamat Pelaku Pelanggaran 
(12) Diisi Nama Perusahaan Pelaku Pelanggaran apabila pelaku pelanggaran adalah korporasi 
(13) Diisi NPWP Perusahaan Pelaku Pelanggaran apabila pelaku pelanggaran adalah korporasi 
(14) Diisi Alamat Perusahaan Pelaku Pelanggaran apabila pelaku pelanggaran adalah korporasi 
(15) Diisi Jenis Pelanggaran 
(16) Diisi Pasal yang dilanggar 
(17) Diisi Status proses atas pelaku pelanggaran (terperiksa-dalam penelitian, dikenakan sanksi 

administrasi, saksi, tersangka, ditangkap, ditahan, DPO, tahap II, terdakwa, vonis, 
diserahkan ke instansi terkait pelanggaran non kepabeanan dan cukai) 

(18) Diisi nomor dokumen dasar penetapan status pelaku 
(19) Diisi tanggal dokumen dasar penetapan status pelaku 
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran LXXIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 

 
FORM PBC 3.09 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

LEMBAR M0NITORING TAHANAN (LMT) 
Periode : ...........s/d ................ 

 
 

No 
DATA TAHANAN SP HAN B.A. 

HAN KANTOR TEMPAT 
PENAHANAN

MASA PENAHANAN TAHAP PENYIDIKAN PENITIPAN 
JPU Maks. 20 HARI Perpanjangan I Perpanjangan II Perpanjangan III 

NAMA TTL L/P Alamat No TGL DARI SAMPAI DARI SAMPAI DARI SAMPAI DARI SAMPAI DARI SAMPAI

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9)  (10)  (11) (12) (13) (14) (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 

     

              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



TATACARA PENGISIAN  
LEMBAR PROFIL PELAKU 

 
 

(A) Diisi Nama Kantor 
(1) Diisi nomor urut 
(2) Diisi Nama tahanan 
(3) Diisi Tempat tanggal lahir Tahanan 
(4) Diisi Jenis Kelamin Tahanan (L/P) 
(5) Diisi Alamat Tahanan 
(6) Diisi Nomor Surat Perintah Penahanan 
(7) Diisi Tanggal Surat Perintah Penahanan 
(8) Diisi Tanggal BA Penahanan 
(9) Diisi Kantor yang melakukan penahanan 
(10) Diisi nama Rutan tempat penahanan 
(11) Diisi tanggal mulai dilakukan penahanan 20 hari pertama 
(12) Diisi tanggal berakhir dilakukan penahanan 20 hari pertama 
(13) Diisi tanggal mulai dilakukan perpanjangan penahanan pertama 
(14) Diisi tanggal berakhir dilakukan perpanjangan penahanan pertama  
(15) Diisi tanggal mulai dilakukan perpanjangan penahanan kedua 
(16) Diisi tanggal berakhir dilakukan perpanjangan penahanan kedua  
(17) Diisi tanggal mulai dilakukan perpanjangan penahanan ketiga  
(18) Diisi tanggal berakhir dilakukan perpanjangan penahanan ketiga  
(19) Diisi tanggal mulai dilakukan penitipan penahanan Oleh JPU 
(20) Diisi tanggal berakhir dilakukan penitipan penahanan Oleh JPU  
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 



Lampiran LXXIV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 3.10 

 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

LEMBAR MONITORING PENANGANAN PERKARA (LMPP) 
Periode : ...........s/d ................ 

 
 

NO 

LP/LP-1 IDENTITAS PELAKU PELANGGARAN 
JENIS 

PELANGGARAN MODUS 

URAIAN BARANG URAIAN PROSES 

NO TGL ORG / PERUSH DOKUMEN 
IDENTITAS ALAMAT KOMODITI STATUS 

(BHP/BB) 

STATUS 
(SIDIK/LIDIK

) 

DOKUMEN 
(SPLIT/SPTP) 

NO TGL 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12) (13)  

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



TATACARA PENGISIAN  
LEMBAR MONITORING PENANGANAN PERKARA 

 
 

(A) Diisi Nama Kantor 
(1) Diisi nomor urut 
(2) Diisi nomor LP/LP-1 
(3) Diisi tanggal LP/LP-1 
(4) Diisi nama orang atau perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran 
(5) Diisi dokumen identitas orang atau perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran 
(6) Diisi alamat orang atau perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran 
(7) Diisi jenis pelanggaran 
(8) Diisi modus yang digunakan dalam melakukan pelanggaran 
(9) Diisi jenis komoditi barang 
(10) Diisi penetapan status barang (BMN atau BDN)  
(11) Diisi status proses (penyidikan atau penelitian) 
(12) Diisi nomor SPLIT 
(13) Diisi tanggal SPLIT 
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lampiran LXXV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 

FORM PBC 3.11 
 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

LEMBAR MONITORING PENELITIAN (LMPP-1) 
Periode : ...........s/d ................ 

 
 

NO 
SPLIT IDENTITAS PELAKU PELANGGARAN JENIS 

PELANGGARAN MODUS 
URAIAN BARANG HASIL PENINDAKAN URAIAN HASIL PENELITIAN 

NO TGL ORG / 
PERUSH 

DOKUMEN 
IDENTITAS ALAMAT KOMODITI JUMLAH JENIS KESIMPULAN DOKUMEN 

NO TGL 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13) (14)  

 

  

       

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TATACARA PENGISIAN  
LEMBAR MONITORING PENELITIAN (LMPP-1) 

 
 

(A) Diisi Nama Kantor 
(1) Diisi nomor urut 
(2) Diisi nomor SPLIT 
(3) Diisi tanggal SPLIT 
(4) Diisi nama orang atau perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran 
(5) Diisi dokumen identitas orang atau perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran 
(6) Diisi alamat orang atau perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran 
(7) Diisi jenis pelanggaran 
(8) Diisi modus yang digunakan dalam melakukan pelanggaran 
(9) Diisi jenis komoditi barang 
(10) Diisi jumlah barang 
(11) Diisi jenis barang  
(12) Diisi kesimpulan uraian hasil penelitian berupa :   

- Pengenaan denda 
- Penyidikan 
- Penetepan barang sbg BDN atau BMN 
- Pemblokiran 
- Audit 
- Reekspor 
- Tidak melayani pemesanan pita cukai 
- Pelimpahan ke instansi terkait 
- Penelitian perkara tidak dilanjutkan 

(13) Diisi nomor dokumen rekomendasi yang berisi kesimpulan (butir 12) 
(14) Diisi tanggal dokumen rekomendasi yang berisi kesimpulan (butir 12) 

 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Lampiran LXXVI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 

 
FORM PBC 3.12 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

LEMBAR MONITORING PENYIDIKAN (LMPP-2) 
Periode : ...........s/d ................ 

 
 

NO 
SPTP IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA JENIS 

PELANGGARA
N 

MODUS 
URAIAN BARANG BUKTI URAIAN HASIL PENYIDIKAN 

NO TGL ORG / 
PERUSH 

DOKUMEN 
IDENTITAS ALAMAT KOMODITI JUMLAH JENIS KESIMPULAN DOKUMEN 

NO TGL 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  

 

  

       

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



TATACARA PENGISIAN  
LEMBAR MONITORING PENYIDIKAN (LMPP-2) 

 
 

(A) Diisi Nama Kantor 
(1) Diisi nomor urut 
(2) Diisi nomor SPTP 
(3) Diisi tanggal SPTP 
(4) Diisi nama orang atau perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran 
(5) Diisi dokumen identitas orang atau perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran 
(6) Diisi alamat orang atau perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran 
(7) Diisi jenis pelanggaran 
(8) Diisi modus yang digunakan dalam melakukan pelanggaran 
(9) Diisi jenis komoditi barang 
(10) Diisi jumlah barang 
(11) Diisi jenis barang  
(12) Diisi usulan alternatif penyelesaian perkara berupa :   

- Pemeriksaan  
- penyerahan berkas 
- pemeriksaan lanjutan (P-19)  
- Penyidikan selesai (P-21) 
- penyerahan tahap II  
- dalam proses peradilan  
- vonis 
- penghentian penyidikan (SP3) 
- pelimpahan  
- deponer 
- Pengiriman berkas ke JPU 

(13) Diisi nomor dokumen rekomendasi yang berisi kesimpulan (butir 12) 
(14) Diisi tanggal dokumen rekomendasi yang berisi kesimpulan (butir 12) 
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 



Lampiran LXXVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 

 
FORM PBC 3.13 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

 
PROFIL KASUS 

 

NO 
LP PELAKU JENIS 

PLANGGARAN 
PASAL YG 

DILANGGAR
MODUS 

PELANGGARAN 
KOMODITI 

BARANG 

STATUS PENANGANAN PERKARA 

NO TGL ORANG PERUSAHAAN LIDIK TINDAK LANJUT NAMA NPWP No. SPLIT TGL 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  

      

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 



TATACARA PENGISIAN  
PROFIL KASUS 

 
 

(A) Diisi Nama Kantor 
(1) Diisi Nomor Urut 
(2) Diisi Nomor LP 
(3) Diisi tanggal LP 
(4) Diisi nama, alamat, NPWP/nomor  Identitas pelaku 
(5) Diisi nama, alamat perusahaan pelaku 
(6) Diisi NPWP perusahaan pelaku 
(7) Diisi jenis pelanggaran 
(8) Diisi pasal yang dilanggar 
(9) Diisi Modus Pelanggaran 
(10) Diisi komoditi barang  
(11) Diisi nomor SPLIT 
(12) Diisi tanggal SPLIT 
(13) Diisi tindak lanjut hasil penelitian 
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 



Lampiran LXXVIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 

 
FORM PBC 3.14 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

 
PROFIL PELAKU 

 

No 

LP PELAKU RIWAYAT SBG TSK RIWAYAT SBG SAKSI 

No TGL Nama TTL L/P Agama Kewarga 
negaraan 

No. 
Tanda 

Pengenal 
Pekerjaan Alamat 

SPTP Jenis 
Kasus Status Kantor 

SPTP Jenis 
Kasus Status Kantor 

 No TGL No TGL 

(1)  (2) (3) (4)  (5) (6) (7)  (8)  (9)  (10)  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)  

                    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



TATACARA PENGISIAN  
PROFIL PELAKU 

 
 

(A) Diisi Nama Kantor 
(1) Diisi Nomor Urut 
(2) Diisi Nomor LP 
(3) Diisi tanggal LP 
(4) Diisi Nama Pelaku Pelanggaran 
(5) Diisi Tempat Tanggal lahir Pelaku Pelanggaran 
(6) Diisi Jenis Kelamin Pelaku Pelanggaran 
(7) Diisi Agama Pelaku Pelanggaran 
(8) Diisi Kewarganegaraan Pelaku Pelanggaran 
(9) Diisi Nomor Identitas/Tanda Pengenal Pelaku Pelanggaran 
(10) Diisi Pekerjaan Pelaku Pelanggaran 
(11) Diisi Alamat Pelaku Pelanggaran 
(12) Diisi Nomor SPTP apabila Pelaku Pelanggaran pernah ditetapkan sebagai Tersangka 
(13) Diisi Tanggal SPTP apabila Pelaku Pelanggaran pernah ditetapkan sebagai Tersangka 
(14) Diisi Jenis perkara saat Pelaku Pelanggaran pernah ditetapkan sebagai Tersangka 
(15) Diisi status terakhir penanganan perkara atas perkara yang pernah disangkakan kepada 

Pelaku Pelanggaran (penyidikan, SP3, vonis, deponir, SKPP, DPO) 
(16) Diisi nama kantor yang melakukan penyidikan atas perkara yang pernah disangkakan 

kepada Pelaku Pelanggaran 
(17) Nomor SPTP apabila Pelaku Pelanggaran pernah menjadi saksi dalam tindak pidana 

Kepabeanan dan Cukai  
(18) Diisi Tanggal SPTP apabila Pelaku Pelanggaran pernah menjadi saksi dalam tindak pidana 

Kepabeanan dan Cukai 
(19) Diisi Jenis perkara saat Pelaku Pelanggaran pernah menjadi saksi dalam tindak pidana 

Kepabeanan dan Cukai 
(20) Diisi status terakhir penanganan perkara atas perkara dimaksud butir 19 (penyidikan, SP3, 

vonis, deponir, SKPP, DPO) 
(21) Diisi nama kantor yang melakukan penyidikan atas perkara dimaksud butir 19 
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 



Lampiran LXXIX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 3.15 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(1)..................... 
 

 
PROFIL BARANG (BHP/BB) 

Nomor : PB- ......(2)...../ Kode Kantor / Tahun 
 
NOMOR dan TGL. LP/LP-1  : ..........................................................................(3) 

NOMOR dan TGL. SPTP/SPLIT  : ..........................................................................(4) 

 
A. DATA BARANG HASIL PENEGAHAN 

1. Komoditi Barang Tegahan : ........................................................................................(5) 
Jumlah : ........................................................................................(6) 
Satuan : ........................................................................................(7) 
No.Register barang : 01-........../ kode kantor/ tahun.........................................(8) 
Pemilik/Penguasa barang : ........................................................................................(9) 
NPWP/No. KTP : ........................................................................................(10) 
Alamat : ........................................................................................(11) 
Nilai barang : ........................................................................................(12) 
Nilai pungutan : ........................................................................................(13) 
Dokumen Pab/Cukai : ........................................................................................(14) 

2. Jumlah Peti Kemas Tegahan : ........................................................................................(15) 
Nomor/Ukuran Peti Kemas : ........................................................................................(16) 
No.Register : 01- ........./ kode kantor/ tahun.........................................(17) 
Pemilik Penguasa barang : ........................................................................................(18) 
NPWP/No. KTP : ........................................................................................(19) 
Alamat : ........................................................................................(20) 

3. Jenis Sarana pengangkut Tegahan : ........................................................................................(21) 
No. Voy./No. Flight/No. Polisi : ........................................................................................(22) 
No.Register barang : 01- ........./ kode kantor/ tahun.........................................(23) 
Pemilik barang : ........................................................................................(24) 
NPWP/No. KTP : ........................................................................................(25) 
Alamat : ........................................................................................(26) 

 
B. PENCACAHAN       

1. Sprint/ST pencacahan : ........................................................................................(27) 
2. BA pencacahan : ........................................................................................(28) 
3. Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencacahan 

Nama/NIP : ........................................................................................(29) 
Pangkat/Gol. :  ........................................................................................(30) 
Jabatan. : ........................................................................................(31) 

4. Detil uraian barang yang dicacah : 
 

 
 
 
 

C. PENANGANAN BARANG HASIL PENINDAKAN 
1. No. Surat Bukti Penindakan (SBP) :  ........................................................................................(33) 
2. Tanggal Penerimaan SBP : ........................................................................................(34) 
3. Lokasi barang :  ........................................................................................(35) 
4. Status penyelesaian :  ........................................................................................(36) 
5. Dokumen penyelesaian :  ........................................................................................(37) 

 

............................(32).......................... 



D. PENANGANAN BARANG BUKTI 
1. Sprint/ST Sita :  ........................................................................................(38) 
2. Pegawai yang ditunjuk : 

Nama/NIP : ........................................................................................(39) 
Pangkat/Gol. :  ........................................................................................(40) 
Jabatan. :  ........................................................................................(41) 

3. BA penyitaan :  ........................................................................................(42) 
4. Detil Uraian Barang yang disita : 

 
 
 
 

5. Lokasi penyitaan :  ........................................................................................(44) 
6. Surat ijin sita :  ........................................................................................(45) 
7. Pengadilan Negeri :  ........................................................................................(46) 
8. Penetapan Sita pengadilan :  ........................................................................................(47) 
9. Penyerahan Barang ke Jaksa Penuntut Umum 

a. Dokumen P.21 :  ........................................................................................(48) 
b. Kejaksaan :  ........................................................................................(49) 
c. Ba serah terima :  ........................................................................................(50) 
d. Penerima :  ........................................................................................(51) 

10. Penitipan BB kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum 
a. Status proses : ........................................................................................(52) 
b. Lokasi BB :  ........................................................................................(53) 

 
E. PENYISIHAN BARANG BUKTI 

1. SPRINT/ST :  ........................................................................................(54) 
2. Pegawai yang ditunjuk  

Nama/NIP :  ........................................................................................(55) 
Pangkat/gol. :  ........................................................................................(56) 
Jabatan :  ........................................................................................(57) 

3. Tujuan penyisihan  :  ........................................................................................(58) 
4. BA penyisihan :  ........................................................................................(59) 
5. Detil uraian Barang yang disisihkan : 
 

 
 
 

 
F. PENANGANAN BARANG DIKUASAI NEGARA (BDN) / BARANG MILIK NEGARA 

(BMN) 
1. Lokasi barang : ........................................................................................(61) 
2. Status Proses : ........................................................................................(62) 
3. Dokumen Penetapan :  ........................................................................................(63) 
4. Status peruntukan :  ........................................................................................(64) 
5. Dokumen penyelesaian :  .......................................................................................(65) 

 
 

 

.............................(43).............. 

.............................(60).............. 



PETUNJUK PENGISIAN 
PROFIL BARANG (PB) 

 
(1) Diisi Nama Kantor 
(2) Diisi Nomor LPB 
(3) Diisi Nomor dan tanggal LP/LP-1 
(4) Diisi Nomor dan tanggal SPTP/SPLIT 
(5) Diisi komoditi barang hasil penegahan 
(6) Diisi jumlah barang hasil penegahan 
(7) Diisi satuan barang hasil penegahan 
(8) Diisi nomor urut register barang diawali 01 = BHP atau 02 = BB 
(9) Diisi nama pemilik atau penguasa barang hasil penegahan 
(10) Diisi NPWP atau nomor KTP pemilik atau penguasa barang hasil penegahan 
(11) Diisi alamat pemilik atau penguasa barang hasil penegahan 
(12) Diisi nilai perkiraan barang hasil penegahan (dalam Rupiah) 
(13) Diisi nilai pungutan barang hasil penegahan (BM dan PDRI) dalam Rupiah 
(14) Diisi nomor dan tgl dokumen kepabeanan atau cukai terkait (jika ada) 
(15) Diisi jumlah peti kemas hasil penegahan (jika ada) 
(16) Diisi nomor dan ukuran peti kemas hasil penegahan (jika ada) 
(17) Diisi nomor urut register peti kemas hasil penegahan (jika ada) 
(18) Diisi pemilik atau penguasa peti kemas hasil penegahan (jika ada) 
(19) Diisi NPWP atau nomor KTP pemilik atau penguasa peti kemas hasil penegahan (jika ada) 
(20) Diisi alamat pemilik atau penguasa peti kemas hasil penegahan (jika ada) 
(21) Diisi jenis sarana pengangkut hasil tegahan (jika ada) 
(22) Diisi No. Voyage atau No. Flight atau nomor Polisi sarana pengangkut hasil tegahan (jika 

ada) 
(23) Diisi nomor urut register sarana pengangkut hasil tegahan (jika ada) (01 = BHP atau 02 = 

BB) 
(24) Diisi pemilik atau penguasa sarana pengangkut hasil tegahan (jika ada)  
(25) Diisi NPWP atau nomor KTP pemilik atau penguasa sarana pengangkut hasil tegahan (jika 

ada) 
(26) Diisi alamat pemilik atau penguasa sarana pengangkut hasil tegahan (jika ada)  
(27) Diisi nomor dan tanggal Surat Perintah Pencacahan/ Surat Tugas Pencacahan 
(28) Diisi tanggal Berita acara pencacahan 
(29) Diisi nama dan NIP pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencacahan 
(30) Diisi pangkat dan golongan pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencacahan 
(31) Diisi jabatan pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencacahan 
(32) Diisi data barang yang dicacah meliputi : komoditi, uraian barang, kondisi, merek, tipe, 

spesifikasi, jumlah kemasan, jenis kemasan barang yang dicacah, nomor dan ukuran peti 
kemas (jika ada), jumlah dan jenis sarana pengangkut (jika ada), nomor 
voyage/flight/Polisi sarana pengangkut (jika ada). 

(33) Diisi nomor dan tanggal SBP 
(34) Diisi tanggal penerimaan SBP 
(35) Diisi lokasi barang  
(36) Diisi status penyelesaian barang (di reekspor atau dikembalikan) 
(37) Diisi nomor dan tanggal dokumen penyelesaian  
(38) Diisi surat perintah atau surat tugas penyitaan 
(39) Diisi nama dan NIP pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan 
(40) Diisi pangkat dan golongan pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan 
(41) Diisi jabatan pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan 
(42) Diisi tanggal Berita acara penyitaan 
(43) Diisi data barang yang disita meliputi : komoditi, uraian barang, kondisi, merek, tipe, 

spesifikasi, jumlah kemasan, jenis kemasan barang yang disita, nomor dan ukuran peti 
kemas (jika ada), jumlah dan jenis sarana pengangkut (jika ada), nomor 
voyage/flight/Polisi sarana pengangkut (jika ada). 

(44) Diisi lokasi dilakukannya penyitaan 
(45) Diisi nomor dan tanggal surat ijin penyitaan/ permohonan penetapan penyitaan  
(46) Diisi nama PN yang memeberikan ijin/menetapkan penyitaan 



(47) Diisi nomor dan tanggal surat ijin/surat penetapan sita dari PN 
(48) Diisi nomor dan tanggal Surat P-21 dari Kejaksaan  
(49) Diisi nama Kejaksaan yang menerima penyerahan barang bukti 
(50) Diisi tanggal BA serah terima barang bukti 
(51) Diisi nama/NIP/pangkat/jabatan jaksa yang menerima penyerahan barang bukti  
(52) Diisi status proses penyidikan terkait barang bukti (penyidikan JPU, Penuntutan, 

persidangan, vonis) 
(53) Diisi lokasi penitipan BB 
(54) Diisi surat perintah atau surat tugas penyisihan BHP/BB 
(55) Diisi nama dan NIP pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyisihan BHP/BB 
(56) Diisi pangkat dan golongan pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyisihan BHP/BB 
(57) Diisi jabatan pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyisihan BHP/BB 
(58) Diisi tujuan penyisihan BHP/BB 
(59) Diisi tanggal BA penyisihan BHP/BB 
(60) Diisi detil uraian barnag yang disisihkan 
(61) Diisi lokasi penimbunan BDN/BMN 
(62) Diisi status proses barang (BDN atau BMN) 
(63) Diisi dokumen penetapan status proses barang 
(64) Status peruntukan (dilelang, dimusnahkan, dihibahkan) 
(65) Diisi nomor dan tanggal BA pelaksanaan peruntukan   
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran LXXX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 

 
FORM PBC 3.16 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

 
PROFIL PPNS 

 

NO UNIT KERJA 
PPNS KASUS YANG DITANGANI JENIS 

PERKARA 
STATUS 

PROGRES NAMA NIP NO.REG LP SPTP 
NO TGL NO TGL 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  

          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



TATACARA PENGISIAN  
PROFIL PPNS 

 
 

(A) Diisi Nama Kantor 
(1) Diisi Nomor Urut 
(2) Diisi Unit Kerja atau Kantor PPNS 
(3) Diisi Nama PPNS 
(4) Diisi Nomor register Penyidik  
(5) Diisi Nomor LP  
(6) Diisi tanggal LP 
(7) Diisi nomor SPTP 
(8) Diisi tanggal SPTP 
(9) Diisi Jenis Perkara  
(10) Diisi status perkembangan penanganan perkara. 
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lampiran LXXXI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 

 
FORM PBC 3.17 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA 
Periode : ...........s/d ................ 

 
 

NO 

LAPORAN PELANGGARAN 
(LP/LP-1) PELAKU 

(PELANGGAR) 
JENIS 

PELANGGARAN 
PASAL YG DIDUGA 

DILANGGAR 
KOMODITI 

BARANG 
STATUS PROSES 
(LIDIK / SIDIK)  NO TGL 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TATACARA PENGISIAN  
REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA 

 
(A) Diisi Nama Kantor 
(1) Diisi nomor urut 
(2) Diisi Nomor LP 
(3) Diisi Tanggal LP 
(4) Diisi Nomor LPP 
(5) Diisi Tanggal LPP 
(6) Diisi Nomor LPF 
(7) Diisi Tanggal LPF 
(8) Diisi Identitas Pelaku (nama, TTL, agama, kewarganegaraan, alamat, nomor indentitas) 
(9) Diisi nama perusahaan 
(10) Diisi NPWP perusahaan 
(11) Diisi alamat tempat terjadinya tindak pidana 
(12) Diisi waktu (hari, tanggal dan jam) terjadinya pelanggaran 
(13) Diisi jenis pelanggaran 
(14) Diisi pasal yang diduga dilanggar 
(15) Diisi kelompok komoditi barang 
(16) Diisi nomor SPLIT 
(17) Diisi tanggal SPLIT 
(18) Diisi nomor SPDP 
(19) Diisi tanggal SPDP 
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran LXXXII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 

 
FORM PBC 3.18 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

 
REKAPITULASI PENELITIAN PERKARA (RPP-1) 

Periode : ...........s/d ................ 
 
 

NO 

LAPORAN PELANGGARAN 
(LP/LP-1) 

SPLIT 
PELAKU 

(PELANGGAR) 
JENIS 

PELANGGARAN 
PASAL YG DIDUGA 

DILANGGAR 
KOMODITI 

BARANG NO TGL 
NO TGL 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



TATACARA PENGISIAN  
REKAPITULASI PENELITIAN PERKARA (RPP-1) 

 
(A) Diisi Nama Kantor 
(1) Diisi nomor urut 
(2) Diisi Nomor LP 
(3) Diisi Tanggal LP 
(4) Diisi Nomor LPP 
(5) Diisi Tanggal LPP 
(6) Diisi Nomor LPF 
(7) Diisi Tanggal LPF 
(8) Diisi Identitas Pelaku (nama, TTL, agama, kewarganegaraan, alamat, nomor indentitas) 
(9) Diisi nama perusahaan 
(10) Diisi NPWP perusahaan 
(11) Diisi alamat tempat terjadinya tindak pidana 
(12) Diisi waktu (hari, tanggal dan jam) terjadinya pelanggaran 
(13) Diisi jenis pelanggaran 
(14) Diisi pasal yang diduga dilanggar 
(15) Diisi kelompok komoditi barang 
(16) Diisi nomor SPLIT 
(17) Diisi tanggal SPLIT 
(18) Diisi nomor SPDP 
(19) Diisi tanggal SPDP 
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 



Lampiran LXXXIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
 

 
FORM PBC 3.19 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

 
REKAPITULASI PENYIDIKAN PIDANA (RPP-2) 

Periode : ...........s/d ................ 
 
 

NO 

LAPORAN PELANGGARAN 
(LP/LP-1) 

SPLIT 
PELAKU 

(PELANGGAR) 
JENIS 

PELANGGARAN 
PASAL YG DIDUGA 

DILANGGAR 
KOMODITI 

BARANG NO TGL 
NO TGL 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



TATACARA PENGISIAN  
REKAPITULASI PENYIDIKAN PIDANA (RPP-2) 

 
(B) Diisi Nama Kantor 
(1) Diisi nomor urut 
(2) Diisi Nomor LP 
(3) Diisi Tanggal LP 
(4) Diisi Nomor LPP 
(5) Diisi Tanggal LPP 
(6) Diisi Nomor LPF 
(7) Diisi Tanggal LPF 
(8) Diisi Identitas Pelaku (nama, TTL, agama, kewarganegaraan, alamat, nomor indentitas) 
(9) Diisi nama perusahaan 
(10) Diisi NPWP perusahaan 
(11) Diisi alamat tempat terjadinya tindak pidana 
(12) Diisi waktu (hari, tanggal dan jam) terjadinya pelanggaran 
(13) Diisi jenis pelanggaran 
(14) Diisi pasal yang diduga dilanggar 
(15) Diisi kelompok komoditi barang 
(16) Diisi nomor SPLIT 
(17) Diisi tanggal SPLIT 
(18) Diisi nomor SPDP 
(19) Diisi tanggal SPDP 
 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



 



Lampiran XLVI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

 
FORM PBC 4.01 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

SURAT TUGAS PENGUMPULAN INFORMASI NPP 
Nomor: ST-IN …...(1)../kode kantor/tahun............ 

 
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, kami pejabat yang 
bertanda tangan di bawah ini memberi tugas kepada: 
 
1. Nama : ………(2)……. 
 NIP : ………(3)……. 
 Pangkat / Gol. : ………(4)……. 
 Jabatan : ………(5)……. 
   
2. Nama : ………(2)……. 
 NIP : ………(3)……. 
 Pangkat / Gol. : ………(4)……. 
 Jabatan : ………(5)……. 
   
3. dst.....(6)…  
 
Untuk melaksanakan tugas sebagai berikut: 
…………………………………………………(7)…..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  
Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal………(8)…… sampai dengan………(9)………….………. 
 
Kepada pihak yang terkait diminta bantuannya untuk kelancaran pelaksanaan Surat Tugas ini. 
 
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan melaporkan 
pelaksanaan Surat Tugas ini setelah menyelesaikan pelaksanaan tugas. 
 

Dikeluarkan di ……(10)……… 
Pada tanggal ………(11)……… 
……….……..(12)…………..… 
 
……….……..(13)…………..… 
 
……….……..(14)…………..… 
……….……..(15)…………..… 

 
Tembusan Yth. …..(16)…… 



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT TUGAS PENGUMPULAN INFORMASI NPP 

 
 

(A) Diisi nama kantor penerbit Surat Tugas. 

(1) Diisi nomor surat tugas. 

(2) Diisi nama pegawai yang ditugaskan. 

(3) Diisi nomor induk pegawai yang ditugaskan. 

(4) Diisi pangkat dan golongan pegawai yang ditugaskan. 

(5) Diisi jabatan pegawai yang ditugaskan. 

(6) Diisi nama, nomor induk pegawai, pangkat, golongan, dan jabatan apabila yang 

ditugaskan lebih dari dua pegawai. 

(7) Diisi uraian tugas, contoh: “melaksanakan surveillance atas kegiatan bongkar muat 

barang impor pada gudang PT. X yang beralamat di Jl. Y” 

(8) Diisi tanggal dimulainya penugasan dengan format tanggal-bulan-tahun. 

(9) Diisi tanggal berakhirnya penugasan dengan format tanggal-bulan-tahun. 

(10) Diisi tempat penerbitan surat tugas. 

(11) Diisi tanggal penerbitan surat tugas dengan format tanggal-bulan-tahun. 

(12) Diisi jabatan penerbit surat tugas. 

(13) Diisi tanda tangan penerbit surat tugas. 

(14) Diisi nama penerbit surat tugas 

(15) Diisi nomor induk pejabat penerbit surat tugas. 

(16) Diisi tembusan surat tugas. 

 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XLVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan  

 
FORM PBC 4.02 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 

 
LAPORAN PELAKSANAAN  

TUGAS PENGUMPULAN INFORMASI NPP 
Nomor: LPTI-N ....(1)..../kode kantor/tahun 

 
 
I.   Dasar : ……………………………………..(2)..…………………………………………. 
    
II.  Tugas : ……………………………………..(3)..…………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………. 
 
III. Waktu  : ……………………………………..(4)..…………………………………………. 
 
IV. Uraian Pelaksanaan Tugas 

…………………………………………………(5)……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
V.  Kesimpulan 

…………………………………………………(6)…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Demikian disampaikan sebagai laporan. 

……………………(7)…………………….. 
……………………(8)…………………….. 
……………………(9)…………………….. 
 
……………………(10)…………………… 
……………………(11)…………………… 
……………………(12)…………………… 

Tembusan Yth. ………..(13)……….. 



PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGUMPULAN INFORMASI NPP 

 
 
(A) Diisi nama kantor penerbit laporan tugas 

(1) Diisi nomor laporan pelaksanaan tugas intelijen NPP. 

(2) Diisi nomor dan tanggal surat tugas.  

(3) Diisi uraian penugasan. 

(4) Diisi periode waktu penugasan. 

(5) Diisi uraian pelaksanaan tugas. 

(6) Diisi kesimpulan dari hasil pelaksanaan tugas. 

(7) Diisi tempat penerbitan laporan pelaksanaan tugas. 

(8) Diisi tanggal penerbitan laporan pelaksanaan tugas dengan format tanggal-bulan-tahun. 

(9) Diisi jabatan pegawai yang melaksanakan tugas. 

(10) Diisi tanda tangan pegawai yang melaksanakan tugas. 

(11) Diisi nama pegawai yang melaksanakan tugas. 

(12) Diisi nomor induk pegawai yang melaksanakan tugas. 

(13) Diisi tembusan laporan pelaksanaan tugas. 

 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XLVIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 4.03 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 

 
LEMBAR  INFORMASI NPP (LI-N) 

 
 
Nomor : LI-N…(1)…../……../20… 
Tanggal : …….(2)……………….. 
 
SUMBER INFORMASI (3):   Internal   

  Media :                                                     …(4)... 
  Tanggal terima :  
  No. Dokumen :  
  Tanggal Dokumen :  
     
  Eksternal   

  Media :                                                     …(5)... 
  Tanggal terima :  
  No. Dokumen :  
  Tanggal Dokumen :  
 

ISI INFORMASI  
 
…(6)… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Disposisi Kepada : …..(7)…. 

 
 

                  Tanggal Disposisi : ….(8)…... 
 
 
TINDAK LANJUT (9):  Klasifikasi 

  Arsip 

CATATAN   
 

 
…..(10)…. 
 

 
 
Kasi Narkotika dan Psikotropika/ Kasi 
Prekursor/ Kasi Intelijen / Kasubsi Intelijen / 
Kasubsi P2*) 

 
                           ….(14)…. 
 
                           ….(15)…. 

 
 

Penyusun 
 
 
….(11)…. 
 

               ….(12)…. 

NIP.                   ….(16)….  NIP.        ….(13)… 
 
*) coret yang tidak perlu 
 



PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR INFORMASI NPP (LI-N) 

 
 
(1) Diisi nama kantor penerbit LI-N 

(2) Diisi nomor Lembar Informasi NPP. 

(3) Diisi tanggal Lembar Informasi NPP. 

(4) Diisi pilihan sumber data/informasi yang berasal dari internal dan/atau eksternal, dengan 

cara memberi tanda contreng (√) pada kotak pilihan sumber data/informasi. 

(5) Diisi media, tanggal terima, nomor dokumen, dan tanggal dokumen, contoh: 

Media : In-house Aplikasi / kajian / sms center / LPTI / surat / nota dinas/ 
mailing list CNT/ lainnya 

Tanggal terima : tanggal-bulan-tahun 
Nomor dokumen : xxxxxxx 
Tanggal dokumen : tanggal-bulan-tahun.  

(6) Diisi media, tanggal terima, nomor dokumen, dan tanggal dokumen, contoh: 

Media : informasi dari institusi lain / pengaduan masyarakat / surat informan.  
Tanggal terima : tanggal-bulan-tahun 
Nomor dokumen : xxxxxxx 
Tanggal dokumen : tanggal-bulan-tahun. 

(7) Diisi uraian informasi. 

(8) Diisi nama pegawai yang menerima disposisi. 

(9) Diisi tanggal disposisi dengan format tanggal-bulan-tahun. 

(10) Diisi pilihan tindak lanjut berupa klasifikasi atau arsip, dengan cara memberi tanda 

contreng (√) pada kotak pilihan tersebut. 

(11) Diisi catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 

(12) Diisi tanda tangan pegawai yang melakukan penyusunan lembar informasi. 

(13) Diisi nama pegawai yang melakukan penyusunan lembar informasi. 

(14) Diisi nomor induk pegawai yang melakukan penyusunan lembar informasi. 

(15) Diisi tanda tangan Kasi Intelijen/Kasi Narkotika dan Psikotropika/Kasi Prekursor/Kasubsi 

Intelijen/Kasubsi P2. 

(16) Diisi nama Kasi Intelijen/Kasi Narkotika dan Psikotropika/Kasi Prekursor/Kasubsi 

Intelijen/Kasubsi P2. 

(17) Diisi nomor induk pegawai Kasi Intelijen/Kasi Narkotika dan Psikotropika/Kasi 

Prekursor/Kasubsi Intelijen/Kasubsi P2. 

 
 
 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
LEMBAR INFORMASI NPP (LI-N) 

 
 

A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT NARKOTIKA 
1. Penyusun LI-N 

a. Menyajikan data/informasi terkait NPP yang diterima kedalam LI-N sesuai petunjuk 
pengisian LI-N. 

b. Memberi nomor urut dan tanggal LI-N. 
c. Menandatangani LI-N. 
d. Menyampaikan LI-N kepada Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika atau  Kepala Seksi 

Prekursor untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. 
e. Menerima keputusan tindak lanjut LI-N dari Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika 

atau  Kepala Seksi Prekursor dan melakukan kegiatan yaitu: 
(1) dalam hal tindak lanjut LI-N berupa klasifikasi, menyampaikan kepada pegawai 

yang ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI-N; atau 
(2) dalam  hal tindak lanjut LI berupa arsip, menyimpan LI-N sebagai arsip. 

f. Membukukan LI-N kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika  
a. Menerima LI-N dari Penyusun LI-N. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(1) klasifikasi, dalam hal data/informasi  terkait Narkotika dan Psikotropika perlu 
dilakukan penilaian lebih lanjut; atau 

(2) arsip, dalam  hal data/informasi terkait Narkotika dan Psikotropika tidak lengkap 
dan/atau tidak relevan sehingga tidak dapat dilakukan penilaian lebih lanjut. 

c. Memberikan disposisi kepada:  
(1) pegawai yang ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI-N, dalam hal tindak 

lanjut LI-N berupa klasifikasi; atau 
(2) penyusun LI-N, dalam hal tindak lanjut LI-N berupa arsip. 

d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LI-N. 

 
3. Kepala Seksi Prekursor 

a. Menerima LI-N dari Penyusun LI-N. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(1) klasifikasi, dalam hal data/informasi terkait prekursor perlu dilakukan penilaian lebih 
lanjut; atau 

(2) arsip, dalam  hal data/informasi terkait prekursor tidak lengkap dan/atau tidak 
relevan sehingga tidak dapat dilakukan penilaian lebih lanjut. 

c. Memberikan disposisi kepada:  
(1) pegawai yang ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI-N, dalam hal tindak 

lanjut LI-N berupa klasifikasi; atau 
(2) penyusun LI-N, dalam hal tindak lanjut LI-N berupa arsip. 

d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LI-N. 

 
B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN / PENINDAKAN DAN 

SARANA OPERASI PADA KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA 
1. Penyusun LI-N 

a. Menyajikan data/informasi terkait NPP yang diterima kedalam LI-N sesuai petunjuk 
pengisian LI-N. 

b. Memberi nomor urut dan tanggal LI-N. 
c. Menandatangani LI-N. 
d. Menyampaikan LI-N kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan keputusan lebih 

lanjut. 



e. Menerima keputusan tindak lanjut LI-N dari Kepala Seksi Intelijen dan melakukan 
kegiatan yaitu: 
(3) dalam hal tindak lanjut LI-N berupa klasifikasi, menyampaikan kepada pegawai 

yang ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI-N; atau 
(4) dalam  hal tindak lanjut LI-N berupa arsip, menyimpan LI-N sebagai arsip. 

f. Membukukan LI-N kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Seksi Intelijen 
a. Menerima LI-N dari Penyusun LI-N. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(3) klasifikasi, dalam hal data/informasi  terkait Narkotika dan Psikotropika atau 
Prekursor perlu dilakukan penilaian lebih lanjut; atau 

(4) arsip, dalam  hal data/informasi terkait Narkotika dan Psikotropika atau Prekursor 
tidak lengkap dan/atau tidak relevan sehingga tidak dapat dilakukan penilaian lebih 
lanjut. 

c. Memberikan disposisi kepada:  
(3) pegawai yang ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI-N, dalam hal tindak 

lanjut LI-N berupa klasifikasi; atau 
(4) penyusun LI-N, dalam hal tindak lanjut LI-N berupa arsip. 

d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LI-N. 

 
C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 

A/MADYA 
 
1. Penyusun LI-N 

a. Menyajikan data/informasi terkait NPP yang diterima kedalam LI-N sesuai petunjuk 
pengisian LI-N. 

b. Memberi nomor urut dan tanggal LI-N. 
c. Menandatangani LI-N. 
d. Menyampaikan LI-N kepada Kepala Subseksi Intelijen untuk mendapatkan keputusan 

lebih lanjut. 
e. Menerima keputusan tindak lanjut LI-N dari Kepala Subseksi Intelijen dan melakukan 

kegiatan yaitu: 
(1) dalam hal tindak lanjut LI-N berupa klasifikasi, menyampaikan kepada pegawai 

yang ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI-N; atau 
(2) dalam  hal tindak lanjut LI-N berupa arsip, menyimpan LI-N sebagai arsip. 

f. Membukukan LI-N kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Subseksi Intelijen pada KPPBC Tipe A1/A2/Madya atau Kepala Subseksi 
Penindakan dan sarana Operasi pada KPPBC Tipe A3 
a. Menerima LI-N dari Penyusun LI-N. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(1) klasifikasi, dalam hal data/informasi terkait NPP perlu dilakukan penilaian lebih 
lanjut; atau 

(2) arsip, dalam  hal data/informasi terkait NPP tidak lengkap dan/atau tidak relevan 
sehingga tidak dapat dilakukan penilaian lebih lanjut. 

c. Memberikan disposisi kepada:  
(1) pegawai yang ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI-N, dalam hal tindak 

lanjut LI-N berupa klasifikasi; atau 
(2) penyusun LI-N, dalam hal tindak lanjut LI-N berupa arsip. 

d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LI-N. 

 
 
 
 



 
D. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE B 

 
1. Penyusun LI-N 

a. Menyajikan data/informasi terkait NPP yang diterima kedalam LI-N sesuai petunjuk 
pengisian LI-N. 

b. Memberi nomor urut dan tanggal LI-N. 
c. Menandatangani LI-N. 
d. Menyampaikan LI-N kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan untuk 

mendapatkan keputusan lebih lanjut. 
e. Menerima keputusan tindak lanjut LI-N dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 

dan melakukan kegiatan yaitu: 
(1) dalam hal tindak lanjut LI-N berupa klasifikasi, menyampaikan kepada pegawai 

yang ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI-N; atau 
(2) dalam  hal tindak lanjut LI-N berupa arsip, menyimpan LI-N sebagai arsip. 

f. Membukukan LI-N kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 
a. Menerima LI-N dari Penyusun LI-N. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(1) klasifikasi, dalam hal data/informasi terkait NPP perlu dilakukan penilaian lebih 
lanjut; atau 

(2) arsip, dalam  hal data/informasi terkait NPP tidak lengkap dan/atau tidak relevan 
sehingga tidak dapat dilakukan penilaian lebih lanjut. 

c. Memberikan disposisi kepada:  
(1) pegawai yang ditunjuk untuk mengklasifikasikan dalam LKI-N, dalam hal tindak 

lanjut LI-N berupa klasifikasi; atau 
(2) penyusun LI-N, dalam hal tindak lanjut LI-N berupa arsip. 

d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LI-N. 

 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
 
ttd, 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran XLIX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 4.04 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

LEMBAR KLASIFIKASI INFORMASI NPP (LKI-N) 
 
 
Nomor : LKIN-…(1)…./……./20…. 
Tanggal : ………...(2)……………….. 
 
DOKUMEN 
SUMBER (3): 

 LIN, Nomor 
: 

LIN-…(4)…./……./20……   Tanggal ...(5)… 

 
 
N IKHTISAR INFORMASI SUMBER VALIDITAS
1. …………(6)……………………………………………… …….(7)…… …….(8)……
2. …………(6)……………………………………………… …….(7)…… …….(8)……
3. Dst 

 
 
 
 

  

 
 
KESIMPULAN   ……………………………(9)……………………………………… 

 
 

 
Disposisi Kepada : ……(10)……………. Tanggal Disposisi : ………..(11)………. 
 
TINDAK LANJUT: (12)  Layak Analisis 

  Tidak Layak Analisis (Arsip) 
   
CATATAN   ………………………..(13)……………………………………… 

 
 

 
 
 
Kasi    (17) 
 
 
 
 
 
 (18) 

 Penyusun 
 
       (14) 
 
 
 

                    (15) 
NIP. (19)  NIP.           (16) 

 
 
 



PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR KLASIFIKASI INFORMASI NPP (LKI-N) 

 
 

(A) Diisi Nama Kantor Penerbit LKI-N 

1. Diisi nomor LKI-N. 

2. Diisi tanggal LKI-N. 

3. Diisi pilihan dokumen sumber yaitu LI-N dengan cara memberi tanda contreng (√) pada kotak pilihan dokumen 

sumber. 

4. Diisi nomor dokumen LI-N. 

5. Diisi tanggal dokumen LI-N. 

6. Diisi ikhtisar informasi berdasarkan uraian informasi dari LI-N. 

7. Diisi klasifikasi kepercayaan atas sumber informasi (reliabilitas) yang berpedoman pada teknik Admiralty System, 
yaitu sebagai berikut: 

Klasifikasi Keterangan 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

Sangat dapat dipercaya 
Biasanya dapat dipercaya 
Cukup dipercaya 
Biasanya tidak dapat dipercaya 
Tidak dapat dipercaya 
Tidak dapat dipertimbangkan sama sekali 

Contoh:  

1. Didalam laporan pelaksanaan tugas intelijen, petugas yang melakukan surveillance dari 
Dit. P2 melaporkan bahwa pada tanggal 27 April 2010 akan datang seorang laki-laki 
bernama Mr. XXX No. paspor B1234567 dengan ciri-ciri mata sipit, wajah berbentuk 
oval tinggi badan sekitar 165 cm, rambut lurus, warna kulit putih dan terdapat bekas luka 
di pipi kiri  menggunakan pesawat AB222 dari Hongkong di teminal kedatangan 
Internasional Bandara Soekarno Hatta. Mr XXX hasil pengembangan dari kurir narkotika 
yang telah tertangkap sebelumnya.       
Sumber : A 

Dengan pertimbangan bahwa sumber informasi berasal dari pegawai DJBC yang ditunjuk 
untuk melakukan kegiatan surveillance. 

2. Pada situs www.zzz.com tanggal 03 Mei 2010 terdapat iklan “Dijual biji ganja yang bisa 
ditanam dalam ruangan, untuk pemesanan hub:081xxxxxxxx”. 
Sumber : C 

Dengan pertimbangan bahwa sumber informasi berasal dari situs yang tidak jelas.    
8. Diisi klasifikasi validitas informasi yang berpedoman pada teknik Admiralty System, yaitu sebagai berikut: 

Klasifikasi Keterangan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

pastikan kebenarannya 
sar (dominan) kemungkinan kebenarannya 
mungkinan benarnya berimbang (50-50) 
ragukan kebenarannya 
pastikan tidak benar 
benarannya tidak dapat dinilai 

Contoh:  

1. Didalam laporan pelaksanaan tugas intelijen, petugas yang melakukan surveillance dari 
Dit. P2 melaporkan bahwa pada tanggal 27 April 2010 akan datang seorang laki-laki 
bernama Mr. XXX No. paspor B1234567 dengan ciri-ciri mata sipit, wajah berbentuk 
oval tinggi badan sekitar 165 cm, rambut lurus, warna kulit putih dan terdapat bekas luka 
di pipi kiri  menggunakan pesawat AB222 dari Hongkong di teminal kedatangan 
Internasional Bandara Soekarno Hatta. Mr XXX hasil pengembangan dari kurir narkotika 
yang telah tertangkap sebelumnya.  
Validitas : 2 



Dengan pertimbangan bahwa informasi didapatkan dari pengamatan langsung dan  hasil 
analisis, namun atas informasi tersebut masih perlu dilakukan pendalaman. 

2. Pada situs www.zzz.com tanggal 03 Mei 2010 terdapat iklan “Dijual biji ganja yang bisa 
ditanam dalam ruangan, untuk pemesanan hub:081xxxxxxxx”. 

Validitas : 2 
Dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut berupa fakta yang diumumkan internet oleh 
pihak yang berkepentingan. 

9. Diisi kesimpulan berdasarkan pengklasifikasian informasi, contoh: klasifikasi informasi tersebut 
adalah A2 sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan analisis. 

10. Diisi nama pegawai yang menerima disposisi.  

11. Diisi tanggal disposisi dengan format tanggal-bulan-tahun. 

12. Diisi pilihan tindak lanjut berupa analisis atau arsip, dengan cara memberi tanda contreng (√) 

pada pilihan tersebut. 

13. Diisi catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 

14. Diisi tanda tangan pegawai yang melakukan penyusunan LKI-N. 

15. Diisi nama pegawai yang melakukan penyusunan LKI-N. 

16. Diisi nomor induk pegawai yang melakukan penyusunan LKI-N. 

17. Diisi tanda tangan Kasi Narkotika dan Psikotropika/Kasi Prekursor/Kasi Intelijen/Kasubsi 

Intelijen/Kasubsi P2. 

18. Diisi nama Kasi Narkotika dan Psikotropika/Kasi Prekursor /Kasi Intelijen/Kasubsi 

Intelijen/Kasubsi P2. 

19. Diisi nomor induk pegawai Kasi Narkotika dan Psikotropika/Kasi Prekursor Kasi 

/Intelijen/Kasubsi Intelijen/Kasubsi P2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
LEMBAR KLASIFIKASI INFORMASI NPP (LKI-N) 

 
 

A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT NARKOTIKA 
1. Penyusun LKIN 

a. Menerima LIN yang telah didisposisi dari Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika / Kepala 
Seksi Prekursor. 

b. Melakukan penilaian data/informasi terkait NPP dan menyajikan kedalam LKIN sesuai 
petunjuk pengisian LKIN. 

c. Memberi nomor urut dan tanggal LKIN. 
d. Menandatangani LKIN. 
e. Menyampaikan LKIN kepada Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika / Kepala Seksi 

Prekursor untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. 
f. Menerima keputusan tindak lanjut LKIN dari Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika / 

Kepala Seksi Prekursor dan melakukan kegiatan yaitu: 
(1) dalam hal tindak lanjut LKIN berupa analisis, menyampaikan kepada pegawai yang 

ditunjuk untuk melakukan analisis dalam LKAI-N; atau  
(2) dalam  hal tindak lanjut LKIN berupa arsip, menyimpan LKIN sebagai arsip.  

g. Membukukan LKIN kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika / Kepala Seksi Prekursor 
a. Menerima LKIN dari Penyusun LKIN. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(1) analisis, dalam hal hasil penilaian data/informasi perlu dilakukan analisis lebih lanjut; 
atau 

(2) arsip, dalam hal hasil penilaian data/informasi tidak dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 
c. Memberikan disposisi kepada:  

(1) pegawai yang ditunjuk untuk melakukan analisis, dalam hal tindak lanjut LKIN berupa 
analisis; atau  

(2) penyusun LKIN, dalam hal tindak lanjut LKIN berupa arsip. 
d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LKIN. 

 
B. KEGIATAN BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN / PENINDAKAN DAN 

SARANA OPERASI PADA KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA 
 

1. Penyusun LKIN 
a. Menerima LIN yang telah didisposisi dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Melakukan penilaian data/informasi dan menyajikan kedalam LKIN sesuai petunjuk 

pengisian LKIN. 
c. Memberi nomor urut dan tanggal LKIN. 
d. Menandatangani LKIN. 
e. Menyampaikan LKIN kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan keputusan lebih 

lanjut. 
f. Menerima keputusan tindak lanjut LKIN dari Kepala Seksi Intelijen dan melakukan kegiatan 

yaitu: 
(1) dalam hal tindak lanjut LKIN berupa analisis, menyampaikan kepada pegawai yang 

ditunjuk untuk melakukan analisis dalam LKAI; atau  
(2) dalam  hal tindak lanjut LKIN berupa arsip, menyimpan LKIN sebagai arsip.  

g. Membukukan LKIN kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Seksi Intelijen 
a. Menerima LKIN dari Penyusun LKIN. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(1) analisis, dalam hal hasil penilaian data/informasi terkait NPP perlu dilakukan analisis 
lebih lanjut; atau 



(2) arsip, dalam hal hasil penilaian data/informasi terkait NPP tidak dapat dilakukan analisis 
lebih lanjut. 

c. Memberikan disposisi kepada:  
(1) pegawai yang ditunjuk untuk melakukan analisis, dalam hal tindak lanjut LKIN berupa 

analisis; atau  
(2) penyusun LKIN, dalam hal tindak lanjut LKIN berupa arsip. 

d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LKIN. 

 
 
 

C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 
A/MADYA 
 

1. Penyusun LKIN 
a. Menerima LIN yang telah didisposisi dari Kepala Subseksi Intelijen. 
b. Melakukan penilaian data/informasi dan menyajikan kedalam LKIN sesuai petunjuk 

pengisian LKIN. 
c. Memberi nomor urut dan tanggal LKIN. 
d. Menandatangani LKIN. 
e. Menyampaikan LKIN kepada Kepala Subseksi Intelijen untuk mendapatkan keputusan lebih 

lanjut. 
f. Menerima keputusan tindak lanjut LKIN dari Kepala Subseksi Intelijen dan melakukan 

kegiatan yaitu: 
(1) dalam hal tindak lanjut LKIN berupa analisis, menyampaikan kepada pegawai yang 

ditunjuk untuk melakukan analisis dalam LKAI-N; atau  
(2) dalam  hal tindak lanjut LKIN berupa arsip, menyimpan LKIN sebagai arsip.  

g. Membukukan LKIN kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Subseksi Intelijen pada KPPBC Tipe A1/A2/Madya atau Kepala Subseksi Penindakan 
dan sarana Operasi pada KPPBC Tipe A3 
a. Menerima LKIN dari Penyusun LKIN. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(1) analisis, dalam hal hasil penilaian data/informasi terkait NPP perlu dilakukan analisis 
lebih lanjut; atau 

(2) arsip, dalam hal hasil penilaian data/informasi tidak dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 
c. Memberikan disposisi kepada:  

(1) pegawai yang ditunjuk untuk melakukan analisis, dalam hal tindak lanjut LKIN berupa 
analisis; atau  

(2) penyusun LKIN, dalam hal tindak lanjut LKIN berupa arsip. 
d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LKIN. 

 
 

D. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE B 
1. Penyusun LKIN 

a. Menerima LIN yang telah didisposisi dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
b. Melakukan penilaian data/informasi dan menyajikan kedalam LKI sesuai petunjuk pengisian 

LKIN. 
c. Memberi nomor urut dan tanggal LKIN. 
d. Menandatangani LKIN. 
e. Menyampaikan LKIN kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan untuk 

mendapatkan keputusan lebih lanjut. 
f. Menerima keputusan tindak lanjut LKIN dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 

dan melakukan kegiatan yaitu: 
(1) dalam hal tindak lanjut LKIN berupa analisis, menyampaikan kepada pegawai yang 

ditunjuk untuk melakukan analisis dalam LKAI-N; atau  



(2) dalam  hal tindak lanjut LKIN berupa arsip, menyimpan LKIN sebagai arsip.  
g. Membukukan LKIN kedalam LMIP-N. 

 
2. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 

a. Menerima LKIN dari Penyusun LKIN. 
b. Memberikan keputusan tindak lanjut berupa: 

(1) analisis, dalam hal hasil penilaian data/informasi terkait NPP perlu dilakukan analisis 
lebih lanjut; atau 

(2) arsip, dalam hal hasil penilaian data/informasi terkait NPP tidak dapat dilakukan analisis 
lebih lanjut. 

c. Memberikan disposisi kepada:  
(1) pegawai yang ditunjuk untuk melakukan analisis, dalam hal tindak lanjut LKI berupa 

analisis; atau  
(2) penyusun LKIN, dalam hal tindak lanjut LKIN berupa arsip. 

d. Memberikan catatan berkaitan dengan keputusan tindak lanjut, dalam hal diperlukan. 
e. Menandatangani LKIN. 

 

DIREKTUR JENDERAL  
 
 
ttd, 
 
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran L 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 4.05 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 
 

LEMBAR KERJA ANALISIS INTELIJEN NPP (LKAI-N) 
 
Nomor : LKAI-N-…(1)…./……./20…. 
Tanggal : ……………(2)……………… 
 
DOKUMEN (3) 
SUMBER : 

 LKIN, Nomor : LKIN-…(4)../……./20……   Tanggal …(5)….   

  LPT-I, Nomor : LPTI-……/……/20…….  Tanggal   

  NPIN, Nomor : NPI-……../……/20…….  Tanggal 
 

IKHTISAR INFORMASI 
 

(6) 
 
 
 

PROSEDUR ANALISIS 
 
 

(7) 
 
 

HASIL ANALISIS 
 

(8) 
 

 
 

KESIMPULAN 
 

(9) 
 

 
REKOMENDASI: (10)  NHI-N 

  NIN 

  Lainnya : 
 
 
 
 
TUJUAN              :    (12) 
 
Analis, 
(13 
 
 
(14) 
NIP    (15) 
 
 
 
 

(11) 



Kasi Narkotika & Psikotropika / Kasi Prekursor/Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/Kasubsi Penindakan dan 
Penyidikan 

Keputusan : 
(16) 

     
  Setuju  Tidak Setuju 
     

Catatan      : 
 
 
 

 
(17) 

  

Hasil analisis diterima tanggal ………(18)…………… 
 
Tanda tangan : 
 
 

            (19) 
            
            (20)  
      
NIP.     (21) 

 
 

KaSubdirektorat  Narkotika/Kepala Kantor 

Keputusan : 
(22) 

     
  Setuju  Tidak Setuju 
     

Catatan      : 
 
 
 

 
(23) 

  

Hasil analisis diterima tanggal ………(24)…………… 
 
Tanda tangan : 
 
 

         (25) 
 
         (26) 
 
NIP   (27) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR KERJA ANALISIS INTELIJEN NPP (LKAI-N) 

 
 

1. Diisi nomor LKAI-N. 

2. Diisi tanggal LKAI-N. 

3. Diisi pilihan dokumen sumber yaitu LKI-N, LPTI, atau NPI, dengan cara memberi tanda 

contreng (√) pada kotak pilihan dokumen sumber. 

4. Diisi nomor LKI-N, LPTI, atau NPI. 

5. Diisi tanggal LKI-N, LPTI, atau NPI. 

6. Diisi ikhtisar informasi. 

7. Diisi prosedur analisis yang digunakan dengan cara mencocokkan, membandingkan, menguji, 
dan meneliti data/informasi yang telah diklasifikasikan dengan data/informasi yang terdapat pada 
pangkalan data intelijen atau sumber-sumber lainnya. Teknik-teknik yang diuraikan dalam 
prosedur analisis berguna sebagai cek dan ricek terhadap jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
yang meliputi unsur-unsur 5W dan 1H yaitu: 

- What : apa yang telah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi. 
- Who : siapa yang melakukan, yang mengatakan, dll. 
- When : kejadian itu sudah, sedang, berlangsung atau apakah akan terjadi.   
- Where : penyebutan atau penjelasan tempat yang relevan. 
- Why : motivasi yang melatarbelakangi suatu kejadian. 
- How : bagaimana cara melaksanakan atau berlangsungnya kejadian itu. 

8. Diisi hasil analisis yang diperoleh dari proses analisis yang telah diuraikan dalam prosedur 
analisis. 

9. Diisi kesimpulan yang dapat menunjukkan indikasi jenis pelanggaran di bidang kepabeanan atau 
cukai. 

10. Diisi pilihan rekomendasi dari analis yaitu penerbitan NHI-N,  NI-N, atau rekomendasi lainnya. 

11. Diisi uraian penjelasan dari pilihan rekomendasi lainnya. 

12. Diisi nama kantor tujuan penerima produk/keputusan tindak lanjut dari LKAI-N. 

13. Diisi tanda tangan analis (pegawai yang melakukan analisis).  

14. Diisi nama analis. 

15. Diisi nomor induk pegawai yang melakukan analisis. 

16. Diisi pilihan keputusan yaitu setuju atau tidak setuju oleh Kasi Narkotika dan Psikotropika/ Kasi 
Prekursor/Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/Kasubsi P2 dengan cara memberi tanda contreng (√) 
pada kotak pilihan keputusan.  

17. Diisi catatan Kasi Narkotika dan Psikotropika/Kasi Prekursor/Kasi Intelijen/Kasubsi 

Intelijen/Kasubsi P2, dalam hal keputusan tidak setuju. 

18. Diisi tanggal diterimanya hasil analisis oleh Kasi Narkotika dan Psikotropika/Kasi Prekursor 

Kasi Intelijen/Kasubsi Intelijen/Kasubsi P2. 

19. Diisi tanda tangan Kasi Narkotika dan Psikotropika/Kasi Prekursor Kasi Intelijen/Kasubsi 

Intelijen/Kasubsi P2. 

20. Diisi nama Kasi Narkotika dan Psikotropika/Kasi Prekursor Kasi Intelijen/Kasubsi 

Intelijen/Kasubsi P2. 



21. Diisi nomor induk pegawai Kasi Narkotika dan Psikotropika/Kasi Prekursor Kasi 

Intelijen/Kasubsi Intelijen/Kasubsi P2. 

22. Diisi pilihan keputusan yaitu setuju atau tidak setuju oleh Kasubdit Narkotika/Kabid P2/Kabid 
Penindakan dan Sarop/Kasi P2/Ka. KPPBC Tipe B dengan cara memberi tanda contreng (√) 
pada kotak pilihan keputusan. 

23. Diisi catatan Kasubdit Narkotika/Kabid P2/Kabid Penindakan dan Sarop/Kasi P2/Ka. KPPBC 
Tipe B, dalam hal keputusan tidak setuju.  

24. Diisi tanggal diterimanya hasil analisis oleh Kasubdit Narkotika/Kabid P2/Kabid Penindakan dan 
Sarop/Kasi P2/Ka. KPPBC Tipe B.  

25. Diisi tanda tangan Kasubdit Narkotika/Kabid P2/Kabid Penindakan dan Sarop/Kasi P2/Ka. 
KPPBC Tipe B. 

26. Diisi nama Kasubdit Narkotika/Kabid P2/Kabid Penindakan dan Sarop/Kasi P2/Ka. KPPBC 
Tipe B. 

27. Diisi nomor induk pegawai Kasubdit Narkotika / Kabid P2 / Kabid Penindakan dan Sarop / Kasi 
P2 / Ka. KPPBC Tipe B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
LEMBAR KERJA ANALISIS INTELIJEN NPP (LKAI-N) 

 
 
 

A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT NARKOTIKA 
 

1. Analis Intelijen 
a. Menerima LKIN yang telah didisposisi dari Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika/ 

Kepala Seksi Prekursor. 
b. Menerima NPIN dan/atau LPTN-I yang telah didisposisi dari Kepala Seksi Narkotika dan 

Psikotropika/ Kepala Seksi Prekursor, dalam hal terdapat pengembalian informasi dan/atau 
hasil kegiatan lapangan. 

c. Melakukan analisis data/informasi terkait NPP dan menyajikan kedalam LKAI-N sesuai 
petunjuk pengisian LKAI-N. 

d. Memberi nomor urut dan tanggal LKAI-N. 
e. Menandatangani LKAI-N. 
f. Menyampaikan LKAI-N kepada Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika/ Kepala Seksi 

Prekursor untuk mendapatkan keputusan. 
g. Menerima LKAI-N dan melakukan perbaikan sesuai dengan catatan, dalam hal keputusan 

LKAI-N tidak setuju dari Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika/ Kepala Seksi Prekursor 
/ KaSubdirektorat  Narkotika. 

h. Membukukan LKAI-N kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika/ Kepala Seksi Prekursor 
a. Menerima LKAI-N dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju, dan selanjutnya menyampaikan LKAI-N kepada KaSubdirektorat  Intelijen; atau 
(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI-N kepada 

Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan. 
c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI-N. 
d. Meneruskan LKAI-N kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan, dalam hal 

KaSubdirektorat  Narkotika memberikan keputusan tidak setuju. 
 

3. Kepala Subdirektorat  Narkotika 
a. Menerima LKAI-N dari Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika/ Kepala Seksi Prekursor. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju; atau 
(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI-N kepada 

Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika/ Kepala Seksi Prekursor. 
c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI-N. 

 
B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN /  BIDANG PENINDAKAN 

DAN SARANA OPERASI PADA KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA 
 

1. Analis Intelijen 
a. Menerima LKIN yang telah didisposisi dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Menerima LPTN-I yang telah didisposisi dari Kepala Seksi Intelijen, dalam hal terdapat 

hasil kegiatan lapangan. 
c. Melakukan analisis data/informasi dan menyajikan kedalam LKAI-N sesuai petunjuk 

pengisian LKAI-N. 
d. Memberi nomor urut dan tanggal LKAI-N. 
e. Menandatangani LKAI-N. 
f. Menyampaikan LKAI-N kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan keputusan. 
g. Menerima LKAI-N dan melakukan perbaikan sesuai dengan catatan, dalam hal keputusan 

LKAI-N tidak setuju dari Kepala Seksi Intelijen / Kabid Penindakan dan Penyidikan / Kabid 
Penindakan dan Sarana Operasi. 



h. Membukukan LKAI-N kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Seksi Intelijen 
a. Menerima LKAI-N dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju, dan selanjutnya menyampaikan LKAI-N kepada Kabid Penindakan dan 
Penyidikan / Kabid Penindakan dan Sarana Operasi; atau 

(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI-N kepada 
Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan. 

c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI-N. 
d. Meneruskan LKAI-N kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan, dalam hal Kabid 

Penindakan dan Penyidikan / Kabid Penindakan dan Sarana Operasi memberikan keputusan 
tidak setuju. 
 

3. Kabid Penindakan dan Penyidikan / Kabid Penindakan dan Sarana Operasi 
a. Menerima LKAI-N dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju; atau 
(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI-N kepada 

Kepala Seksi Intelijen. 
c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI-N. 
 
 

C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 
A/MADYA: 
 

1. Analis Intelijen 
a. Menerima LKIN yang telah didisposisi dari Kepala Subseksi Intelijen. 
b. Menerima LPTN-I yang telah didisposisi dari Kepala Subseksi Intelijen, dalam hal terdapat 

hasil kegiatan lapangan. 
c. Melakukan analisis data/informasi dan menyajikan kedalam LKAI-N sesuai petunjuk 

pengisian LKAI-N. 
d. Memberi nomor urut dan tanggal LKAI-N. 
e. Menandatangani LKAI-N. 
f. Menyampaikan LKAI-N kepada Kepala Subseksi Intelijen untuk mendapatkan keputusan. 
g. Menerima LKAI-N dan melakukan perbaikan sesuai dengan catatan, dalam hal keputusan 

LKAI-N tidak setuju dari Kepala Subseksi Intelijen / Kepala Seksi Penindakan dan 
Penyidikan. 

h. Membukukan LKAI-N kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Subseksi Intelijen pada KPPBC Tipe A1/A2/Madya atau Kepala Subseksi Penindakan 
dan sarana Operasi pada KPPBC Tipe A3 
a. Menerima LKAI-N dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju, dan selanjutnya menyampaikan LKAI-N kepada Kepala Seksi Penindakan dan 
Penyidikan; atau 

(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI-N kepada 
Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan. 

c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI-N. 
d. Meneruskan LKAI-N kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan, dalam hal Kepala 

Seksi Penindakan dan Penyidikan memberikan keputusan tidak setuju. 
 

3. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC Tipe A/Madya Pabean atau Kepala seksi 
Intelijen dan Penindakan pada KPPBC Tipe Madya Cukai 
a. Menerima LKAI-N dari Kepala Subseksi Intelijen. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju; atau 



(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI-N kepada 
Kepala Subseksi Intelijen. 

c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI-N. 
 

D. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE B 
 

1. Analis Intelijen 
a. Menerima LKI-N yang telah didisposisi dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
b. Menerima LPTN-I yang telah didisposisi dari Kepala Subseksi Intelijen, dalam hal terdapat 

hasil kegiatan lapangan. 
c. Melakukan analisis data/informasi dan menyajikan kedalam LKAI sesuai petunjuk pengisian 

LKAI-N. 
d. Memberi nomor urut dan tanggal LKAI-N. 
e. Menandatangani LKAI-N. 
f. Menyampaikan LKAI-N kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan untuk 

mendapatkan keputusan. 
g. Menerima LKAI-N dan melakukan perbaikan sesuai dengan catatan, dalam hal keputusan 

LKAI-N tidak setuju dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan / Kepala Kantor. 
h. Membukukan LKAI-N kedalam LMIP-N. 

 
2. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 

a. Menerima LKAI-N dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju, dan selanjutnya menyampaikan LKAI-N kepada Kepala Kantor; atau 
(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI-N kepada 

Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan. 
c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI-N. 
d. Meneruskan LKAI-N kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan, dalam hal Kepala 

Kantor memberikan keputusan tidak setuju. 
 

3. Kepala Kantor 
a. Menerima LKAI-N dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
b. Memberikan keputusan: 

(1) setuju; atau 
(2) tidak setuju, dan selanjutnya memberikan catatan serta mengembalikan LKAI-N kepada 

Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
c. Membubuhkan tanggal diterimanya hasil analisis dan menandatangani LKAI-N. 
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Lampiran LI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 4.06 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 

 
NOTA HASIL INTELIJEN NPP  

Nomor : NHI-N - …(1).. Referensi   
Tanggal : …(2)….. Nomor    LKAI-N : …(5)… 
Sifat : …(3)…. Tanggal  LKAI-N : …(6)… 
Klasifikasi : …(4)….    
 
Yth. ………(7)………………. 
         

Sehubungan dengan hasil analisis intelijen yang mengindikasikan adanya pelanggaran kepabeanan 
dan/atau cukai, diperintahkan/direkomendasikan  kepada Saudara untuk melakukan penindakan terhadap 
Barang/Sarana Pengangkut/Orang/Bangunan/lainnya *), dengan informasi  sebagai berikut: 
A. Kegiatan atas Barang Impor /Ekspor *)      

1. Nama/No. Dok Kepabeanan   : ………………(8)………………… 
2. Eks/Untuk  Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya : ………………(9)…………………  
3. Voy/Flight/No.Pol     : ………………(10)………………..  
4. No. BL/AWB     : ………………(11)……………….. 
5. No. Container/Merek Kolli    : ………………(12)……………….. 
6. Importir/Eksportir/PPJK    : ………………(13)……………….. 
7. NPWP      : ………………(14)……………….. 
8. Jenis/Jumlah barang    : ………………(15)……………….. 
9. Data Lainnya : ………………(16)………………..  

  
B. Kegiatan atas Barang Tertentu      

1. Nama/No. Dokumen    : ………………(17)……………….. 
2. Eks/Untuk  Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya : ………………(18)………………..  
3. Voy/Flight/No.Pol     : ………………(19)………………..  
4. No. BL/AWB     : ………………(20)……………….. 
5. No. Kontainer/Merek Kolli    : ………………(21)……………….. 
6. Orang Pribadi/Badan Hukum   : ………………(22)……………….. 
7. Jenis/Jumlah barang    : ………………(23)……………….. 
8. Data Lainnya     : ………………(24)………………..  

  
C. Kegiatan atas Penumpang : 

a. Nama       : ………………(25)………………..                                                  
b. Jenis Kelamin      :   (L/P)              (26) 
c. Kewarganegaraan    : ………………(27)……………….. 
d. No. Paspor      : ………………(28)……………….. 
e. Eks Kapal/Pesawat/Alat Angkut Lainnya  : ………………(29)………………..  
f. Voy/Flight/No.Pol    : ………………(30)……………….. 
g. Pelabuhan/Bandara Asal    : ………………(31)……………….. 
h. Pelabuhan/Bandara Tujuan   : ………………(32)……………….. 
i. Waktu Keberangkatan     : ………………(33)………………..              
j. Waktu Kedatangan     : ………………(34)……………….. 
k. Data Lainnya      : ………………(35)……………….. 

 
Indikasi..:……(36)……………………………………………………………………………… 

Demikian disampaikan agar pelaksanaan Nota Hasil Intelijen NPP ini dilaporkan pada kesempatan 
pertama. 

Jabatan Penerbit NHI-N :……..(37)……… 
Tanda Tangan  : ……..(38)……… 
Nama  : ……..(39)……… 
NIP.  : ……..(40)……… 

Tembusan Yth. ……..(41)……… 



PETUNJUK PENGISIAN  
NOTA HASIL INTELIJEN NPP 

 
 
(1) Diisi nomor NHI-N.  
(2) Diisi tanggal NHI-N. 
(3) Diisi kategori sifat NHI-N yaitu segera atau sangat segera. 
(4) Diisi kategori klasifikasi NHI-N yaitu rahasia atau sangat rahasia. 
(5) Diisi nomor LKAI-N sebagai dokumen sumber penerbitan NHI-N. 
(6) Diisi tanggal LKAI-N. 
(7) Diisi jabatan penerima NHI-N. 
(8) Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen kepabeanan. 
(9) Diisi nama sarana pengangkut. 
(10) Diisi nomor voyage/flight/nomor polisi sarana pengangkut. 
(11) Diisi nomor Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB). 
(12) Diisi nomor container atau merek kolli. 
(13) Diisi nama importir, eksportir, atau PPJK. 
(14) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir, eksportir atau ppjk. 
(15) Diisi jenis dan/atau jumlah barang. 
(16) Diisi data lainnya yang melengkapi keterangan tentang obyek NHI-N. 
(17) Diisi nama pemilik barang dan nomor dokumennya. 
(18) Diisi nama sarana pengangkut. 
(19) Diisi nomor voyage/flight/nomor polisi sarana pengangkut. 
(20) Diisi nomor Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB). 
(21) Diisi nomor container atau merek kolli. 
(22) Diisi nama orang pribadi/badan hukum. 
(23) Diisi jenis dan jumlah barang. 
(24) Diisi data lainnya yang melengkapi keterangan tentang obyek NHI-N. 
(25) Diisi nama penumpang. 
(26) Pilih jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). 
(27) Diisi kewarganegaraan. 
(28) Diisi nomor paspor. 
(29) Diisi nama sarana pengangkut. 
(30) Diisi nomor voyage/flight/nomor polisi sarana pengangkut. 
(31) Diisi pelabuhan atau bandara asal. 
(32) Diisi pelabuhan atau bandara tujuan. 
(33) Diisi waktu keberangkatan sarana pengangkut dari pelabuhan/bandara asal. 
(34) Diisi waktu kedatangan sarana pengangkut di pelabuhan/bandara tujuan. 
(35) Diisi data lainnya yang melengkapi keterangan tentang obyek NHI-N. 
(36) Diisi uraian indikasi pelanggaran kepabeanan atau cukai. 
(37) Diisi jabatan penerbit NHI-N. 
(38) Diisi tanda tangan penerbit NHI-N. 
(39) Diisi nama penerbit NHI-N. 
(40) Diisi nomor induk pegawai penerbit NHI-N. 
(41) Diisi penerima tembusan NHI-N. 

 
 
 
 
 
 
 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
NOTA HASIL INTELIJEN NPP 

 
 

Pejabat yang berwenang menerbitkan NHI-N adalah: 
a. Kepala Subdirektorat Narkotika atas nama Direktur Penindakan dan Penyidikan; 
b. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan; 
c. Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi; 
d. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan; atau  
e. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B. 

NHI-N yang diterbitkan oleh Kepala Subdirektorat Narkotika atas nama Direktur Penindakan 
dan Penyidikan ditujukan kepada: 
a. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan Utama dengan tembusan 

kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama; 
b. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe A/Madya dengan tembusan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala 
Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
A/Madya; atau 

c. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B dengan tembusan kepada 
Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Kepala Kantor Wilayah. 

NHI-N yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor 
Pelayanan Utama ditujukan kepada Kepala Seksi Penindakan dengan tembusan kepada 
Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama. 

NHI-N yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Bidang 
Penindakan dan Sarana Operasi pada Kantor Wilayah ditujukan kepada: 

a. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe A/Madya dengan tembusan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala 
Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
A/Madya; atau 

b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B dengan tembusan kepada 
Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Kepala Kantor Wilayah. 

NHI-N yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A/Madya ditujukan kepada Kepala Subseksi 
Penindakan dengan tembusan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor 
Wilayah, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A/Madya. 

NHI-N yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
B ditujukan kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan dengan tembusan kepada 
Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Kepala Kantor Wilayah. 

 
A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT NARKOTIKA 

 
1. Analis Intelijen NPP 

a. Menerima LKAI-N yang telah mendapat persetujuan penerbitan NHI-N. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NHI-N sesuai petunjuk pengisian NHI-N. 
c. Menyampaikan konsep NHI-N kepada Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika /  

Kepala Seksi Prekursor untuk mendapatkan persetujuan. 
d. Menerima konsep NHI-N dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika /  Kepala Seksi Prekursor / 
KaSubdirektorat  Narkotika 

e. Menerima NHI-N yang telah ditandatangani oleh KaSubdirektorat  Narkotika dan 
memberi nomor urut dan tanggal NHI-N. 

f. Mengirimkan NHI-N ke penerima NHI-N secara elektronik atau manual.     
g. Membukukan NHI-N kedalam LMIP-N. 

 



2. Kepala Seksi  
a. Menerima dan meneliti konsep NHI-N dari Analis Intelijen NPP. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep NHI-N kepada 

KaSubdirektorat  Narkotika. 
c. Mengembalikan konsep NHI-N kepada Analis Intelijen NPP apabila terdapat hal-hal 

yang perlu diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep NHI-N kepada Analis Intelijen NPP untuk dilakukan perbaikan 

apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari KaSubdirektorat  Narkotika. 
e. Mengembalikan NHI-N yang telah ditandatangani oleh KaSubdirektorat  Narkotika 

kepada Analis Intelijen NPP untuk ditindaklanjuti.  
  

3. Kepala Subdirektorat  Narkotika 
a. Menerima dan meneliti konsep NHI-N dari Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika /  

Kepala Seksi Prekursor. 
b. Mengembalikan konsep NHI-N kepada Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika /  

Kepala Seksi Prekursor apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani NHI-N dan mengembalikan NHI-N kepada Kepala Seksi Narkotika dan 

Psikotropika /  Kepala Seksi Prekursor untuk ditindaklanjuti.  
 

B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN / PENINDAKAN DAN 
SARANA OPERASI PADA KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA 
 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKAI-N yang telah mendapat persetujuan penerbitan NHI-N. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NHI-N sesuai petunjuk pengisian NHI-N. 
c. Menyampaikan konsep NHI-N kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan 

persetujuan. 
d. Menerima konsep NHI-N dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Intelijen / Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid 
Penindakan dan Sarana Operasi. 

e. Menerima NHI-N yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan Penyidikan atau 
Kabid Penindakan dan Sarana Operasi dan memberi nomor urut dan tanggal NHI-N. 

f. Mengirimkan NHI-N ke penerima NHI-N secara elektronik atau manual.     
g. Membukukan NHI-N kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Seksi Intelijen 
a. Menerima dan meneliti konsep NHI-N dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep NHI-N kepada Kabid 

Penindakan dan Penyidikan atau Kabid Penindakan dan Sarana Operasi. 
c. Mengembalikan konsep NHI-N kepada Analis Intelijen apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep NHI-N kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid 
Penindakan dan Sarana Operasi. 

e. Mengembalikan NHI-N yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan 
Penyidikan atau Kabid Penindakan dan Sarana Operasi kepada Analis Intelijen untuk 
ditindaklanjuti.  
 

3. Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid Penindakan dan Sarana Operasi 
a. Menerima dan meneliti konsep NHI-N dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Mengembalikan konsep NHI-N kepada Kepala Seksi Intelijen apabila terdapat hal-hal 

yang perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani NHI-N dan mengembalikan NHI-N kepada Kepala Seksi Intelijen untuk 

ditindaklanjuti.  
 

 
 



C. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 
A/MADYA 
 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKAI-N yang telah mendapat persetujuan penerbitan NHI-N. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NHI-N sesuai petunjuk pengisian NHI-N. 
c. Menyampaikan konsep NHI-N kepada Kepala Subseksi Intelijen untuk mendapatkan 

persetujuan. 
d. Menerima konsep NHI-N dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Subseksi Intelijen / Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. 
e. Menerima NHI-N yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Penindakan dan 

Penyidikan dan memberi nomor urut dan tanggal NHI-N. 
f. Mengirimkan NHI-N kepada Kepala Subseksi Penindakan secara elektronik atau manual. 
g. Membukukan NHI-N kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Subseksi Intelijen pada KPPBC Tipe A1/A2/Madya atau Kepala Subseksi 
Penindakan dan Sarana Operasi pada KPPBC Tipe A3 
a. Menerima dan meneliti konsep NHI-N dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep NHI-N kepada Kepala Seksi 

Penindakan dan Penyidikan. 
c. Mengembalikan konsep NHI-N kepada Analis Intelijen apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep NHI-N kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. 
e. Mengembalikan NHI-N yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Penindakan dan 

Penyidikan kepada Analis Intelijen untuk ditindaklanjuti.  
 

3. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC Tipe A/Madya Pabean atau Kepala 
Seksi Intelijen dan Penindakan KPPBC Tipe Madya Cukai 
a. Menerima dan meneliti konsep NHI-N dari Kepala Subseksi Intelijen. 
b. Mengembalikan konsep NHI-N kepada Kepala Subseksi Intelijen apabila terdapat hal-hal 

yang perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani NHI-N dan mengembalikan NHI-N kepada Kepala Subseksi Intelijen 

untuk ditindaklanjuti. 
 

D. KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE B 
 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKAI-N yang telah mendapat persetujuan penerbitan NHI-N. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NHI-N sesuai petunjuk pengisian NHI-N. 
c. Menyampaikan konsep NHI-N kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 

untuk mendapatkan persetujuan. 
d. Menerima konsep NHI-N dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan / Kepala KPPBC Tipe B. 
e. Menerima NHI-N yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe B dan memberi 

nomor urut dan tanggal NHI-N. 
f. Mengirimkan NHI-N kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan secara 

elektronik atau manual. 
g. Membukukan NHI-N kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 
a. Menerima dan meneliti konsep NHI-N dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep NHI-N kepada Kepala 

KPPBC Tipe B. 
c. Mengembalikan konsep NHI-N kepada Analis Intelijen apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 



d. Meneruskan konsep NHI-N kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan apabila 
terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kepala KPPBC Tipe B. 

e. Mengembalikan NHI-N yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe B kepada 
Analis Intelijen untuk ditindaklanjuti.  

 
3. Kepala KPPBC Tipe B 

a. Menerima dan meneliti konsep NHI-N dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan. 
b. Mengembalikan konsep NHI-N kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan 

apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani NHI-N dan mengembalikan NHI-N kepada Kepala Subseksi 

Penindakan dan Penyidikan untuk ditindaklanjuti. 
 

DIREKTUR JENDERAL  
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Lampiran LII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 4.07 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

NOTA INFORMASI PENINDAKAN NPP 
 
Nomor : NIP-N-….(1).… Referensi   
Tanggal : …..…(2)…… Nomor LKAI-N : ….(5)…. 
Sifat : ……..(3)…… Tanggal LKAI-N : ….(6)…. 
Klasifikasi : ……..(4)……    
 
Yth. ………..(7)………….. 

Sehubungan dengan hasil analisis  intelijen yang mengindikasikan adanya pelanggaran kepabeanan atau cukai, 
direkomendasikan kepada Saudara untuk melakukan penindakan terhadap Barang/Sarana Pengangkut/Orang/Bangunan/lainnya 
*), dengan informasi  sebagai berikut: 

1. Tempat      : ……...(8)………  
2. Tanggal/Waktu     : ……...(9)……… 
3. Kantor Bea dan Cukai    : ……...(10)..…… 
4. Kegiatan atas Barang Impor /Ekspor *) 

a. Nama/No. Dok Kepabeanan   : ………………(11)………………… 
b. Eks/Untuk  Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya : ………………(12)…………………  
c. Voy/Flight/No.Pol    : ………………(13)………………..  
d. No. BL/AWB     : ………………(14)……………….. 
e. No. Container/Merek Kolli   : ………………(15)……………….. 
f. Importir/Eksportir/PPJK    : ………………(16)……………….. 
g. NPWP     : ………………(17)……………….. 
h. Jenis/Jumlah barang    : ………………(18)……………….. 
i. Data Lainnya : ………………(19)………………..   

5. Kegiatan atas Barang Tertentu      
a. Nama/No. Dokumen    : ………………(20)……………….. 
b. Eks/Untuk  Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya : ………………(21)………………..  
c. Voy/Flight/No.Pol    : ………………(22)………………..  
d. No. BL/AWB      : ………………(23)……………….. 
e. No. Kontainer/Merek Kolli   : ………………(24)……………….. 
f. Orang Pribadi/Badan Hukum   : …….…………(25)……………….. 
g. Jenis/Jumlah barang    : ………………(26)……………….. 
h. Data Lainnya     : ………………(27)………………..    

6. Kegiatan atas Penumpang : 
a. Nama      : ………………(28)………………..                                                     
b. Jenis Kelamin      :   (L/P)           (29) 
c. Kewarganegaraan    : …..….………(30)……………….. 
d. No. Paspor      : ………………(31)……………….. 
e. Eks Kapal/Pesawat/Alat Angkut Lainnya  : ………………(32)………………..  
f. Voy/Flight/No.Pol    : ………………(33)……………….. 
g. Pelabuhan/Bandara Asal    : ………………(34)……………….. 
h. Pelabuhan/Bandara Tujuan   : ………………(35)……………….. 
i. Waktu Keberangkatan     : ………………(36)………………..              
j. Waktu Kedatangan     : ………………(37)……………….. 
k. Data Lainnya      : ………………(38)……………….. 

 
Indikasi..:……(39)……………………………………………………………………………… 

Demikian disampaikan agar pelaksanaan nota informasi penindakan ini dilaporkan pada kesempatan pertama. 

 
………………….(40)………………... 
 
………………….(41)…...…………… 
 
………………….(42)…...…………… 
NIP……………..(43)…….………….. 

 
Tembusan Yth. …………(44)………… 

*) coret yang tidak perlu 



PETUNJUK PENGISIAN  
NOTA INFORMASI PENINDAKAN NPP 

 

(A) Diisi nama kantor. 

(1) Diisi nomor Nota Informasi Penindakan (NIP-N). 
(2) Diisi tanggal NIP-N. 
(3) Diisi kategori sifat NIP-N yaitu segera atau sangat segera. 
(4) Diisi kategori klasifikasi NIP-N yaitu rahasia atau sangat rahasia. 
(5) Diisi nomor LKAI-N sebagai dokumen sumber penerbitan NIP-N. 
(6) Diisi tanggal LKAI-N. 
(7) Diisi nama jabatan penerima NIP-N. 
(8) Diisi tempat terjadinya atau akan terjadinya indikasi pelanggaran kepabeanan atau cukai. 
(9) Diisi tanggal dan/atau waktu terjadinya atau akan terjadinya indikasi pelanggaran kepabeanan atau cukai. 

Adapun format tanggal yaitu tanggal-bulan-tahun ,sedangkan format waktu yaitu jam . menit dengan daerah 
waktu (WIB/WITA/WIT). 

(10) Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan yang membawahi pengawasan atas wilayah terjadinya 
atau akan terjadinya indikasi pelanggaran kepabeanan atau cukai. 

(11) Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen kepabeanan. 
(12) Diisi nama sarana pengangkut. 
(13) Diisi nomor voyage/flight/nomor polisi sarana pengangkut. 
(14) Diisi nomor Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB). 
(15) Diisi nomor container atau merek kolli. 
(16) Diisi nama importir, eksportir, atau PPJK. 
(17) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir, eksportir atau ppjk. 
(18) Diisi jenis dan/atau jumlah barang. 
(19) Diisi data lainnya yang melengkapi keterangan tentang obyek NHI-N. 
(20) Diisi nama pemilik barang dan nomor dokumennya. 
(21) Diisi nama sarana pengangkut. 
(22) Diisi nomor voyage/flight/nomor polisi sarana pengangkut. 
(23) Diisi nomor Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB). 
(24) Diisi nomor container atau merek kolli. 
(25) Diisi nama orang pribadi/badan hukum. 
(26) Diisi jenis dan jumlah barang. 
(27) Diisi data lainnya yang melengkapi keterangan tentang obyek NHI-N. 
(28) Diisi nama penumpang. 
(29) Pilih jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). 
(30) Diisi kewarganegaraan. 
(31) Diisi nomor paspor. 
(32) Diisi nama sarana pengangkut. 
(33) Diisi nomor voyage/flight/nomor polisi sarana pengangkut. 
(34) Diisi pelabuhan atau bandara asal. 
(35) Diisi pelabuhan atau bandara tujuan. 
(36) Diisi waktu keberangkatan sarana pengangkut dari pelabuhan/bandara asal. 
(37) Diisi waktu kedatangan sarana pengangkut di pelabuhan/bandara tujuan. 
(38) Diisi data lainnya yang melengkapi keterangan tentang obyek NHI-N. 
(39) Diisi uraian indikasi pelanggaran kepabeanan atau cukai.. 
(40) Diisi nama jabatan dari pejabat yang menerbitkan NIP. 
(41) Diisi tanda tangan dari pejabat yang menerbitkan NIP. 
(42) Diisi nama dari pejabat yang menerbitkan NIP. 
(43) Diisi nomor induk pegawai dari pejabat yang menerbitkan NIP. 
(44) Diisi nama jabatan dari pejabat yang menerima tembusan NIP.  

 

 

 

 
 
 
 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
NOTA INFORMASI PENINDAKAN NPP 

 
 

Pejabat yang berwenang menerbitkan Nota Informasi Penindakan NPP (NIP-N) adalah Kepala Seksi Intelijen pada 
Kantor Wilayah. 
 
NIP-N yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Intelijen pada Kantor Wilayah ditujukan kepada Kepala Seksi 
Penindakan pada Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan. 
 
 
KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN / BIDANG PENINDAKAN DAN SARANA 
OPERASI PADA KANTOR WILAYAH  
 

1. Analis Intelijen 
a. Menerima LKAI-N yang telah mendapat persetujuan penerbitan NIP-N. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NIP sesuai petunjuk pengisian NIP-N. 
c. Menyampaikan konsep NIP-N kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan persetujuan. 
d. Menerima konsep NIP-N dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari 

Kepala Seksi Intelijen. 
e. Menerima NIP-N yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Intelijen dan memberi nomor urut dan 

tanggal NIP. 
f. Mengirimkan NIP-N kepada Kepala Seksi Penindakan secara elektronik atau manual. 
g. Membukukan NIP-N kedalam LMIP-N. 
 

2. Kepala Seksi Intelijen 
a. Menerima dan meneliti konsep NIP-N dari Analis Intelijen. 
b. Mengembalikan konsep NIP-N kepada Analis Intelijen apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani dan mengembalikan NIP-N kepada Analis Intelijen untuk ditindaklanjuti. 

 

DIREKTUR JENDERAL  
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Lampiran LIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 4.08 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 
 

NOTA INFORMASI NPP 
 
 
Nomor : NI-N- …(1)…….. Referensi   
Tanggal : …….…..(2)…….. Nomor LKAI-N : …(5)… 
Sifat : ………...(3)…….. Tanggal LKAI-N : …(6)… 
Klasifikasi : ………...(4)……..    
 
 
Yth. ……………(7)………….. 

 

Sehubungan dengan hasil analisis intelijen yang mengindikasikan adanya pelanggaran 

kepabeanan terkait NPP, diinformasikan kepada Saudara untuk dilakukan penelitian mendalam 

tentang informasi  sebagai berikut: 

A. ……..(8)………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

B. ……..(8)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

C. dst….(8)….      

   

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian. 

 
…………….(9)…………….. 
 
…………….(10)…………….. 
 
…………….(11)…………….. 
…………….(12)…………….. 

 
 
Tembusan Yth…..…(13)…..… 
 
 
 



PETUNJUK PENGISIAN  
NOTA INFORMASI NPP 

 

 

(1) Diisi nomor NI-N. 
(2) Diisi tanggal NI-N. 
(3) Diisi kategori sifat NI-N yaitu segera atau sangat segera. 
(4) Diisi kaegori klasifikasi NI-N yaitu rahasia atau sangat rahasia. 
(5) Diisi nomor LKAI-N sebagai dokumen sumber penerbitan NI-N. 
(6) Diisi tanggal LKAI-N. 
(7) Diisi jabatan penerima NI-N. 
(8) Diisi uraian informasi tentang indikasi pelanggaran kepabeanan terkait NPP. 
(9) Diisi jabatan penerbit NI-N. 
(10) Diisi tanda tangan penerbit NI-N. 
(11) Diisi nama penerbit NI-N. 
(12) Diisi nomor induk pegawai penerbit NI-N. 
(13) Diisi penerima tembusan NI-N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TATACARA PENATAUSAHAAN 
NOTA INFORMASI NPP 

 
Pejabat yang berwenang menerbitkan NI-N adalah: 
a. Kepala Subdirektorat Narkotika; 
b. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan; atau 
c. Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi. 

 
NI-N yang diterbitkan Kepala Subdirektorat Narkotika ditujukan kepada: 
a. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan Utama dengan tembusan 

kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Kantor Pelayanan Utama; 
b. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Bidang Penindakan dan Sarana 

Operasi pada Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan 
dan Kepala Kantor Wilayah;  

c. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dengan tembusan kepada Direktur Penindakan dan 
Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe A/Madya; atau 

d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B dengan tembusan kepada 
Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Kantor Wilayah. 

NI-N yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Bidang 
Penindakan dan Sarana Operasi  pada Kantor Wilayah ditujukan kepada: 
a. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dengan tembusan kepada Direktur Penindakan dan 

Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe A/Madya; atau 

b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B dengan tembusan kepada 
Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Kantor Wilayah. 

 
A. KEGIATAN DI SUBDIREKTORAT NARKOTIKA 

 
1. Analis Intelijen NPP 

a. Menerima LKAI-N yang telah mendapat persetujuan penerbitan NI-N. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NIN sesuai petunjuk pengisian NI-N. 
c. Menyampaikan konsep NI-N kepada Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika/ 

Kepala Seksi Prekursor untuk mendapatkan persetujuan. 
d. Menerima konsep NI-N dan melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki dari Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika/ Kepala Seksi Prekursor / 
KaSubdirektorat  Narkotika. 

e. Menerima NI-N yang telah ditandatangani oleh Kasubdit  Narkotika dan memberi 
nomor urut dan tanggal NI-N. 

f. Mengirimkan NI-N ke penerima NI-N secara elektronik atau manual.     
g. Membukukan NI-N kedalam LMIP-N. 

 
2. Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika/ Kepala Seksi Prekursor  

a. Menerima dan meneliti konsep NI-N dari Analis Intelijen NPP. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep NI-N kepada Kasubdit  

Narkotika. 
c. Mengembalikan konsep NI-N kepada Analis Intelijen NPP apabila terdapat hal-hal 

yang perlu diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep NI-N kepada Analis Intelijen NPP untuk dilakukan perbaikan 

apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kasubdt  Narkotika. 
e. Mengembalikan NI-N yang telah ditandatangani oleh Kasubdit  Narkotika kepada 

Analis Intelijen NPP untuk ditindaklanjuti .  
 

3. Kepala Subdirektorat Narkotika 
a. Menerima dan meneliti konsep NI-N dari Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika/ 

Kepala Seksi Prekursor. 



b. Mengembalikan konsep NI-N kepada Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika/ 
Kepala Seksi Prekursor apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. 

c. Menandatangani NI-N dan mengembalikan NI-N kepada Kepala Seksi Narkotika dan 
Psikotropika/ Kepala Seksi Prekursor untuk ditindaklanjuti.  
 

 
B. KEGIATAN DI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN / PENINDAKAN DAN 

SARANA OPERASI PADA KANTOR WILAYAH  
 
1. Analis Intelijen 

a. Menerima LKAI-N yang telah mendapat persetujuan penerbitan NI-N. 
b. Menyajikan hasil analisis kedalam NI-N sesuai petunjuk pengisian NI-N. 
c. Menyampaikan konsep NI-N kepada Kepala Seksi Intelijen untuk mendapatkan 

persetujuan. 
d. Menerima konsep NI-N dan  melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki dari Kepala Seksi Intelijen / Kabid Penindakan dan Penyidikan atau 
Kabid Penindakan dan Sarana Operasi. 

e. Menerima NI-N yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan Penyidikan 
atau Kabid Penindakan dan Sarana Operasi dan memberi nomor urut dan tanggal 
 NI-N. 

f. Mengirimkan NI-N ke penerima NI-N secara elektronik atau manual.     
g. Membukukan NI-N kedalam LMIP-N. 

 
2. Kepala Seksi Intelijen 

a. Menerima dan meneliti konsep NI-N dari Analis Intelijen. 
b. Memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan konsep NI-N kepada Kabid 

Penindakan dan Penyidikan atau Kabid Penindakan dan Sarana Operasi. 
c. Mengembalikan konsep NI-N kepada Analis Intelijen apabila terdapat hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 
d. Meneruskan konsep NI-N kepada Analis Intelijen untuk dilakukan perbaikan apabila 

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari Kabid Penindakan dan Penyidikan atau 
Kabid Penindakan dan Sarana Operasi. 

e. Mengembalikan NI-N yang telah ditandatangani oleh Kabid Penindakan dan 
Penyidikan atau Kabid Penindakan dan Sarana Operasi kepada Analis Intelijen untuk 
ditindaklanjuti.  
 

3. Kabid Penindakan dan Penyidikan atau Kabid Penindakan dan Sarana Operasi 
a. Menerima dan meneliti konsep NI-N dari Kepala Seksi Intelijen. 
b. Mengembalikan konsep NI-N kepada Kepala Seksi Intelijen apabila terdapat hal-hal 

yang perlu diperbaiki. 
c. Menandatangani NI-N dan mengembalikan NI-N kepada Kepala Seksi Intelijen 

untuk ditindaklanjuti. 
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Lampiran LIV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 4.09 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

LEMBAR ANALISA PRA PENINDAKAN NPP (LAP-N) 
Nomor : LAP-N- .....(1)/Kode kantor/tahun 

 

 
  
  
 ............................(16).........., ....................... 

 
Atasan pejabat penerbit lap Pejabat penerbit lap: 
Nama : ……………………(21).……………… Nama : …………………..(17)…… 
Nip : ……………………(22).……………… Nip : …………………..(18)…… 
Pangkat : ……………………(23).……………… Pangkat : …………………..(19)…… 
Jabatan : ……………………(24).………………… Jabatan : …………………..(20)…… 
Catatan :  …………………………………………………………(25)…………………………………………… 
      

 
 
 

 
Sumber informasi  Nomor : …………(2)… Tanggal : ………….(2)…..……… 
        
Kategori penindakan : 
………………………………………………….……(3)………………………………………….……………… 
 
Uraian Pra-penindakan   :  
- Substansi 
 1. Pelaku (…) Diketahui (…) Tidak diketahui 
 Keterangan : …………………………………(4)……………………… 
 2. Jenis plgrn (…) Diketahui (…) Tidak diketahui 
 Keterangan : …………………………………(5)…………………… 
 3. Locus (…) Diketahui (…) Tidak diketahui 
 Keterangan : …………………………………(6)……………………… 
 4. Tempus (…) Diketahui (…) Tidak diketahui 
 Keterangan : …………………………………(7)……………………… 
- Prosedural (…) Kewenangan DJBC (…) Bukan kewenangan DJBC 
 Keterangan : …………………………………(8)……………………… 
- SDM (…) Tersedia (…) Tidak tersedia 
 Keterangan : …………………………………(9)……………………… 
- Sarana prasarana (…) Tersedia (…) Tidak tersedia 
 Keterangan : …………………………………(10)……………………… 
 
Kesimpulan :  
………………………………………………(11)………………………………………………………………… 
 
- Pelaksanaan penindakan 
 (…) Sendiri Keterangan : …………………………(12)..………… 
 (…) Dgn bantuan Keterangan : …………………………(13)..………… 
 (…) Pelimpahan Keterangan : …………………………(14)..………… 
 (…) Pelimpahan dgn bantuan Keterangan : …………………………(15)..………… 



PETUNJUK PENGISIAN 
LEMBAR ANALISA PRA-PENINDAKAN NPP (LAP-N) 

 
(1) Diisi nomor urut LAP-N 
(2) Diisi Nomor dan tanggal Nota Informasi Penindakan (NIP) / Nota Hasil Intelijen (NHI-N) 
(3) Diisi kategori penindakan (Impor Umum, Impor Fasilitas, Ekspor, Barang tertentu, Barang 

Penumpang) 
(4) Diisi Keterangan  terkait Pelaku Pelanggaran 
(5) Diisi Keterangan  terkait Jenis Pelanggaran 
(6) Diisi Keterangan  terkait Locus Pelanggaran 
(7) Diisi Keterangan  terkait Tempus Pelanggaran 
(8) Diisi Keterangan  terkait Kewenangan Prosedural 
(9) Diisi Keterangan  terkait Ketersediaan SDM 
(10) Diisi Keterangan  terkait Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
(11) Diisi kesimpulan analisa pra-penindakan NPP  
(12) Diisi Keterangan terkait Pelaksanaan Penindakan Sendiri 
(13) Diisi Keterangan terkait Pelaksanaan Penindakan Sendiri dengan Bantuan 
(14) Diisi Keterangan terkait Pelaksanaan Pelimpahan Penindakan  
(15) Diisi Keterangan terkait Pelaksanaan Pelimpahan Penindakan dengan Bantuan  
(16) Diisi nama kota dan tanggal pembuatan LAP-N 
(17) Diisi dengan Nama Pejabat Penerbit LAP-N 
(18) Diisi dengan NIP Pejabat Penerbit LAP-N 
(19) Diisi dengan Pangkat Pejabat Penerbit LAP-N 
(20) Diisi dengan Jabatan Pejabat Penerbit LAP-N 
(21) Diisi dengan Nama Atasan Pejabat Penerbit LAP-N 
(22) Diisi dengan NIP Atasan Pejabat Penerbit LAP -N 
(23) Diisi dengan Pangkat Atasan Pejabat Penerbit LAP-N 
(24) Diisi dengan Jabatan Atasan Pejabat Penerbit LAP-N 
(25) Diisi dengan Catatan dari Atasan Pejabat Penerbit LAP-N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PETUNJUK PENATAUSAHAAN  
LEMBAR ANALISA PRA-PENINDAKAN NPP (LAP-N) 

 
 

I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC. 
A. PEJABAT BC PENERBIT LAP (KEPALA SEKSI NARKOTIKA DAN 

PSIKOTROPIKA/KEPALA SEKSI PREKURSOR) 
1. Melakukan analisa dan menuangkannya dalam LAP-N berdasarkan sumber informasi yang 

ada. 
2. Menyusun konsep LAP-N 
3. Menyampaikan Konsep LAP-N kepada Atasan Penyusun LAP-N. 
4. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LAP-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LAP-N) 
5. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LAP-N yang telah mendapat respon dari Atasan 

Penyusun LAP-N 
6. Membukukan LAP-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LAP-

N dalam Buku Catatan LAP-N 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENERBIT LAP (KASUBDIT NARKOTIKA) 
1. Menerima Konsep LAP-N dari Pejabat yang menyusun LAP-N 
2. Melakukan supervisi LAP-N meliputi : 

‐ Kelayakan Pelaksanaan Penindakan NPP. 
‐ Penetapan Skema Penindakan NPP. 

 
II. PADA KANWIL BC. 

A. PEJABAT BC PENERBIT LAP-N (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Melakukan analisa dan menuangkannya dalam LAP berdasarkan sumber informasi yang 

ada. 
2. Menyusun konsep LAP-N 
3. Menyampaikan Konsep LAP-N kepada Atasan Penyusun LAP-N. 
4. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LAP-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LAP-N) 
5. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LAP-N yang telah mendapat respon dari Atasan 

Penyusun LAP-N 
6. Membukukan LAP-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LAP-

N dalam Buku Catatan LAP-N 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENERBIT LAP-N (KABID PENINDAKAN DAN 
PENYIDIKAN) 

1. Menerima Konsep LAP-N dari Pejabat yang menyusun LAP-N 
2. Melakukan supervisi LAP-N meliputi : 

‐ Kelayakan Pelaksanaan Penindakan NPP. 
‐ Penetapan Skema Penindakan NPP. 

 
III. PADA KPU BC. 

A. PEJABAT BC PENERBIT LAP-N (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Melakukan analisa dan menuangkannya dalam LAP-N berdasarkan sumber informasi yang 

ada. 
2. Menyusun konsep LAP-N 
3. Menyampaikan Konsep LAP-N kepada Atasan Penyusun LAP-N. 
4. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LAP-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LAP-N) 
5. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LAP-N yang telah mendapat respon dari Atasan 

Penyusun LAP-N 



6. Membukukan LAP-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LAP-
N dalam Buku Catatan LAP-N 
 

B. ATASAN PEJABAT PENERBIT LAP-N (KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN) 
1. Menerima Konsep LAP-N dari Pejabat yang menyusun LAP-N 
2. Melakukan supervisi LAP-N meliputi : 

‐ Kelayakan Pelaksanaan Penindakan NPP. 
‐ Penetapan Skema Penindakan NPP. 

 
IV. PADA KPPBC TIPE MADYA DAN TIPE A 

A. PEJABAT BC PENERBIT LAP-N (KASUBSI PENINDAKAN/KASUBSI PENINDAKAN 
DAN SAROP) 

1. Melakukan analisa dan menuangkannya dalam LAP-N berdasarkan sumber informasi yang 
ada. 

2. Menyusun konsep LAP-N 
3. Menyampaikan Konsep LAP-N kepada Atasan Penyusun LAP-N. 
4. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LAP-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LAP-N) 
5. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LAP-N yang telah mendapat respon dari Atasan 

Penyusun LAP-N 
6. Membukukan LAP-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LAP 

dalam Buku Catatan LAP-N 
 

B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN LAP-N (KASI P2 / KASI INTELDAK) 
1. Menerima Konsep LAP-N dari Pejabat yang menyusun LAP-N 
2. Melakukan supervisi LAP-N meliputi : 

‐ Kelayakan Pelaksanaan Penindakan NPP. 
‐ Penetapan Skema Penindakan NPP. 

. 
 

V. PADA KPPBC TIPE B 
A. PEJABAT BC PENERBIT LAP-N (KASUBSI P2) 

1. Melakukan analisa dan menuangkannya dalam LAP-N berdasarkan sumber informasi yang 
ada. 

2. Menyusun konsep LAP-N 
3. Menyampaikan Konsep LAP kepada Atasan Penyusun LAP-N. 
4. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LAP-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LAP-N) 
5. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LAP-N yang telah mendapat respon dari Atasan 

Penyusun LAP-N 
6. Membukukan LAP-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun LAP 

dalam Buku Catatan LAP-N 
 

B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN LAP-N (KEPALA KANTOR) 
1. Menerima Konsep LAP-N dari Pejabat yang menyusun LAP-N. 
2. Melakukan supervisi LAP-N meliputi : 

‐ Kelayakan Pelaksanaan Penindakan. 
‐ Penetapan Skema Penindakan. 
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Lampiran LV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 4.10 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(A)................. 

 
 

NOTA PENGEMBALIAN INFORMASI NPP (NPI-N) 
Nomor : NPI-N - .........(1)........... / ..........(2).............. 

 
 
 
 

 
Demikian disampaikan, atar perhatiannya diucapkan terimakasih. 

 
 
 

 
 ......................................, ................................(8) 

 
 Pejabat penerbit NPI-N:
   Nama : …………………..(9)……………
   Nip : …………………..(10)…………...
   Pangkat : …………………..(11)…………...
   Jabatan : …………………..(12)…………
Catatan :

  
…………………………………………………………(13)………………………

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber informasi  Nomor : …………(3)…

…
Tanggal : ………….(4)…..…

….. 
    
Kategori penindakan : 
………………………………………………(5)………………………………………………
… 
 
Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan Analisis Prapenindakan yang dilakukan, 
terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ...............(6)..............., tidak / belum * dapat 
dilakukan dengan alasan sebagai berikut 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....................................................................(7).............................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................



PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGEMBALIAN INFORMASI NPP (NPI-N) 
 

(A) Diisi Nama Kantor 
 

(1) Diisi nomor Nota Pengembalian Informasi NPP (NPI-N) 
(2) Diisi kode kantor dan tahun nomor Nota Pengembalian Informasi (NPI-N) 
(3) Diisi nomor sumber informasi ( NHI-N / NIP-N ) 
(4) Diisi tanggal sumber informasi ( NHI-N / NIP-N ) 
(5) Diisi kategori penindakan (Impor Umum, Impor Fasilitas, Impor BKC, Cukai HT, Cukai 

EA/MMEA, Ekspor, Barang tertentu, Barang Penumpang) 
(6) Diisi dasar informasi yang diterima (Misalnya NIP-N, NHI-N, atau Informasi Lainnya) 
(7) Diisi alasan tidak dapat dilakukannya penindakan 
(8) Diisi nama kota dan tanggal pembuatan NPI-N 
(9) Diisi dengan Nama Pejabat Penerbit NPI-N 
(10) Diisi dengan NIP Pejabat Penerbit NPI-N 
(11) Diisi dengan Pangkat Pejabat Penerbit NPI-N 
(12) Diisi dengan Jabatan Pejabat Penerbit NPI-N 
(13) Diisi dengan Catatan dari Atasan Pejabat Penerbit NPI-N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PETUNJUK PENATAUSAHAAN  
NOTA PENGEMBALIAN INFORMASI (NPI) 

 
I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC. 

A. PEJABAT BC PENERBIT NPI (KEPALA SEKSI NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA) 
1. Menyusun konsep NPI-N 
2. Menyampaikan Konsep NPI-N kepada Atasan Penyusun NPI-N. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep NPI-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun NPI-N) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal NPI-N yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun NPI-N 
5. Membukukan NPI-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun NPI-N dalam 

Buku Catatan NPI-N 
B. PEJABAT BC PENERBIT NPI (KEPALA SEKSI PREKURSOR) 

1. Menyusun konsep NPI-N 
2. Menyampaikan Konsep NPI-N kepada Atasan Penyusun NPI-N. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep NPI-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun NPI-N) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal NPI-N yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun NPI-N 
5. Membukukan NPI-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun NPI-N dalam 

Buku Catatan NPI-N 
 

C. ATASAN PEJABAT BC PENERBIT NPI-N (KASUBDIT NARKOTIKA) 
1. Menerima Konsep NPI-N dari Pejabat yang menyusun NPI-N 
2. Memberikan catatan / perbaikan terhadap konsep NPI-N 
3. Mengembalikan konsep NPI-N kepada pejabat penerbit NPI-N 
4. Menandatangani NPI-N yang telah disetujui 

 
II. PADA KANWIL BC. 

A. PEJABAT BC PENERBIT NPI-N (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menyusun konsep NPI-N 
2. Menyampaikan Konsep NPI-N kepada Atasan Penyusun NPI-N. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep NPI-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun NPI-N) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal NPI-N yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun NPI-

N 
5. Membukukan NPI-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun NPI-N dalam 

Buku Catatan NPI-N 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENERBIT NPI-N (KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN) 
1. Menerima Konsep NPI-N dari Pejabat yang menyusun NPI-N 
2. Memberikan catatan / perbaikan terhadap konsep NPI-N 
3. Mengembalikan konsep NPI-N kepada pejabat penerbit NPI-N 
4. Menandatangani NPI-N yang telah disetujui 

 
III. PADA KPU BC 

A. PEJABAT BC PENERBIT NPI (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menyusun konsep NPI-N 
2. Menyampaikan Konsep NPI-N kepada Atasan Penyusun NPI-N. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep NPI-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun NPI-N) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal NPI-N yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun NPI-

N 
5. Membukukan NPI-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun NPI-N dalam 

Buku Catatan NPI-N 
 

B. ATASAN PEJABAT PENERBIT NPI-N (KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN) 
1. Menerima Konsep NPI-N dari Pejabat yang menyusun NPI-N 
2. Memberikan catatan / perbaikan terhadap konsep NPI-N 
3. Mengembalikan konsep NPI-N kepada pejabat penerbit NPI-N 
4. Menandatangani NPI-N yang telah disetujui 



 
IV. PADA KPPBC TIPE MADYA DAN TIPE A 

A. PEJABAT BC PENERBIT NPI-N (KASUBSI PENINDAKAN/KASUBSI PENINDAKAN DAN 
SAROP) 

1. Menyusun konsep NPI-N 
2. Menyampaikan Konsep NPI-N kepada Atasan Penyusun NPI-N. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep NPI-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun NPI-N) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal NPI-N yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun NPI-

N 
5. Membukukan NPI-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun NPI-N dalam 

Buku Catatan NPI-N 
 

B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN NPI-N (KASI P2 / KASI INTELDAK) 
1. Menerima Konsep NPI-N dari Pejabat yang menyusun NPI-N 
2. Memberikan catatan / perbaikan terhadap konsep NPI-N 
3. Mengembalikan konsep NPI-N kepada pejabat penerbit NPI-N 
4. Menandatangani NPI-N yang telah disetujui 

. 
 

V. PADA KPPBC TIPE B 
A. PEJABAT BC PENERBIT NPI-N (KASUBSI P2) 

1. Menyusun konsep NPI 
2. Menyampaikan Konsep NPI kepada Atasan Penyusun NPI-N. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep NPI-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun NPI-N) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal NPI-N yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun NPI-

N 
5. Membukukan NPI-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun NPI-N dalam 

Buku Catatan NPI-N 
 

B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN NPI-N (KEPALA KANTOR) 
1. Menerima Konsep NPI-N dari Pejabat yang menyusun NPI-N 
2. Memberikan catatan / perbaikan terhadap konsep NPI-N 
3. Mengembalikan konsep NPI-N kepada pejabat penerbit NPI-N 
4. Menandatangani NPI-N yang telah disetujui 
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Lampiran LVI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P - 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana 
Pengawasan  

 
FORM PBC 4.11 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(A)................. 

 
 

MEMO PELIMPAHAN PENINDAKAN NARKOTIKA (MPP-N) 
Nomor : MPP-…(1)/kode kantor/tahun / Tanggal …………(2)……………… 

 
 
Kepada : 
Yth. ......................................... 
...............................................(3) 
 

Sehubungan dengan analisa pra-penindakan yang telah dilakukan, dengan ini kami limpahkan proses 
penindakan NPP atas : 

 

 
Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

...............................(26)...................................  

 

..................(27).................... 

 

Nama ….………..…(28).………………….............. 

NIP .………………(29).…………………............... 

1 Kategori penindakan    :     

………………………………………….(4)…………………………………………………………. 

         

2 Jenis pelanggaran : ……………………(5)……… Pasal : ………….(6)…… 

       

3 Uraian modus operandi : …………………………………………(7)……………………… 

    

4 Locus pelanggaran : …………………………………………(8)……………………… 

5 Tempus pelanggaran : ………………(9)…… Jam : ………….(10)…… 

6 Diduga dilakukan oleh      

 - Nama : ……………………………………………(11)………………… 

 - Umur : …………(12)… Jenis kelamin : …………(13)…… 

 - Alamat : ……………………………………………(14)………………… 

 - Perusahaan terkait : ………………(15)…… NPWP : …………(16)…… 

 - Alamat perusahaan : ………………………………(17)……………………………… 

7 Komoditi barang : ………………(18)… Jumlah : ………….(19)…… 

8 Jenis Pengangkut : ……………(20)…… No pol/voy : ………….(21)…… 

9 Nomor kontainer : ……………(22)…… Ukuran : ………….(23)…… 

10 Dokumen terkait : ……………………………………………(24)………………… 

    

11 Uraian instruksi : ……………………………………………(25)………………… 



 
TATACARA PENGISIAN  

MEMO PELIMPAHAN PENINDAKAN-N 
 

(A) Diisi Nama Kantor 
(1) Diisi Nomor Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) 
(2) Diisi Tanggal Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) 
(3) Diisi Jabatan dan Kantor penerima  Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) 
(4) Diisi kategori penindakan (Impor, Ekspor, Barang Penumpang atau barang PJT/kiriman pos) 
(5) Diisi jenis pelanggaran (pabean atau cukai) 
(6) Diisi Ketentuan Pasal yang dilanggar. 
(7) Diisi Uraian Modus Operandi Pelanggaran. 
(8) Diisi tempat terjadinya Pelanggaran 
(9) Diisi Tempus (Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun) Pelanggaran 
(10) Diisi Jam Dugaan Pelanggaran 
(11) Diisi Nama Orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(12) Diisi Umur Orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(13) Diisi Jenis Kelamin Orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(14) Diisi Alamat Orang yang diduga melakukan pelanggaran 
(15) Diisi Nama Perusahaan yang diduga terkait Pelanggaran 
(16) Diisi NPWP Perusahaan yang diduga terkait Pelanggaran 
(17) Diisi Alamat Perusahaan yang diduga terkait Pelanggaran 
(18) Diisi Uraian Komoditi Barang yang diduga terkait Pelanggaran 
(19) Diisi Jumlah Komoditi Barang yang diduga terkait Pelanggaran 
(20) Diisi Nama SaranaPengangkut yang diduga terkait Pelanggaran 
(21) Diisi Nomor Polisi / Nomor Voyage Sarana Pengkut yang Pelanggaran 
(22) Diisi Nomor Kontainer yang diduga terkait Pelanggaran (jika ada) 
(23) Diisi Ukuran Kontainer yang diduga terkait Pelanggaran (jika ada) 
(24) Diisi Uraian Dokumen yang diduga terkait Pelanggaran (nomor, tanggal, kantor penerbit) 
(25) Diisi Uraian Instruksi Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) 
(26) Diisi Jabatan Pejabat Penerima MPP 
(27) Tanda tangan pejabat penerbit MPP 
(28) Diisi nama Pejabat Penerima MPP 
(29) Diisi NIP Pejabat Penerbit MPP 

 
 



PETUNJUK PENATAUSAHAAN  
MEMO PELIMPAHAN PENINDAKAN NARKOTIKA (MPP-N) 

 
I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC. 

A. PEJABAT BC PENYUSUN MPP-N (PELAKSANA PENINDAKAN) 
1. Menyusun Konsep MPP-N sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan. 
2. Menyampaikan Konsep MPP-N kepada Atasan Penyusun MPP-N. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep MPP-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun MPP-N) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal MPP-N yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun MPP-

N 
5. Membukukan MPP-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun MPP-N dalam 

Buku Catatan MPP-N 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN MPP-N (KEPALA SEKSI NARKOTIKA DAN 
PSIKOTROPIKA ATAU KASI PREKRUSOR) 
1. Menerima Konsep MPP-N dari Pejabat yang menyusun MPP-N 
2. Melakukan supervisi terhadap kebenaran dan kelengkapan MPP-N yang telah disusun. 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut kepada Pejabat 
Penyusun MPP-N agar dilakukan perbaikan setentangnya. 

‐ Dalam hal tidak terdapat catatan/perbaikan, meneruskan konsep MPP-N kepada Kasubdit 
Narkotika untuk mendapat persetujuan.  

 
C. KASUBDIT NARKOTIKA 

1. Menerima MPP-N dari Atasan Pejabat yang menyusun MPP-N. 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait dengan Pelimpahan Penindakan. 
3. Memberikan persetujuan dan mengirimkan MPP-N kepada Unit yang menerima MPP-N. 

 
II. PADA KANWIL BC.  

A. PEJABAT BC PENYUSUN MPP-N (PELAKSANA PENINDAKAN) 
1. Menyusun Konsep MPP-N sesuai dengan data penindakan yang telah dilakukan. 
2. Menyampaikan Konsep MPP-N kepada Atasan Penyusun MPP-N. 
3. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep MPP-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun MPP-N) 
4. Memberi Nomor Urut dan Tanggal MPP-N yang telah mendapat respon dari Atasan Penyusun MPP-

N 
5. Membukukan MPP-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan penyusun MPP-N dalam 

Buku Catatan MPP-N 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENYUSUN MPP-N (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 
1. Menerima Konsep MPP-N dari Pejabat yang menyusun MPP-N 
2. Melakukan supervisi terhadap kebenaran dan kelengkapan MPP-N yang telah disusun. 

‐ Dalam hal terdapat catatan/perbaikan, menyampaikan catatan/perbaikan tersebut kepada Pejabat 
Penyusun MPP-N agar dilakukan perbaikan setentangnya. 

‐ Dalam hal tidak terdapat catatan/perbaikan, meneruskan konsep MPP-N kepada Kasubdit 
Penindakan untuk mendapat persetujuan. .  

 
C. KABID PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN 

1. Menerima MPP-N dari Atasan Pejabat yang menyusun MPP-N. 
2. Memberikan Catatan yang diperlukan terkait dengan Pelimpahan Penindakan. 
3. Memberikan persetujuan dan mengirimkan MPP-N kepada Unit yang menerima MPP-N. 

 

DIREKTUR JENDERAL  
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Lampiran LVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 4.12 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 
 

BERITA ACARA PENGUJIAN PENDAHULUAN 
Nomor    :...............(1)................... 

 
Pada hari ini …(2)… tanggal ……(3)…… bulan ...........(4)...........  tahun ....(5)...... 

Berdasarkan Surat Perintah ………(6)………… Nomor :…(7)….. tanggal…(8)… 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Nama : ……………(9 )………………………………… 
 Pangkat/NIP : ……………(10)………………………………… 
 Jabatan : ……………(11)………………………………… 
    
2. Nama : ……………(9)………………………………… 
 Pangkat/NIP : ……………(10)………………………………… 
 Jabatan : ……………(11)………………………………… 
 
Telah melakukan pengujian pendahuluan terhadap contoh barang yang diduga narkotika, 
psikotropika, dan prekursor dengan menggunakan alat uji berupa..................(12)........................... 
atas : 
a. Barang yang ditimbun/disimpan di 

Kawasan Pabean/ Kawasan 
Berikat/Bangunan atau tempat lain  
Nama pemilik / yang menguasai  
Alamat pemilik yang menguasai 
Alamat bangunan/tempat lain 
Identitas pemilik/yang menguasai (KTP, 
Paspor) 
Jumlah/Jenis/Ukuran No. Petikemas 
/Kemasan 
Jumlah/Jenis Barang 
Pemilik/Importir/Eksportir 
Jenis/Nomor dan tgl Dokumen 
Tempat/Lokasi Penindakan 

 
 
 
:
:
:
 
:
:
:
:
:
:

 
 
 
………………………(13).…...………… 
………………………(14)……………… 
………………………(15)……………… 
 
………………………(16)……………… 
………………………(17)……………… 
………………………(18)……………… 
………………………(19)……………… 
………………………(20)……………… 
………………………(21)……………… 

b. Barang diatasSarana pengangkut   
Nama dan Jenis Sarana Pengangkut  
No. Voy. / Penerb/Trayek/RKA*  
Ukuran/Kapasitas Muatan  
Nahkoda/Pilot/Pengemudi  
Bendera  
Nomor Register/Polisi* 
Jumlah/Jenis/Ukuran No. Petikemas 
/Kemasan 
Jumlah/Jenis Barang 
Pemilik/Importir/Eksportir* 
Jenis/Nomor dan tgl Dokumen 
Tempat/Lokasi Penindakan 

 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

 
………………………(22)………………… 
………………………(23)………………… 
………………………(24)………………… 
………………………(25)………………… 
………………………(26)………………… 
………………………(27)………………… 
………………………(28)………………… 
………………………(29)………………… 
………………………(30)………………… 
………………………(31)………………… 
………………………(32)………………… 

c. Barang penumpang 
Nama 

 
:
:

 
………………………(33)………………… 
………………………(34)………………… 



Kewarganegaraan 
Alamat tempat tinggal 
Alamat berdasarkan KTP/Paspor 
Nomor/tanggal KTP/Paspor 
Tempat/pejabat yang mengeluarkan 
KTP/Paspor 
Datang dari     
Tempat tujuan     
Nama sarana pengangkut yang digunakan  
No. Voy./Penerb/Trayek/RKA* 
Nomor Register/Polisi*    
Jumlah/Jenis/Ukuran No. Petikemas 
/Kemasan 
Jumlah/Jenis Barang 
Pemilik/Importir/Eksportir* 
Jenis/Nomor dan tgl Dokumen 
Tempat/Lokasi Penindakan 

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

………………………(35)………………… 
………………………(36)………………… 
………………………(37)………………… 
………………………(38)………………… 
………………………(39)………………… 
………………………(40)………………… 
………………………(41)………………… 
………………………(42)………………… 
………………………(43)………………… 
………………………(44)………………… 
………………………(45)………………… 
………………………(46)………………… 
………………………(47)………………… 
………………………(48)………………… 
 

 
I. IDENTITAS CONTOH UJI 

Uraian Barang : ............................(49)................................................ 
Bentuk  : …………………(50)…………………………….. 
Warna  : …………………(51)…………………………….. 
Bau   : …………………(52)…………………………….. 
 

II. ANALISA 
 
............................................................(53)....................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

III. KESIMPULAN 
.......................................................(54)..........................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

      
       Pemilik/Yang Menguasai     Penguji I 
     
                   (58)                                                                                                  (55) 
 
 
        ………(59)……….…..     ………(56)………….. 
          NIP …(57)…………. 
 
 
 
 
                   Saksi      Penguji I 
          
                     (60)                                                                                                (55)                                                  
 
        ………..(61) ……….…..     ………(56)………….. 
          NIP …(57)…………. 
 
 
 
 



PETUNJUK PENGISIAN  

BERITA ACARA PENGUJIAN PENDAHULUAN 

1. Diisi nomor berita acara pendahuluan. 
2. Diisi hari dilakukannya uji pendahuluan. 
3. Diisi tanggal dilakukannya uji pendahuluan. 
4. Diisi bulan dilakukannya uji pendahuluan. 
5. Diisi tahun dilakukannya uji pendahuluan. 
6. Diisi pejabat penerbit surat perintah. 
7. Diisi nomor surat perintah. 
8. Diisi tanggal surat perintah. 
9. Diisi nama pejabat yang melakukan pengujian pendahuluan. 
10. Diisi pangkat dan NIP pejabat yang melakukan pengujian pendahuluan. 
11. Diisi jabatan yang melakukan pengujian pendahuluan. 
12. Diisi dengan jenis alat dan merk dan/atau seri yang digunakan untuk melakukan pengujian 

pendahuluan. Contoh : Narcotest kit merk NIK, Itemizer Merk GE I-2004 Z  
13. Diisi nama pemilik / yang menguasai barang yang dilakukan pengujian. 
14. Diisi alamat pemilik / yang menguasai barang yang dilakukan pengujian. 
15. Diisi alamat bangunan atau tempat lain dimana barang yang dilakukan pengujian ditimbun. 
16. Diisi identitas dan nomor identitas pemilik/yang menguasai barang yang dilakukan 

pengujian. Contoh : KTP 12345678910. 
17. Diisi jumlah dan jenis kemasan barang. 
18. Diisi jumlah dan jenis barang. 
19. Diisi nama pemilik, importir atau eksportir. 
20. Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen. 
21. Diisi tempat atau lokasi dilakukannya penindakan. 
22. Diisi nama sarana pengangkut 
23. Diisi nomor voyage, flight, atau nomor polisi sarana pengangkut. 
24. Diisi ukuran atau kapasitas muatan. 
25. Diisi nama nakhoda, pilot atau pengemudi. 
26. Diisi bendera sarana pengangkut. 
27. Diisi nomor register atau nomor polisi sarana pengangkut. 
28. Diisi jumlah dan jenis kemasan barang. 
29. Diisi jumlah dan jenis barang. 
30. Diisi nama pemilik, importir atau eksportir. 
31. Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen. 
32. Diisi tempat atau lokasi dilakukannya penindakan. 
33. Diisi nama pembawa barang yang dilakukan pengujian pendahuluan 
34. Diisi kewarganegaraan barang yang dilakukan pengujian pendahuluan 
35. Diisi alamat tempat tinggal pembawa barang yang dilakukan pengujian pendahuluan 
36. Diisi alamat berdasarkan KTP/Paspor pembawa barang yang dilakukan pengujian 

pendahuluan 
37. Diisi nomor KTP/Paspor pembawa barang yang dilakukan pengujian pendahuluan 
38. Diisi tempat dan pejabat yang mengeluarkan KTP/Paspor. 
39. Diisi nama tempat asal perjalanan. 
40. Diisi nama tempat tujuan perjalanan. 
41. Diisi nama sarana pengangkut 
42. Diisi nomor voyage, flight, atau nomor polisi sarana pengangkut. 
43. Diisi nomor register atau nomor polisi sarana pengangkut. 
44. Diisi jumlah dan jenis kemasan barang. 



45. Diisi jumlah dan jenis barang. 
46. Diisi nama pemilik, importir atau eksportir. 
47. Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen. 
48. Diisi tempat atau lokasi dilakukannya penindakan. 
49. Diisi uraian barang saat dilakukan pengujian pendahuluan, Contoh : Cairan Pembersih, 

Tepung atau barng lainnya termasuk merk bila ada. 
50. Diisi bentuk barang saat dilakukan pengujian pendahuluan. Contoh : Cair, bubuk, 

bongkahan, dan bentuk fisik lainnya 
51. Diisi warna barang saat dilakukan pengujian pendahuluan. 
52. Diisi bau barang saat dilakukan pengujian pendahuluan. Contoh : Bau asam cuka, tidak 

berbau, bau harum, bau menyengat. 
53. Diisi berdasarkan jenis alat uji yang digunakan, berdasarkan tahapan analisa menggunakan 

alat uji dimaksud yang terdapat pada buku petunjuk penggunaan (manual book) dan 
intepretasi hasil yang didapat. Contoh bubuk kristal bening tidak berbau diuji menggunakan 
alat uji jenis narkotes kit merk NIK, pertama dilakukan tes menggunakan ampul Test A 
terjadi perubahan warna dari bening menjadi orange kemudian berubah menjadi coklat, 
intepretasi Test A mengindikasikan contoh uji mengandung Amphetamine Type Stimulant 
yang dapat berupa Methamphetamine, Shabu, ICE, Ecstacy, dan TMA     

54. Diisi berdasarkan hasil analisa tentang indikasi contoh uji. Contoh : contoh uji positif 
mengandungMethamphetamine ( Shabu). 

55. Diisi tanda tangan pejabat yang melakukan pengujian pendahuluan. 
56. Diisi nama pejabat yang melakukan pengujian pendahuluan. 
57. Diisi nomor induk pegawai pejabat yang melakukan pengujian pendahuluan. 
58. Diisi tanda tangan pemilik/yang menguasai barang. 
59. Diisi nama pemilik/yang menguasai barang. 
60. Diisi tanda tangan saksi. 
61. Diisi nama saksi. 
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Lampiran LVIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : P -53 /BC/2010  tentang Tatalaksana Pengawasan  

FORM PBC 4.13 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(A)................. 

 
 

LAPORAN TUGAS PENINDAKAN NPP (LTP-N) 
Nomor : …………(1)………..  / kode kantor/tahun 

 
 

3 Uraian penindakan     : 
…………………………………………………(5)…………………………………………………… 

4. Tempat       : ……...(6)………  
5. Tanggal/Waktu      : ……...(7)……… 
6. Kantor Bea dan Cukai      : ……...(8)..…… 
7. Kegiatan atas Barang Impor /Ekspor *) 

1. Nama/No. Dok Kepabeanan    : ………………(9)………………… 
2. Eks/Untuk  Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya  : ………………(10)…………………  
3. Voy/Flight/No.Pol     : ………………(11)………………..  
4. No. BL/AWB      : ………………(12)……………….. 
5. No. Container/Merek Kolli    : ………………(13)……………….. 
6. Importir/Eksportir/PPJK     : ………………(14)……………….. 
7. NPWP       : ………………(15)……………….. 
8. Jenis/Jumlah barang     : ………………(16)……………….. 
9. Data Lainnya : ………………(17)……………….. 

   
8. Kegiatan atas Barang Tertentu      

1. Nama/No. Dokumen     : ………………(18)……………….. 
2. Eks/Untuk  Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya  : ………………(19)………………..  
3. Voy/Flight/No.Pol     : ………………(20)………………..  
4. No. BL/AWB      : ………………(21)……………….. 
5. No. Kontainer/Merek Kolli    : ………………(22)……………….. 
6. Orang Pribadi/Badan Hukum    : ………………(23)……………….. 
7. Jenis/Jumlah barang     : ………………(24)……………….. 
8. Data Lainnya      : ………………(25)……………….. 

   
9. Kegiatan atas Penumpang : 

1. Nama        : ………………(26)………………..                                          
2. Jenis Kelamin       :   (L/P)           (27) 
3. Kewarganegaraan      : ………………(28)……………….. 
4. No. Paspor       : ………………(29)……………….. 
5. Eks Kapal/Pesawat/Alat Angkut Lainnya   : ………………(30)………………..  
6. Voy/Flight/No.Pol     : ………………(31)……………….. 
7. Pelabuhan/Bandara Asal     : ………………(32)……………….. 
8. Pelabuhan/Bandara Tujuan    : ………………(33)……………….. 
9. Waktu Keberangkatan      : ………………(34)………………..              
10. Waktu Kedatangan      : ………………(35)……………….. 
11. Data Lainnya       : ………………(36)……………….. 

 

1 Surat perintah No : ……………(2)…………. Tgl : …………..(3)…………… 
  
2 Kategori penindakan : 

…………………………………………………(4)…………………………………………………… 
  

      

10 Surat Bukti Penindakan 
 Nomor : ……………………….(37) Tanggal : …………(38)…… 
11 Diberikan kepada : 
 Nama : ……………………(39)…… Selaku : …………(40)…… 
 Alamat : ……………………………………………………(41)…………… 



 
 

........................................, ..........(46).............. 
  

 
Pejabat yang melaksanakan penindakan, 
 
 
…......(47)....….. 

 
…......(48).....….. 

  NIP. ….....(49)….... 
 
Catatan :  …………………………………………(50)……………………………………………… 
 

 Tanggal : ……………………(42)…… Jam : …………(43)…… 
10 Penindakan dilaporkan kepada  
11 Alasan tidak dilakukan penindakan : …………………………………………(44)…………… 
    



PETUNJUK PENGISIAN 
LAPORAN TUGAS PENINDAKAN (LTP-N) 

 
(A)     Diisi nama kantor 
(1) Diisi Nomor Laporan Tugas Penindakan Penindakan (LTPP-N) 
(2) Diisi Nomor Surat Perintah yang menjadi dasar pelaksanaan Penindakan 
(3) Diisi tanggal Surat Perintah yang menjadi dasar pelaksanaan Penindakan 
(4) Diisi kategori penindakan (Impor Umum, Impor Fasilitas, Ekspor, Barang tertentu, Barang 

Penumpang) 
(5) Diisi Uraian Penindakan (Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, atau lainnya) 
(6) Diisi tempat terjadinya atau akan terjadinya indikasi pelanggaran kepabeanan atau cukai. 
(7) Diisi tanggal dan/atau waktu terjadinya atau akan terjadinya indikasi pelanggaran 

kepabeanan atau cukai. Adapun format tanggal yaitu tanggal-bulan-tahun ,sedangkan 
format waktu yaitu jam . menit dengan daerah waktu (WIB/WITA/WIT). 

(8) Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan yang membawahi pengawasan atas 
wilayah terjadinya atau akan terjadinya indikasi pelanggaran kepabeanan atau cukai. 

(9) Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen kepabeanan. 
(10) Diisi nama sarana pengangkut. 
(11) Diisi nomor voyage/flight/nomor polisi sarana pengangkut. 
(12) Diisi nomor Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB). 
(13) Diisi nomor container atau merek kolli. 
(14) Diisi nama importir, eksportir, atau PPJK. 
(15) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir, eksportir atau ppjk. 
(16) Diisi jenis dan/atau jumlah barang. 
(17) Diisi data lainnya yang melengkapi keterangan tentang obyek NHI-N. 
(18) Diisi nama pemilik barang dan nomor dokumennya. 
(19) Diisi nama sarana pengangkut. 
(20) Diisi nomor voyage/flight/nomor polisi sarana pengangkut. 
(21) Diisi nomor Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB). 
(22) Diisi nomor container atau merek kolli. 
(23) Diisi nama orang pribadi/badan hukum. 
(24) Diisi jenis dan jumlah barang. 
(25) Diisi data lainnya yang melengkapi keterangan tentang obyek NHI-N. 
(26) Diisi nama penumpang. 
(27) Pilih jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). 
(28) Diisi kewarganegaraan. 
(29) Diisi nomor paspor. 
(30) Diisi nama sarana pengangkut. 
(31) Diisi nomor voyage/flight/nomor polisi sarana pengangkut. 
(32) Diisi pelabuhan atau bandara asal. 
(33) Diisi pelabuhan atau bandara tujuan. 
(34) Diisi waktu keberangkatan sarana pengangkut dari pelabuhan/bandara asal. 
(35) Diisi waktu kedatangan sarana pengangkut di pelabuhan/bandara tujuan. 
(36) Diisi data lainnya yang melengkapi keterangan tentang obyek NHI-N. 
(37) Diisi Nomor Surat Bukti Penindakan (SBP-N) 
(38) Diisi Tanggal Surat Bukti Penindakan (SBP-N) 
(39) Diisi Nama Pihak yang menerima Surat Bukti Penindakan (SBP-N) 
(40) Diisi Kapasitas Pihak yang menerima Surat Bukti Penindakan (SBP-N) 
(41) Diisi Alamat Pihak yang menerima Surat Bukti Penindakan (SBP-N) 
(42) Diisi Tanggal Penyerahan Surat Bukti Penindakan (SBP-N) 



(43) Diisi Jam Penyerahan Surat Bukti Penindakan NPP (SBP-N) 
(44) Diisi kepada pihak mana Penindakan dilaporkan (Atasan Pejabat yang melaksanakan 

Penindakan) 
(45) Diisi Alasan tidak dilakukan penindakan NPP (dalam hal penindakan tidak dapat 

dilakukan) 
(46) Diisi kota dan tanggal pembuatan LTPP-N 
(47) Diisi Tanda tangan Pejabat yang membuat LTPP-N 
(48) Diisi nama Pejabat yang menerbitkan LTPP-N 
(49) Diisi NIP Pejabat yang menerbitkan LTPP -N 
(50) Diisi Catatan Khusus/disposisi/petunjuk Atasan Pejabat yang menerbitkan LTPP-N 

terkait LTPP-N yang dilaporkan. 

 

DIREKTUR JENDERAL  
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Lampiran LX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana 
Pengawasan 

FORM PBC 4.14 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(A)..................... 

 
LEMBAR PENENTUAN HASIL PENINDAKAN NPP (LPHP-N) 

 

URAIAN PENINDAKAN : (TANDA “X” PADA PILIHAN) 
 
(…) PENGHENTIAN (…) PEMERIKSAAN (…) PENYEGELAN (…) PENEGAHAN 
 
(…) LAINNYA …………………………………………………(4)………………………………… 
   
RINCIAN PENINDAKAN (TANDA “X” PADA PILIHAN) 
 
(…) TERHADAP SARKUT 
 JENIS : …………………(5)…………….. 
 NAMA / NOMOR : …………….….(6)……… UKURAN : ……………(7).…… 
 KETERANGAN : ………………………………………(8)…….…………………………… 
 
(…) TERHADAP BARANG 
 KOMODITI : ………………………………………(9)…….…………………………… 
 JUMLAH : …………………………………….(10)…….…………………………… 
 KETERANGAN : …………………………………….(11)…….…………………………… 
 
(…) TERHADAP ORANG (TERKAIT PENINDAKAN BILA DIDUGA PELANGGARAN PIDANA) 
 NAMA : ………………………………………(12)…….………………………… 
 UMUR : ………………………………………(13)…….………………………… 
 JENIS KELAMIN : ………………………………………(14)…….………………………… 
 ALAMAT : ………………………………………(15)…….………………………… 
 KETERANGAN :  ………………………………………(16)…….………………………… 
    

 
ATASAN PEJABAT PENGANALISA HASIL 
PENINDAKAN 

PEJABAT PENGANALISA HASIL PENINDAKAN 

NAMA : ……………………(22).………… NAMA : …………………..(23)……………… 
NIP : ……………………(24).………… NIP : …………………..(25)……………… 
PANGKAT : ……………………(26).………… PANGKAT : …………………..(27)……………… 
JABATAN : ……………………(28).………… JABATAN : …………………..(29)………………… 
CATATAN :  ……………………………………………………………(30)…………………………………… 

KANTOR : ………………………………………………(1)…….………………………………… 
LTP NOMOR : ………………(2)……… TANGGAL : ……………………(3)……………… 
   
KATEGORI PENINDAKAN :  
 
(…) IMPOR UMUM (…) EKSPOR (…) BRG PJT/POS (…) BRG PENUMPANG 
 
(…) LAINNYA .......       
        

SURAT BUKTI PENINDAKAN 
 NOMOR : …………………………(17)………… TANGGAL : …………………(18)…….…

………. 
       
ANALISA HASIL PENINDAKAN : (TANDA “X” PADA PILIHAN) 
 (…) ADA PELANGGARAN  (…) TIDAK ADA PELANGGARAN 
  (…) TERBITKAN LP KET. ……………………………………(19)……………… 
  (…) TERBITKAN LP-1 KET. ……………………………………(20)……………… 
      
 CATATAN  : ……………………………………………………(21)……………………………………… 



TATACARA PENGISIAN  
LAPORAN PENENTUAN HASIL PENINDAKAN NPP (LPHP-N) 

 
(1) Diisi Nama Kantor Penerbit Laporan Penentuan Hasil Penindakan NPP (LPHP-N) 
(2) Diisi Nomor Laporan Tugas Penindakan (LTP) 
(3) Diisi Tanggal Laporan Tugas Penindakan (LTP) 
(4) Diisi Uraian Penindakan Lainnya selain Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, 

Penyegelan 
(5) Diisi Jenis, Sarana Pengangkut yang diduga terkait pelanggaran 
(6) Diisi Nama dan Nomor Sarana Pengangkut yang diduga terkait pelanggaran 
(7) Diisi Ukuran Sarana Pengangkut yang diduga terkait pelanggaran 
(8) Diisi Keterangan Lain mengenai Sarana Pengangkut yang diduga terkait Pelanggaran 
(9) Diisi Uraian Komoditi yang diduga terkait pelanggaran 
(10) Diisi Uraian Jumlah Komoditi yang diduga terkait pelanggaran 
(11) Diisi Keterangan Lain mengenai Komoditi yang diduga terkait pelanggaran 
(12) Diisi Nama Orang yang terkait pelanggaran 
(13) Diisi Umur Orang yang terkait pelanggaran 
(14) Diisi Jenis Kelamin Orang yang terkait pelanggaran 
(15) Diisi Alamat Orang yang terkait pelanggaran 
(16) Diisi Keterangan Lain mengenai Komoditi yang diduga terkait pelanggaran 
(17) Diisi Nomor Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(18) Diisi Tanggal Surat Bukti Penindakan (SBP) 
(19) Diisi Keterangan terkait penerbitan Laporan Pelanggaran (LP) 
(20) Diisi Keterangan terkait penerbitan Laporan Hasil Penindakan NPP (IP-N1) 
(21) Diisi Catatan Lain terkait Laporan Penentuan Hasil Penindakan NPP (LPHP-N) 
(22) Diisi Nama Atasan Pejabat penerbit Laporan Hasil Penentuan Hasil Penindakan NPP 

(LPHP-N) 
(23) Diisi Nama Pejabat penerbit Laporan Hasil Penentuan Hasil Penindakan NPP (LPHP-N) 
(24) Diisi NIP Atasan Pejabat penerbit Laporan Hasil Penentuan Hasil Penindakan NPP (LPHP-

N) 
(25) Diisi NIP Pejabat penerbit Laporan Hasil Penentuan Hasil Penindakan NPP (LPHP-N) 
(26) Diisi Pangkat Atasan Pejabat penerbit Laporan Hasil Penentuan Hasil Penindakan NPP 

(LPHP-N) 
(27) Diisi Pangkat Pejabat penerbit Laporan Hasil Penentuan Hasil Penindakan NPP (LPHP-N) 
(28) Diisi Jabatan Atasan Pejabat penerbit Laporan Hasil Penentuan Hasil Penindakan NPP 

(LPHP-N) 
(29) Diisi Jabatan Pejabat penerbit Laporan Hasil Penentuan Hasil Penindakan NPP (LPHP-N) 
(30) Diisi Catatan Atasan Pejabat penerbit Laporan Penentuan Hasil Penindakan NPP (LPHP-

N) terkait NPP (LPHP-N) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PETUNJUK PENATAUSAHAAN  
LAPORAN PENENTUAN HASIL PENINDAKAN NPP (LPHP-N) 

 
 

I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC. 
A. PEJABAT BC PENERBIT LPHP-N (KEPALA SEKSI NARKOTIKA DAN 

PSIKOTROPIKA/KEPALA SEKSI PREKURSOR) 
1. Menyusun Konsep LPHP-N berdasarkan LTP yang diterima dari Pejabat yang 

melaksanakan Penindakan. 
2. Melakukan analisa untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran :  

‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan ditemukan dugaan 
pelanggaran, merekomendasikan agar diterbitkan LP dan IP-N1. 

‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan tidak ditemukan dugaan 
pelanggaran, merekomendasikan tindaklanjut hasil penindakan lainnya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Memberikan catatan lain terkait dengan Hasil Analisa Penindakan (bila diperlukan) 
4. Menyampaikan Konsep LPHP-N kepada Atasan Penyusun LPHP-N. 
5. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LPHP-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LPHP-N) 
6. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LPHP-N yang telah mendapat respon dari 

Atasan Penyusun LPHP-N 
7. Membukukan LPHP-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan 

penyusun LPHP-N dalam Buku Catatan LPHP-N 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENERBIT LPHP-N (KASUBDIT NARKOTIKA) 
1. Menerima Konsep LPHP-N dari Pejabat yang menyusun LPHP-N 
2. Melakukan supervisi LPHP-N terkait : 

‐ Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran. 
‐ Rekomendasi tindak lanjut penindakan. 

3. Mengembalikan LPHP-N kepada Pejabat Penerbit LPHP-N agar dilakukan 
perbaikan, dalam hal terdapat catatan/perbaikan. 

4. Menyerahkan LPHP-N yang telah disetujui kepada Pejabat Penerbit LPHP-N agar 
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada LPHP-N. 
 

II. PADA KANWIL DAN KPU BC. 
A. PEJABAT BC PENERBIT LPHP-N (KEPALA SEKSI PENINDAKAN) 

1. Menyusun Konsep LPHP-N berdasarkan LTP yang diterima dari Pejabat yang 
melaksanakan Penindakan. 

2. Melakukan analisa untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran :  
‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan ditemukan dugaan 

pelanggaran, merekomendasikan agar diterbitkan LP dan IP-N1. 
‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan tidak ditemukan dugaan 

pelanggaran, merekomendasikan tindaklanjut hasil penindakan lainnya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Memberikan catatan lain terkait dengan Hasil Analisa Penindakan (bila diperlukan) 
4. Menyampaikan Konsep LPHP-N kepada Atasan Penyusun LPHP-N. 
5. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LPHP-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LPHP-N) 
6. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LPHP-N yang telah mendapat respon dari 

Atasan Penyusun LPHP-N 



7. Membukukan LPHP-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan 
penyusun LPHP-N dalam Buku Catatan LPHP-N 
 

B. ATASAN PEJABAT BC PENERBIT LPHP-N (KABID PENINDAKAN DAN 
PENYIDIKAN) 

1. Menerima Konsep LPHP-N dari Pejabat yang menyusun LPHP-N 
2. Melakukan supervisi LPHP-N terkait : 

‐ Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran. 
‐ Rekomendasi tindak lanjut penindakan. 

3. Mengembalikan LPHP-N kepada Pejabat Penerbit LPHP-N agar dilakukan 
perbaikan, dalam hal terdapat catatan/perbaikan. 

4. Menyerahkan LPHP-N yang telah disetujui kepada Pejabat Penerbit LPHP-N agar 
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada LPHP-N. 
 

III. PADA KPPBC TIPE MADYA DAN TIPE A 
A. PEJABAT BC PENERBIT LPHP-N (KASUBSI PENINDAKAN / KASUBSI 

PENINDAKAN DAN SAROP) 
1. Menyusun Konsep LPHP-N berdasarkan LTP yang diterima dari Pejabat yang 

melaksanakan Penindakan. 
2. Melakukan analisa untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran :  

‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan ditemukan dugaan 
pelanggaran, merekomendasikan agar diterbitkan LP dan IP-N1. 

‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan tidak ditemukan dugaan 
pelanggaran, merekomendasikan tindaklanjut hasil penindakan lainnya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Memberikan catatan lain terkait dengan Hasil Analisa Penindakan (bila diperlukan) 
4. Menyampaikan Konsep LPHP-N kepada Atasan Penyusun LPHP-N. 
5. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LPHP-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LPHP-N) 
6. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LPHP-N yang telah mendapat respon dari 

Atasan Penyusun LPHP-N 
7. Membukukan LPHP-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan 

penyusun LPHP dalam Buku Catatan LPHP-N 
 

B. ATASAN PEJABAT PENERBIT LPHP-N (KASI P2 / KASI INTELDAK) 
1. Menerima Konsep LPHP-N dari Pejabat yang menyusun LPHP-N 
2. Melakukan supervisi LPHP-N terkait : 

‐ Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran. 
‐ Rekomendasi tindak lanjut penindakan. 

3. Mengembalikan LPHP-N kepada Pejabat Penerbit LPHP-N agar dilakukan 
perbaikan, dalam hal terdapat catatan/perbaikan. 

4. Menyerahkan LPHP-N yang telah disetujui kepada Pejabat Penerbit LPHP-N agar 
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada LPHP-N. 
 

IV. PADA KPPBC TIPE B 
A. PEJABAT BC PENERBIT LPHP-N (KASUBSI P2) 

1. Menyusun Konsep LPHP-N berdasarkan LTP yang diterima dari Pejabat yang 
melaksanakan Penindakan. 

2. Melakukan analisa untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran :  



‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan ditemukan dugaan 
pelanggaran, merekomendasikan agar diterbitkan LP dan IP-N1. 
 

‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan tidak ditemukan dugaan 
pelanggaran, merekomendasikan tindaklanjut hasil penindakan lainnya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Memberikan catatan lain terkait dengan Hasil Analisa Penindakan (bila diperlukan) 
4. Menyampaikan Konsep LPHP-N kepada Atasan Penyusun LPHP-N. 
5. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LPHP-N (dalam hal terdapat 

perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LPHP-N) 
6. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LPHP-N yang telah mendapat respon dari 

Atasan Penyusun LPHP-N 
7. Membukukan LPHP-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan 

penyusun LPHP-N dalam Buku Catatan LPHP-N 
 

B. ATASAN PEJABAT PENYUSUN LPHP-N (KEPALA KANTOR) 
1. Menerima Konsep LPHP-N dari Pejabat yang menyusun LPHP-N 
2. Melakukan supervisi LPHP-N terkait : 

‐ Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran. 
‐ Rekomendasi tindak lanjut penindakan. 

3. Mengembalikan LPHP-N kepada Pejabat Penerbit LPHP-N agar dilakukan 
perbaikan, dalam hal terdapat catatan/perbaikan. 

4. Menyerahkan LPHP-N yang telah disetujui kepada Pejabat Penerbit LPHP-N agar 
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada LPHP-N. 
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Lampiran LXXXIV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 4.15 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.......................(1)..................... 

 
LEMBAR MONITORING INTELIJEN DAN PENINDAKAN NPP (LMIP-N) 

Periode : .......(2).......s/d................. 
 
 

LEMBAR 
INFORMASI 

NPP 

LEMBAR 
KLASIFIKASI 

INFORMASI NPP 

LEMBAR 
KERJA 

ANALISIS 
INTELIJEN NPP 

NOTA HASIL INTELIJEN 
NPP NOTA INFORMASI NPP REKOMENDASI LAINNYA INFORMASI LAINNYA LAPORAN TUGAS 

PENINDAKAN 

KET 

No. Tanggal No. Tanggal No. Tanggal No. Tanggal Peneri
ma No. Tanggal Penerima No. Tanggal Penerima No. Tanggal Penerima No. Tanggal 

Kesimp
ulan 

(sesuai / 
tdk 

sesuai) 

 

..(3).. 

 

…(4)... 

 

..(5).. 

 

..(6).. 

 

..(7).. 

 

…(8)... 

 

..(9).. 

 

…(10)... 

 

…(11).
. 

 

..(12).. 

 

…(13)... 

 

…(14)... 

 

..(15).. 

 

…(16)... 

 

…(17)... 

 

..(18).. 

 

…(19)... 

 

…(20)... 

 

…(21).. 

 

…(22)... 

 

…(23)... 

 

…(24)... 

                      

                      

                      

 



PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR MONITORING INFORMASI INTELIJEN DAN PENINDAKAN NPP 

 
 

(1) Diisi nama kantor Bea Cukai yang menatausahakan LMIP-N. 

(2) Diisi periode penatausahaan LMIP-N dalam bulan dan tahun berjalan. 

(3) Diisi nomor LI-N. 

(4) Diisi tanggal LI-N. 

(5) Diisi nomor LKI-N. 

(6) Diisi tanggal LKI-N. 

(7) Diisi nomor LKAI-N. 

(8) Diisi tanggal LKAI-N. 

(9) Diisi nomor NHI-N. 

(10) Diisi tanggal NHI-N. 

(11) Diisi penerima NHI-N. 

(12) Diisi nomor NI-N. 

(13) Diisi tanggal NI-N. 

(14) Diisi penerima NI-N. 

(15) Diisi nomor rekomendasi lainnya. 

(16) Diisi tanggal rekomendasi lainnya. 

(17) Diisi penerima rekomendasi lainnya. 

(18) Diisi nomor informasi lainnya. 

(19) Diisi tanggal informasi lainnya. 

(20) Diisi penerima informasi lainnya. 

(21) Diisi nomor LTP. 

(22) Diisi tanggal LTP. 

(23) Diisi kesimpulan LTP yaitu sesuai atau tidak sesuai. 

(24) Diisi keterangan yang dapat ditambahkan untuk memperjelas isi kolom-kolom 

sebelumnya. 
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Lampiran LXXXV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 4.16 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 
 
 

PROFIL ANJING PELACAK  
 

NO NAMA 
ANJING JENIS 

JENIS 
KELAMI

N 
UMUR 

TIPE 
PELACAK

AN 

NOMOR CHIP 
(ID) 

WARNA 
BULU 

TAHUN 
PENGADAAN 

KANTOR 
PENEMPATAN 

NAMA 
HANDLER / NIP KETERANGAN 

 
(2) 

 
(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 

 
(12) 

 
(13) 

 



PETUNJUK PENGISIAN PROFIL ANJING PELACAK  
 
 

(1) Diisi Nama Kantor Bea Cukai 
(2) Diisi nomor urut 
(3) Diisi Nama Anjing Pelacak  
(4) Diisi jenis/ras  Anjing Pelacak 
(5) Diisi jenis kelamin Anjing Pelacak 
(6) Diisi umur Anjing Pelacak 
(7) Diisi tipe anjing dalam merespon narkotika (pasif atau agresif) 
(8) Diisi Nomor chip/identitas yang melekat pada Anjing Pelacak. 
(9) Diisi warna bulu Anjing Pelacak 
(10) Diisi tahun pengadaan Anjing Pelacak 
(11) Diisi nama kantor penempatan Anjing Pelacak 
(12) Diisi nama handle/pawang yang bertanggung jawab atas Anjing Pelacak 
(13) Diisi keterangan lain yang diperlukan 
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Lampiran LXXXVI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 4.17 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor.................(1)................. 

 
 

LAPORAN HASIL PENINDAKAN NPP (LHP-N) 
 

INFORMASI PELAKSANAAN PENINDAKAN TINDAK LANJUT KETERANGAN 
BTK NO TGL SPRIN LTP LPHP-N URAIAN SBP LP 

NO TGL NO TGL NO TGL TINDAKAN TERHADAP KET. NO TGL NO TGL KEPADA 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( ) 

 
PENGHENTIAN ( ) SARKUT (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

         ( ) 
 

PEMERIKSAAN ( ) BARANG        

         ( ) 
 

PENEGAHAN ( ) ORANG        

         ( ) 
 

PENYEGELAN ( ) DOKUMEN        

         (11) 
 

 (12)         

 
 

 
 

 
 



PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN HASIL PENINDAKAN NPP (LHP-N) 

 
(1)     Diisi Nama Unit Pengawasan 
(2) Diisi Bentuk Sumber Informasi (NIP, MPP, NHI atau NHI-N) 
(3) Diisi Nomor Sumber Informasi  
(4) Diisi Tanggal Sumber Informasi 
(5) Diisi Nomor Surat Perintah Penindakan 
(6) Diisi Tanggal Surat Perintah Penindakan 
(7) Diisi Nomor Laporan Tugas Penindakan (LTP) 
(8) Diisi Tanggal Laporan Tugas Penindakan (LTP) 
(9) Diisi Nomor Lembar Penentuan Hasil Penindakan-N (LPHP-N) 
(10) Diisi Tanggal Lembar Penentuan Hasil Penindakan-N (LPHP-N) 
(11) Diisi Tanda (X) sebagai bentuk pilihan 
(12) Diisi Tanda (X) sebagai bentuk pilihan 
(13) Diisi Keterangan / Uraian Penindakan 
(14) Diisi Nomor Surat Bukti Penindakan 
(15) Diisi Tanggal Surat Bukti Penindakan 
(16) Diisi Nomor Laporan Pelanggaran 
(17) Diisi Tanggal Laporan Pelanggaran 
(18) Diisi Penerima Laporan Pelanggaran 
(19) Diisi Keterangan Lain yang diperlukan terkait Penindakan 
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Lampiran LX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai 
Nomor    :  P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 5.01 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai 
Direktorat Penindakan Dan Penyidikan____ 
 

 
DAFTAR RENCANA PENYEDIAAN SARANA OPERASI (DRPS) 

TAHUN ANGGARAN… (1) 
 
 

No. Nama Kantor DJBC Jenis Sarana Operasi Jumlah 
(Unit) 

Surat Permintaan 
Keterangan 

Nomor Tanggal 

1 2 5 6 3 4 7 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
 

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 
Subdit Sarana Operasi 
 
 
 
Nama Lengkap 
NIP ... 
 



Petunjuk Pengisian 
Daftar Rencana Penyediaan Sarana Operasi (DRPS) 

 

Angka (1) : Diisi Tahun Anggaran 

Angka (2) : Diisi Nomor Urut 

Angka (3) : Diisi Nama Kantor DJBC  

Angka (4)  :  Diisi Jenis Sarana Operasi  

Angka (5)  :  Diisi Jumlah Sarana Operasi  

Angka (6)  :  Diisi Nomor Surat Permintaan Sarana Operasi 

Angka (7)  :  Diisi Tanggal Surat Permintaan Sarana Operasi 

Angka (8)  :  Diisi keterangan atau hal lain yang perlu ditambahkan, contoh : revisi DRPS 
sebelumnya, pengadaan yang belum direalisasikan dalam DRPS sebelumnya. 
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Lampiran LXI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai 
Nomor    :  P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 5.02 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai 
Direktorat Penindakan Dan Penyidikan____ 

 
 
 

DAFTAR PENEMPATAN SARANA OPERASI (DPSO) 
TAHUN ANGGARAN … (1) 

 
 

No. Nama/Jenis Sarana Operasi Nama Kantor DJBC  Tipe/Merk/Ukuran Jumlah 
(Unit) 

Berita Acara Serah Terima  
Keterangan 

Nomor Tanggal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
(2) 

 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
 

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 
Subdit Sarana Operasi 
 
 
 
Nama Lengkap 
NIP ... 



Petunjuk Pengisian 
Daftar Penempatan Sarana Operasi (DPSO) 

 

Angka (1) : Diisi Tahun Anggaran  

Angka (2) : Diisi Nomor Urut 

Angka (3) : Diisi Nama/Jenis Sarana Operasi 
  Contoh : Kapal Patroli, Speedboat, X-Ray Scanner Cabin/Cargo, HT, Repeater  

Angka (4)  :  Diisi Nama Kantor DJBC  

Angka (5)  :  Diisi Tipe/Merk untuk Sarana Operasi berupa X-Ray Scanner/Peralatan 
Telekomunikasi dan Diisi Ukuran untuk Kapal Patroli/Speedboat dalam satuan 
meter 

Angka (6) : Diisi Jumlah Sarana Operasi  

Angka (7)  :  Diisi Nomor Berita Acara Serah Terima  

Angka (8)  :  Diisi Tanggal Berita Acara SerahTerima 

Angka (9) : Diisi keterangan atau hal lain yang perlu ditambahkan. 
 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd,  
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



 
Lampiran LXII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai 
Nomor    :  P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 5.03 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai 
........................................................................(1)_______ 

 
 

LAPORAN PEMANFAATAN SARANA OPERASI (LPS) 
BULAN … TAHUN … (2) 

 
A. KAPAL PATROLI/SPEEDBOAT 

No. Nomor 
Lambung 

Aktif/Tidak 
Aktif Nomor SPB  Tanggal 

SPB Penerbit SPB Jumlah 
Hari  Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 
 

B. CONTAINER SCANNER/ X-RAY SCANNER 

No. Jenis/Tipe/Merk Lokasi Penempatan  
Pemanfaatan Jumlah 

Kontainer/ Paket 
yang dicurigai 

Keterangan Jumlah Kontainer 
yang Diperiksa 

Jumlah Jam 
Operasi 

1 2 3 4 5 6 7 

(3) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 



C. PERALATAN TELEKOMUNIKASI 
 

No. Jenis/Tipe/Merk Lokasi Penempatan Aktif/Tidak 
Aktif Keterangan 

1 2 3 4 5 

(3) (11) (12) (17) (18) 

 
 
 

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 
Kepala Kantor 
 
 
 
 
Nama Lengkap 
NIP ... 



Petunjuk Pengisian 
Laporan Pemanfaatan Sarana Operasi  

 

Angka (1) : Diisi Kop Surat Kantor DJBC Yang Mengirimkan Laporan 

Angka (2) : Diisi Bulan dan Tahun 
  Contoh : Bulan Januari  Tahun 2010 

Angka (3) : Diisi Nomor Urut 

Angka (4) : Diisi Nomor Lambung Kapal 

Angka (5)  :  Diisi (√) jika kegiatan patroli aktif dan (-) jika kegiatan patroli tidak aktif 

Angka (6)  :  Diisi Nomor SPB 

Angka (7)  :  Diisi Tanggal SPB 

Angka (8)  :  Diisi Nama Kantor yang Menerbitkan SPB 

Angka (9)  :  Diisi Jumlah Hari Berlayar 

Angka (10)  :  Diisi Keterangan atau Tujuan diterbitkannya SPB 
Contoh : Ronda Laut, Siaga Pangkalan, Sea Trial, dan alasan tidak adanya SPB 

Angka (11)  :  Diisi Jenis/Tipe/Merk dari Container Scanner/X-Ray Scanner, Peralatan 
Telekomunikasi : 

  Contoh : Hi-Co Scan X-Ray, Gamma-Ray Portal VACIs, Gamma-Ray Mobile 
VACIS, HS 9075-35TS, L-3 PX-107, Rapiscan-R515, Scan Van S MCZ 310, 

  Scan Trailer 10017. 

Angka (12)  :  Diisi Lokasi Penempatan dari Container Scanner/X-Ray Scanner/Peralatan 
Telekomunikasi 

Angka (13)  :  Diisi Jumlah Total Kontainer yang diperiksa melalui Container Scanner (Hi-Co 
Scan X-Ray/Gamma-Ray Portal/Gamma-Ray Mobile dalam sebulan 

Angka (14)  :  Diisi Jumlah Total Jam Operasional dari X-Ray Scanner Cabin/Cargo, Scan Van, 
dan Scan Triler dalam sebulan 

Angka (15)  :  Diisi Jumlah Kontainer/Paket Barnag yang dicurigai berdasarkan Hasil 
Analisa/pemeriksaan image oleh Operator  

Angka (16)  :  Diisi hal lain yang perlu ditambahkan

Angka (17)  :  Diisi (√) jika Peralatan Telekomunikasi Aktif digunakan 

  Diisi (-) jika Peralatan Telekomunikasi Tidak Aktif digunakan

Angka (18)  :  Diisi keterangan atau hal lain yang perlu ditambahkan 
 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
ttd,  
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



 
 

Lampiran LXIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai 
Nomor    :  P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 5.04 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai 
........................................................................(1)_______ 

 
 
 

 
 

LEMBAR PEMELIHARAAN KAPAL PATROLI (LPKP) 
BULAN ….. TAHUN ….. (2) 

 
A. PEMELIHARAAN KAPAL PATROLI 

 

No. Nomor 
Lambung 

Tahun 
Kondisi Kapal Patroli 

Keterangan 
Kondisi 

Jam Putaran 
Motor Induk 

Jam Putaran 
Motor Bantu Pemeliharaan 

Keterangan Badan 
Kapal 

Motor Induk Motor Bantu Saat Ini Saat ini 
Tanggal Kegiatan Pembu

atan Rehab Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 



 
B. PEMELIHARAAN SPEEDBOAT 
 

No. Nomor 
Lambung  

Ukuran 
(Meter) 

Body Speedboat Mesin Pemeliharaan 
Keterangan Kayu/Fibe

r Glass Tahun  Kondisi Merk Daya 
(PK) Jumlah Kondisi Tanggal Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(3) 
 

(4) 
 

(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 

 
 

 
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 
Kepala Kantor 
 
 
 
Nama Lengkap 
NIP ... 
 



Petunjuk Pengisian 
Laporan Pemeliharaan Kapal Patroli  

 
 

Angka (1) : Diisi Kop Surat Kantor DJBC Yang Mengirimkan Laporan 

Angka (2) : Diisi Nama Bulan dan Angka Arab untuk Tahun 

Angka (3) : Diisi Nomor Urut 

Angka (4)  :  Diisi Nomor Lambung Kapal Patroli/SpeedBoat 

Angka (5)  :  Diisi Tahun Pembuatan Kapal Patroli 

Angka (6)  :  Diisi Tahun Rehap Kapal Patroli 

Angka (7),(8),(9),(10) dan (11) : Diisi salah satu kondisi : 
 B : Baik 
 RR : Rusak Ringan 
 RB : Rusak Berat 

Angka (12)  :  Diisi keterangan mengenai bagian kerusakan dari Motor Induk/Motor Bantu  

Angka (13) : Diisi Jam Putaran Motor Induk Kanan 

Angka (14)  :  Diisi Jam Putaran Motor Induk Kiri 

Angka (15) : Diisi Jam Putaran Motor Bantu Kanan 

Angka (16) :  Diisi Jam Putaran Motor Bantu Kiri 

Angka (17) :  Diisi Tanggal Pemeliharaan Rutin/Perawatan Kapal Patroli 

Angka (18) : Diisi Jenis Kegiatan Pemeliharaan/Perawatan 

Angka (19) : Diisi Keterangan atau hal lain yang perlu ditambahkan 

Angka (20) : Diisi Ukuran Panjang Speedboat dalam satuan Meter 

Angka (21) : Diisi salah satu : Kayu/Fiber Glass 

Angka (22) : Diisi Tahun Pembuatan Speedboat 

Angka (23) : Diisi kondisi Body Speedboat : 
 B : Baik 
 RR : Rusak Ringan 
 RB : Rusak Berat 

Angka (24) : Diisi Merk Mesin Speedboat 

Angka (25) : Diisi Daya (PK) dari Mesin Speedboat 

Angka (26) : Diisi Jumlah Mesin Speedboat 

Angka (27) : Diisi Kondisi Mesin Speedboat : 
 B : Baik 
 RR : Rusak Ringan 
 RB : Rusak Berat 



Angka (28) : Diisi Tanggal Pemeliharaan Rutin/Perawatan/Perbaikan Speedboat 

Angka (29) : Diisi Jenis Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Perawatan/Perbaikan Speedboat

Angka (30) : Diisi keterangan atau hal lain menegenai pemeliharaan yang perlu ditambahkan
 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd,  
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Lampiran LXIV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai 
Nomor    :  P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 5.05 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai 
........................................................................(1)_______ 

 
 
 

 
LEMBAR PEMELIHARAAN SARANA OPERASI LAINNYA (LPSL) 

TRIWULAN … TAHUN … (2) 
 
 

No. Jenis Sarana Operasi Tipe/Merk Jenis/Kegiatan 
Pemeliharaan 

Tanggal 
Pelaksanaan  

Penggantian Suku 
Cadang Keterangan 

1 2 3 4 5 7 8 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
 

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 
Kepala Kantor 
 

 
Nama Lengkap 
NIP ... 
 



Petunjuk Pengisian 
Lembar Pemeliharaan Sarana Operasi Lainnya 

 
 

Angka (1) : Diisi Kop Surat Kantor DJBC Yang Mengirimkan Laporan 

Angka (2) : Diisi Angka Romawi untuk Triwulan ke- dan Angka Arab untuk Tahun 
  Contoh : Triwulan I Tahun 2010 

Angka (3) : Diisi Nomor Urut 

Angka (4) : Diisi Tipe/Merk Sarana Operasi 
   
Angka (5)  :  Diisi Nama/Jenis Ssarana Operasi 
  Contoh : X-Ray Scanner, Repeater, HT, dll 
   
Angka (6)  :  Diisi Nama/Jenis Pemeliharaan/perawatan/perbaikan 
  Contoh : Pemeliharaan rutin, Perbaikan monitor X-Ray Scanner dll 
  
Angka (7)  :  Diisi Tanggal Pelaksanaan Pemeliharaan/perawatan/perbaikan  

Angka (8)  :  Diisi Nama Suku Cadang yang diganti dalam pelaksanaan 
pemeliharaan/perawatan/perbaikan. 

Angka (9)  :  Diisi keterangan atau hal lain yang perlu ditambahkan
  Contoh : Pemelihaaan dilaksanakan di kantor pusat, nama penyedia jasa 

pemeliharaan dll 
 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd,  
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran LXV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 5.06 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

PERNYATAAN SIAP BERLAYAR 
KAPAL BC.  ……(1) 

 
 

Nomor :  ……./BC…/…….. (2) A s l i :  ……………....  
 Lembar ke I :  ……………...  
 Lembar ke II :  ……………....  
 Lembar ke III :  ……………..…..  
 Lembar ke IV :  ……………..…..  
 Lembar ke V :  ……………..…..  

K E A D A A N : 
 
01. Badan Kapal : ………(3) 
02. Instalasi Motor : ………(3)  
03. Instalasi Listrik : ………(3) 
04. Motor Induk Kanan : ………(3) 
05. Motor Induk Kiri : ………(3) 
06. Motor Bantu Kanan : ………(3) 
07. Motor Bantu Kiri : ………(3) 
08. Pesawat Radar : ………(3) 
09. Pesawat Radio VHF/HF : ………(3) 
10. Pesawat Echosounder : ………(3) 
11. Navi Knot / Speed Lock : ………(3) 
12. Motor Tempel : ………(3) 
13. Pompa-pompa (Air pendingin 

Motor Induk dan Bantu, HSD, 
Olie, Got, Air Tawar, Kamar 
Mandi, Alcon : ………(3) 

14. Perlengkapan Keselamatan  
(Sekoci, Rakit, Baju Renang, 
Boya Penolong, Pemadam Api) : ………(3) 

15. D a p u r : ………(3) 
16. Perlengkapan lain-lain: Perlengkapan  

Tempat Tidur, Peralatan Makan,  
Perabot Tidur, dan lain sebagainya : ………(3) 

17. Bahan Bakar HSD : ………(4) Liter 20. Minyak Lincir  : ……..(7) Liter 
18. Air Tawar : ………(5) Liter 21. Minyak Lincir : ……..(8) Liter  
19. Minyak Tanah / LPG : ………(6) Liter/Tabung 22. Bensin : ……..(9) Liter  

 
 

LAPORAN KHUSUS NAKHODA / K.K.M 
 

.................................................(10) 
 
  
 Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 
 K.K.M. BC. …..(1) NAKHODA BC. …..(1) 
 

 
Tanda Tangan : …………………. Tanda Tangan : …………………. 
Nama  : …………………. Nama : …………………. 
Pangkat/NIP  : …………………. Pangkat : …………………. 
 

 
PENDAPAT / PERSETUJUAN : 

 
...........................................(11) 

 
 

KASI TEKNIK PEMELIHARAANKAPAL KASI TELEKOMUNIKASI KASI NAUTIKA 
 

Tanda Tangan : …………………. Tanda Tangan : …………………. Tanda Tangan : ……………….. 
Nama : …………………. Nama : …………………. Nama : ……………….. 
Pangkat/NIP : …………………. Pangkat/NIP : …………………. Pangkat/NIP : ……………….. 
 
Perhatian : Laporan ini harap setiap hari sebelum jam 09.00 WIB setelah kapal selesai disurvey/diperbaiki, segera diserahkan 
kepada Kepala Pangkalan Sarana Operasi.  



 
 
 
 

PETUNJUK PENGISIAN 
PERNYATAAN SIAP BERLAYAR 

 
(A) : Diisi nama kantor 

(1) : Diisi Nomor Lambung Kapal Patroli BC 

(2) : Diisi Nomor Surat Pernyataan Siap Berlayar 

(3) : Diisi keadaan atau kondisi : Baik/Rusak 

(4) : Diisi Jumlah Bahan Bakar HSD (dalam satuan Liter) 

(5) : Diisi Jumlah Air Tawar (dalam satuan Liter) 

(6) : Diisi Jumlah Minyak Tanah (Liter) atau Jumlah LPG (Tabung) 

(7) : Diisi Jumlah Minyak Lincir (dalam satuan Liter) 

(8) : Diisi Jumlah Minyak Lincir (dalam satuan Liter)   

(9) : Diisi Jumlah Bensin (dalam satuan Liter) 

(10) : Diisi Laporan Khusus dari Nakhoda/KKM 

(11) : Diisi Pendapat atau Persetujuan dari Kasi Teknik Pemeliharaan Kapal/ 

  Kasi Telekomunikasi/Kasi Nautika 

 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd,  
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran LXV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor: P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 5.07 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor ………(A)……..…. 
 

A s l i :  ……………..…..   
Lembar ke I :  ……………..…..  
Lembar ke II :  ……………..…..  
Lembar ke III :  ……………..…..  
A r s i p :  ……………..…..  
 
DINAS TAHUN  :  ……………..….. (1) 

 
 

LAPORAN TIBA KAPAL BC.  ……(2) 
 

01. Pangkalan BC : ………….…. (3)  
02. Kapal Patroli BC : ……….….... (2) 
03. Surat Perintah Berlayar : No……….... (4) Tanggal …………(5) Jam  ……. (6) 
04. Tolak Dari : ..………...… (7) Tanggal …………(8) Jam  ……. (9) 
05. Tiba Di : ..……..……(10) Tanggal ………  (11) Jam  …….(12) 
06. Banyaknya ABK : ..…………..(13)  Orang 
07. Membawa Pejabat : ……..……..(14) 
08. Membawa Rombongan/Penumpang : …….…… ..(15) Orang 
09. Membawa Muatan Dinas : …..………..(16) SP. No. ……………………(17) 
10. Keadaan Badan Kapal : ..…………..(18) 
11. Keadaan Instalasi Motor : ..…………..(18)  
12. Keadaan Instalasi Listrik : …..………..(18) 
13. Keadaan Motor Induk Kanan : ..…………..(18) 
14. Keadaan Motor Induk Kiri : ..…………..(18) 
15. Keadaan Motor Bantu Kanan : ……..……..(18) 
16. Keadaan Motor Bantu Kiri : …..………..(18) 
17. Keadaan Pesawat Radar : …..………..(18) 
18. Keadaan Pesawat Radio VHF/HF : ……..……..(18) 
19. Keadaan Pesawat Echosounder : …..………..(18) 
20. Navi Knot / Speed Lock : ………..…..(18) 
21. Keadaan Alat Keselamatan (Sekoci, rakit, baju renang, boya penolong, pemadam api) : ………..…..(18) 
22. Keadaan Motor Tempel : ………..…..(18) 
23. Pompa-pompa (Air pendingin Motor Induk dan Bantu, HSD, Minyak Lincir, got, air tawarkamar mandi, pompa got 

cadangan : ………..…..(18) 
24. Keadaan Dapur : …………....(18) 
25. Waktu Tolak Bahan Bakar/HSD : …………....(19) Liter 31. Waktu Tolak Bensin  : …...(25)  Liter 
26. Waktu Tiba Bahan Bakar/HSD : ..…………..(20)   Liter 32. Waktu Tiba Bensin : …...(26)  Liter  
27. Waktu Tolak Minyak Lincir : ..…………..(21)  Liter 33. Waktu Tolak Air Tawar: …...(27)  Liter  
28. Waktu Tiba Minyak Lincir : …..………..(22)  Liter 34. Waktu Tiba Air Tawar : …...(28)  Liter  
29. Waktu Tolak SPIRAX 90 : ……..……..(23)  Liter 
30. Waktu Tiba SPIRAX 90 : ………..…..(24)  Liter 

 
 

LAPORAN KHUSUS NAKHODA / KKM 
 

.....................................................(29) 
 
 
 

 Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 
MENGETAHUI : K.K.M. BC. ……....(2) NAKHODA BC. ……....(2) 
………………………..(30) 
 
 
 
 Nama : …………………. Nama : …………………. 
(Nama Lengkap) Pangkat : …………………. Pangkat : …………………. 
NIP …………….. NIP : ………………….   NIP : ………………….



PETUNJUK PENGISIAN 
LAPORAN TIBA KAPAL BC 

 
 
 (A) : Diisi nama kantor 

 (1) : Diisi Tahun 

 (2) : Diisi Nomor Lambung Kapal Patroli BC 

 (3) : Diisi Nama Lokasi Plan Sarana Operasi 

 (4) : Diisi Nomor Surat Perintah Berlayar (SPB) 

 (5) : Diisi Tanggal Surat Perintah Berlayar (SPB) 

 (6) : Diisi Jam Surat Perintah Berlayar (SPB) 

 (7) : Diisi Nama Plan Sarana Operasi BC saat Tolak 

 (8) : Diisi Tanggal saat Tolak 

 (9) : Diisi Jam saat Tolak 

 (10) : Diisi Nama Plan Sarana Operasi BC saat Tiba 

 (11) : Diisi Tanggal saat Tiba 

 (12) : Diisi Jam saat Tiba 

 (13) : Diisi Jumlah ABK 

 (14) : Diisi Nama Jabatan/Instansi 

 (15) : Diisi Jumlah Rombongan/Penumpang 

 (16) : Diisi Jenis Barang muatan dinas 

 (17) : Diisi Nomor Surat Pengantar (SP) muatan dinas 

 (18) : Diisi Keadaan atau kondisi : Baik/Rusak 

 (19) : Diisi Jumlah Bahan Bakar saat Tolak (dalam satuan Liter) 

 (20) : Diisi Jumlah Bahan Bakar saat Tiba (dalam satuan Liter) 

 (21) : Diisi Jumlah Minyak Lincir saat Tolak (dalam satuan Liter) 

 (22) : Diisi Jumlah Minyak Lincir saat Tiba (dalam satuan Liter) 

 (23) : Diisi Jumlah SPIRAX 90 saat Tolak (dalam satuan Liter) 

 (24) : Diisi Jumlah SPIRAX 90 saat Tiba (dalam satuan Liter) 

 (25) : Diisi Jumlah Bensin saat Tolak (dalam satuan Liter) 

 (26) : Diisi Jumlah Bensin saat Tiba (dalam satuan Liter) 

 (27) : Diisi Jumlah Air Tawar saat Tolak (dalam satuan Liter)  

 (28) : Diisi Jumlah Air Tawar (dalam satuan Liter)  

 (29) : Diisi Laporan Khusus dari Nakhoda/K.K.M  

 (30) : Diisi Kasi Nautika atau pejabat yang ditunjuk 
 

 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
ttd,  
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



Lampiran LXVI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai 
NOMOR : P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 
 
 

KUALIFIKASI, KEWAJIBAN DAN LARANGAN AWAK KAPAL PATROLI 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

 
 

I. KUALIFIKASI AWAK KAPAL PATROLI 
 

No. Jabatan Pendidikan/ 
Ijasah Keahlian 

Pangkat 
Minimal Pengalaman 

1. Nakhoda    
 Kapal Patroli FPB 38 M ANT III III a Nakhoda FPB 28M/Mualim I FPB 38M 

selama 2 Tahun 
 Kapal Patroli FPB 28 M ANT III II d Mualim I FPB 28M atau selama 2 Tahun 
 VSV/Speedboat 15 M SMK/SPM (ANT IV) II c - 
 VSV/Speedboat 10 M SMK/SPM (ANT IV) II b - 
     

2. Kepala Kamar Mesin 
(KKM) 

   

 Kapal Patroli FPB 38 M ATT III III a KKM FPB 28M/Juru Motor I FPB 38 M 
selama 2 Tahun 

 Kapal Patroli FPB 28 M ATT III II d Juru Motor I FPB 28M 
 VSV/Speedboat 15 M SMK/SPM (ATT IV) II c - 
 VSV/Speedboat 10 M SMK/SPM (ANT IV) II b - 
     

3. Mualim I    
 Kapal Patroli FPB 38 M ANT III II d Mualim II FPB 38M/ Mualim I FPB 28M 

selama 2 Tahun 
 Kapal Patroli FPB 28 M ANT III II c Mualim II FPB 28M selama 2 Tahun 
     

4. Mualim II    
 Kapal Patroli FPB 38 M ANT III II d Mualim III FPB 38M/ Mualim II FPB 28M 

selama 2 Tahun 
 Kapal Patroli FPB 28 M ANT III II c - 
     

5. Mualim III    
 Kapal Patroli FPB 28 ANT III II c Mualim II FPB 28M selama 2 Tahun 
     

6. Juru Motor I    
 Kapal Patroli FPB 38 M ATT III II d Juru Motor II FPB 28M/Juru Motor I FPB 

28M selama 2 Tahun 
 Kapal Patroli FPB 28 M ATT III II c Juru Motor II FPB 28M selama 2 Tahun 
     

7. Juru Motor II    
 Kapal Patroli FPB 38 M ATT III II d Juru Motor III FPB 38M/Juru Motor II FPB 

28M selama 2 Tahun 
 Kapal Patroli FPB 28 M ATT III II c - 
     

8. Juru Motor III    
 Kapal Patroli FPB 38 M ATT III II c Juru Motor II FPB 28M selama 2 Tahun 
     

9. Operator Radio    
 Kapal Patroli FPB 38 M Telka II d Operator Radio FPB 28M 
 Kapal Patroli FPB 28 M Telka II c - 

10. Teknisi Listrik    
 Kapal Patroli FPB 38 M SMK Listrik II b - 
     

11. Teknisi Elektronika    
 Kapal Patroli FPB 38 M SMK Elektronika II b - 
     

12. Juru Mudi I    
 Kapal Patroli FPB 38 M SMK/SPM (ANT IV) II b Juru Mudi II FPB 28M/Juru Mudi I FPB 28M 

selama 2 Tahun 
 Kapal Patroli FPB 28 M SMK/SPM (ANT IV) II b Juru Mudi II FPB 28M selama 2 Tahun 

13. Juru Mudi II    



 Kapal Patroli FPB 38 M SMK/SPM (ANT IV) II b Juru Mudi III FPB 28M/Juru Mudi II FPB 
28M selama 2 Tahun 

 Kapal Patroli FPB 28 M SMK/SPM (ANT IV) II b - 
14. Juru Mudi III    

 Kapal Patroli FPB 38 M SMK/SPM (ANT IV) II a Juru Mudi III FPB 28M selama 2 Tahun 
 Kapal Patroli FPB 28 M SMK/SPM (ANT IV) II a - 
     

15. Juru Minyak I    
 Kapal Patroli FPB 38 M SMK/SPM (ATT IV) II b Juri Minyak II FPB 38M/Juru Minyak I FPB 

28M selama 2 Tahun 
 Kapal Patroli FPB 28 M SMK/SPM (ATT IV) II b - 
     

16. Juru Minyak II    
 Kapal Patroli FPB 38 M SMK/SPM (ATT IV) II b Juri Minyak III FPB 38M/Juru Minyak II FPB 

28M selama 2 Tahun 
 Kapal Patroli FPB 28 M SMK/SPM (ATT IV) II b - 
     

17. Juru Minyak III    
 Kapal Patroli FPB 38 M SMK/SPM (ATT IV) II a Juru Minyak III FPB 28M selama 2 Tahun 
 Kapal Patroli FPB 28 M SMK/SPM (ATT IV) II a - 
     

18. Kelasi    
 Kapal Patroli FPB 38 M SMU/SMK II a - 
 Kapal Patroli FPB 28 M SMU/SMK II a - 
 VSV/Speedboat 15 M SMU/SMK II a - 
 VSV/Speedboat 10 M SMU/SMK II a - 
     

19. Tukang Masak    
 Kapal Patroli FPB 38 M SMK Tata Boga II a - 
 Kapal Patroli FPB 28 M SMK Tata Boga II a - 

 
 

II. KEWAJIBAN DAN LARANGAN AWAK KAPAL PATROLI 
 
A. NAKHODA 

 
1. Kewajiban Nakhoda 

a. Nakhoda wajib memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan, kemampuan dan 
keterampilan serta kesehatan yang mengacu pada peraturan / undang-undang 
kepelautan. 

b. Nakhoda wajib berada di kapal selama berlayar, kecuali dalam keadaan sangat 
memaksa. 

c. Nakhoda yang akan berlayar wajib memastikan bahwa kapal telah memenuhi 
persyaratan laik laut. 

d. Nakhoda wajib mengawasi dan meneliti penyelenggaraan buka harian dek, buku 
harian kamar mesin dan buku harian radio. 

e. Nakhoda wajib memperhatikan dan memelihara kondisi kapalnya tetap laik laut 
untuk berlayar. 

f. Nakhoda wajib menjaga keselamatan kapal dan anak buah kapal. 
g. Nakhoda diwajibkan melengkapi dan menyimpan dikapal dokumen penting 

berupa surat ukur kapal, surat perintah berlayar (SPB), surat-surat perintah 
lainnya, semua buku –buku yang lazim untuk dunia pelayaran yang diperlukan, 
dan buku-buku petunjuk pemeliharaan dan pemakaian komponen-komponen serta 
peraturan kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas dikapal. 

h. Nakhoda wajib mengatur / menyelenggarakan dinas jaga laut dan jaga darat di 
kapal, dengan ketentuan sebagai berikut : 

Jaga laut : 

Jam00.00 s/d 04.00 = Jaga Larut Malam  = Mualim I 

Jam04.00 s/d 08.00 = Jaga Dini Hari  = Mualim III/ Juru Mudi 

Jam08.00 s/d 12.00 = Jaga Pagi Hari  = Mualim II 

Jam12.00 s/d 16.00 = Jaga Siang Hari  = Mualim I 

Jam16.00 s/d 20.00 = Jaga Sore Hari  = Mualim III/ Juru Mudi 



Jam20.00 s/d 24.00 = Jaga Malam Hari  = Mualim II 

Jaga Darat (di kapal) : 

Jam16.00 s/d 08.00 = Perwira jaga, Kelasi dan Juru Minyak 

 
2. Wewenang Nakhoda 

a. Nakhoda merupakan pimpinan diatas kapal yang memiliki wewenang penegakan 
hukum dan bertanggung jawab atas keselamatan keamanan penumpang, 
kebersihan kapal dan barang muatan yang menjadi kewajibannya. 

b. Nakhoda berwenang nengenakan tindakan disiplin atas pelanggaran yang 
dilakukan setiap anak buah kapal yang meninggalkan kapal tanpa seijin Nakhoda, 
tidak kembali ke kapal pada waktunya, menolak perintah penugasan, tidak 
melaksanakan tugas dengan baik, berprilaku tidak tertib, dan berprilaku tidak 
layak terhadap seseorang. 

c. Nakhoda berwenang memberikan usulan/masukan kepada kepala pangkalan/ 
kantor dalam pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) untuk 
anak buah kapal yang dipimpinnya 

d. Nakhoda berwenang membuat usulan mutasi anak buah kapal yang dipimpinnya. 
e. Nakhoda berwenang menggunakan pandu laut dalam hal terdapat keraguan 

mengenai alur keluar perairan pelabuhan. 
f. Nakhoda berwenang atau berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila 

mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan kelaik lautan 
g. Nakhoda diberi wewenang khusus untuk membuat catatan setiap kelahiran, setiap 

kematian serta menyaksikan dan mencatat surat wasiat. 
 

3. Larangan Nakhoda 
a. Selama dalam tugas atau apabila ada bahaya yang mengancam, Nakhoda dilarang 

meninggalkan kapalnya, kecuali apabila kepergiannya itu diperlukan secara 
mutlak atau ia terpaksa berbuat demikian untuk menyelamatkan jiwanya. 

b. Nakhoda dilarang membawa barang untuk kepentingannya sendiri, kecuali ijin 
dari atasannya. 

c. Nakhoda dilarang mengangkut penumpang, kecuali telah mendapat ijin 
berdasarkan surat keputusan mengenai pengangkutan penumpang yang di 
keluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Penindakan dan 
Penyidikan atau Pejabat yang ditunjuk. 

d. Nakhoda dilarang meninggalkan kapal pada saat jam kantor, kecuali mendapatkan 
ijin dari atasan. 

e. Nakhoda dilarang melakukan kegiatan yang melanggar hukum diatas kapal. 
 

B. MUALIM DAN JURU MUDI  
1. Kewajiban Mualim I 

a. Melaksanakan dinas jaga laut dan darat serta mentaati perintah lainnya dari 
Nakhoda. 

b. Membantu dan melaksanakan semua perintah Nakhoda, bertindak sebagai 
Nakhoda kapal apabila Nakhoda berhalangan melakukan tugasnya. 

c. Apabila terjadi keragu-raguan atau cuaca buruk dalam menjalankan tugas jaga 
laut/ berlayar segera memberitahukan kepada Nakhoda untuk tindakan 
penyelamatan kapal. 

d. Mengoreksi peta laut sesuai petunjuk dari berita pelaut Indonesia. 
e. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan buku harian deck. 
f. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keutuhan inventaris deck dan 

ketertiban administrasinya. 
g. Mengatur petugas jaga kapal pada saat kapal berlayar dan berada di pangkalan/ 

pelabuhan, sehingga setiap saat kapal tersebut siap digerakkan. 
h. Mengontrol kesiapan anak buah kapal dalam kegiatan pemeriksaan alat angkut. 
i. Memimpin langsung pelaksanaan pekerjaan harian deck untuk pemeliharaan dan 

perawatan kapal beserta perlengkapannya. 
j. Mengatur jadwal latihan pemadam kebakaran, alat keselamatan lainnya dan orang 

jatuh ke laut. 



k. Memimpin penurunan sekoci dan alat keselamatan lainnya serta memeriksa 
seluruh anak buah kapal mengenakan baju berenang  jika terjadi musibah kapal. 

l. memimpin anak buah kapal jika terjadi kebakaran dan kebocoran di kapal. 
2. Kewajiban Mualim II 

a. Melaksanakan dinas jaga  laut dan darat serta mentaati perintah lainnya dari 
Nakhoda. 

b. Menyiapkan dan memelihara peta-peta laut, buku-buku navigasi dan alat bantu 
navigasi lainnya guna persiapan kapal berlayar. 

c. Bertanggung jawab atas penyediaan bahan makanan, air tawar yang mencukupi 
sesuai kebutuhan tugas berlayar. 

d. Menyiapkan kebutuhan perlengkapan kapal dan anak buah kapal. 
e. Pendataan kembali administrasi kapal, misalnya Surat Perintah Berlayar, laporan 

siap berlayar, laporan tiba, daftar penumpang dan lain-lain. 
f. Berada di anjungan kapal (ruang kemudi) untuk membantu olah gerak kapal 

mengganti mualim jaga pada saat terjadi musibah kebakaran dan kebocoran. 
g. Berada di sekoci penolong dan menyiapkan peralatan yang akan digunakan pada 

saat kapal mengalami musibah tenggelam. 
h. Menyiapkan obat-obatan untuk keperluan PPPK. 
i. Ikut melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut yang diperiksa. 
j. Apabila terjadi keragu-raguan atau cuaca buruk dalam tugas jaga laut/berlayar 

segera memberitahukan kepada Nakhoda untuk tindakan penyelematan kapal. 
3. Kewajiban Mualim III dan Juru Mudi 

a. Melaksanakan dinas  jaga laut dan darat serta mentaati perintah lainnya dari 
Nakhoda. 

b. Membantu tugas Mualim I dan Mualim II dalam rangka persiapan kapal. 
c. Merawat dan mempersiapkan perlengkapan kapal berupa tali temali, jangkar dan 

peralatan kerja. 
d. Bertanggung jawab atas kesiapan semua alat penolong dan alat pemadam 

kebakaran. 
e. Mengurus dan menjaga agar kapal selalu dalam keadaan bersih . 
f. Membawa salah satu tabung pemadam kebakaran menuju lokasi apabila terjadi 

kebakaran di kapal. 
g. Menyiapkan bahan dan peralatan untuk menanggulangi kebocoran. 
h. Menyelamatkan dokumen kapal dan journal deck serta barang inventaris lainnya 

apabila kapal mendapat musibah tenggelam . 
i. Berada di haluan kapal siap mengoperasikan senapan mesin kalober 12,7 bila 

kapal sedang melakukan pemeriksaan alat angkut. 
j. Apabila terjadi keragu-raguan atau  cuaca buruk dalam tugas jaga laut/berlayar 

segera memberitahukan kepada Nakhoda untuk tindakan penyelamatan kapal. 
4. Larangan Mualim Dan Juru Mudi 

a. Dilarang meninggalkan kapal saat bertugas tanpa seijin Nakhoda. 
b. Dilarang membawa barang-barang diluar kepentingan dinas kecuali ada ijin dari 

Nakhoda. 
c. Dilarang mengambil dan atau menghilangkan barang inventaris kapal baik 

disengaja atau tidak di atas kapal. 
d. Dilarang mengurangi dan atau/menghilangkan atal bukti baik disengaja atau tidak 

dari alat angkut yang diperiksa. 
e. Dilarang melakukan kegiatan yang melanggar hokum diatas kapal. 

 
C. KEPALA KAMAR MESIN (KKM) 

 
1. Kewajiban KKM Kapal Patroli 

a. Mentaati dan melaksanakan perintah Nakhoda dan bertindak dengan kecakapan, 
kecermatan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk melakukan tugasnya 

b. Mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam dunia pelayaran 
guna menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapal. 

c. Menyelenggarakan Buku Harian Mesin. 
d. Mengelola semua instalasi didalam kamar mesin dan peralatan teknis lainnya 
e. Menyimpan semua peraturan dan ketentuan mengenai pemeliharaan dan 

perbaikan motor induk dan instalasi yang ada didalam kamar mesin . 



f. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keutuhan inventaris kamar mesin dan 
ketertiban administrasinya. 

g. Bertanggung jawab memegang handle mesin induk di anjungan untuk olah gerak 
kapal apabila terjadi musibah kebakaran dan kebocoran kapal serta melakukan 
pemeriksaan alat angkut. 

h. Membantu Mualim I untuk menurunkan sekoci apabila terjadi musibah 
tenggelamnya kapal. 

i. Bertanggung jawab setiap/segala pelaksanaan pemeliharaan maupun perbaikan 
instalasi mesin yang dilakukan oleh ABK, teknisi darat dan pihak ketiga. 

j. Bertanggung jawab setiap pengebonan terhadap bahan bakar, minyak pelumas 
dan suku cadang yang dipergunakan untuk keperluan kamar mesin. 

k. Mengusahakan  agar sebelum kapal bertolak dari pelabuhan telah tersedia bahan 
bakar dan minyak pelumas, yang cukup untuk suatu masa pelayaran yang akan 
ditempuh. 

l. Setibanya kapal dari tugas berlayar, bersama-sama Nakhoda membuat laporan 
tiba kapal. 

m. Memimpin langsung pekerjaan pemeliharaan dan perawatan harian dari semua 
peralatan kamar mesin. 

n. Menyelenggarakan dan mengawasi giliran jaga darat bagi juru motor dan juru 
minyak. 

o. Membuat laporan kepada Nakhoda mengenai pemakaian bahan bakar setiap hari. 
p. Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya motor induk, motor bantu, serta 

seluruh peralatan yang berada dibawah pengawasannya dengan melakukan 
pengaturan giliran jaga laut bagi juru motor dan juru minyak. 

q. Memeriksa kebenaran pencatatan penunjukkan semua meteran yang ada dikamar 
mesin pada Buku Harian Kamar Mesin. 

r. Segera memberitahukan kepada Nakhoda Kapal apabila terjadi hal-hal darurat di 
kamar mesin. 

2. Larangan KKM 
a. Dilarang meninggalkan kapal saat bertugas tanpa seijin Nakhoda. 
b. Dilarang membawa barang-barang diluar kepentingan dinas kecuali ada ijin dari 

Nakhoda. 
c. Dilarang mengambil dan atau menghilangkan barang inventaris kapal baik 

disengaja atau tidak diatas kapal. 
d. Dilarang mengurangi dan atau menghilangkan alat bukti baik disengaja atau tidak 

dari alat angkut yang diperiksa. 
e. Dilarang melakukan kegiatan yang melanggar hukum diatas kapal. 

 
 

D. JURU MOTOR  
1. Kewajiban Juru Motor I 

a. Melaksanakan dinas jaga laut dan darat serta mentaati perintah lainnya dari 
Kepala Kamar Mesin / Nakhoda. 

b. Mentaati dan melaksanakan perintah Kepala Kamar Mesin dan Nakhoda 
c. Bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin apabila Kepala Kamar Mesin 

berhalangan melakukan tugasnya. 
d. Mencatat temperature/suhu mesin induk, motor bantu dikamar mesin pada Buku 

Harian Mesin pada waktu bertugas jaga. 
e. Memimpin awak kamar mesin dalam melakukan tugas harian kamar mesin. 
f. Mempersiapkan semua perlengkapan kamar mesin waktu kapal disiapkan untuk 

berlayar sesuai perintah Kepala Kamar Mesin. 
g. Memberitahukan kepada Kepala Kamar Mesin apabila terjadi hal-hal darurat di 

kamar mesin . 
h. Melaksanakan perbaikan di dalam kamar mesin jika terjadi kerusakan mesin dan 

instalasi lainnya. 
i. Meyiapkan pompa kebakaran dan semua pompa penghisap air di kamar mesin 

(menggantikan petugas jaga mesin) jika terjadi musibah kebakaran dan kebocoran 
kapal. 

j. Menyiapkan mesin Out Boat serta jurnal mesin dan inventaris kamar mesin pada 
saat meninggalkan kapal apabila terjadi musibah tenggelamnya kapal. 



k. Berada di kamar mesin guna mengawasi mesin induk, motor bantu serta instalasi 
lainnya pada saat kapal sedang melakukan pemeriksaan alat angkut. 

l. Melaksanakan tugas jaga laut apabila kapal berlayar dan mengatur jaga laut 
maupun darat untuk anak buah kapal bagian mesin. 

2. Kewajiban Juru Motor II 
a. Melaksanakan dinas jaga laut dan darat serta mentaati perintah lainnya dari 

Kepala Kamar Mesin/Nakhoda. 
b. Membantu pelaksanaan tugas Juru Motor I. 
c. Menyiapkan perlengkapan kamar mesin apabila kapal siap berlayar. 
d. Membantu mempersiapkan laporan setibanya kapal di pangkalan/pelabuhan. 
e. Menjaga dan memelihara kebersihan kamar mesin dan merawat motor penggerak 

serta semua instalasinya. 
f. Mempersiapkan salah satu pipa/selang kebakaran ke lokasi kebakaran apabila 

terjadi musibah kebakaran. 
g. Membantu menanggulangi kebocoran apabila terjadi musibah kebocoran kapal. 
h. Berada di kamar mesin dan siap mematikan mesin induk dan mesin bantu serta 

membantu penurunan sekoci apabila terjadi musibah tenggelamnya kapal. 
i. Membantu Juru Motor I di kamar mesin pada saat kapal sedang melakukan 

pemeriksaan alat angkut. 
j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasannya. 
k. Memberitahukan kepada Kepala Kamar Mesin/Juru Motor I apabila terjadi hal 

darurat di kamar mesin. 
l. Melaksanakan tugas jaga laut pada saat kapal berlayar dan tugas jaga darat pada 

saat kapal berada di Pangkalan/Pelabuhan.  
3. Larangan Juru Motor 

a. Dilarang meninggalkan kapal saat bertugas tanpa seijin Kepala Kamar Mesin/ 
Nakhoda. 

b. Dilarang mambawa barang-barang diluar kepentingan dinas kecuali ada ijin dari 
Nakhoda. 

c. Dilarang mengambil dan atau menghilangkan barang inventaris kapal baik 
disengaja maupun tidak di atas kapal. 

d. Dilarang mengurangi dan atau / menghilangkan alat bukti baik disengaja atau 
tidak dari alat angkut yang diperiksa. 

e. Dilarang melakukan kegiatan yang melanggar hukum di atas kapal. 
 

E. JURU MINYAK 
1. Kewajiban Juru Minyak 

a. Melaksanakan dinas jaga laut dan darat serta mentaati perintah lainya dari Juru 
Motor / Kepala Kamar Mesin dan Nakhoda. 

b. Membantu Juru Motor dalam memelihara kebersihan kamar mesin, motor induk, 
motor Bantu serta semua peralatannya. 

c. Membantu melaksanakan perbaikan pada semua instalasi kamar mesin. 
d. Membantu mempersiapkan semua perlengkapan dan peralatan kamar mesin pada 

saat kapal siap berlayar. 
e. Melakukan tugas jagalaut / darat secara bergilir dengan Juru Motor. 
f. Memberitahukan Kepala Kamar Mesin / Juru Motor bila terjadi hal darurat 

dikamar mesin. 
g. Melaksanakan tugas lainya yang diperintahkan oleh atasannya. 
h. Membantu di kamar mesin untuk menyiapkan tabung dan selang kebakaran 

kelokasi kebakarn pada saat kapal mengalami  musibah kebakaran. 
i. Menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menanggulangi 

kebocoran dan membantu juru motor dikamar mesin pada saat kapal mengalami 
musibah kebocoran. 

j. Membantu menurunkan sekoci dan alat keselamatan lainnya dan turun ke sekoci 
untuk melayani mesin out boat pada saat peninggalan kapal. 

k. Membantu tugas Pembantu Kopat pada saat pemeriksaaan. 
2. Larangan Juru Minyak 

a. Dilarang meninggalkan kapal pada saat bertugas tanpa seijin Kepala Kamar 
Mesin / Juru Motor Jaga. 

b. Dilarang mambawa barang-barang diluar kepentingan dinas kecuali ada ijin dari 
Nakhoda. 



c. Dilarang mengambil dan atau menghilangkan barang inventaris kapal baik 
disengaja maupun tidak di atas kapal. 

d. Dilarang mengurangi dan atau / menghilangkan alat bukti baik disengaja atau 
tidak dari alat angkut yang diperiksa. 

e. Dilarang melakukan kegiatan yang melanggar hukum di atas kapal. 
 
 

F. KELASI DAN JURU MASAK 
1. Kewajiban Kelasi 

a. Melaksanakan dinas jaga laut dan darat seta mentaati perintah lainnya dari 
Mualim ./ Nakhoda. 

b. Mentaati dan melaksankan semua perintah Nakhoda dan Mualim. 
c. Mentaati dan melaksanakan perintah Nakhoda dab Perwira jaga lainnya dalam 

mengemudikan kapal. 
d. Ikut mengawasi dan menghindari kemungkinan kapal dalma keadaan darurat, 

yang dapat membahayakan keselamatan kapal. 
e. Ikuti mengawasi dan memperhatikan sekeliling kapal dan memberitahukan 

perwira jaga bila ada hal yang mencurigakan yang dapat mengancam keselamatan 
kapal. 

f. Melaksanakn pekerjaan sehari-hari untuk menjaga kebersihan kapal. 
g. Memasang dan mempersiapkan daprah tali rapat demi menjaga keselamatan kapal 

dari benturan dengan kapal lainnya maupun dermaga/kade. 
h. Melakukan tugas jaga darat dan laut secara bergilir. 
i. Bila mendengar alarm ataupun perintah sandar segera menyiapkan daparah dan 

tali rapat untuk merapat di kapal lain. 
j. Membawa tabung kebakaran No.4 menuju lokasi kebakaran dan berada diruang 

kemudi (anjungan) membantu Mualim II pada saat terjadi musibah kebakaran. 
k. Membantu menanggulagi kebocoran di lokasi kebocoran dan berada  di ruang 

kemudi (anjungan) membantu Mualim II pada saat terjadi musinbah kebocoran. 
l. Menyiapkan tangga untuk turun menuju sekoci dan melayani davit sekoci saat 

menurunkan sekoci pada saat peninggalan kapal. 
m. Mengamati sekitar lokasi pemeriksaan menggunakan senjata laras panjang dan 

menyiapkan daprah untuk kegiatan manuver pada saat pameriksaan. 
n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasannya. 

2. Kewajiban Juru Masak 
a. Mentaati dan melaksanakan semua perintah Nakhoda dan Perwira Kapal. 
b. Menjaga kebersihan ruang dapur, merawat seluruh peralatan dapur dan 

bertanggung jawab atas keutuhannya. 
c. Membuat laporan apabila terjadi kerusakan / kehilangan peralatan dapur. 
d. Melapor kepada Nakhoda dan Perwira Kapal atau Anak Buah Kapal lainnya bila 

terjadi hal yang darurat di ruang dapur. 
e. Menyediakan dan menyiapkan bahan makanan untuk kaperluan semua Pelayar. 
f. Menyediakan makanan dan minuman  bagi semua Pelayar. 
g. Menyelamatkan ruang dapur dan membawa tabung kebakaran No.2 menuju lokasi 

kebakaran pada saat terjadi musibah kebakaran. 
h. Membantu menanggulangi kebocoran di lokasi kebocoran pada saat terjadi 

musibah kebocoran. 
i. Menurunkan ke laut life raft (rakit penolong) kanan/kiri dan menyiapkan 

keperluan bahan makan di sekoci pada saat peningalan kapal. 
j. Mengamati sekitar lokasi pemeriksaan menggunakan senjata laras panjang pada 

saaat pemeriksaan. 
3. Larangan Kelasi dan Juru Masak 

a. Dilarang meninggalkan kapal saat bertugas tanpa seijin Mualim / Nakhoda. 
b. Dilarang mambawa barang-barang diluar kepentingan dinas kecuali ada ijin dari 

Nakhoda. 
c. Dilarang mengambil dan atau menghilangkan barang inventaris kapal baik 

disengaja maupun tidak di atas kapal. 
d. Dilarang mengurangi dan atau / menghilangkan alat bukti baik disengaja atau 

tidak dari alat angkut yang diperiksa. 
e. Dilarang melakukan kegiatan yang melanggar hukum di atas kapal. 

 



 
G. OPERATOR RADIO 

 
1. Kewajiban Operator Radio 

a. Mentati dan melaksanakan semua perintah Nakhoda. 
b. Menerima dan mencatat serta melaporakannya kapada Nakhoda setiap berita yang 

diterima. 
c. Mengirim setiap berita yang telah ditanda tangani oleh Nakhoda sesuai alamat 

aksi serta tembusannya. 
d. Bertanggung jawab atas pengiriman berita keluar / masuk dan pengisian Buku 

Harian Radio. 
e. Mentaati ketentuan-ketentuan konvensi internasional tentang telekomunikasi dan 

aturan lainnya berhubungan dengan elekomunikasi. 
f. Mengadakan hubungan dengan pangkalan untuk melaporkan kejadian-kejadian 

penting selama pelayaran. 
g. Mengadakan hubungan dengan kapal lain atau station radio untuk menerima atau 

meneruskan berita. 
h. Mejaga kerahasiaan setiap isi berita yang diterima maupun keluar. 
i. Secara berkala melakukan dinas monitor. 
j. Menjaga dan merawat agar semua perangkat telekomunikasi selalu dalam 

keadaan baik dan siap pakai. 
k. Selepas jaga harus menghubungkan pesawat alarm otonatik ke antena dan 

memeriksa apakah pesawat itu bekerja dengan baik,dalam hal kapal dilengkapi 
dengan pesawat alarm otomatik. 

2. Larangan Operator Radio 
a. Dilarang meninggalkan kapal saat bertugas tanpa seijin Mualim / Nakhoda. 
b. Dilarang mambawa perangkat telekomunikasi dari kapal diluar kepentingan dinas 

kecuali ada ijin dari Nakhoda. 
c. Dilarang mengambil dan atau menghilangkan barang inventaris kapal baik 

disengaja maupun tidak di atas kapal. 
d. Dilarang mengurangi dan atau menghilangka berita yang diterima maupun 

dikirim baik disengaja atau tidak. 
e. Dilarang menyebarkan berita yang diterima maupun dikirim tanpa seijin 

Nakhoda. 
f. Dilarang mengurangi dan atau / menghilangkan alat bukti baik disengaja atau 

tidak dari alat angkut yang diperiksa. 
g. Dilarang melakukan kegiatan yang melanggar hukum diatas kapal. 

 
 

H. PERWIRA JAGA 
 
1. Kewajiban Perwira Jaga 

a. Melaksanakan semua perintah Nakhoda. 
b. Menjaga ketertiban dan keamanan diatas kapal. 
c. mengontrol setiap saat kondisi kapal dan sekelilingnya. 
d. Menjaga keselamatan kapal. 
e. Mengatur pembagian giliran tugas jaga diatas kapal. 
f. mengisi buku jurnal jaga minimal setiap satu jam serta setiap kejadian yang 

dialami oleh kapalnya. 
g. Melaporkan kepada Nakhoda setiap kejadian di atas kapal. 
h. Melaporkan kepada Nakhoda serah terima selesai tugas jaga. 

2. Wewenang Perwira Jaga 
a. Dapat memindahkan kapalnya pada saat cuaca buruk demi keselamatan 

kapal,apabila merasa mampu. 
b. melarang orang-orang yang berada diatas kapal apabila mengganggu ketertiban 

dan keamanan kapal. 
c. Memerintahkan petugas jaga lainnya jika dipandang perlu untuk kedinasan. 
d. Melarang orang-orang melakukan kegiatan yang melanggar hukum diatas kapal. 
e. Mengambil tindakan yang tapat untuk keselamatan kapal. 

 
 



 
3. Larangan Perwira Jaga 

a. Dilarang meninggalkan kapal tanpa seijin Nakhoda. 
b. Dilarang melakukan kegiatan yang melanggar hukum diatas kapal. 
c. Dilarang membawa barang-barang inventaris kapal diluar kepentingan dinas 

kecuali ada ijin dari Nakhoda. 
d. Dilarang mengambil dan atau menghilangkan barang inventaris kapal baik 

disengaja atau tidak diatas kapal. 
e. Dilarang mengurangi dan atau menghilangkan alat bukti baik disengaja atau tidak 

yang ada diatas kapal. 
 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd,  
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 

 

 

 

 





Lampiran LXXXVII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai 
Nomor : P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

FORM PBC 5.08 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN_____ 

 
 

LEMBAR MONITORING SARANA OPERASI 
SEMESTER … TAHUN … (1) 

 

No. Nama Kantor Nama/Jenis 
Sarana Operasi Tipe/Merk Tahun Kondisi Jumlah 

(Unit) 
Lokasi 

Penempatan  Pemanfaatan Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(2) (3) 
 

(4) 
 

(5) 
 

(6) 
 

(7) 
 

(8) 
 

(9) 
 

(10) 
 

(11) 

 
 

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 
Subdit Sarana Operasi 
 
 
 
 
Nama Lengkap 
NIP ... 
 



PETUNJUK PENGISIAN 
LEMBAR MONITORING SARANA OPERASI 

  
 

Angka (1) : Diisi Angka Romawi untuk Semester ke – dan Angka Arab untuk Tahun 

Angka (2) : Diisi Nomor Urut  

Angka (3) : Diisi Nama Kantor DJBC 

Angka (4)  :  Diisi Nama/Jenis Sarana Operasi  
   
Angka (5)  :  Diisi Tipe/Merk Sarana Operasi 
   
Angka (6)  :  Diisi Tahun Perolehan  

Angka (7) : Diisi Kondisi Sarana Operasi : 
  B : Baik 
  RR : Rusak Ringan 
  RB : Rusak Berat 

Angka (8) : Diisi Jumlah Sarana Operasi  (untuk peralatan telekomunikasi dengan Tipe/Merk yang 
sama cukup diisi jumlah total perangkat tersebut) 

   
Angka (9)  :  Diisi Lokasi Penempatan Sarana Operasi  
   
Angka (10)  :  Diisi salah satu : Aktif atau Tidak Aktif 

- Aktif  : Selalu digunakan dalam kegiatan pengawasan 
- Tidak Aktif : Jarang/tidakpernah digunakan dalam kegiatan pengawasan 

Angka (11)  :  Diisi keterangan atau hal lain yang perlu ditambahkan. 
  Contoh : - Usulan penghapusan, proses perbaikan 
 
 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd,  
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 



 
Lampiran LXXXVIII  
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai 
Nomor : P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan 

 
FORM PBC 5.09 
 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Direktorat Penindakan Dan Penyidikan____ 
 

 
 

PROFIL SARANA OPERASI (PSO) 
TAHUN … (1) 

 

No. Jenis Sarana Operasi Spesifikasi Teknis 

1 2 3 

(2) (3) (4) 

 
 

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 
Subdit Sarana Operasi 
 
 
 
 
Nama Lengkap 
NIP ... 
 



 
 

PETUNJUK PENGISIAN 
PROFIL SARANA OPERASI 

 
 

Angka (1) : Diisi Tahun 

Angka (2) : Diisi Nomor Urut 
  
Angka (3) : Diisi Jenis/Nama Sarana Operasi 

Angka (4) : Diisi Spesifikasi Teknis Sarana Operasi 
   
 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
 
ttd,  
 
THOMAS SUGIJATA 
NIP 19510621 197903 1 001 

 


